HOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL

PENGUMUMAN

NOMOR : 137 /PL.01.7-Pu/7205/1 /2024

TENTANG

HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Umum Tahun 2024 oleh Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk oleh Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, Disampaikan hasil audit Laporan

Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum sebagai berikut:
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Berdasarkan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemiliban Umum
Tahun 2024 sebagaimana dimaksud di atas, disampaikan Laporan Asurans
Independen, Formulir Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye,
dan Formulir Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanye
sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
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LAPORAN ASURANS INDEPENDEN
Nomor :0001373.04 72/ AL 2N BBT/ 112024

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Buol
Di Tempat

Cakupan

Kami telah ditugaskan oleh Komisi Pemidihan Umum Provinsi Provinsi Sulawesi Tengah
berdasarkan Kontrak Nomor 380/PL.01.7-SIK/T2/12024, 28 Februari 2024 untuk melakukan
Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap
kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partal Kebangkitan Bangsa Kabupaten Buol untuk
periode 16 November 2023 sampal dengan 22 Februan 2024 ferhadap peraturan perundang-
undangan terkait pelaporan Dana Kampanye yang terdisi dan:
a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Momor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye
Pemikhan Umum.
b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 teniang Pedoman Teknis
Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum. dan
c. Keputusan Komisi Pemilthan Umum Nomor 1180 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis
Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye.

Informas=i Hal Paokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum NMomor 18 Tahun 2023 tentang Dana
Kampanye Pemiihan Umum, Laporan Dana Kampanye Partai Kebangkitan Bangsa
Kabupaten Buol terdin dar:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi
Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan,
nncian perhitungan penerimasn dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan
Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari
pasangan Caion dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak ain yang
dimulai sejak ditetapkan sebagal Peseria Pemilu sampal dengan 1 (satu) hari sebelum
penyampaian LADK kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol dan

2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat
seluruh penerimaan yang diterima Peserfa Pemilu seielah [ADK disampaikan sampai
dengan 1 (satu) hard sebelum penyampaian LPSDK kepada Fomisi Pemibhan Umum
Kabupaten Buol dan

3. Laporan Penerimaan dan Fengdumn Dana Kampanye (LPPDK) adalsh pembukuan yang
memual seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampamye yang dimulai sejak
ditetapkan sebagai Feserta Pemilu sampai dengan berakhimya masa kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Periatan Asurans inl adalah Peraturen Komisi PemiEhan
Umum Momor 18 Tahun 2023 fentang Dana Kampanye Pemilihan Umdm dan ketentuan
pelaksanaannya. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Parai Politik
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Pesarta Pamilu dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oéeh
Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Buol dalam menyusun Laporan Dana Kampanys
adalah:

1. Rekening Khusus Dana Kampanye

a. Partai Politik Pessrta Pamilu membuka RKD atas nama Partai Politik Peseria Pemilu
yang terpisah dari rekening pribadi Partai Poliik Pessria Pemilu pada Bank Umum.

b. Partai Politik Peserta Pemilu membuka REKDK fidak melampaui ketentuan Pembukaan
RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.

¢. Pembukaan REKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang
dilerbitkan oleh KPL.

d. Partai Polilih Peserla Pemilu lingkat pusal. tingkat provinsi dan tingkal kabupaten/kola
membuka dan melaporkan hanya 1 {gatu) nomor RKDK kepada KPU, KPU Provinsi,
danfatau KPU Kabupaten/Kola sesual dengan tngkatanya.

€. Partal Politk Peserta Pemilu dapal menunjuk petugas unluk mengelola RKDE
dilengkapi dengan sural pernyataan dan plmpinan Partai Politik.

f Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK
tedebih dahulu sebelum digunakan untuk keglatan Kampanye Pamiiu.

g. REDK Partal Politik Peserta Pemilu tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian,

h. Partai Politik Peserta Pemilu wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu} Han
setelah penutupan pembukuan LPPDK sampal dengan 1 (satu) Hari sebelum
penyampaian LDK kepada KAP.

i. Penutupan RKDK disampaikan dengan melampirkan sural permohonan penutupan
REDK kepada Bank Umum,

j. Partai Politik Peseria Pemnilu wajib menyampaikan bukli penutupan rekening berupa
surat pernyataan dari Bank Umum 1 (satu) Hari setelah menerima surat permyataan dan
Bank Umum,

2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

a, Partai Politik Peserla Pemilu menyusun LADK yang mamual informasi.

1. REDK.

2 Saldo awal REDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan,

3  Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan
dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterma ssbalum panode
pembukaan.

4 Catatan penernmaan dan pengeluaran Pariai Poliik Peseria Pemilu termasuk
sebelum pembukaan REDE,

5 NPWP masing-masing Pariai Politik Peserta Pemilu.

6 Bukbt penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Partai Politk Peserta Pemilu mematuhi pembukuan LADK yaitu 3 {tiga) Hari setelah
Fartai Politk ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Har sebelum
pemyampalan LADH.

¢. LADK Parai Politilk Peserla Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DFRD
Kabupaten/®ota ditandatangan oleh Pimpinan Parlai Polifik sesuai denpan
tingkatannya.

Brarch Crifeie Makasgar
Lisence Miembe | IBLERM. 17028 dated Apaill 18, 2073

1 Betur Raye - faks Batar Me Hol AL Maressar - Jeerme aelatan a3
Talp 0471 B34 N503 | WA 0S17 400 3987 | 0817 448 1557
enell g prmlkeigmellsom | wewokapsrcoic

JAKARTRA - EANDONG - EIRASE
B0 . FICANEANE  MRKLSTAR




€ =~ |0jJO SUNARJO P
: _ & REKAN i KNG,

d. LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditandatangani
oleh calon yang bersangkutan.

e. [Dalam hal Pimpinan Partai Polilik berhalangan tetap, LADK dapat ditandatangani oleh
pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Polilik Peserta Pemilu yang
bersangkutan,

f Berhaiangan telap meliputl keadaan:

1. meninggal duna.
2. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen. atau
3. sedang melaksanakan ibadah keagamaan.

g. Partal Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Pimpinan Partal
Poliik Fesera Pemilu ftingkal pusal, provinsi, dan kabupaten/kola mematuhl
penyerahan LADK tidak melampaui wakiu yang ditetapkan yaitu 14 (empat beias) Hani
sehelurn hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bantuk rapat
umum, paling lambat pukul 23,59 waktu setempat.

h. Partai Politk Peserta Pemilu menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan
dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka,

| Apabila terdapat perbakan, maka LADK perbakan disampaikan cleh Paral Politk
Peserta Pemilu kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 5 (han) Han sejak
menenma tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dan KPU, paling
lambat pukul 23.59 waktu setempat.

j Penyerahan LADK kepada KPU., KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/fofta sesuai
dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:

Formulr 1 Laporan Awal Dana Kampanye.

Formulir 2 Caftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.

Formulir 3 Laporan Akfivitas Fenerimaan Dan Pengefuaran Dana Kampanye.

Formulr 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye

Formulr 5 Laporan Aklivilas Penermaan Dan Fengeluaran Danha Kampanye

Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye.

8 Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencalatan Penerimaan Dan
Pengeluaran.

7. Formulir 7 Sural Pemyataan Tanggung Jawsb Atas Laporan Awal Dana
Kampanye.

8. Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye. dan

o Bukl-bukti transaksi penerimaan dan transaks| pengeluaran.

k.  Apabila LADK yang disampaikan ofeh Partal Politik Peserta Pemilu dikembalikan oleh
KPLU, KPU Provinsi, danfatau KPU Kabupaten/¥ota eesuai dengan tingkatannya, maka
Partal Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi daniatau memperbaiki dokumen LADK
dimaksud dengan LADK perbaikan yang lerdin atas:

Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye.

Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.

Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye.

Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye.

Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye

Sebelumn Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye
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6 Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penenmaan Dan
Pengeluaran,

7. Formulir 7 Surat Pemyataan Tanggung Jawah Atas Laporan Awal Dana Kampanye

B. Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye.

8. Bukt-bukl transaksl penerimaan dan ransaksi pengeluaran.

3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

a. LPSDK memuatinformasi sebagai berikul

1. identitas penyumbang.
2. jumlah sumbangan dana kampanye.

b. Partai Politik Peserta Pemilu ingkat pusal, tingkal provinsi dan tingkal kabupaten/xota
menyampaikan LPSDK kepada KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK
yang diunggah melahul Sikadeka.

c. Penyampaian LPSDK dilakukan mufai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1
{satu) Har| setelah masa Kampanye berakhir.

d. LPSDE disampakan secara kengkap yang terdini atas:

1. LPSDE Pihak Lain Perseorangan.

2 LPS0OK Pihak Lain Persaorangan.
3, LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Non Pemerintah.

4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
a. Pariai Politik Peserta Pemiu menyusun LPPDEK yang memual informasi:
1. RKDK
2. Saldo awal atau saldo Saldo awal atau saldo. Saldo awal pembukuan vang
merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk
kegiatan Kampanye apabila dderima sebalum perode pembukuan,
3. Catatan penerimasn dan pengeluaran Fartai Politik Peserta Pemilu termasuk
sebelum pembukaan RKDK.

. NPWP masing-masing Parlai Politik Peseria Pemilu.

. Bukti pangeiuaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Saldo akhir pada saat penutupan RKDK. dan

. Asersi atas Laporan Dana Kampanye.

b. Farlal Palitik Pesaria Pemilu mematuhi penode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak
3 (tiga) har setelah ditetapkan sehagal Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7
{fujuh) hari sebelum penyampaian LPPOK kepada KAP yang ditunjulk KPLL

¢. LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Mota ditandatangani oleh Pimpinan Pardal Politik sesuai  dengan
tingkatannya.

d LPPDK calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kola
ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.

e Dalam hal Fimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LPPDEK dapat ditandatangani oleh
pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan
dibuktikan dengan surat kelerangan pendelegasian dari Partai Folitik yang
bersanghutan.

f Berhalangan tetap melputi keadaan:
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1. meninggal Dunia.
2. tidak mampumelaksanakan tugas secara permanen. atau
i sedang melaksanakan ibadah keagamaan

g Pengurus Partai Peserta Pemilu dapal menyampaikan LPPDK dengan mengirimican
data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.

h.  Pimpinan Partai Polik Peserta Pemilu tingkat pusal, provinsi, dan kabupaten/kota
Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD menyampaikan Laporan Dana Kampanye
paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 23.59
waklu setempat.

i, Penyampaian LPPDK kepada KAP yang lelah ditunjuk oleh KPU, ditampiri dengan
LADK dan LPSDK sena diengkapi dengan:

Formulir 1 Laporan Penerimaan Dan Pengeiuara Dana Kamganys.

Formulir Daftar Penermaan Sumbangan Dana Kampanye.

Formulir 3 Laporan Aklivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye.

Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye.

Formulir 5 Laporan Aktivitas Fernenmaan Dan Fengeluaran Dana Kampanye

Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana

Kampanys.

8. Formulir 6 Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan
Penenmaan Dan Pangeluaran,

7. Formulr 7 Asers| Atas Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye,

8. Salkinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye.

9. Surat Pemyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Partai Politik
Peserta Pemilu bersangkutan telah ditutup.

10.Bulkti-bukti transaksi penerimaan dan transaksl pangaluaran.

j- Dmlam hal Partai Politk Peserta Pemilu tidak menyampalkan LPPDK, KPU
memyampaikan LADK dan LPSDK kepada HAP melalui Sikadeka untuk dilakukan audit.

k. Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari:

1. Partai Politik.

2. Calon anggota DPR, DPRD provingd, dan DPRD kabupaten/kota dar Parai Politk yang
bersanghkutan dan

3. Sumbangan yang sah menurut hukum dar pihak lain, yaitu Perseorangan,
Kelompok, Perusahaan dan/atau Badan usaha non Pemenniah.

. Sumbangan dari phak lain harus dilengkapi dengan sural parmyataan penyumbang
yang menurut informasi Penyumbang dan jumiah sumbangan.

m. Sumbangan yang bearasal dari persearangan, kelompok, perusshaan, dan/atau badan
usaha nonpemerintah harus mencantumkan informasi identitas yang jelas dan jumiah
sumbangar.

n. Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peserta Pemilu dalam bentuk uang,
barang, danfatau jasa merupakan kelompok berbadan hukum selain organisasi
masyarakal sesual dengan ketentuan perundangundangan yang mangahs mengenai
oiganisasi masyarakal.

o. Sumbangan yang berasal dari pihak lain Kelompok dilampiri salinan keputusan
pengesahan pendirfan Badan Hukum Nonpemenntah dari Menterd yang
menyeienggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
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p. Sumbangan yang berasal dan pihak lain perusahaan atau Badan Usaha
MNonpemerintah wagb dilampiri saknan akia pendirian Perusahaan atau badan usaha.

a Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan
dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai idenlitas penyumbang.

r Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.

& Sumbangan Dana Kampanye yang difakukan melakul setoran lunai pada bank, disertal
dengan surat pemyataan peryumbang.

t  Parail Polltik Peserta Pamilu mencatal dan madaporkan selurih sumbangan (mencakiup
uang, barang. dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai vang, termasuk utang
dan diskon pembelian barang atau jasa yang meiebihi balas kewajaran transaksi jual
bell secara umum} yang diterima ke dalam Dafiar Penenimaan Sumbangan.

u Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK ferebih dahulu
sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.

v. Pariai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penermaan sumbangan (mencakup
uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang
dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi [uaal
beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumiah di
bawah ini.

1. Rp2.500.000.00000 {dua milyar ima ratus juta rupiah) untuk penyumbang
persecrangan, dan

2. Rp25.000.0000.000,00 (dua puluh Ema milyar) untuk penyumbang hkelompok
dan/atau badan usaha non pemeriniah.

w. Pengeluaran Kampanye Peseria Pemilu calon anggola DPR, DPRD provinsi, dan
DFRD kabupalenfota yailu untuk.

1. Pembiayaan akfivitas kampanye.
2. Pembayaran hutang. Dan
3. Pengeluaran lain-tain yang dimlliki berdasarkan harga pasar yang wajar.

w. Setiap diskon pembekan barang yang mesebihi balas kewajaran jual beli yang berlaku

sacara umum, diperfiakukan ketentuan sumbangan,

Keterhatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerclehan bukti yang relevan dan terbatas pada informas
yang terfuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai
Kebangkitan Bangsa Kabupaten Buol. Pada sualu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat
keterbalasan yang melekal. misainya, pengujian secara sampling vyang dilakukan
memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteiai ketidokpatishan dan kecurangan yang
\erjadi. Terdapat kelerbatasan sifat, saat lingiup, ragam, dan karakienstk yang melekat pada
sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye
lidak tercakup secara menyelurch dalam laporan Dana Kampanye lersebut. Pemeriksaan kami
jupga terbatas hanya pada dokumen dan'atau infformasi yang diserahkan dan/atau disediakan
oleh Partai Kebanghitan Bangsa Kabupaten Buol, sechingga kami tidaed melakukan
pemerksaan atas hal-hal vang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan
penentuan legal atas kepatuhan Partal Kebangkitan Bangsa Kabupaten Buol terhadap
peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.
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Tanggung Jawab Peserta Pemilu Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Buol

Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Buol bertanggungjawab atas penyusunan Laporan
Dana Kampanye yang sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung
jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang
digunakan dalam laporan, sara perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses
yang relevan untuk pemyusunan laporan.

Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Buol juga bertanggung jawab atas kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye. sebagaimana yang ielah
dinyatakan dalam Asersi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Buol tanggai 28 Feb 2024
Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung |awab kaml, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat
dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan
prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan
pankatan inl berdasarkan Standar Perkatan Asurans 000 (Revisi 2022): “Perkatan Asurans
selain Audit atau Reviu atas Informas Keuangan Historis™ yang ditstapkan okeh Insttut Akuntan
Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar
Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi
bagi semua personel yang tedibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebul juga
mewajibkan kami unfuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai
dalam mendukung kesimpuian fami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperiukan dalam
melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Momor
18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanys Pemikhan Umum, kami melaksanakan pesikatan ini
selama 30 (Bga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye
Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Buol dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol,

Basis adanya Ketidakpatuhan

Terdapat 25 calon anggota legeslatif Partai Webangkitan Bangsa Kabupaten Buol
Pemerksaan kaml mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini terhadap
krieria peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye dalam
melaporkan dana kampanye yvang berlaku bagi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Buol
selama periode 17 Desember 2022 sampai dengan 22 Februan 2024, antara Lain:

Aspek Laporan Dana Kampanye (REDELADKAFPS0OR/LFPDE)

1. Terdepat Penerimaan dalam bentuk uang sebesar Rp1.500.000 - vang tercatat pada LADK
Fartal Politik akan eapl tidak dilempatkan pada REDK, Hal tersaebut tidak sesusl dengan
Pasal 36 ayat (2) PEPU Nomaor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemiliihan Umum.

2. Terdapat saldo awal pembukaan REDK sebesar Rp100.000,- dan mutasi RKDK yang tidak
tarcatat pada LADEK, sehingga tidak sesuai dengan Pasal 43 ayal (1) dan Pasal 47 ayat (1)
FKPU Momor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemiliihan Umum.

3. Parinde akhir pembukuan LADK adalah 7 Februan 2024, sshingga tidak sesuai dengan
Pasal 47 ayat (2) PKPU Nomaor 18 Tahun 2023 fentang Dana Kampanye Pamiliihan Umum.
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4 Terdapat Penermaan dan Pengeluaran datam benfuk Jasa pada LPPDK, akan ietapi tidak
tercatat pada Daftar Penenmaan Sumbangan dan Laporan Aktivitas Penerimaan dan
Pengeluaran, sehingga tidak sesua dengan Pasal 50 ayat (1) dan (4) PKPU Nomor 18
Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilishan Umum.

5. Jumiah Penarimaan dan Pengeluaran pada LPPDK Calon Anggota Legislatif idak sesual
dengan Panerimaan dan Pengeluaran yang bersumber dan Calon Anggota Legislatif dalam
LPPDK Partai Politik. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 50 ayal (1) dan (3) PKPU
Momor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemiliihan Umum,

6. Terdapat Transaksi Penermaan dan Pengeluaran yang tidak didukung oleh Bukfi
Transaksi, sahingga tidak sesuai dengan Pasal 43 ayat (8) dan Pasal 50 (1) PKPU Nomer
18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilithan Umum.

Simpulan

Menurul opini kami, sebagaimana adanya ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas dalam semua
hal yang material, Asersi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Buol dalam Laporan Dana
Kampanye tersabut di atas, tidak patub terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilikan Umum dan
peraturan pelaksanaannya.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam medakukan Perikatan Asurana ini hanya kepada Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Buol dan sesuai dengan Sural Perjanjian Kontrak yang lelah disepakati.
Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini cleh pihek lain
danfatau untuk tujuan annya.

Hormat kami,

Kantor Akuntan Publik
SUNARJO & REHAN

e
&
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ASERSI PESERTA PEMILIHAN UMUM



G. FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BUOL

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama . AHMAD A. KOLOI
Alamat : Kel. Buol RT 022/RW 005 Kelurahan Buol Kecamatan Biau
Nomor Induk Kependudukan : 7205061307700002
Jabatan . Ketua
2. Nama : SUDIRMAN, S.Pi
Alamat . Lingk. Bumi Nipa RT 021/RW 005 Kelurahan Buol Kecamatan Biau
Nomor Induk Kependudukan :  7205060408900001
Jabatan : Bendahara

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

PATUH/
NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
A. [Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
1. |Pembukaan a. Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2)
Partai Politik Peserta Pemilu dan terpisah dari rekening | Peraturan Komisi Pemilihan
Partai Politik Peserta Pemilu. Umum tentang Dana PATUH
Kampanye Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2023
b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum sejak Partai | Pasal 37 ayat (3) Peraturan
Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Komisi Pemilihan Umum
Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum tentang Dana Kampanye PATUH
dimulainya masa Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
¢c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor |Pasal 37 ayat (8) Peraturan
RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota. tentang Dana Kampanye PATUH

Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.




PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
2. |Pengelolaan Kami menempatkan Penerimaan Dana Kampanye yang Pasal 36 ayat (2) Peraturan
berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum Komisi Pemilihan Umum
digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu. tentang Dana Kampanye PATUH
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
3. |Penutupan a. Kami menutup RKDK pada bank umum 1 (satu) Hari Pasal 38 ayat (1) Peraturan
setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan | Komisi Pemilihan Umum
1 (satu) Hari sebelum penyampaian Laporan Dana tentang Dana Kampanye PATUH
Kampanye kepada KAP. Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan Pasal 38 ayat (5) Peraturan
rekening khusus dana kampanye dari Bank Umum Komisi Pemilihan Umum
kepada KPU Kabupaten/Kota, 1 (satu) Hari setelah tentang Dana Kampanye PATUH
menerima surat pernyataan dari Bank Umum. Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
B. [Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
1. |Muatan Informasi |Kami menyusun LADK yang memuat informasi: Pasal 47 ayat (1) Peraturan
a. RKDK; Komisi Pemilihan Umum
b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber | tentang Dana Kampanye
perolehan; Pemilihan Umum Nomor
c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo 18 Tahun 2023.
hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk
kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode
. PATUH
pembukuan;
d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik
Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik
Peserta Pemilu; dan
f.  Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat
dipertanggungjawabkan.
2. | Pembukuan a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan
yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik Komisi Pemilihan Umum
ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) | tentang Dana Kampanye PATUH
Hari sebelum penyampaian LADK. Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan | Pasal 43 ayat (3) Peraturan
keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang Komisi Pemilihan Umum
bersangkutan. tentang Dana Kampanye PATUH
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi Pasal 43 ayat (6) Peraturan
tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan Komisi Pemilihan Umum
pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran| tentang Dana Kampanye PATUH

yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.




PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab | Pasal 43 ayat (7) Peraturan
Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye PATUH
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
3. |Penyampaian Kami menyampaikan LADK kepada KPU Pasal 51 ayat (3) Peraturan
Laporan Kabupaten/Kota dengan mengirimkan data dan Komisi Pemilihan Umum
dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka; tentang Dana Kampanye PATUH
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
Kami menyampaikan LADK dilakukan paling lambat 14 | Pasal 51 ayat (4) Peraturan
(empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal Komisi Pemilihan Umum
pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat tentang Dana Kampanye PATUH
umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat; Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan | Pasal 51 ayat (7) Peraturan
LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui | Komisi Pemilihan Umum
Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima tentang Dana Kampanye PATUH
tanda pengembalian dan berita acara hasil Pemilihan Umum Nomor 18
pencermatan dari KPU Kabupaten/Kota, paling lambat | Tahun 2023.
pukul 23.59 waktu setempat.
4. |Kelengkapan Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri
atas:
1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;
2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE;
3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE;
5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN
AWAL DANA KAMPANYE; PATUH

6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PENCATATAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN;

7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA
KAMPANYE;

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye; dan

9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi
pengeluaran.

Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh
KPU Kabupaten/Kota, maka kami wajib melengkapi
dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud
dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:




NO

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/
TIDAK
PATUH

3

5

1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE;

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN
AWAL DANA KAMPANYE;

6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PENCATATAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN;

7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA
KAMPANYE;

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye; dan

9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi
pengeluaran.

PATUH

Laporan Pemberi S

umbangan Dana Kampanye (LPSDK)

Muatan Informasi

Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU
yang memuat informasi:

a. ldentitas penyumbang; dan

b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye.

Pasal 49 ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023

NIHIL

Penyampaian
Laporan

Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten/Kota,
mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu)
Hari setelah masa Kampanye berakhir.

Pasal 52 ayat (3) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

NIHIL

Kelengkapan

Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri
atas:

a. LPSDK Pihak Lain Perseorangan;
b. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan

c. LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha
Nonpemerintah.

NIHIL

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

Muatan Informasi

Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi:
a. RKDK;

b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber
perolehan;

Pasal 50 ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor




PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo 18 Tahun 2023.
hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk
kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode
pembukuan;
d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik PATUH
Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik
Peserta Pemilu;
f.  Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat
dipertanggungjawabkan;
g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK;
dan
h. Asersi atas Laporan Dana Kampanye.
2. |Pembukuan a. Kami menyusun LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari Pasal 50 ayat (2) Peraturan
setelah penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum
ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK tentang Dana Kampanye PATUH
kepada KAP yang ditunjuk KPU. Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan | Pasal 43 ayat (3) Peraturan
keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang Komisi Pemilihan Umum
bersangkutan. tentang Dana Kampanye PATUH
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi Pasal 43 ayat (6) Peraturan
tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan Komisi Pemilihan Umum
pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran| tentang Dana Kampanye PATUH
yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab | Pasal 43 ayat (7) Peraturan
Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye PATUH
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
3. |Penyampaian a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KAP yang Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3)
Laporan ditunjuk oleh KPU dengan mengirimkan data dan Peraturan Komisi Pemilihan
dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka. Umum tentang Dana PATUH
Kampanye Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2023
b. Kami menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima Pasal 53 ayat (4) Peraturan
belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling Komisi Pemilihan Umum
lambat pukul 23.59 waktu setempat. tentang Dana Kampanye PATUH
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
4. |Kelengkapan Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri

atas:

1

FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE;




NO

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/
TIDAK
PATUH

3

5

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN
DANA KAMPANYE;

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA
KAMPANYE;

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM
PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

6) FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE PENCATATAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN,;

7) FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye;

9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan
bahwa rekening Partai Politik Peserta Pemilu yang
bersangkutan telah ditutup; dan

10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi
pengeluaran.

PATUH

Ketentuan Lainnya

Sumber Dana
Kampanye

Kami menerima Dana Kampanye Pemilu anggota DPR,
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diperoleh
dari:

a. Partai Politik;

b. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan;
dan

¢c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain

Pasal 31 ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor

18 Tahun 2023.

PATUH

Pembatasan/
Kesesuaian
Sumbangan

Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan
sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa
yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon
pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran
transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK,
LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal
sumbangan sebagai berikut:

a. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari
perseorangan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua
miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye.

b. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari kelompok,
perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah
paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima
miliar rupiah) selama masa Kampanye.

Pasal 34 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2023.

PATUH




PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
3. [Sumbanganyang [Kamitidak menggunakan dana dari sumbangan yang Pasal 34 ayat (5) dan Pasal
Dilarang dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang |116 ayat (2) Peraturan Komisi
maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut: Pemilihan Umum tentang
a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut; Dana Kampanye Pemilihan
b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada |Umum Nomor 18 Tahun 2023. PATUH
KPU; dan
c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara
paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa
Kampanye berakhir.
4. |Pengeluaran Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Pasal 41 Peraturan Komisi
Dana Kampanye |Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, Pemilihan Umum tentang Dana
pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai | Kampanye Pemilihan Umum
berdasarkan harga pasar yang wajar. Nomor 18 Tahun 2023
Catatan:
a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian
barang dan/ atau pembayaran jasa.
PATUH

b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas
hutang Partai Politik Peserta Pemilu yang timbul dari
pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung
jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

c¢) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk
membiayai saksi Partai Politik Peserta Pemilu dalam
pemungutan dan penghitungan suara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

KETUA DEWAN PENGURUS CABANG
KABUPATEN BUOL

Wi

(AHMAD A. KOLOI)

Buol, 28 Februari 2024




LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM



A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA
DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BUOL

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode 17 Desember 2022 s/d 22 Februari 2024

NOMOR

AKTIVITAS

BENTUK DANA KAMPANYE

UANG (Rp)

BARANG (Rp)

JASA (Rp)

Al

Penerimaan sebelum periode
pembukuan

0

0

0

Penerimaan sumbangan

Partai Politik

a. Partai Politik Tingkat Pusat

b. Partai Politik Tingkat Provinsi

c. Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota

Calon Anggota Legislatif

a. Sumbangan Calon Anggota Legislatif
kepada Parpol

b. Jasa Kampanye Calon Anggota
Legislatif

407.191.000

Sumbangan Pihak Lain Perseorangan

Sumbangan Pihak Lain Kelompok

Sumbangan Pihak Lain Perusahaan
dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah

JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN

407.191.000

Penerimaan Lain-Lain

Bunga Bank

JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN

Penerimaan Barang Hasil Pembelian

Penerimaan Barang Hasil Pembuatan
Bahan/Design dan/atau Alat Peraga
Kampanye

Barang Diterima Dimuka Hasil
Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat
Peraga Kampanye

JUMLAH PENERIMAAN BARANG
HASIL PEMBELIAN

TOTAL PENERIMAAN

407.191.000




NOMOR

AKTIVITAS

BENTUK DANA KAMPANYE

UANG (Rp)

BARANG (Rp)

JASA (Rp)

Pengeluaran sebelum periode
pembukuan

Pengeluaran

Rapat Umum

Pertemuan Terbatas

Pertemuan Tatap Muka

rw (NP

Pembuatan/Produksi Iklan di Media
Massa Cetak, Media Massa Elektronik,
Media Sosial, dan Media Dalam
Jaringan

o|jo|o| o

o|j]o|o| o

o|jOo|O| O

Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat
Peraga Kampanye

Penyebaran Bahan Kampanye Partai
Politik Kepada Umum dan/atau
pemasangan Alat Peraga Kampanye

a. Penyebaran Bahan Kampanye Partai
Politik Kepada Umum

b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye
Partai Politik

Penyebaran Bahan Kampanye Calon
Anggota Legislatif Kepada Umum
dan/atau pemasangan Alat Peraga
Kampanye

a. Penyebaran Bahan Kampanye Calon
Anggota Legislatif Kepada Umum

b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye
Calon Anggota Legislatif

Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar
Larangan Kampanye dan Peraturan
Perundang-undangan

Pengeluaran Lain-lain

a. Administrasi Bank

b. Pembelian Kendaraan

Pembelian Peralatan

d. Pembayaran Utang Pembelian
Barang

o|lo|Oo ]| O

o|lo|o ]| O

oO|Oo|O | O

e. Pengeluaran Lain

1) Pengeluaran Lainnya

2) Sumbangan ke Parpol Tingkat
Provinsi/Kabupaten/Kota

3) Sumbangan ke Calon Anggota
Legislatif

4) Jasa Kampanye Calon Anggota
Legislatif

407.191.000

TOTAL PENGELUARAN

407.191.000

Utang

Utang Pembelian Barang




BENTUK DANA KAMPANYE
NOMOR AKTIVITAS
UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp)

D Saldo

1. Kas di Rekening Khusus Dana 0 0 0

Kampanye
2. Kas di Bendahara
3. Barang 0 0 0

Buol, 28 Februari 2024
DEWAN PENGURUS CABANG

KETUA DEWAN PENGURUS CABANG
KABUPATEN BUOL

(AHMAD A. KOLOI)
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LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Nomor ; 008/DMR/DAKAM-LALSULTENG /Ill/2024

Kepada Yih,
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol

Di -
Tempat

Calkupan

Kami telah melakukan perikatan “dengan Komisi Pemilihan Umum  Provinsi
Sulawes! Tengah berdasarkan Surat Per}énjian (Kontrak) dengan Nomor:
351/PLOL.7-SPK/T2/2024 tamggal 256 Februar 2024 untuk melakukan Perikatan
Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap
kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partal Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) untuk
periode 17 Desember 2022 sampai dengan 22 Februari 2024 terhadap peraturan
perundang- undangan terkeit pelaporan Dana Kampanye vaitu :

1, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2017 MNomor 182, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indopesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Penggantt Undang-Undang Momor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesis Tahun 2023 Momor 54,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisl Pemilihan Umum Nomor 1B Tahun 2023 tentang Dana
Eampanye Pemllihan Umum.

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomer 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman
Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye.

4, Keputusan Komisl Pemllthan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman
Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023
tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, Laporan Dana Kampanye Partai
Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) terdir dari:

J1,. Ksderyggee Moo 33 Oriys Bede Pratams, hendar, Tdp (0200 3180570, HP ; Q6114030537
Ermil r dnp_dianmegmhon. cam
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1 Laporan Awal Dana Kampanye (LADYX) adalah pembukuan yang memuat
infarmasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau
saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang
diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan
penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partal
Politik atau Gabungan Partal Politik dan pihak lain yang dimulal sejak ditetapkan
sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu] hari sebelum penyampalan
LADK kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol;

2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pmbukuan yang
memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK
disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LFSDK kepada
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol; dan

3. Laporan Pererimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah
pambukuan yaﬂg memuat seluruh  penerimaan dan pengeluaran Dana

Kampanye yang dimulal sejak ditetapkan sebagsi Peserta Pemllu sampai dengan
berakhirnya masa kampanye,

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perfkatan Asurans inl adalah Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023, Kriteria tersebut juga dijadikan acuan
dan diterapkan oleh Partai Geraskan Indonesia Raya (Gerindra) dalam penyusunan
Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai Gerakan Indonesia
Raya (Gerindra) dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah ;

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
a, Pembukaan, Pasal 37 PKPU nomor 18 tahun 2023:

1. ayat (2); Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partal
Politik Pesarta Pemilu yang terpisah dar rekening pribadl Partal Politik
Peserta Pemilu pada Bank Umurm.

2. ayat (3), Partal Politik Peserta Pemilu membuka RKDK tidak melampaui
ketentuan Pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 [satu) hari sebelum
dimulainya masa kampanye.

3. ayat (4), Pembukaan RKDK dilengkapi dengan sural pengantar
pembukaan REDK yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

4. ayat (B), Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan
tingkat kabupaten/kota membuka dan melaporkan hanya 1 {satu) nomor

RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesua
dengan tingkatannya.

i

JI Kaleapgs Na. 33 Orya Bende Pratuma, Kendar, Telp (0405 3191270, HP L 081120305637
Email : iap,_dinnmeiEyabeo. com
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b. Pengelolaan, Pasal 37 PKPU nomor 18 tahun 2023:

1. ayat (6], Partal Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk petugas untuk
mengelola RKDK dilengkapl dengan surat pernyataan dar pimpinan
Partai Politik.

2. ayat (10), RKDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat ditarlk dan/atau
dilakukan penggantian.

3. Pasal 16 ayat (1), Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang
wajib ditempatkan pada RKDK teriebih dahulu sebelum digunakan untuk
kegiatan Kampanye Pemilu.

¢. Penutupan, Pasal 38 PKPU nomor 18 tahun 2023:

1, ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu wajib menutup RKDK pada Bank
Umom 1 {satu_l_ Hari SET.'E.‘iIh penutupan pembukuan LPFDK sampai
dengan 1 :iratu} Hari sebelum penyampalan LDE kepada KAP.

2. ayat (2}, Penutupan REDK disampalkan dengan melampirkan surat
permehonan penutupan RKDK kepada Bank Urmum, dan

3. Pasal 37 ayat {5), Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan bukti
penutupan rekening berupa surat pernyataan dari Bank Umum 1 {satu)

Hari setelah menerima surat permyataan dari Bank Umium.
2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
a. Muatan informasi, pasal 46 ayst (1) PKPU nomor 18 tahun 2023 yang
memuat informasi

1. REDK

2. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perclehan.

3. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa. saldo hasil penerimaan
sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima
sebelum perigde pembukuan,

A. Catatan penerimaan dan pengeloaran Partai Politik Peserta Pemilu
termasuk sebelum pembukaan REDK.

5. NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu.

6. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabhan.

b. Periode Pembukuan, Pasal 47 PKPU nomor 18 tahun 2023:

1. ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi pembukuan LADK yaitu 3
(tiga) Hari setelan Partai Politik ditetapkan sebagal Peserta Pemilu dan
ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.

3
e e e e e e e w1
JL Kelenggo Mo, 23 Grga Beode Pratema, Kondan, Telp (0201) 3191270, HF  O61 14000637
Emall : kmp_diarmmr@rahoo. oo
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2. ayat (6), LADK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi,
dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangan oleh Pimpinan Partai Politik
sesual dengan tingkatannya.

3. ayat (7). LADK calon anggota DPR, DPRD prowvinsl, dan DPRD
kabupaten/kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan,

4, ayat (8), Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LADK dapat
ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai
Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

5. Ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan:

a) meninggal dunia.
b] tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen. atau
€] sedang melaksanalkan ibadah keagamaan.

c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 51 PKPU nomor 18 tahun 2023

1. ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR, DPRD
Provinsi Pimpinan Partal Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi,
dan kabupaten/kota mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui
waktu yang ditetapkan yaitu 14 [empat belas} Hari sebelum harn pertama
jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling
lambat pukul 23.59 waktu setempat.

2. ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK dengen

mengirimkan data dan dokumen LADK vang diunggah melalui Sikadeka.

3. ayat{7|, Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbalkan disampaikan oleh
Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 5
(hari} Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil
pencermatan dari KPU, paling lambat pukul 23:59 waktu setempat.

4, ayat (5), apabila LADK yang disampaikan oleh Partal Politik Peserta Pemilu
dikembalikgn oleh Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, danfatau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan
tingkatannya, maka Partal Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau
memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang yang
terdirl atas:

a) Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye.

b} Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.

c] Formulir 3 Llaporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana
Kampanye.

i
e e —  ———— — —  —_
JL Kalengpo Mo, 23 Oya-Bepde Pratema, fendan, Telp (0400) S191270, HP: 081 19030537
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d) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye

e) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana
Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye,

f} Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan Dan
Pengeluaran.

g] Formulir 7 Surat Pernyatzan Tanggung lawab Atas Laporan Awal Dana
Kampanye.

h} Salinan dan Rekening Keran Rekening Khusus Dana Kampanye, dan

i} Bukti-bukti trznzaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

5. Pasal 47 ayat (4), Penyershan LADK kepada Komisi Pemilfhan Umum,
Komisi Pemilihan Umum  Provins, dan  Komisl Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sesuai dengan t.lngj-l,g_h'nn'n,la. yang dilengkapi dengan:

a) Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye.

b) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.

€} Formulir 3 Laporan Aktlvitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana
Kampanye,

d) Formulir 4 Dafrar Persediaan Barang Dana Kampanye.

e) Formulir 5 Laporan Alktivitas Fenerimaan Dan Pengeluaran Dana
Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye

f) Formulir 6 Laporan Awal Dana Kimpanye Pencatatan Penerimazn Dan
Pengeluaran.

g) Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana
Kampanye

h} Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye,

|} Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

3. Laporan PenerimaanSumbangan Dana Kampanye [LPSDE)

a. Muatan Informasi Pasal 45 ayat (1) PKPU ‘nomior 18 tahun 2023, LPSDK

memuat informasl :
1} identitas penyumbang.
2} jumlah sumbangan dana kampanye.

b. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 52 PKPU nomor 18 tahun 2023:

1. ayat (2}, Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan
tingkat kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada KPU dengan
mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka.

3
e e e —— e — AT —————————

JL Kalemggps Na. 23 Grije Bende Pratama. Hendarl, Telp (0401} 3191270, HP ; 08114030537
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2. ayat (4), Penyampaian LPSDK dilakukan mulal dari awal masa Kampanye
sampal dengan 1 {satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, dan
3, Pasal 49 ayat {2), LPSDK disampaikan secara lengkap yang terdiri atas:
a) LPSDK Pihak Lain Perseorangan.
b} LPSDK Pihak Lain Perseorangan
c) LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Non Pemerintah.
4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
a. Muatan Informasi Pasal 50 ayat {1) PKPU nomor 18 tahun 2023, Partai Politik
Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat informasi:
1) RKDK
2} Saldo awal atau saido Saldo awal atau saldo: Saldo awal pembukuan yang
merupakan sisa salde hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran
untuk kegiatan hmpﬂﬁw& apabila diterima sebelum periede pembukuan,
3] Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politk Peserta Pemilu
tarmasuk sebalum pembukaan RKDK-
4] NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu,
5) Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
&) Saldo akhir pada saat penutupan RKDE. dan
7) Asersi atas Laporan Dana Kampanye.

b.  Periode Pembukuan, Pasal 50 PKPU nomor 18 tahun 2023:

1. ayat {2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan
LPPDK yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partal
Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) bati sebelum penyampaian
LPPDK kepada KAP yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum.

2, ayat (6), LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Previnsi,
dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatanganl oleh Pimpinan Partal Politik
sesuai dengan tingkatannya.

3 ayat (7), LPPDK calon .anggota DPR. DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota ditandatangani aleh calon yang bersangkutan.

4. ayat (8), Dalam hal Pimpinan Partal Politik berhalangan tetap, LPPDK
dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesual dengan AD/ART
Pariai Politik yang bersangkutan dibuktikan dengan surat keterangan
pendelegasian dari Partai Politik yang bersangkutan.

5. ayat (10}, Berhalangan tetap meliputi keadaan:

a) meninggal dunia.
b) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen, atau
¢} sedang melaksanakan ibadah keagamaan.

-]
e ————— e e e——e——— e
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c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 53 PKPU nomor 18 tahun 2023:

1. ayat (3), Partal Peserta Pemilu dapat menyvampaikan LPPDK dengan
mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah meialul Sikadeka.

1. ayat (4), Pimpinan Partal Palitik Pacerta Pemilu tingkat pusat, provinsi,

dan kabupaten/kota Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD

menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas)
harl setelah pemungutan suara paling lambat pukul 2359 waktu
selempat.

2. ayat (6), Dalam hal Partal Palitik Pecorta Pemiiu tidak menyampaikan
LPPDE, Komisi Pemililhan Umum menyampaikan LADK dan LPSDK kepada
KAP melalul Sikadeka untuk dilakukan audit, dan

3. Pasal 50 ayat (4}, Penyampaian LPPDK kepada KAP yang telah ditunjuk
oleh KPU, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapl dengan:

a} Formulir 1 Laporan Penerimaan Dan Pengeluara Dana Kampanye.

bl Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.

c) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Den Pengeluaran Dana
Kampanye.

d} Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye.

g) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana
Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan Dan
Pengeluaran Dana Kampanye.

fl.. Farmulir 6 Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye
Pencatatan Penerimaan Dan Pengeluaran.

gl Formulir 7 Asersi Atas Laparan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana
Kampanye.

h} Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye.

i) Surat Pernyatasn dari Bank Umumn yang menyatakan bahwa rekening
Partai Politik Paserta Pemilu bersangkutan telah ditutup.

i} Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.,

d. sumber/Klasifikasl dan [dentitas Penyumbang, sebagaimana diatur dalam
PKPU nomor 18 tahun 2023 :
1. Pasal 31 ayat (1), Dana Kampanye Pemilu Anggota DOPR dan DPRD
bersumber dari;
a) Partai Politik.
b) Calon anggota OPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari
Partal Politik yang bersangkutan, dan

'.|'
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c) Sumbangan yang sah menurut hukum dan pihak lain, yaltu
Perseorangan, Kelompok, Perusahaan danfatau Badan usaha non
Pemerintah.

2. Pacal 32 ayat (8), Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peserta
Pemilu dalam bentuk uang, barang, dan/atau Jasa merupakan kelompok
berbadan hukem selzin organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan
perundangundangan yang mengatur mengenai organisasi masyarakat.

3. Pasal 33 ayat (1), Sumbangan dari pihak |ain harus dilengkapi dengan surat
pernyataan penyumbang yang menurut informasi Penyumbang dan jumlah
sumbangan.

4, Pasal 33 ayat (2), Sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok,
perusahaan, danfatau badan usaha nonpemerintah harus mencantumkan
infarmasi identitas yang jelas dan jumiah sumbangan.

5. Pazal 48 ayat (2} huruf b, Sumbangan yang berasal dari pihak lain Kelompok
dilampiri salinan keputusan pengesshan pendirian Badan Hukum
NMonpemerintah dari Menterd yang menyvelenggarakan  urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

6. Pasal 49 ayat (2) huruf ¢ Sumbangan yang berasal dari pihak lain
perusahaan atau Badan Usaha Nonpemerintah wajib dilampiri salinan akta
pendirian Perusahaan atau badan usaha.

7. Pasal 36 ayat (3] huruf b, Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang
dilakukan dengan carm memindahkan dana dari nomor rekening
penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang.

8. Pasal 36 ayat (5), Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan
dari bank yang bersangkutan; Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan
melalul s&toran tunal pada benk, disertai dengan surat pemyataan
penyumbang.

e, Pencatatan Penerimaan Sumbangan, Paszl 34 PKPU nomor 18 tahun 2023:

1 ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh
sumbangan (mencakup uang, barang danfatau jasa yang dikonversikan
dengan nilali uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa
yang melebihl batas kewajaran transaksi jual beli secara urmum) yang diterima
ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan, dan

2 Pasal 37 ayat (1), Dana Kampanye yang berupa vang, wafib ditemnpatkan pada
REDK teriebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu,

Jl. Halengeo Mo 53 Griya Bende Pratama, Eeodad, Telp (04013 3191270, HF @ 08114330537
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f. Batasan/Kesesualan Sumbangan, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 18
tahun 2023 Pasal 34 ayat (1) dan (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi
jumlah penerimaan sumbangan [mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang
dikenversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang
atau jasz yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang
dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawazh ini :

1] Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk penyumbang
perseorangan. dan

2) Rp25.000.0000.000,00 (dua pulub lima milyar) untuk penyumbang kelompok
dan/atau badan usaha non pemerintah.

g. Sumbangan yang dilarang, Pasal 34 ayat (5] PKPU nomor 18 tahun 2023,
Pariai Politik Peserta Pemils yang menerima sumbangan melebihi ketentuan,
harus mematuhi ketentuan berilkut:

1) Dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;
2) wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum;
dan
3) menyerghkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat
belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
h. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye, Pasal 41 PKPU nomor 18 tahun 2023 ;

1. ayat {1), Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu calon anggota DPR, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten,/kotza yaitu untuk:
a) Pemblayaan aktivitas kampanye.
b) Pembayaran hutang. dan
¢} Pengeluaran lain-lain yang dimiliki berdasarkan harga pasar yang wajar.

2. Pasal 34 ayat (4), Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas
kﬂwajamn.Jual beli yang berlaku secara umum, diperakukan ketentuan
sumbangan.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerclehan bukti yang relevan dan terbatas
pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan
kepada kami cleh Partal Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Pada suatu pelaksanaan Perlkatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat,
misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya
kegagalan dalarm mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi.
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Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat
pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan
Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye
tersebut, Perneriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi
yang diserahkan dan/atau disediakan ofeh Partal Gerakan Indonesia Raya (Gerindra),
sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di
dalam laporan. Kami tldak memberikan penentuan legal atas kepatuhan
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) terhadap peraturan perundang-undangan
yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Peserta Pemilu Partal Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Partai Gerakan Indanesia Raye (Gerindra)  bertanggungjawab atas penyusunan

Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Tanggung [awab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian,

asumsi, dan perkirsan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan,

implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan

laparan.

Partal Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) juga bertanggung jawab atas kepatuhan
terhadap Peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang
telah dinyatakan dalam Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye Partal Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tertanggal 16 Februari 2024,

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jaweb kami, Akuntan Publik, adalah untuk menystakan simpulan berupa
pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut
berdasarkan prosedur-prosedur yang karni fakukan dan bukti-buktl vang kami
peroteh. Kami melakukan pertkatan Inl berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000
(Revisl 2022): “Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan
Historis” yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut
mewajibkan kami untuk memenuhi ketentusn Standar Pengendalian Mutu 1 dan
Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua
personel yang tedibat dalam Perikatan Asurans ini, Standar tersebut Juga
mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara
memadal dalam mendukung kesirmpulan kami

Lo
e e ——————— e —— .
Ji. Halenggo Nou 23 Geiva Bends Pratama, Kendasl, Telp (04401 3191270, HiF - 081 15030537
Estadl : kap_disnminriymhos.com



KANTOR AKUNTAN PUBLIK

"DIAN MAYAFATY RAUF"
Registered Public Accountant

Ieir Llaabia HAP @ Hepotunan Menkeu T Ho @06 KM, 1 3000
lzin Akuntan Publik ¢ Eeputussn Monkew B Moz 519 KM, 112012
e et 3.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang
diperiukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan pasal 102 ayat
(1) Peraturan Komisl Pemilinan Umum Momor 18 Tahun 2023, kami melaksanakan
perikatan ind selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kaml menerima
Laporan Dena Kampanye Partal Gerskan Indonesia Raya (Gerindra) dari
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol.

Simpulan

Menurut  opini  kami, Asersi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
Kabupaten Buol dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, telah patuh dalam
semua hal yang material, terhadap keiterla sebagaimana diatur dalam Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor'18 Tahun 2023,

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dan sesual dengan Surat Perjanjian
Kontrak yang telah disepakatl. Dleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas
penggunazan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya

Hormat kami,

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
DIAN MAYAFATY RAUF

Aau
Nomor Register AP : 16456

Kendari, 26 Maret 2024
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G. FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
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ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BUOL

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : LASALABI LM.RADJAK
Alamat . DESA LABUTON
Nomor Induk Kependudukan : 7205090606670001
Jabatan : Ketua

2. Nama : GUSMAINI ARSYAD,S.Sos
Alamat . LINGK.TANJUNG
Nomor Induk Kependudukan : 7205065008650003
Jabatan : Bendahara

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

PATUH/
NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
A. | Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
1. | Pembukaan a. Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2)
Partai Politik Peserta Pemilu dan terpisah dari rekening | Peraturan Komisi Pemilihan
Partai Politik Peserta Pemilu. Umum tentang Dana PATUH
Kampanye Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2023
b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum sejak Partai Pasal 37 ayat (3) Peraturan
Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Komisi Pemilihan Umum
Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum tentang Dana Kampanye PATUH
dimulainya masa Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor |Pasal 37 ayat (8) Peraturan
RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota. tentang Dana Kampanye PATUH

Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.




PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
2. |Pengelolaan Kami menempatkan Penerimaan Dana Kampanye yang Pasal 36 ayat (2) Peraturan
berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum Komisi Pemilihan Umum
digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu. tentang Dana Kampanye PATUH
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
3. [Penutupan a. Kami menutup RKDK pada bank umum 1 (satu) Hari Pasal 38 ayat (1) Peraturan
setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan | Komisi Pemilihan Umum
1 (satu) Hari sebelum penyampaian Laporan Dana tentang Dana Kampanye PATUH
Kampanye kepada KAP. Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan Pasal 38 ayat (5) Peraturan
rekening khusus dana kampanye dari Bank Umum Komisi Pemilihan Umum
kepada KPU Kabupaten/Kota, 1 (satu) Hari setelah tentang Dana Kampanye PATUH
menerima surat pernyataan dari Bank Umum. Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
B. |Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
1. | Muatan Informasi | Kami menyusun LADK yang memuat informasi: Pasal 47 ayat (1) Peraturan
a. RKDK; Komisi Pemilihan Umum
b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber |tentang Dana Kampanye
perolehan; Pemilihan Umum Nomor
c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo 18 Tahun 2023.
hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk
kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode
PATUH
pembukuan;
d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik
Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik
Peserta Pemilu; dan
f.  Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat
dipertanggungjawabkan.
2. |Pembukuan a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan
yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik Komisi Pemilihan Umum
ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) |tentang Dana Kampanye PATUH
Hari sebelum penyampaian LADK. Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan |Pasal 43 ayat (3) Peraturan
keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang Komisi Pemilihan Umum
bersangkutan. tentang Dana Kampanye PATUH
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi Pasal 43 ayat (6) Peraturan
tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan Komisi Pemilihan Umum
pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran |tentang Dana Kampanye PATUH

yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.




PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab | Pasal 43 ayat (7) Peraturan
Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye PATUH
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
3. |Penyampaian Kami menyampaikan LADK kepada KPU Pasal 51 ayat (3) Peraturan
Laporan Kabupaten/Kota dengan mengirimkan data dan Komisi Pemilihan Umum
dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka; tentang Dana Kampanye PATUH
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
Kami menyampaikan LADK dilakukan paling lambat 14 |Pasal 51 ayat (4) Peraturan
(empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal Komisi Pemilihan Umum
pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat tentang Dana Kampanye PATUH
umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat; Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan |Pasal 51 ayat (7) Peraturan
LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui | Komisi Pemilihan Umum
Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima tentang Dana Kampanye PATUH
tanda pengembalian dan berita acara hasil Pemilihan Umum Nomor 18
pencermatan dari KPU Kabupaten/Kota, paling lambat | Tahun 2023.
pukul 23.59 waktu setempat.
4. |Kelengkapan Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri
atas:
1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;
2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE;
3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE;
5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN
AWAL DANA KAMPANYE;
PATUH

6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PENCATATAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN,;

7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA
KAMPANYE;

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye; dan

9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi
pengeluaran.

Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh
KPU Kabupaten/Kota, maka kami wajib melengkapi
dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud
dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:




NO

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/
TIDAK
PATUH

3

5

1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE;

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN
AWAL DANA KAMPANYE;

6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PENCATATAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN;

7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA
KAMPANYE;

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye; dan

9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi
pengeluaran.

PATUH

Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

Muatan Informasi

Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU
yang memuat informasi:

a. ldentitas penyumbang; dan

b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye.

Pasal 49 ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023

Penyampaian
Laporan

Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten/Kota,
mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu)
Hari setelah masa Kampanye berakhir.

Pasal 52 ayat (3) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

PATUH

Kelengkapan

Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri
atas:

a. LPSDK Pihak Lain Perseorangan;
b. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan

c. LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha
Nonpemerintah.

PATUH

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

Muatan Informasi

Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi:
a. RKDK;

b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber
perolehan;

Pasal 50 ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor

PATUH




PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo 18 Tahun 2023.
hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk
kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode
pembukuan;
Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik
Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik PATUH
Peserta Pemilu;
Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat
dipertanggungjawabkan;
Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK;
dan
Asersi atas Laporan Dana Kampanye.
2. | Pembukuan Kami menyusun LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari Pasal 50 ayat (2) Peraturan
setelah penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum
ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK tentang Dana Kampanye PATUH
kepada KAP yang ditunjuk KPU. Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan |Pasal 43 ayat (3) Peraturan
keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang Komisi Pemilihan Umum
bersangkutan. tentang Dana Kampanye PATUH
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi Pasal 43 ayat (6) Peraturan
tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan Komisi Pemilihan Umum
pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran |tentang Dana Kampanye PATUH
yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab | Pasal 43 ayat (7) Peraturan
Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye PATUH
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
3. | Penyampaian Kami menyampaikan LPPDK kepada KAP yang Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3)
Laporan ditunjuk oleh KPU dengan mengirimkan data dan Peraturan Komisi Pemilihan
dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka. Umum tentang Dana PATUH
Kampanye Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2023
Kami menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima Pasal 53 ayat (4) Peraturan
belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling Komisi Pemilihan Umum
lambat pukul 23.59 waktu setempat. tentang Dana Kampanye PATUH
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
4. |Kelengkapan Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri
atas:
PATUH

1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN

PENGELUARAN DANA KAMPANYE;




NO

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/
TIDAK
PATUH

3

5

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN
DANA KAMPANYE;

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA
KAMPANYE;

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM
PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

6) FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE PENCATATAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN;

7) FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye;

9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan
bahwa rekening Partai Politik Peserta Pemilu yang
bersangkutan telah ditutup; dan

10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi

pengeluaran.

PATUH

Ketentuan Lainnya

Sumber Dana
Kampanye

Kami menerima Dana Kampanye Pemilu anggota DPR,
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diperoleh
dari:

a. Partai Politik;

b. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan;
dan

c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain

Pasal 31 ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor

18 Tahun 2023.

PATUH

Pembatasan/
Kesesuaian
Sumbangan

Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan
sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa
yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon
pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran
transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK,
LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal
sumbangan sebagai berikut:

a. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari
perseorangan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua
miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye.

b. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari kelompok,
perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah
paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima
miliar rupiah) selama masa Kampanye.

Pasal 34 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2023.

PATUH




PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
3. |[Sumbanganyang |Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang Pasal 34 ayat (5) dan Pasal
Dilarang dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang | 116 ayat (2) Peraturan Komisi
maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut: Pemilihan Umum tentang
a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut; Dana Kampanye Pemilihan
b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada |Umum Nomor 18 Tahun 2023. PATUH
KPU; dan
c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara
paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa
Kampanye berakhir.
4. |Pengeluaran Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Pasal 41 Peraturan Komisi
Dana Kampanye |Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, Pemilihan Umum tentang Dana
pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai | Kampanye Pemilihan Umum
berdasarkan harga pasar yang wajar. Nomor 18 Tahun 2023
Catatan:
a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian
barang dan/ atau pembayaran jasa.
PATUH

b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas
hutang Partai Politik Peserta Pemilu yang timbul dari
pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung
jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk
membiayai saksi Partai Politik Peserta Pemilu dalam
pemungutan dan penghitungan suara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN BUOL

v/

I
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(LASALABI LM.RADJAK)

- PARTAI

GERINDRA

CERAUAR RDOMESIA RAYA

KABUPATEN BUOL

BUOL, 16 Februari 2024

KABUPATEN BUOL
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BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH




A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

FAKTAI

SERINDRA

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA
DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BUOL

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode 17 Desember 2022 s/d 22 Februari 2024

NOMOR

AKTIVITAS

BENTUK DANA KAMPANYE

UANG (Rp)

BARANG (Rp)

JASA (Rp)

Al

Penerimaan sebelum periode
pembukuan

0

0

0

Penerimaan sumbangan

Partai Politik

a. Partai Politik Tingkat Pusat

b. Partai Politik Tingkat Provinsi

c. Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota

100.000

Calon Anggota Legislatif

a. Sumbangan Calon Anggota Legislatif
kepada Parpol

b. Jasa Kampanye Calon Anggota
Legislatif

57.235.000

Sumbangan Pihak Lain Perseorangan

Sumbangan Pihak Lain Kelompok

Sumbangan Pihak Lain Perusahaan
dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah

JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN

100.000

57.235.000

Penerimaan Lain-Lain

Bunga Bank

JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN

Penerimaan Barang Hasil Pembelian

Penerimaan Barang Hasil Pembuatan
Bahan/Design dan/atau Alat Peraga
Kampanye

Barang Diterima Dimuka Hasil
Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat
Peraga Kampanye

JUMLAH PENERIMAAN BARANG
HASIL PEMBELIAN

TOTAL PENERIMAAN

100.000

57.235.000




NOMOR

AKTIVITAS

BENTUK DANA KAMPANYE

UANG (Rp)

BARANG (Rp)

JASA (Rp)

Pengeluaran sebelum periode
pembukuan

Pengeluaran

Rapat Umum

Pertemuan Terbatas

Pertemuan Tatap Muka

rw|n| k|

Pembuatan/Produksi Iklan di Media
Massa Cetak, Media Massa Elektronik,
Media Sosial, dan Media Dalam
Jaringan

oO|Oo|O|O

oO|Oo|O | O

oO|oOo|O | O

Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat
Peraga Kampanye

Penyebaran Bahan Kampanye Partai
Politik Kepada Umum dan/atau
pemasangan Alat Peraga Kampanye

a. Penyebaran Bahan Kampanye Partai
Politik Kepada Umum

b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye
Partai Politik

Penyebaran Bahan Kampanye Calon
Anggota Legislatif Kepada Umum
dan/atau pemasangan Alat Peraga
Kampanye

a. Penyebaran Bahan Kampanye Calon
Anggota Legislatif Kepada Umum

b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye
Calon Anggota Legislatif

Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar
Larangan Kampanye dan Peraturan
Perundang-undangan

Pengeluaran Lain-lain

a. Administrasi Bank

b. Pembelian Kendaraan

c. Pembelian Peralatan

d. Pembayaran Utang Pembelian
Barang

oO|Oo|O | O

oO|oOo|O| O

e. Pengeluaran Lain

1) Pengeluaran Lainnya

2) Sumbangan ke Parpol Tingkat
Provinsi/Kabupaten/Kota

3) Sumbangan ke Calon Anggota
Legislatif

4) Jasa Kampanye Calon Anggota
Legislatif

57.235.000

TOTAL PENGELUARAN

7.500

57.235.000

Utang

Utang Pembelian Barang




BENTUK DANA KAMPANYE
NOMOR AKTIVITAS
UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp)

D Saldo
1. Kas di Rekening Khusus Dana 92.500 0 0

Kampanye

Kas di Bendahara
3. Barang 0 0

- PARTAI

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN-BUOL

|!K{',f/‘

GERINDRA

(LASALABI LM.RADJAK) CERAUAR RCONESIA RATA
KASUPATEN BUOL

BUOL, 16 Februari 2024

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN BUOL
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(GUSMAINI ARSYAD,S.Sos)




LAPORAN ASURANS INDEPENDEN (LAl)
PUBLIKASI
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)
KABUPATEN BUOL

PERIODE 17 DESEMBER 2022 S/D 22 FEBRUARI 2024



G. FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

]|
PERJUANGAN

ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BUOL

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : AHMAD T. TAKULOE
Alamat : DESA DUTUNO KECAMATAN PALELEH KABUPATEN BUOL
Nomor Induk Kependudukan : 7205052101730003
Jabatan : Ketua
2. Nama : YUDDY PRIADI
Alamat . LINGK.PADANG DESA LEOK Il KECAMATAN BIAU KABUPATEN BUOL
Nomor Induk Kependudukan 1 7205062505740001
Jabatan : Bendahara

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

PATUH/
NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
A. |Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
1. |Pembukaan a. Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2)
Partai Politik Peserta Pemilu dan terpisah dari rekening | Peraturan Komisi Pemilihan
Partai Politik Peserta Pemilu. Umum tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2023
b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum sejak Partai |Pasal 37 ayat (3) Peraturan Patuh
Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Komisi Pemilihan Umum
Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum tentang Dana Kampanye
dimulainya masa Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor |Pasal 37 ayat (8) Peraturan Patuh
RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota. tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.




PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
2. |Pengelolaan Kami menempatkan Penerimaan Dana Kampanye yang Pasal 36 ayat (2) Peraturan Patuh
berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum Komisi Pemilihan Umum
digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu. tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
3. [Penutupan a. Kami menutup RKDK pada bank umum 1 (satu) Hari Pasal 38 ayat (1) Peraturan Patuh
setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan Komisi Pemilihan Umum
1 (satu) Hari sebelum penyampaian Laporan Dana tentang Dana Kampanye
Kampanye kepada KAP. Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan Pasal 38 ayat (5) Peraturan Patuh
rekening khusus dana kampanye dari Bank Umum Komisi Pemilihan Umum
kepada KPU Kabupaten/Kota, 1 (satu) Hari setelah tentang Dana Kampanye
menerima surat pernyataan dari Bank Umum. Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
B. |Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
1. |Muatan Informasi | Kami menyusun LADK yang memuat informasi: Pasal 47 ayat (1) Peraturan
a. RKDK; Komisi Pemilihan Umum Patuh
b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber |tentang Dana Kampanye Patuh
perolehan; Pemilihan Umum Nomor
c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo 18 Tahun 2023.
hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk
kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode
pembukuan;
d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik
Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik
Peserta Pemilu; dan
f.  Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat
dipertanggungjawabkan.
2. |Pembukuan a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Patuh
yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik Komisi Pemilihan Umum
ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) tentang Dana Kampanye
Hari sebelum penyampaian LADK. Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Patuh
keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang Komisi Pemilihan Umum
bersangkutan. tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi Pasal 43 ayat (6) Peraturan Patuh

tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan
pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran
yang dapat dipertanggungjawabkan.

Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.




PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasal 43 ayat (7) Peraturan Patuh
Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
3. |Penyampaian Kami menyampaikan LADK kepada KPU Pasal 51 ayat (3) Peraturan Patuh
Laporan Kabupaten/Kota dengan mengirimkan data dan Komisi Pemilihan Umum
dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka; tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
Kami menyampaikan LADK dilakukan paling lambat 14 Pasal 51 ayat (4) Peraturan Patuh
(empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal Komisi Pemilihan Umum
pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat tentang Dana Kampanye
umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat; Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan Pasal 51 ayat (7) Peraturan Patuh
LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui  Komisi Pemilihan Umum
Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima tentang Dana Kampanye
tanda pengembalian dan berita acara hasil Pemilihan Umum Nomor 18
pencermatan dari KPU Kabupaten/Kota, paling lambat  Tahun 2023.
pukul 23.59 waktu setempat.
4. |Kelengkapan Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri Patuh
atas:
1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; Patuh
2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE;
3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE;
5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN
AWAL DANA KAMPANYE;
6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PENCATATAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN;
7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA
KAMPANYE;
8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye; dan
9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi
pengeluaran.
Patuh

Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh
KPU Kabupaten/Kota, maka kami wajib melengkapi
dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud
dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:




NO

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/
TIDAK
PATUH

3

5

1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE;

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN
AWAL DANA KAMPANYE;

6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PENCATATAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN;

7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA
KAMPANYE;

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye; dan

9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi
pengeluaran.

Patuh

Patuh

Patuh

Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

Muatan Informasi

Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU
yang memuat informasi:

a. ldentitas penyumbang; dan

b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye.

Pasal 49 ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023

Patuh

Penyampaian
Laporan

Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten/Kota,
mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu)
Hari setelah masa Kampanye berakhir.

Pasal 52 ayat (3) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

Patuh

Kelengkapan

Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri
atas:

a. LPSDK Pihak Lain Perseorangan;
b. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan

c. LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha
Nonpemerintah.

Patuh

Patuh

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

Muatan Informasi

Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi:
a. RKDK;

b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber
perolehan;

Pasal 50 ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor

Patuh
Patuh




PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo 18 Tahun 2023. Patuh
hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk
kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode
pembukuan;
d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Patuh
Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik
Peserta Pemilu;
f.  Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat
dipertanggungjawabkan;
g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK;
dan
h. Asersi atas Laporan Dana Kampanye.
2. |Pembukuan a. Kami menyusun LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari Pasal 50 ayat (2) Peraturan Patuh
setelah penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum
ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK tentang Dana Kampanye
kepada KAP yang ditunjuk KPU. Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Patuh
keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang Komisi Pemilihan Umum
bersangkutan. tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi Pasal 43 ayat (6) Peraturan Patuh
tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan Komisi Pemilihan Umum
pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran tentang Dana Kampanye
yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasal 43 ayat (7) Peraturan Patuh
Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
3. |Penyampaian a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KAP yang Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3) Patuh
Laporan ditunjuk oleh KPU dengan mengirimkan data dan Peraturan Komisi Pemilihan
dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka. Umum tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2023
b. Kami menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima Pasal 53 ayat (4) Peraturan Patuh
belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling Komisi Pemilihan Umum
lambat pukul 23.59 waktu setempat. tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
4. |Kelengkapan Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri
atas:
Patuh

1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE;




NO

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/
TIDAK
PATUH

3

5

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN
DANA KAMPANYE;

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA
KAMPANYE;

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM
PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

6) FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE PENCATATAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN;

7) FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye;

9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan
bahwa rekening Partai Politik Peserta Pemilu yang
bersangkutan telah ditutup; dan

10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi
pengeluaran.

Patuh

Patuh

Ketentuan Lainnya

Sumber Dana
Kampanye

Kami menerima Dana Kampanye Pemilu anggota DPR,
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diperoleh
dari:

a. Partai Politik;

b. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan;
dan

c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain

Pasal 31 ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor

18 Tahun 2023.

Patuh
Patuh

Patuh
Patuh

Pembatasan/
Kesesuaian
Sumbangan

Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan
sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa
yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon
pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran
transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK,
LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal
sumbangan sebagai berikut:

a. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari
perseorangan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua
miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye.

b. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari kelompok,
perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah
paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima
miliar rupiah) selama masa Kampanye.

Pasal 34 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2023.

Patuh

Patuh
Patuh

Patuh




PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
3. |Sumbanganyang |Kamitidak menggunakan dana dari sumbangan yang Pasal 34 ayat (5) dan Pasal Patuh
Dilarang dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang |116 ayat (2) Peraturan Komisi Patuh
maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut: Pemilihan Umum tentang
a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut; Dana Kampanye Pemilihan Patuh
b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada | Umum Nomor 18 Tahun 2023.
KPU; dan
c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara
paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa
Kampanye berakhir.
4. |Pengeluaran Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Pasal 41 Peraturan Komisi Patuh
Dana Kampanye |Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, Pemilihan Umum tentang Dana Patuh
pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai | Kampanye Pemilihan Umum
berdasarkan harga pasar yang wajar. Nomor 18 Tahun 2023
Catatan:
Patuh

a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian
barang dan/ atau pembayaran jasa.

b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas
hutang Partai Politik Peserta Pemilu yang timbul dari
pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung
jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk
membiayai saksi Partai Politik Peserta Pemilu dalam
pemungutan dan penghitungan suara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KARLIPATEN BLIQL

AVIMIAD T, TAKULCE;

BUOL, 26 Februari 2024
KABUPATEN BUOL

LS

(YUDDY PRIADI)

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
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LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Nomor : 00030/2.14241 111942-1/1711/2024

Hepada Yih
Ketua Komisi Pemilihan Uimum (KPU)

Kabupaten Bual

Cakupan

Kami telah melakukan perikatan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU)] Provinsl Sulawesi tengah

berdasarkan Konlrak Nomor 382PL 01.7-8PK/T22024 langgal 28 Februari 2024, untuk mekkukan

Ferikatan Asurans dengan keyakinan memadal dan memberkan kesimpulan terhadap kepatuhan

Laporan Dana Kampanye Partai Demokrasi Indonesia Pedjuangan (PDIP) Kabupaten Buol uniuk

periode tanggal 1T Desember 2012 sampai dengan tanggal 22 Februar 2024 terhadap peraturan

pun.lndln-: undangan lerkail pelaporan Dana Kampanye sebagal barkut:
Lindang-Undarg Momor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2017 Momor 182, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Mormaor
108},

2. Undang-Undang Momer T Tahun 2023 lentang Penetapan Peraluran Pemarintsh Pengganti
Undang-Undang Momaor 1 Tahun 2022 teniang Perubahan atas Undang-Lindang Momor T Tahun
2017 tentang Pamilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Momor 54, Tambahan Lembaran Magara Republik Indonesia Momor 6863).

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Momor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan

Umum.

Keputusan Homesi Pemilhan Umum Nomor 1180 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis

Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye

Eepulirsan Komisl PemiBhan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknes

Petaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Kepulusan Komisi Pemilhan Umum Momor 1815 Tahun 2023 fentang Pedoman Teknis

Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum,

7. Kepulusan Komisi Pemilihan Umum Momor 210 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum MNomor 1815 Tahun 2023 jentang Pedoman Teknis
Pelaksangan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum,

Untuk selanjulnya peraturan di atas kamd disebul sebagai "Peraturan Dana Kampanye®.

ks

®

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraluran Dana Kampanye Laporan Dana Kampanye Partai Demokrasi
indonesia Pefjuangan (PDIP] Kabupaten Buol terdiri dan;

1. Laporan Awal Dana Kampanye [LADK) adalah pembukuan yang memust informasi Rekening
Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukasn, rincian
pernifungan penarmaan dan pergefuaran yang diperoleh sebelum pambukaan Rekening
Khusus Dana Kampanye, dan penefimaan sumbangan yang bersumber dar pasangan Calon
dan/atau Partai Politik atau Gabungan Parial Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditefapkan
sebagal Peserta Pemilu sampal dengan 1 (satu) harl sebelum penyampaian LADK kepada
Homisl Pemiihan Umum (KPU) Kabupaten Buol;

i. Laporan Pemberi Sumbangan Dona Kampanye (LPSDR) adaleh pembukoan yang memuat
soluruhy penerimaan yang diterima Pesorta Pemiu seielah LADK disampaiican sampal dengan
1 {satu) har sebelum penyampasan LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten
Buol dan
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3. Laporan Penerdmaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDEK) adalah pembukuan yang
memuat seluruh penarimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulal sejak dietapkan
sehagal Peserta Pemilu sampal dengan berakhirmya masa kampanye

Kriteria

Kriteria yang kam: gunakan dalam Perkatan Asurans inl adalah Peraluran Dana Kampanye. Kiileria
lersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai Demokrasi indonesia Perjuangan (PDIP)
Kabupalen Buol dalam penyusunan Laporan Dana Kamparye. Kriteria yang wajib dipatuhi cleh
Partai Demokrasl Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Buol dalam menyusun Laporan Dana
Kamparye adalah
1. Rekening Khusus Dana Kampanye [REKDK)

1} Pembuksan — Pasal 37 ayal (2), (3), (4) dan (8) PEKPU Nomor 18 Tahun 2023

{a) Partai Foliik Paserta Pemilu membuka RKDK atas name Parlai Politik Peserta Pemily
yang tevpisah darf rekening pribadi Parfal Polilik pada Bank Umum.

{b) Partai Politic Peserta Permilu membuka RIKDK fidak melampau ketenfuen pembukaan
REDK yaity paling lambat 1 (satu) had sebelum dimulaings masa kampanye.

fel Pembukaan RKDE dilengkopl dengan surat pengantar pembukaan BKDK yang
cliteriitkan cleh KPL!

{cf) Partsi Politik Peserta Pernilu tingkel pusat, tingkal provinsd dan tingkad kabupatenkota
membuka dan melaporkan hanya 1 (safu) nomor RKDK kepada KPU, KPLI Provins:,
darvafay KPU KabupatenMola sesval dengan lingkalannya.

2} Pengelolaan —Pasal 37 ayat (B), Pasal 36 ayal (1), dan Pasal 37 ayat (10} PRPU Momar 18

Tahun 2023

ia mnampmpmmmmpmmmmmm

(4] WMMMMMM!MMHWWW
3) Penutupan— Fasal 38 ayat (1) ayat (2), dan Pasal 37 ayal (5) PKPU Nomor 18 Tahun 2023

(& Partal Politik Peserta Pemily wajib menuiup REDK pada Bank Umem 1 (safu) Han
Soledal pondlupan pombukuan LPPOK sampal dengan 1 (safu) Ham soboium
penyampaian LOK kepada KAP.

() Penutupan RKOK dizssnpahan dermgan mefampikan sural panmohonan penuiupan
RKDK kepads Bank U,

fc) Fartal Politik Peserta Pemilu wajid manyamparkan bukti panutupan rekaning berupa
sural permyafaan oan Bark Lmam 1 (safu) han sstelah menernima sural permyalamt dan
Bank Uimum,

Z. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK),
1} Muatan Informasi = Pasal 46 ayat (1}, 3, 4 dan B PKPL Nomor 18 Tahun 2023, Partai Politik
Feserta Pemilu menyusun LADK yang mermuat informas);
{a) RKDK;
tb) Saldo awal RKDK alau saldo pembukaan dan sumber perolehan,;
fc} Saldo awal pambukuan yang merupakan sisa saido has) penerimaan sumbamgan dan
pengaiuaran unluk kegiatan kampanye apabifa difeima sebelurm parfode pembukian.
{dl Calafan penanmasn dan pengeivaran Parfer Poiitik Pesarfs Pemily termasuk sabeiim
parmbukaan RKDK,
{8) NPWP masing-masing Partal Polittc Pessrta Permilu:
il Bukli penenimaan dan pengeluaran yang dapsal dipertanggurgiawabkan
2) Periode Pembukuan — Pasal 47 ayat (2), (8). (7}, (8) dan {10) PKPU Momaor 18 Tahun 2023,
Parai Politik Peserta Pemilu menyusun LADK yang memual informasi.
fa) Pariel Foktik Peserta Pemily memalvhi permbukuan LADK yailly 3 (liga) Han selelah
Partal Poiftik diefapkan sebagal Pesoria Pemily dan difutup 1 (safu) Har sebeium
penyampaian LAD
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fb) LADK Parai Pobitk Poserta Pemilu anggota DPR, DPRD Prowingl, dan DPRD
Kahupalen®ola ditandafangani oleh Pimpinan Parlal Poltik  seswal  dengsan
lingkatannya.

fc) LADK calon anggota DPR, DPRD provinsl, dan DPRD kabupatendota ditandatangani
oleh calon yang bersangkutan,

fd} Dalam hal Pimpinan Padai Politik berhalangan fefap, LADK dapal ditandafangani oleh
pihak yang barwenang sesusl dengan ADVART Paral Politk Peseda Pemilu yang

bersangkutan;

e} Berhalangan fefap melipuli keadaan;
1) merunggal durna;
21 hidak mampu melaksanakan lugas secara permanen; alau
3) sedang melaksanakan thadah keagamaan.

Kelengkapan Dan Penyampalan = Pasal 51 ayat (4), (3), (7), dan Pasal 47 ayat (4) dan

(10) PRPU Momoar 18 Tahun 2023

{a) Parfai Politik Peserta Pemiy dan Calon Anggota DPR, DPRD Provins Pimpinan Partai
Foiitk Peserta Pemiy  Nngksl pussl provinst dan  kebupsfendods mematuf
penyerahan LADK lidek melampaul wakiy yang ditetapkan yailu 14 fempat belas) Han
sebelm han portama jadwal pelaksanhaan Kampanye Fomiu daiam bemfuk rapat
wmum, paiing lambat pukid 23,59 wakly setempal;

{b) Partai Polik Peserts Pemily menyampaikan LADK dengan mengirimkan dels oan
dokran LADK yang diunggah maiald Sikadeka;

fc) Apabila levdapal perbaikan, maka LADK perbaikan dizampaikan oleh Pasangan Calon
dan Tim Kampany tingkaf nasional kepada KPU melalul Sikadeka paling lambaft 5 (lima)
hart sajek moarranma landa pengembalian dan beata acara hasil pencermalan dar KPL,
pafing lambai pukul 2353 wakiy satempal

fdl Penyershan LADK kepads KPU, KPU Provingi, dan KPU Kabupsten®ola sesual
dengan lingkatannya, yang diengkap dengarn’
1) Fowmur 1 Laparan Awal Dana Kampanye,
21 Formgdir 2 Daftar Parrerimasn Sumbangan Dana Kampanye,
3) Formulr 3 Laporan Akthdtas Panerimaan Dan Pengeluaran Dara Kampanye,
4] Formulr 4 Daftar Persedisan Barang Dana Kampanye;
8] Formulr 5 Laporan Aktvitas Penerimaan Danpengeluvaran Dana Kampanye

&) Fmﬁmnwmmmmum
Pengealuaran,
71 Formulr 7 Surat Permyataan Tanggung Jawab Atas Laporen Awal Dana

Kampaiye,
g8 Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye, dan
9] Bukl-bukli ransaksi penenimaan dan fransaksi pengeluaran.

{a) Apabila LADK yang disampakan oloh Partai Politk Peserta Pemiu dkembalian olen
KPR, KPU Proving, dan/stau KPU Kabupaten'®ols sesual dengan Ingkalannya, maka
Partal Poltik Peserta Pemily walb melengkapl dansalay memperbaikl dokumen LADK
dimaksud dengan LADK perbaikan yang yang terdin atas:

1) Formuly 1 Lapovan Awal Dana Kampanye,

2) Farmmuiir 2 Daftar Penwvimasan Suebangan Dana Kamparmye,

& Farmmulir 3 Laperan Aklivilies Penerdmaan Can Pengeluaran Dana Kampanye;

4} Formilr 4 Daftar Parsediaan Baramng Dana Kampanye,

5 Formulr § Laporan Akthvitas Penenmaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye
Epbeium Porode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye,

B} Formulr § Laporan Awal Dana Kampanye Pencatalan Penerimaan Dan
Pempeioaran;

7} Formidir 7 Surst Pemyataan Tanggung Jawab Alas Laporan Awal Dana
Karmpanyea,

8} Saiman dan Rekening Kovan Rekenmg Khusis Dana Kampanye,

8) Bukti-bukti franssaksi penerimasn oan fransaksi pengeluaran.
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3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
1} Muztan Informasi — Pasal 49 ayat (1) PKPU MNomor 18 Tahun 2023, LPSDK memuat
informasi sebagal berlkut:
fa) idenitas peryumbang:
fh) jurniah sumbangan Dana Kampanye.
2} EKelengkapan dan Penyampaian Laporan — Pasal 52 ayal (2], (4], dan Pasal 49 ayal (2)
PEPU Momor 18 Tahun 2023
{8) Parlai Folilik Pesarta Pemiu Ungkal pusal, Hingkal provinsd dan fingkal kabupatendola
menyampaikan LPSDK kepada KPU dengan mengirimkan dala den dokumen LPSDK
vang diunggah medalii Sikeoeks.
{b) Penyampatan LPSDK dilakukan moll dart awsl masa Kampanye sampai dengan 1
{(safu) har sefelah masa Kempanye Deraxhir
fc) LPSDK disampaikan secara lengkap yang fendil atas.
1] LPSDK Pihak Lain Persecrangan,
2] LPSDK Pihak Lain Kelompok, dan
3] LPSDK Fihak Lain Perusahaan danvsiau Badan Usaha Nonpemennish,

4, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
1) Muatan Informasi — Pasal 50 ayat (1) PKPU Nomaor 18 Tahun 2023, Parai Folllik Pesarna

Pemily menyusun LPPDE yang memual informasi

fa) RKDK

B Sakfe awal atay saldo pamburaan dan sumbar cermishan,

fo) Salde awal pembukuan yamng merupakan sisa saido hasid pemresimasn sumbangan dan
pangeluaran wiiuk kegrafan Kampanye apabis ditenma sebelum penode pembukian,

{d} Catatan penerimaan dan pengeluaran Partal Politk Peserta Permiu fermasik sebelum
pembukaan RKOK

fal NPWP maging-rmazing Partal Politik Pasarla Pemil;

i  Bukti pengeluaran yang dapat dipeanggungiawabkan;

{g) Saido akhir pads saal penutupan RKDK; dan

fh) Asars! alas Laporan Dana

2) Periode Pembukuan — Pasal 50 ayat (2), {B‘: (7). (B) dan ayat (10) PKPU Nomor 18 Tahun

2023

fal Partai Poltik Peseda Pemfy mematuhi periode pembikuan LPPDK yang dimildel sejak
3 (tiga) han sefelah difetapkan sebagal Partai Politik Peserfa Pemill dan ditutup 7 (fugufh)

{b) LPPDK Partai Politik Peserts Pemilu anggola DPR, DPRD Provins, dan DFRD
Kebupslen®ote difandatangani oleh FPimpinan Padfal  Politk  sesual  dengan
fingkatannya

(o) LFPD¥ calon anggota DFR, DPRD Provinsi dan DFRD Kabupatan/Kofa ditanadalangani
aleh calon yang bersangkutan.

(o) Dalam hal Pimpinan Faral Politik berfafangan fetap, LPPDK oapar ditandalengan aleh
pihak pang benwenany sesusl dengan ADYART Partai Politik yang bersangkidan
dibukliker  cdengan  sural Kelerangan pendelegasian dan Fartai Foliik  yang
bersangkutan.

{e) Berhalangan fetap melputi koadaan:

1) maninggal dunia;
2] tidak mampu malaksanakan lugas secava paamanen; alay
3] sedang melaksanakan \badah
3} Kelengkapan Dan Penyampaian — Pasal 53 ayat (3), (4), (6) dan Pazal 50 ayal (4) PKPU

Momer 18 Tahun 2023

{a) Parfai Politik Pesarta Pamilu dapal menyampaikan LPFOK dengan menginmyan data
dan dokumen LPPDK yang diunggah melaiw Sikadeka,

jb} Pimpinan Partai Politik Poserta Pemily tingkat pusat, provins, dan kabupalendols
Peserta Pemilu Anggola DPR dan DPRD menyampaikan Laporan Dana Kampanye
paling lambat 15 (fima belas) han sefeleh permungidan suara pahng lambal purid 23 59
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wakiy setempatl;

() Penyampaian LPPOK kepada KAP yang felah diunjuk oleh KPU, dilarmpin demgan
LADK dan LPSOK serfa dilengkapi dengan
1) Formudir 1 Laporan Penerimaan Dan Pengeluara Dana Kampanys;

21 Formilir 2 Dafter Penenmaan Sumbangan Deana Kampanya,

3) Formulr 3 Laparan Akfivitas Penenmasn Dan Pengeluaran Dana Kampanys,

4] Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanys,

&l Formulr § Laporan Akiwvitss Penenmaan Dan Pengelusran Dana Kampanye
Sabalum Perode Pembukuan Laporan Penarimaan Dan Pengeluaran Dans
Kampanys,

8] Formulr & Laporan Farmmn Den Pengeluaran Dana Kampanye Pencelaian
Penerimaan Dan

7l wrmnmstmwmwmﬂmmmmm

8] Sainan dan Rekening Koran Rekening Khuwsus Dana Kampanye;

8 Swrat Pamyalaan dar Bank Limum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan
Calen bersangkutan felah difufup;

10) Bukfi-bukd! transaksi penenmaan dan fransaksi pengeluaran.

(d} Dalam hal Parfai Politik Pesevia Pemily lidak menyampaikan LPPDK, KPU
manyampaikan LADK dan LFSDK kepads KAP melalw Stkadeks unifuk tiakukan sudi

Sumber/Klasifikasi dan Idenlitas Penyumbang — Pasal 31 ayal (1), Pasal 33 ayal (1), (2),

Pasal 32 ayal (8), Pasal 48 ayat(2), Pasal 36 ayat (3), (5) PKPU Nomor 18 Tahun 2023

fa) Dana Kampanye Pamilu Anggota DPR dan DFRD bersumber dan;

1) Parisi Polifik;

2) Calon anggota DPR, DFRD provinsi, dan DPRD kabupatendota dari Partai Paoliti
yang bersangkutan; dan

3 Sumbangan yang sah menurut hukum dan pihak Lain, yalfe;

8, Perzearangan;

b Kelompok,

t.  Perusahasan, dan/alad

d Baden usaha nonpemenniah.

ib] Sumbangan dan pihak lain harus diengkapl dengan swral pemyalaan penyumbang
yang menurul informasi idenidas Penyumbang dan juriah sumbangan

) Sumbangan yang berasal dan perseorangan, kelompok, perusahaan, dansatay badan
uzaha nonpamernnial hams mencaniumkan nformasi identifes yang jelas dan fmish
SUrmhangan;

(d} Kelompok yang membedkan sumbangan kepada Peserta Pemily dalfam benfuk uang,
barang, dan'sfay jasa mevupakan kelompok bevbadan hukwm selain organisasi
masyarakal sesual dengan kefentuan perundangundangan yang meangalr mengenal
argamnisas masyarakal,

el Sumbangan yang berasal dan pifvak lain Kelompok diampid saiinan keputusan
pengesshan pendinan Badan Huwkurmn  Nonpewrerimah  dard  Menlter  yang
meyelanggerakan wusan pemenniatan o bidang hukem dan hak asasi manusia;

i Sumbangan yang berasal dari pihak lain perusshaan atau Badan Usaha Nonpemerinah
wiplh aWarmpit salfran akie pendinan Perusahaan afeu badan usaha.

ig} Perermaan sumbangan Dana Kampanye yang dilahukan dengan cara memndahkan
dana dan nomor rekening penyumbang ke REDK disertal identitas penypurmbang,

{h) ideniitas permvumbang dapal berupa sural kelerengan dan bank yamng barsangkulan,

(i} Surrbangan Dang Kampanye yang diakuken rmelalul seforsn tunai pads bank, disertai
derngan sural pamystaan penyurmbang

Pancatatan Penerimaan Sumbangan — Pasgal 34 ayal (4), Pasal 37 ayat (1), PKPU Namor

18 Tahun 2023:

{a) Parfai Polfik Pesaerta Pemiy mancalasl dan melaparkan salird) Sumbamngan (mancaku
wang, barang. dandatau jasa yang dikonversikan dengan milal vang. lenmasuk uwlang dan
diskon pambelian barang alsu jasa yang melebih balas kewajaran transaksi jusl bedy
secara umiurm) yang diterima ke dafam Daflar Penerimaan Simbangar;

ib} Dana Kampanye yang berupa wuang wajb ditempatkan pada RKDK ferfebfh dahuiu
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sabeknn digunakan otk kegealan Kavmpary e parri,

B} Batasan/Kesusuaian Sumbangan = Pasal 34 ayat H]u:lm (2}, PKPLU MNomor 18 Tahwn 2023,
Fartai Politk Pessrta Pemilu mematuhi jumish penermaan sumbangan {(mencakup uang,
harang, danfatau jasa yang divonversian dengan nilal vang, termasuk utang dan diskon
pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual bel secara umumy}
yang dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
fa) Rp2. 50000000000 (dus milyar ¥ma rafus juls rupigh) unfuk  penyumbang

PErsearangaEn;

bl sziumm#mumrmmunmmarmm unituwk panyumbang kelompok
darvafau badan usaha non

71 Sumbangan Yang Dilarang - Fasal 34 a';rat (%), PEPU Nomor 18 Tahun 2023, Parlai Poiitik
Peserta Pemilu yang menarma sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan
berkut:
(a) Duarang menggunaken kelebihan dana dimaksd
(b waph melaporkan sumbangan tersebul kepads KPL, dan
() menysrahkan sumbangan lersebut ke kas Negara paiing lambal 14 (empat belas) hari

sefedah masa Kampanye berakhir,
B) Batasan Pengeliaran Dana Kampanye — Pasal 41 ayal (1), pasal 34 ayat (4) PEPU Nomor
18 Tahun 2023,
(a) Pengelvaran Kempanye Peseria Pemilu calon anggoda DPR, DPRD proving, dan
DPRD kabupatenkola yailu uniuk.

1} Pambiayaan akbivilas Kavrpemyes;
2l Pembayaran hulamg, dan
3} Pengeluaran loinfain yang dinlal berdasarksn harga pasar yang wajar
b} Ssfiap diskon pembelian bareng yamg melabili batas kewajaran jual bell yang beraky
secarm wmum, diparakuikan ketentuan sumbangan

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanskan prosedur dan pemerclehan bukb yang relevan dan terbatas pada informas
yang terfuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Parial
Demokrast Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Buol. Pada suaty pelaksanaan Penkatan
Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian sacara sampling yang diasukan
memungkinkan adanya kegagalan dalam mendetsksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang berjadi
Terdapat kelerbatasan sifat, saal, lngkup, ragam, dan karakierisiik yang melekal pada sumber dana
sabagai asal usyl Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Rampanye iidak tercakup
secara menyeliruh dalam laporan Dana Kempanye tersebul. Pemeriksaan kami juga terbatas
hanya pada dokumen dan‘stau wformasi yang diserahkan dan‘atau disediaken oleh Panai
Demokrasi Indonesia Peruangan (PDIP} Kabupaten Buel, sehingga kami Lidak melakukan
pemeriisaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan Kami tidak memberkan
penentuan legal ates kepatuhan Partai Demokrasi Indonesia Peruangan (PDIP) Kabupsten Buaol
terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kempanye.

Tanggung Jawsb Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Buol

Partas Damokrasi Indonesia Peruangan (PDIP) Kabupaten Buol bertanggunpjawab atas
panyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesual dengan peraluran perundang-undangan yang
berkaku Tanggung jawab lersebut juga mencakup penerapan metode penilalan, asumsi, dan
parkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem,
dan proses yang relevan unfuk penyusunan laporan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
:P‘DPP] Kabupaten Bual juga bertangoung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan tarkait Diana Kampanye. sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asers| Alas Laporan
Penenimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Partal Demokrasi Indonesia Pesjuangan (PDIP)
Kabupaten Buci Tanggal 26 Februan 2024.
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Tanggung Jawab Akuntan Publik

Targgung @wab kami, Akunian Publik, adalah unluk menyaltakan simpuian berupa pendapal
dengan keyakmnan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-
prosedur yang kami takukan dan bukti-bukll yang kami percieh, Kami melakukan perkatan ini
berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): "Perikatan Asurans selain Audil atai
Feviu atas Informasi Kevangan Histons™ yang dibetapkan cieh Institut Akuntan Publik Iindonesia,
Standar lersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Peangendalian Motu 1 dan
Kode Elik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua parsonel yang
terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan
dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami,
Sefuruh personel profesional kami memiiki kompetensi dan pengalaman yang diperiukan dalam
melaksanakan Perikatan Asurane ini, Sesuai dengan Keputusan Komis: Pemilinan Limum Republik
Indonesia Momor 1815 Tahum 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksansan Audit Laporan Dana
Kampanye Peseda Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umwm Momor 210 Tahun
2024 Tentang Perubshan Atas Keputusan Komisi Pemiliban Umum Momos 1815 Tahun 2023
tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pamilihan Ufrwsrm
kami melaksanakan perikatan ini satama 30 (iga pubuh) hari kalendar terhitung sejak kami menerima
Laporan Dana Kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Buol dari
Eamisi Pemilhan Umuem (KPL) Kabupaten Suol.

Simpulan

Menuwut opini kami, Asersi Partal Demokrasi Indonesia Perjuangan (FDIP) Kabupalen Buol
dalam Laporan Dana Kampanye lersebutl di alas, telah patuh dalam semua hal yang material,
tertadap kribera sebagarmana diatur dalam Peraturan Dana Kampanye.

Pombatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kam: dalam melakukan Perkatan Asurans ini hanya kepada Komisi Pemiihan
Urrum (KPU) Kabupaten Bucl dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakatl.
Oleh karena fu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan inl oleh pihak kein dan/atauy
uniuk tupsan iamnya

Kantor Akuntan Publik

Izin Akuntan Publk AP 1042

Tanggal 28 Maret 2024



A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PDI
PERJUANGAN

PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PEMILIHAN

UMUM CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA
DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BUOL

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode 17 Desember 2022 s/d 22 Februari 2024

NOMOR

AKTIVITAS

BENTUK DANA KAMPANYE

UANG (Rp)

BARANG (Rp)

JASA (Rp)

A1

Penerimaan sebelum periode
pembukuan

0

Penerimaan sumbangan

Partai Politik

a. Partai Politik Tingkat Pusat

b. Partai Politik Tingkat Provinsi

c. Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota

510.000

Calon Anggota Legislatif

a. Sumbangan Calon Anggota Legislatif
kepada Parpol

b. Jasa Kampanye Calon Anggota
Legislatif

Sumbangan Pihak Lain Perseorangan

Sumbangan Pihak Lain Kelompok

Sumbangan Pihak Lain Perusahaan
dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah

JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN

510.000

Penerimaan Lain-Lain

Bunga Bank

JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN

Penerimaan Barang Hasil Pembelian

Penerimaan Barang Hasil Pembuatan
Bahan/Design dan/atau Alat Peraga
Kampanye

Barang Diterima Dimuka Hasil
Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat
Peraga Kampanye

JUMLAH PENERIMAAN BARANG
HASIL PEMBELIAN




NOMOR

AKTIVITAS

BENTUK DANA KAMPANYE

UANG (Rp)

BARANG (Rp)

JASA (Rp)

TOTAL PENERIMAAN

510.000

0

0

Pengeluaran sebelum periode
pembukuan

Pengeluaran

Rapat Umum

Pertemuan Terbatas

Pertemuan Tatap Muka

rloln| (P

Pembuatan/Produksi lklan di Media
Massa Cetak, Media Massa Elektronik,
Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan

o|jo|Oo| O

o|j|o|O| O

o|jo|Oo| O

Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat
Peraga Kampanye

Penyebaran Bahan Kampanye Partai
Politik Kepada Umum dan/atau
pemasangan Alat Peraga Kampanye

a. Penyebaran Bahan Kampanye Partai
Politik Kepada Umum

b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye
Partai Politik

Penyebaran Bahan Kampanye Calon
Anggota Legislatif Kepada Umum
dan/atau pemasangan Alat Peraga
Kampanye

a. Penyebaran Bahan Kampanye Calon
Anggota Legislatif Kepada Umum

b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye
Calon Anggota Legislatif

Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar
Larangan Kampanye dan Peraturan
Perundang-undangan

Pengeluaran Lain-lain

a. Administrasi Bank

. Pembelian Kendaraan

b
c. Pembelian Peralatan
d

. Pembayaran Utang Pembelian
Barang

o|jo|Oo| O

o|lo|Oo| O

o|lo|Oo| O

e. Pengeluaran Lain

1) Pengeluaran Lainnya

2) Sumbangan ke Parpol Tingkat
Provinsi/Kabupaten/Kota

3) Sumbangan ke Calon Anggota
Legislatif

4) Jasa Kampanye Calon Anggota
Legislatif

TOTAL PENGELUARAN

Utang

Utang Pembelian Barang




BENTUK DANA KAMPANYE

NOMOR AKTIVITAS
UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp)
D Saldo
1. Kas di Rekening Khusus Dana 510.000 0 0
Kampanye
2. Kas di Bendahara
Barang 0 0

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH

KARLPATEN BUQL

(AHMAD T. TRRULOE)

BUOL, 26 Februari 2024

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN BUOL

e

(YUDDY PRIADI)




=y %
Q. =~
OLONGAN KARY

LAPORAN DANA KAMPANYE

PESERTA PEMILU TAHUN 2024

PARTAlI GOLONGAN KARYA
KABUPATEN BUOL

DAN

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN
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LAPORAN ASURANS INDEPENDEN
00018/2.0655/SPA3000/DK/0779-1/1/111/2024

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol
Di Tempat

Cakupan
Kami telah ditugaskan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan

Kontrak Nomor 363/PL.01.7-SPK/72/2024, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan
keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana
Kampanye Partai Golongan Karya Kabupaten Buol untuk periode 16 November 2023 sampai
dengan 22 Februari 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana
Kampanye yang terdiri dari:

a.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis
Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum. dan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis
Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye.

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang
Dana Kampanye Pemilihan Umum, Laporan Dana Kampanye Partai Golongan Karya
Kabupaten Buol terdiri dari:

1.

Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi
Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo
pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum
pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang
bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan
pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu)
hari sebelum penyampaian LADK kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol. dan
Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang
memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan
sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Buol. dan

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan
yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak
ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye.
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Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan ketentuan
pelaksanaannya. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai Politik
Peserta Pemilu dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi
oleh Partai Golongan Karya Kabupaten Buol dalam menyusun Laporan Dana Kampanye
adalah:

1. Rekening Khusus Dana Kampanye

a) Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai Politik Peserta Pemilu
yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik Peserta Pemilu pada Bank Umum.

b) Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK tidak melampaui ketentuan
Pembukaan RKDK vyaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa
kampanye.

c) Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang
diterbitkan oleh KPU.

d) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat
kabupaten/kota membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU,
KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

e) Partai Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk petugas untuk mengelola RKDK
dilengkapi dengan surat pernyataan dari pimpinan Partai Politik.

f) Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK
terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.

g) RKDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan
penggantian.

h) Partai Politik Peserta Pemilu wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu) Hari
setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum
penyampaian LDK kepada KAP.

i) Penutupan RKDK disampaikan dengan melampirkan surat permohonan penutupan
RKDK kepada Bank Umum.

j) Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan bukti penutupan rekening berupa
surat pernyataan dari Bank Umum 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan
dari Bank Umum.

2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

a) Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LADK yang memuat informasi:

1) RKDK.

2) Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan.

3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan
sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima
sebelum periode pembukaan.

4) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk
sebelum pembukaan RKDK.

5) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu.
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6) Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi pembukuan LADK yaitu 3 (tiga) Hari setelah
Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum
penyampaian LADK.

LADK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota ditandatangan oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan
tingkatannya.

LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.

Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LADK dapat ditandatangani
oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik Peserta Pemilu
yang bersangkutan.

Berhalangan tetap meliputi keadaan:

1) meninggal dunia.

2) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen. atau

3) sedang melaksanakan ibadah keagamaan.

Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Pimpinan
Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mematuhi
penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang ditetapkan yaitu 14 (empat belas)
Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk
rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan
dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.

Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Partai Politik
Peserta Pemilu kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 5 (hari) Hari sejak
menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling
lambat pukul 23.59 waktu setempat

Penyerahan LADK kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai
dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:

Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye.

—_

)
2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.
3) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye.
4) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye
5) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye

Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye.

6) Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan Dan
Pengeluaran.

7) Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana
Kampanye.

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye. dan

9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.



K)

Kantor Akuntan Publik

Drs. Supriadi Laupe

Mo lzin Usaha : KEP = 484/HKNM. 52004
JL. Dewi-Sartika Mo, 84c Pali 84123 Tep, (0451 4013778

Apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan
oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan
tingkatannya, maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau
memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:
1) Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye.

)
2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.
3) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye.
4) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye.
5) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye

Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye

6) Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan Dan
Pengeluaran.

7) Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana
Kampanye

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye.

9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

a)

d)

LPSDK memuat informasi sebagai berikut:

1) identitas penyumbang.

2) jumlah sumbangan dana kampanye.

Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat
kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada KPU dengan mengirimkan data dan
dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka.

Penyampaian LPSDK dilakukan mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1
(satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

LPSDK disampaikan secara lengkap yang terdiri atas:

1) LPSDK Pihak Lain Perseorangan.

2) LPSDK Pihak Lain Perseorangan.

3) LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Non Pemerintah.

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

a)

Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat informasi:

1) RKDK

2) Saldo awal atau saldo Saldo awal atau saldo: Saldo awal pembukuan yang
merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk
kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan.

3) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk
sebelum pembukaan RKDK.

4) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu.

5) Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
6) Saldo akhir pada saat penutupan RKDK. dan

7) Asersi atas Laporan Dana Kampanye.
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Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai
sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan
ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.
LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan
tingkatannya.

LPPDK calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.

Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LPPDK dapat ditandatangani
oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan
dibuktikan dengan surat keterangan pendelegasian dari Partai Politik yang
bersangkutan.

Berhalangan tetap meliputi keadaan:

1) meninggal Dunia.

2) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen. atau

3) sedang melaksanakan ibadah keagamaan.

Pengurus Partai Peserta Pemilu dapat menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan
data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.

Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota
Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD menyampaikan Laporan Dana Kampanye
paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul
23.59 waktu setempat.

Penyampaian LPPDK kepada KAP yang telah ditunjuk oleh KPU, dilampiri dengan
LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:

1) Formulir 1 Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye.

)
2) Formulir Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.
3) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye.
4) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye.
5) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye

Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana
Kampanye.

6) Formulir 6 Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan
Penerimaan Dan Pengeluaran.

7) Formulir 7 Asersi Atas Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye.

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye.

9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Partai
Politik Peserta Pemilu bersangkutan telah ditutup.

10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan LPPDK, KPU

menyampaikan LADK dan LPSDK kepada KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan

audit.
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Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari:

1) Partai Politik.

2) Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai
Politik yang bersangkutan. dan

3) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu Perseorangan,
Kelompok, Perusahaan dan/atau Badan usaha non Pemerintah.

Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang

yang menurut informasi Penyumbang dan jumlah sumbangan.

Sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau

badan usaha non pemerintah harus mencantumkan informasi identitas yang jelas

dan jumlah sumbangan.

Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peserta Pemilu dalam bentuk

uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum selain

organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang

mengatur mengenai organisasi masyarakat.

Sumbangan yang berasal dari pihak lain Kelompok dilampiri salinan keputusan

pengesahan pendirian Badan Hukum Non Pemerintah dari Menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Sumbangan yang berasal dari pihak lain perusahaan atau Badan Usaha Non

Pemerintah wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha.

Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara

memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas

penyumbang.

Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.

Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank,

disertai dengan surat pernyataan penyumbang.

Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan

(mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang,

termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas

kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar

Penerimaan Sumbangan.

Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu

sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.

Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup

uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang

dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual

beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah

di bawah ini.

1) Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk penyumbang
perseorangan. dan

2) Rp25.000.0000.000,00 (dua puluh lima milyar) untuk penyumbang kelompok
dan/atau badan usaha non pemerintah.
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w) Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan
DPRD kabupaten/kota yaitu untuk:
1) Pembiayaan aktivitas kampanye.
2) Pembayaran hutang. dan
3) Pengeluaran lain-lain yang dimiliki berdasarkan harga pasar yang wajar.

x) Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang
berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada
informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh
Partai Golongan Karya Kabupaten Buol. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans,
terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan
memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang
terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat
pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana
Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut.
Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan
dan/atau disediakan oleh Partai Golongan Karya Kabupaten Buol, sehingga kami tidak
melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak
memberikan penentuan legal atas kepatuhan Partai Golongan Karya Kabupaten Buol
terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Peserta Pemilu Partai Golongan Karya Kabupaten Buol

Partai Golongan Karya Kabupaten Buol bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana
Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung
jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang
digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan
proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

Partai Golongan Karya Kabupaten Buol juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan
dalam Asersi Partai Golongan Karya Kabupaten Buol tanggal 12 Januari 2024.

Tanggung Jawab Akuntan Publik
Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat

dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan
prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan
perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): “Perikatan Asurans
selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis” yang ditetapkan oleh Institut
Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan
Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan
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independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar
tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans
secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan
dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilhan Umum, kami
melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami
menerima Laporan Dana Kampanye Partai Golongan Karya Kabupaten Buol dari Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Buol.

Basis adanya Ketidakpatuhan

Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini terhadap
kriteria peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye dalam
melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi Partai Golongan Karya Kabupaten Buol
selama periode 17 Desember 2022 sampai dengan 22 Februari 2024, antara lain:

1. Aspek Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

Kriteria:

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum:

a. Pasal 50 ayat (2) menyatakan Periode pembukuan LPPDK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Partai Politik Peserta
Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang
ditunjuk KPU.

b. Pasal 50 ayat (4) menyatakan LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan formulir MODEL-LPPDK
PARPOL.

Kondisi:
a. Tanggal penutupan LPPDK yang disampaikan oleh Partai Politik adalah sebagai
berikut:
1) LPPDK Formulir 2 ditutup pada tanggal 6 Januari 2024
2) LPPDK Formulir 3 ditutup pada tanggal 31 Desember 2023
3) LPPDK Formulir 4 ditutup pada tanggal 31 Desember 2023
b. Partai politik tidak menyampaikan LPPDK Formulir 1 sesuai ketentuan yang berlaku
dan tidak ditandatangani oleh ketua dan bendahara.
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Simpulan

Menurut opini kami, sebagaimana adanya ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas dalam
semua hal yang material, Asersi Partai Golongan Karya Kabupaten Buol dalam Laporan Dana
Kampanye tersebut di atas, tidak patuh terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum dan peraturan pelaksanaannya.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Buol dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah
disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh
pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Hormat kami,

e
Dr. Supriadi Laupe, M:Si, Ak, CA. CPA
NRAP: 0779

25 Maret 2024



G. FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BUOL

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ABDULLAH BATALIPU, S.Sos, M.Si
Alamat : KEL. LEOK 1 KEC. BIAU KAB. BUOL
Nomor Induk Kependudukan ;. 7205060803600001
Jabatan . Ketua

2. Nama : HARUN PONTOH
Alamat . KEL. KALI KEC. BIAU KAB. BUOL
Nomor Induk Kependudukan 1 7205122308500001
Jabatan . Bendahara

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

PATUH/
NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
A. |Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
1. |Pembukaan a. Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Patuh
Partai Politik Peserta Pemilu dan terpisah dari rekening | Peraturan Komisi Pemilihan
Partai Politik Peserta Pemilu. Umum tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2023
b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum sejak Partai |Pasal 37 ayat (3) Peraturan
Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Komisi Pemilihan Umum Patuh
Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum tentang Dana Kampanye
dimulainya masa Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor |Pasal 37 ayat (8) Peraturan
RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota. tentang Dana Kampanye Patuh
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
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PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
2. |Pengelolaan Kami menempatkan Penerimaan Dana Kampanye yang Pasal 36 ayat (2) Peraturan
berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum Komisi Pemilihan Umum
digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu. tentang Dana Kampanye Patuh
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
3. |Penutupan a. Kami menutup RKDK pada bank umum 1 (satu) Hari Pasal 38 ayat (1) Peraturan
setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan | Komisi Pemilihan Umum
1 (satu) Hari sebelum penyampaian Laporan Dana tentang Dana Kampanye Patuh
Kampanye kepada KAP. Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan Pasal 38 ayat (5) Peraturan
rekening khusus dana kampanye dari Bank Umum Komisi Pemilihan Umum
kepada KPU Kabupaten/Kota, 1 (satu) Hari setelah tentang Dana Kampanye Patuh
menerima surat pernyataan dari Bank Umum. Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
B. |Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
1. |Muatan Informasi |Kami menyusun LADK yang memuat informasi: Pasal 47 ayat (1) Peraturan
a. RKDK; Komisi Pemilihan Umum
b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber |tentang Dana Kampanye
perolehan; Pemilihan Umum Nomor Patuh
c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo 18 Tahun 2023.
hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk
kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode
pembukuan;
d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik
Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik
Peserta Pemilu; dan
f.  Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat
dipertanggungjawabkan.
2. |Pembukuan a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan
yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik Komisi Pemilihan Umum
ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) [tentang Dana Kampanye Patuh
Hari sebelum penyampaian LADK. Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan |Pasal 43 ayat (3) Peraturan
keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang Komisi Pemilihan Umum
bersangkutan. tentang Dana Kampanye Patuh
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi Pasal 43 ayat (6) Peraturan
tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan Komisi Pemilihan Umum Patuh
atu

pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran
yang dapat dipertanggungjawabkan.

tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
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PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab |Pasal 43 ayat (7) Peraturan
Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. Komisi Pemilihan Umum Patuh
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
3. |Penyampaian Kami menyampaikan LADK kepada KPU Pasal 51 ayat (3) Peraturan
Laporan Kabupaten/Kota dengan mengirimkan data dan Komisi Pemilihan Umum
dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka; tentang Dana Kampanye Patuh
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
Kami menyampaikan LADK dilakukan paling lambat 14 |Pasal 51 ayat (4) Peraturan
(empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal Komisi Pemilihan Umum Patuh
pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat tentang Dana Kampanye
umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat; Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan |Pasal 51 ayat (7) Peraturan
LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui | Komisi Pemilihan Umum
Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima tentang Dana Kampanye Patuh
tanda pengembalian dan berita acara hasil Pemilihan Umum Nomor 18
pencermatan dari KPU Kabupaten/Kota, paling lambat | Tahun 2023.
pukul 23.59 waktu setempat.
4. |Kelengkapan Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri
atas:
Patuh

1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE;

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN
AWAL DANA KAMPANYE;

6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PENCATATAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN;

7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA
KAMPANYE;

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye; dan

9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi
pengeluaran.

Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh
KPU Kabupaten/Kota, maka kami wajib melengkapi
dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud
dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:
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NO

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/
TIDAK
PATUH

3

5

1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE;

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN
AWAL DANA KAMPANYE;

6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PENCATATAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN;

7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA
KAMPANYE;

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye; dan

9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi
pengeluaran.

Patuh

Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

Muatan Informasi

Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU
yang memuat informasi:

a. Identitas penyumbang; dan

b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye.

Pasal 49 ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023

Patuh

Penyampaian
Laporan

Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten/Kota,
mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu)
Hari setelah masa Kampanye berakhir.

Pasal 52 ayat (3) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

Patuh

Kelengkapan

Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri
atas:

a. LPSDK Pihak Lain Perseorangan;
b. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan

c. LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha
Nonpemerintah.

Patuh

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

Muatan Informasi

Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi:
a. RKDK;

b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber
perolehan;

Pasal 50 ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor

Patuh
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PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo 18 Tahun 2023.
hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk Patuh
kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode
pembukuan;
Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik
Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
Nomor pokok waijib pajak masing-masing Partai Politik
Peserta Pemilu;
Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat
dipertanggungjawabkan;
Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK;
dan
Asersi atas Laporan Dana Kampanye.
2. |Pembukuan Kami menyusun LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari Pasal 50 ayat (2) Peraturan
setelah penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum
ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK tentang Dana Kampanye Patuh
kepada KAP yang ditunjuk KPU. Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan |Pasal 43 ayat (3) Peraturan
keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang Komisi Pemilihan Umum
bersangkutan. tentang Dana Kampanye Patuh
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi Pasal 43 ayat (6) Peraturan
tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan Komisi Pemilihan Umum
pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran | tentang Dana Kampanye Patuh
yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab |Pasal 43 ayat (7) Peraturan
Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. Komisi Pemilihan Umum
tenta.rTg Dana Kampanye Patuh
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
3. |Penyampaian Kami menyampaikan LPPDK kepada KAP yang Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3)
Laporan ditunjuk oleh KPU dengan mengirimkan data dan Peraturan Komisi Pemilihan
dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka. Umum tentang Dana Patuh
Kampanye Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2023
Kami menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima Pasal 53 ayat (4) Peraturan
belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling Komisi Pemilihan Umum
lambat pukul 23.59 waktu setempat. tentang Dana Kampanye Patuh
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
4. |Kelengkapan Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri
atas:
Patuh

FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
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PERATURAN TERKAIT

PATUH/
TIDAK
PATUH

3

5

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN
DANA KAMPANYE;

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA
KAMPANYE;

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM
PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

6) FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE PENCATATAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN,;

7) FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye;

9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan
bahwa rekening Partai Politik Peserta Pemilu yang
bersangkutan telah ditutup; dan

10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi
pengeluaran.

Patuh

Ketentuan Lainnya

Sumber Dana
Kampanye

Kami menerima Dana Kampanye Pemilu anggota DPR,
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diperoleh
dari:

a. Partai Politik;

b. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan;
dan

c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain

Pasal 31 ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor

18 Tahun 2023.

Patuh

Pembatasan/
Kesesuaian
Sumbangan

Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan
sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa
yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon
pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran
transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK,
LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal
sumbangan sebagai berikut:

a. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari
perseorangan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua
miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye.

b. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari kelompok,
perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah
paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima
miliar rupiah) selama masa Kampanye.

Pasal 34 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2023.

Patuh
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NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
3. |Sumbangan yang |Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang Pasal 34 ayat (5) dan Pasal
Dilarang dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang | 116 ayat (2) Peraturan Komisi Patuh
maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut: Pemilihan Umum tentang
a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut; Dana Kampanye Pemilihan
b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada | Umum Nomor 18 Tahun 2023.
KPU; dan
c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara
paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa
Kampanye berakhir.
4. |Pengeluaran Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Pasal 41 Peraturan Komisi
Dana Kampanye |Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, Pemilihan Umum tentang Dana
pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai | Kampanye Pemilihan Umum Patuh

berdasarkan harga pasar yang wajar.
Catatan:

a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian
barang dan/ atau pembayaran jasa.

b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas
hutang Partai Politik Peserta Pemilu yang timbul dari
pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung
jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk
membiayai saksi Partai Politik Peserta Pemilu dalam
pemungutan dan penghitungan suara.

Nomor 18 Tahun 2023

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

WAN PIMPINAN
UPATEN BUOL

H BATALIPU, S.SOS,\Si)

ERAH

(ABDUL

Buol, 12 Januari 2024

BUOL

H PONTOH)

A MPINAN DAERAH



Dell
Typewritten text
Patuh

Dell
Typewritten text
Patuh


A. FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PERBAIKAN

PARETAI GOLMAR

PARTAI GOLONGAN KARYA

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA
DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BUOL

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
Periode 17 Desember 2022 s/d 06 Januari 2024

BENTUK DANA KAMPANYE
NOMOR AKTIVITAS

UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp)

A1 Penerimaan sebelum periode 0 0 0
pembukuan

A.2 |Penerimaan sumbangan

1. Partai Politik

a. Partai Politik Tingkat Pusat 0

b. Partai Politik Tingkat Provinsi 0

c. Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota 200.133.000

2. Calon Anggota Legislatif

a. Sumbangan Calon Anggota Legislatif 0 0 0
kepada Parpol

b. Jasa Kampanye Calon Anggota 0 0 42.149.500
Legislatif

Sumbangan Pihak Lain Perseorangan

Sumbangan Pihak Lain Kelompok

Sumbangan Pihak Lain Perusahaan
dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah

JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN 200.133.000 0 42.149.500

A.3 Penerimaan Lain-Lain

1. Bunga Bank

JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN

A.4 |Penerimaan Barang Hasil Pembelian

1. Penerimaan Barang Hasil Pembuatan 0 0 0
Bahan/Design dan/atau Alat Peraga
Kampanye

2. Barang Diterima Dimuka Hasil 0 0 0
Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat
Peraga Kampanye

JUMLAH PENERIMAAN BARANG 0 0 0
HASIL PEMBELIAN

TOTAL PENERIMAAN 200.133.000 0 42.149.500




NOMOR

AKTIVITAS

BENTUK DANA KAMPANYE

UANG (Rp)

BARANG (Rp)

JASA (Rp)

Pengeluaran sebelum periode
pembukuan

B.1

Pengeluaran

—

Rapat Umum

Pertemuan Terbatas

93.000

Pertemuan Tatap Muka

HlenN

Pembuatan/Produksi Iklan di Media
Massa Cetak, Media Massa Elektronik,
Media Sosial, dan Media Dalam
Jaringan

o|j|o|O|O

o|j|Oo|O|O

Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat
Peraga Kampanye

Penyebaran Bahan Kampanye Partai
Politik Kepada Umum dan/atau
pemasangan Alat Peraga Kampanye

a. Penyebaran Bahan Kampanye Partai
Politik Kepada Umum

b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye
Partai Politik

Penyebaran Bahan Kampanye Calon
Anggota Legislatif Kepada Umum
dan/atau pemasangan Alat Peraga
Kampanye

a. Penyebaran Bahan Kampanye Calon
Anggota Legislatif Kepada Umum

b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye
Calon Anggota Legislatif

Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar
Larangan Kampanye dan Peraturan
Perundang-undangan

Pengeluaran Lain-lain

a. Administrasi Bank

. Pembelian Kendaraan

b
c. Pembelian Peralatan
d

. Pembayaran Utang Pembelian
Barang

(@l Nol Nol N

o|j|o|Oo|oO

o|j|Oo|O|O

e. Pengeluaran Lain

1) Pengeluaran Lainnya

2) Sumbangan ke Parpol Tingkat
Provinsi/Kabupaten/Kota

3) Sumbangan ke Calon Anggota
Legislatif

4) Jasa Kampanye Calon Anggota
Legislatif

42.149.500

TOTAL PENGELUARAN

93.000

42.149.500

Utang

Utang Pembelian Barang




BENTUK DANA KAMPANYE

NOMOR AKTIVITAS
UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp)
D Saldo
1. Kas di Rekening Khusus Dana 200.040.000 0 0
Kampanye
2. Kas di Bendahara
3. Barang 0 0

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH

(ABDULLAH BATALIPU, S.Sos, M.Si)

KABUPATEN BUOL

Buol, 12 Januari 2024

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN BUOL

(HARUN PONTOH)
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LAPORAN ASURANS INDEPENDEN
Nomor: 00005/2.0937/1791/DAKAM-2024/BUOL/NASDEM

Kepada Yth:

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol

Cakupan

Kami telah melakukan perikatan dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi

Tengah berdasarkan kontrak Nomor: 364/PL.01.7-SPK/72/2024, untuk melakukan

Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap

kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Nasdem Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten

Buol untuk periode 17 Desember 2022 sampai dengan 22 Februari 2024 terhadap

peraturanperundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman
Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman
Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum);

5. Untuk selanjutnya Undang-undang dan peraturan tersebut diatas kami sebu sebagai

“Peraturan Dana Kampanye”.

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023

Laporan Dana Kampanye Partai Nasdem Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Buol terdiri

dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi
Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo
pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh

JI. Grand Galaxy Boulevard Biok FE No, 525 Grand Galaxy City - Bekasi 17147
T. (021) 82428886, 82428887 F. (021) 82428886 E-mall : effendyhasiByahoo.co.id
lzin Usaha NO : KEP-10/KM. 172013
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sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan
sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai
Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol;

2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pmbukuan yang
memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK
disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol; dan

3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan
yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai
sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa

kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2023. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan
diterapkan oleh Partai Nasdem Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Buol dalam
penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai Nasdem
Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Buol dalam menyusun Laporan Dana Kampanye
adalah:

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

a. Pembukaan, Pasal 37 PKPU nomor 18 tahun 2023:

1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai
Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik
Peserta Pemilu pada Bank Umum.

2) ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK tidak melampaui
ketentuan Pembukaan RKDK vyaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum
dimulainya masa kampanye.

3) ayat (4), Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan
RKDK yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum .

4) ayat (8), Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan
tingkat kabupaten/kota membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor
RKDK kepada Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan
tingkatannya.

b. Pengelolaan, Pasal 37 PKPU nomor 18 tahun 2023:
1) ayat (6), Partai Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk petugas untuk
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mengelola RKDK dilengkapi dengan surat pernyataan dari pimpinan Partai
Politik,

2) ayat (10), RKDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat ditarik dan/atau
dilakukan penggantian, dan

3) Pasal 36 ayat (1), Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib
ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan
Kampanye Pemilu. Penutupan, Pasal 38 PKPU nomor 18 tahun 2023:

c. Penutupan, Pasal 38 PKPU no 18 tahun 2023 :

1) ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu wajib menutup RKDK pada Bank
Umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1
(satu) Hari sebelum penyampaian LDK kepada KAP,

2) ayat (2), Penutupan RKDK disampaikan dengan melampirkan surat
permohonan penutupan RKDK kepada Bank Umum, dan

3) Pasal 38 ayat (5), Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan bukti
penutupan rekening berupa surat pernyataan dari Bank Umum 1 (satu) Hari
setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.

Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
a. Muatan Informasi, Pasal 47 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, yang memuat
informasi:

1) RKDK;

2) Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;

3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan
sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye

4) apabila diterima sebelum periode pembukuan;

5) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk
sebelum pembukaan RKDK;

6) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;

7) Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan

b. Periode Pembukuan, Pasal 47 PKPU nomor 18 tahun 2023:

1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi pembukuan LADK yaitu 3
(tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan
ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.

2) ayat (6), LADK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi,
dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh PimpinanPartai Politik sesuai
dengan tingkatannya.

3) ayat (7), LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.

4) ayat (8), Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LADK
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dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART

Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan:

a) meninggal dunia;

b) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau

c) sedang melaksanakan ibadah keagamaan Kelengkapan dan
Penyampaian, Pasal 51 PKPU nomor 18 tahun 2023:

ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi

Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan

kabupaten/kota mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang

ditetapkan vyaitu 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal

pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat

pukul 23.59 waktu setempat.

ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK dengan

mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.

ayat (7), Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan

oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional kepada Komisi

Pemilihan Umum melalui Sikadeka paling lambat 5 (hari) Hari sejak

menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari

Komisi Pemilihan Umum , paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

ayat (5), apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu

dikembalikan oleh Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan

tingkatannya, maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau

memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang yang

terdiri atas:

a) Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye;

b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;

c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye;

d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;

e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye

f) Formulir 6, Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan
Pengeluaran;

g) Formulir 7, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana
Kampanye

h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
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i) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran, dan

j) Pasal 47 ayat (4), Penyerahan LADK kepada Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye;

k) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;

1) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye;

m) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye

n) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;

o) Formulir 6, Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan
Pengeluaran;

p) Formulir 7, Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal
Dana Kampanye;

q) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye

r) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran

3. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

a.

Muatan Informasi Pasal 49 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, LPSDKmemuat

informasi:

1) identitas penyumbang

2) jumlah sumbangan Dana Kampanye

Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 52 PKPU nomor 18 tahun 2023:

1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan
tingkat kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada Komisi Pemilihan
Umum dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah
melalui Sikadeka,

2) ayat (4), Penyampaian LPSDK dilakukan mulai dari awal masa Kampanye
sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, dan

3) Pasal 49 ayat (2), LPSDK disampaikan secara lengkap yang terdiri atas:

a) LPSDK Pihak Lain Perseorangan;
b) LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan

c) LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan /atau Badan UsahaNonpemerintah.

4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

a.

Muatan Informasi, Pasal 50 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, Partai Politik
Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat informasi:
1) RKDK

2) Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
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3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan
sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima
sebelum periode pembukuan;

4) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu
termasuk sebelum pembukaan RKDK;

5) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;

6) Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;

7) Saldo akhir pada saat penutupan RKDK; dan

8) Asersi atas Laporan Dana Kampanye.

Periode Pembukuan, Pasal 50 PKPU nomor 18 tahun 2023:

1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPPDK
yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik
Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian LPPDK
kepada KAP yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum.

2) ayat (6), LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi,
dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik
sesuai dengan tingkatannya.

3) ayat (7), LPPDK calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.

4) ayat (8), Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LPPDK dapat
ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai
Politik yang bersangkutan dibuktikan dengan surat keterangan
pendelegasian dari Partai Politik yang bersangkutan.

5) ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan:

a) meninggal dunia;
b) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau
c) sedang melaksanakan ibadah keagamaan

Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 53 PKPU nomor 18 tahun 2023:

1) ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu dapat menyampaikan LPPDK dengan
mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.

2) ayat (4), Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan
kabupaten/kota Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD menyampaikan
Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah
pemungutan suara paling lambat pukul 23.59 waktu setempat,

3) ayat (6), Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan
LPPDK, Komisi Pemilihan Umum menyampaikan LADK dan LPSDK kepada
KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan audit, dan

4) Pasal 50 ayat (4), Penyampaian LPPDK kepada KAP yang telah ditunjuk oleh
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Komisi Pemilihan Umum, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi

dengan:

a) Formulir 1, Laporan Penerimaan dan Pengeluara Dana Kampanye;

b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;

c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye;

d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;

e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan
Pengeluaran Dana Kampanye;

f) Formulir 6, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran;

g) Formulir 7, Asersi Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye;

h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;

i) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening
Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup.

j) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran

d. Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang, sebagaimana diatur dalam PKPU
nomor 18 tahun 2023:

1)

2)

3)

4)

Pasal 31 ayat (1), Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD
bersumber dari:
a) Partai Politik;
b) Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai

Politik yang bersangkutan; dan
c) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu:

i. Perseorangan;

ii. Kelompok;

iii. Perusahaan; dan/atau

iv. Badan usaha nonpemerintah
Pasal 32 ayat (8), Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peserta
Pemilu dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok
berbadan hukum selain organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan
perundang- undangan yang mengatur mengenai organisasi masyarakat.
Pasal 33 ayat (1), Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat
pernyataan penyumbang yang menurut informasi identitas Penyumbang dan
jumlah sumbangan.

Pasal 33 ayat (2), Sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok,
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perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah harus mencantumkan
informasi identitas yang jelas dan jumlah sumbangan.

5) Pasal 49 ayat (2) huruf b, Sumbangan yang berasal dari pihak lain Kelompok
dilampiri salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum
Nonpemerintah dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang hukum dan hak asasi manusia.

6) Pasal 49 ayat (2) ¢, Sumbangan yang berasal dari pihak lain perusahaan
atau Badan Usaha Nonpemerintah wajib dilampiri salinan akta pendirian
Perusahaan atau badan usaha.

7) Pasal 36 ayat (3) huruf b, Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang
dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening
penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang.

8) Pasal 36 ayat (5), Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari
bank yang bersangkutan; Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan
melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan
penyumbang.

Pencatatan Penerimaan Sumbangan, Pasal 34 PKPU nomor 18 tahun 2023:

1) ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh
sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan
dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa
yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang
diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan, dan

2) Pasal 37 ayat (1), Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan
pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye

pemilu.

Batasan/Kesesuaian Sumbangan, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 18

tahun 2023 Pasal 34 ayat (1) dan (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi

jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang

dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian

barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara

umum) yang dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di

bawah ini:

1) Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk penyumbang
perseorangan; dan

2) Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) untuk penyumbang
kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah

Sumbangan yang dilarang, Pasal 34 ayat (5) PKPU nomor 18 tahun 2023, Partai

Politik Peserta Pemilu yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus
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mematuhi ketentuan berikut:

1) Dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;

2) wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum; dan

3) menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat
belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.

h. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye, Pasal 41 PKPU nomor 18 tahun2023:

1) ayat (1), Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu calon anggota DPR, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yaitu untuk:
a) Pembiayaan aktivitas kampanye;
b) Pembayaran hutang; dan
c) Pengeluaran lain- lain yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.

2) Pasal 34 ayat (4), Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas
kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan

sumbangan.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada
informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami
oleh Partai Nasdem Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Buol. Pada suatu pelaksanaan
Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara
sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi
ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup,
ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana
Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara
menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas
hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh
Partai Nasdem Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Buol, sehingga kami tidak melakukan
pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak
memberikan penentuan legal atas kepatuhan Partai Nasdem Dewan Pimpinan Daerah
Kabupaten Buol terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan
Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Partai Nasdem Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Buol

Partai Nasdem Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Buol bertanggungjawab atas
penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode
penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan,

implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.
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Partai Nasdem Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Buol juga bertanggung jawab atas
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye,
sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi Laporan Penerimaan dan Pengeluaran
Dana Kampanye Partai Nasdem Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Buol tertanggal 28
Februari 2024.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa
pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut
berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh.
Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022):
“Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis” yang
ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami
untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan
Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam
Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan
melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan
dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan pasal 102 ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023, kami melaksanakan perikatan ini selama
30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye
Partai Nasdem Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Buol dari Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Buol.

Basis adanya Ketidakpatuhan

Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini
terhadap kriteria peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana
Kampanye dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi Partai Nasdem
Kabupaten Buol selama periode 17 Desember 2022 sd. 22 Februari 2024, antara

lain :

1. Asersi A.3 tentang Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
Nomor 3 poin (a) yang menyatakan “Kami menutup RKDK pada bank umum 1
(satu) hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) hari
sebelum penyampaian Laporan Dana Kampanye pada KAP”. Namun tanggal
penutupan RKDK Partai Nasdem Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Buol tidak

sesuai dengan peraturan, yaitu ditutup tanggal 22 Februari 2024, yang
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seharusnya periode penutupan pada tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan
28 Februari 2024.

2. Asersi B.1 tentang Muatan Informasi LADK yang menyatakan “kami menyusun
LADK yang memuat Informasi RKDK”. Temuan pada asersi tersebut antara
lain:

a) Saldo awal untuk pembukaan RKDK tidak tercatat dalam LADK.
b) Saldo pada LADK tidak sama dengan RKDK.
¢) Saldo penutupan LADK dan RKDK tidak sama.

3. Asersi D.1 tentang Muatan Informasi LPPDK yang menyatakan “kami
menyusun LPPDK yang memuat Informasi saldo akhir pada saat penutupan
LPPDK”. Temuan pada asersi tersebut adalah saldo akhir tidak sesuai antara

pencatatan pada LPPDK dengan RKDK.

Simpulan

Menurut opini kami, sebagaimana adanya ketidakpatuhan yang dijelaskan diatas dalam
semua hal yang material, Asersi Partai Nasdem Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Buol
dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, tidak patuh terhadap kriteria yang
berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun
2023.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Buol dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah
disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini

oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Kantor Akuntan Publik
KAP Effendy dan Rekan

L

Achmad Zaenudin, SE, Ak, CA, CPA
Nomor Register AP. 01791
Bekasi, 27 Maret 2024
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G. FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Partai NasDem

GEAAKAN PERUDAMAN

ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
PARTAI NASDEM

DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BUOL

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

. RT. 017, RW. 004, KEL. BUOL, KEC. BIAU, KAB. BUOL, SULAWESI

~RT. 004, RW. 002, DESA KANTANAN, KEC. BOKAT, KAB. BUOL,

1. Nama . RYAN NATHANIEL KWENDY
Alamat
TENGAH
Nomor Induk Kependudukan 1 7205062551290002
Jabatan : Ketua
2. Nama : LAE TONI WANGI
Alamat
SULAWESI TENGAH
Nomor Induk Kependudukan 1 7205031005770002
Jabatan . Bendahara

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

PATUH/
NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
A. | Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
1. |Pembukaan a. Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2)
Partai Politik Peserta Pemilu dan terpisah dari rekening | Peraturan Komisi Pemilihan
Partai Politik Peserta Pemilu. Umum tentang Dana PATUH
Kampanye Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2023
b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum sejak Partai Pasal 37 ayat (3) Peraturan
Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Komisi Pemilihan Umum
Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum tentang Dana Kampanye PATUH
dimulainya masa Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor |Pasal 37 ayat (8) Peraturan
RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota. tentang Dana Kampanye PATUH

Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.




PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
2. |Pengelolaan Kami menempatkan Penerimaan Dana Kampanye yang Pasal 36 ayat (2) Peraturan
berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum Komisi Pemilihan Umum
digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu. tentang Dana Kampanye PATUH
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
3. [Penutupan a. Kami menutup RKDK pada bank umum 1 (satu) Hari Pasal 38 ayat (1) Peraturan
setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan | Komisi Pemilihan Umum
1 (satu) Hari sebelum penyampaian Laporan Dana tentang Dana Kampanye PATUH
Kampanye kepada KAP. Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan Pasal 38 ayat (5) Peraturan
rekening khusus dana kampanye dari Bank Umum Komisi Pemilihan Umum
kepada KPU Kabupaten/Kota, 1 (satu) Hari setelah tentang Dana Kampanye PATUH
menerima surat pernyataan dari Bank Umum. Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
B. |Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
1. |Muatan Informasi |Kami menyusun LADK yang memuat informasi: Pasal 47 ayat (1) Peraturan
a. RKDK; Komisi Pemilihan Umum
b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber |tentang Dana Kampanye
perolehan; Pemilihan Umum Nomor
c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo 18 Tahun 2023.
hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk
kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode PATUH
pembukuan;
d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik
Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik
Peserta Pemilu; dan
f.  Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat
dipertanggungjawabkan.
2. |[Pembukuan a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan
yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik Komisi Pemilihan Umum
ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) |tentang Dana Kampanye PATUH
Hari sebelum penyampaian LADK. Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan |Pasal 43 ayat (3) Peraturan
keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang Komisi Pemilihan Umum
bersangkutan. tentang Dana Kampanye PATUH
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi Pasal 43 ayat (6) Peraturan
tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan Komisi Pemilihan Umum
pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran | tentang Dana Kampanye PATUH

yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.




PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab | Pasal 43 ayat (7) Peraturan
Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye PATUH
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
3. | Penyampaian Kami menyampaikan LADK kepada KPU Pasal 51 ayat (3) Peraturan
Laporan Kabupaten/Kota dengan mengirimkan data dan Komisi Pemilihan Umum
dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka; tentang Dana Kampanye PATUH
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
Kami menyampaikan LADK dilakukan paling lambat 14 | Pasal 51 ayat (4) Peraturan
(empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal Komisi Pemilihan Umum
pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat tentang Dana Kampanye PATUH
umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat; Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan |[Pasal 51 ayat (7) Peraturan
LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui | Komisi Pemilihan Umum
Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima tentang Dana Kampanye PATUH
tanda pengembalian dan berita acara hasil Pemilihan Umum Nomor 18
pencermatan dari KPU Kabupaten/Kota, paling lambat | Tahun 2023.
pukul 23.59 waktu setempat.
4. |Kelengkapan Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri
atas:
1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;
2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE;
3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE;
5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN
PATUH

AWAL DANA KAMPANYE;

6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PENCATATAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN;

7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA
KAMPANYE;

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana

Kampanye; dan

9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi
pengeluaran.

Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh
KPU Kabupaten/Kota, maka kami wajib melengkapi
dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud
dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:




NO

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/
TIDAK
PATUH

3

5

1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE;

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN
AWAL DANA KAMPANYE;

6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PENCATATAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN;

7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA
KAMPANYE;

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye; dan

9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi
pengeluaran.

PATUH

Laporan Pemberi S

umbangan Dana Kampanye (LPSDK)

Muatan Informasi

Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU
yang memuat informasi:

a. ldentitas penyumbang; dan

b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye.

Pasal 49 ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023

NIHIL

Penyampaian
Laporan

Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten/Kota,
mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu)
Hari setelah masa Kampanye berakhir.

Pasal 52 ayat (3) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

NIHIL

Kelengkapan

Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri
atas:

a. LPSDK Pihak Lain Perseorangan;
b. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan

c. LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha
Nonpemerintah.

NIHIL

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

Muatan Informasi

Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi:
a. RKDK;

b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber
perolehan;

Pasal 50 ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor

PATUH




PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo 18 Tahun 2023.
hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk
kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode
pembukuan;
d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik
Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik PATUH
Peserta Pemilu;
f.  Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat
dipertanggungjawabkan;
g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK;
dan
h. Asersi atas Laporan Dana Kampanye.
2. |Pembukuan a. Kami menyusun LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari Pasal 50 ayat (2) Peraturan
setelah penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum
ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK tentang Dana Kampanye PATUH
kepada KAP yang ditunjuk KPU. Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan |Pasal 43 ayat (3) Peraturan
keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang Komisi Pemilihan Umum
bersangkutan. tentang Dana Kampanye PATUH
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi Pasal 43 ayat (6) Peraturan
tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan Komisi Pemilihan Umum
pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran | tentang Dana Kampanye PATUH
yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab | Pasal 43 ayat (7) Peraturan
Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye PATUH
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
3. [Penyampaian a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KAP yang Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3)
Laporan ditunjuk oleh KPU dengan mengirimkan data dan Peraturan Komisi Pemilihan
dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka. Umum tentang Dana PATUH
Kampanye Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2023
b. Kami menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima Pasal 53 ayat (4) Peraturan
belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling Komisi Pemilihan Umum
lambat pukul 23.59 waktu setempat. tentang Dana Kampanye PATUH
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
4. |Kelengkapan Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri
atas:
PATUH

1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
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PATUH
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5

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN
DANA KAMPANYE;

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA
KAMPANYE;

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM
PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

6) FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE PENCATATAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN;

7) FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye,;

9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan
bahwa rekening Partai Politik Peserta Pemilu yang
bersangkutan telah ditutup; dan

10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi
pengeluaran.

PATUH

Ketentuan Lainnya

Sumber Dana
Kampanye

Kami menerima Dana Kampanye Pemilu anggota DPR,
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diperoleh
dari:

a. Partai Politik;

b. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan;
dan

c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain

Pasal 31 ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor

18 Tahun 2023.

PATUH

Pembatasan/
Kesesuaian
Sumbangan

Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan
sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa
yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon
pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran
transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK,
LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal
sumbangan sebagai berikut:

a. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari
perseorangan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua
miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye.

b. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari kelompok,
perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah
paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima
miliar rupiah) selama masa Kampanye.

Pasal 34 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2023.

PATUH




PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
3. | Sumbanganyang |Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang Pasal 34 ayat (5) dan Pasal
Dilarang dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang | 116 ayat (2) Peraturan Komisi
maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut: Pemilihan Umum tentang
a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut; Dana Kampanye Pemilihan
b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada [ Umum Nomor 18 Tahun 2023. PATUH
KPU; dan
c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara
paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa
Kampanye berakhir.
4. |Pengeluaran Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Pasal 41 Peraturan Komisi
Dana Kampanye |Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, Pemilihan Umum tentang Dana
pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai | Kampanye Pemilihan Umum
berdasarkan harga pasar yang wajar. Nomor 18 Tahun 2023
Catatan:
a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian
barang dan/ atau pembayaran jasa. PATUH

b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas
hutang Partai Politik Peserta Pemilu yang timbul dari
pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung
jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk
membiayai saksi Partai Politik Peserta Pemilu dalam
pemungutan dan penghitungan suara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

BUOL, 28 Februari 2024

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN BUOL

KABUPATEN BUOL

Dewan Pimpinan Daerah

Partai NasDem f
Kabupaten Bup)

(LAE TONI WANGI)




A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Partai NasDem

GERAKAN PERUBAHAN

PARTAI NASDEM

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA
DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BUOL

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode 17 Desember 2022 s/d 21 Februari 2024

NOMOR

AKTIVITAS

BENTUK DANA KAMPANYE

UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp)
A.l Penerimaan sebelum periode 0 0 0
pembukuan
A.2 Penerimaan sumbangan
1. Partai Politik
a. Partai Politik Tingkat Pusat 0 0 0
b. Partai Politik Tingkat Provinsi 7.500.000
c. Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota 0 0 0
2. Calon Anggota Legislatif
a. Sumbangan Calon Anggota Legislatif 0 0 0
kepada Parpol
b. Jasa Kampanye Calon Anggota 0 0 244.612.500
Legislatif
Sumbangan Pihak Lain Perseorangan
4. Sumbangan Pihak Lain Kelompok
Sumbangan Pihak Lain Perusahaan
dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah
JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN 0 7.500.000 244.612.500
A.3 [Penerimaan Lain-Lain
1. Bunga Bank
JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN 0 0 0
A.4 | Penerimaan Barang Hasil Pembelian
1. Penerimaan Barang Hasil Pembuatan 0 0 0
Bahan/Design dan/atau Alat Peraga
Kampanye
2. Barang Diterima Dimuka Hasil 0 0 0
Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat
Peraga Kampanye
JUMLAH PENERIMAAN BARANG 0 0 0
HASIL PEMBELIAN
TOTAL PENERIMAAN 0 7.500.000 244.612.500




NOMOR

AKTIVITAS

BENTUK DANA KAMPANYE

UANG (Rp)

BARANG (Rp)

JASA (Rp)

Pengeluaran sebelum periode
pembukuan

Pengeluaran

Rapat Umum

Pertemuan Terbatas

Pertemuan Tatap Muka

Mw|n|k | P

Pembuatan/Produksi Iklan di Media
Massa Cetak, Media Massa Elektronik,
Media Sosial, dan Media Dalam
Jaringan

(ol Noll Nol Neo)

oO|Oo|O|O

oO|Oo|[O|O

Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat
Peraga Kampanye

Penyebaran Bahan Kampanye Partai
Politik Kepada Umum dan/atau
pemasangan Alat Peraga Kampanye

a. Penyebaran Bahan Kampanye Partai
Politik Kepada Umum

b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye
Partai Politik

Penyebaran Bahan Kampanye Calon
Anggota Legislatif Kepada Umum
dan/atau pemasangan Alat Peraga
Kampanye

a. Penyebaran Bahan Kampanye Calon
Anggota Legislatif Kepada Umum

b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye
Calon Anggota Legislatif

Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar
Larangan Kampanye dan Peraturan
Perundang-undangan

Pengeluaran Lain-lain

a. Administrasi Bank

b. Pembelian Kendaraan

c. Pembelian Peralatan

d. Pembayaran Utang Pembelian
Barang

(el Noll Nol Neo)

o|j]Oo|O| O

o|jo|O| O

e. Pengeluaran Lain

1) Pengeluaran Lainnya

2) Sumbangan ke Parpol Tingkat
Provinsi/Kabupaten/Kota

3) Sumbangan ke Calon Anggota
Legislatif

4) Jasa Kampanye Calon Anggota
Legislatif

244.612.500

TOTAL PENGELUARAN

244.612.500

Utang

Utang Pembelian Barang




BENTUK DANA KAMPANYE
NOMOR AKTIVITAS
UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp)
D Saldo
1. Kas di Rekening Khusus Dana 0 0 0
Kampanye
2. Kas di Bendahara
3. Barang 0 7.500.000 0
BUOL, 28 Februari 2024 BENDAHARA
KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN BUOL KABUPATEN BUOL
Dewan Pimpinan Daerah
Partai NasDem ‘

Kabupaten Byp)

(RYAN NATHANIEL KWENDY) (LAE TONI WANGI)
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LAPORAN ASURANS INDEPENDEN
Nomor - 036/KPU-STH/KAP-AR/II2024

Kepada Yth
Ketua KPU Kabupaten Buol

Cakupan
Kami telah melakukan penkatan dengan KPU Ksbupsten Buol berdasarksn Surat Perjanjian Xerja

Nomor 365/PLO1.7-5PK/72/2024, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai

dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partad Buruh Kabupaten

Buol untuk periode 17 Desember 2022 sampal dengan 22 Februarl 2024 terhadap peraturan

perundang-undangan terkat pelaporan Dana Kamparnye, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilthan Umum (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara fepublik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tertang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undarg-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Permiihan Umum menjad Undang-Undang (Lembaran
Negira Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara lepubik
Indonesia Nomor 68563);

2. Peraturan Komisi Pemidihan Umum (PEPU) Nomer 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum;

3. Keputusan Komisi Pemikhan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentarg Pegoman Teknis
Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Xampanye;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Noamor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan
Dana Kampanye Pemilihan Umum;

Untuk selanjutnya Undang-undang dan peraturan tersebut distas kami sebut sebagai "Peraturan
Dana Kampanye"”.

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umumn Nomor 18 Tahun 2023 Laporan Dana

Kampanye Partal Buruh Kabupaten Buol terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening
Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian
perhitungan penerimaan dan pengefuaran yang dipercieh sebelum pembukaan Rekening Khusus
Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber darl Partal Politik dan pihak lain
yang dimulai sejok ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampa dengan 1 (satu) hari sebelum
penyampaian LADK kepada KPU Cabupaten Buol;

2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSOK) adalah pembukuan yang memuat sefuruh
penerimaan yang diterima Peserta Fomilu setelah LADK disampaikan sampal dengan 1 (satu) hari
sebelum penyampalan LPSDK kepads KPU Kabupaten Buol, dan

3. Laporan Penerimaan dan Pengelvaran Dana Kampanye (LPPDK) odalah pembukuan yang
memuat seluruh penerimsan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dmulai sejak ditetapkan
sebagai Peserta Pemillu sampal dengan berakhirmya masa kampanye.

o
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Kriteria
Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalsh Peraturan Komasi Pemilihan Umum

Momar 18 Tahun 2023, Kriteria tersebut |uga dijadikan acuan dan gditerapkan oleh Partal Buruh
Kabupaten Buol dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai
Buruh Kabupaten 8ucl dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

1. Rekening Khusus Dana Xampanye (RKD¥)

a  Pembukaan, Pasal 37 PKPU nomor 18 tahun 2023:
1) ayat {2), Partal Politik Peserta Pemilu membuka RKDK stas nama Partal Politik Peserta
Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik Peserts Pemilu pada Bank Umum.
2) ayat {3), Partal Politik Peserta Pervilu membuka RKDK tidak melampaul ketentuan
Permbuikaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.
3) ayat (4), Pembukaan RKDK dilengkapl dengan surat pengantar pernbukaan RKOK yang
diterbitkan oleh Komis: Pemithan Umum,
4) ayat (8), Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, Ungkst provinsi dan tingkat
kabupaten/kota membuka dan melaporkan hanya 1 {satu) nomar RKDX kepada Komisi
Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Prowinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum

¥abupaten/Kota sesual dengan tingkatannya,

b Pengelolaan, Pasal 37 PKPU nomor 18 tahun 2023:
1) ayat (6), Partal Politik Peserts Pemilu dapat menunjuk petugas untuk mengelola RKDX
dilenghkapi dengan surat pernyataan darl pimpinan Partai Politik,
2) ayat (10), RKDK Partal Politik Peserts Pemilu tidak dapat ditark dan/atau dilakukan
penggantian, dan
3) Pasal 36 ayat (1), Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang walib ditermpatkan
pada RKDK terledih dahuly sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.

¢, Penutupan, Pasal 38 PKPU nomor 18 tahun 2023:

1) ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 {satu) Hari
setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian
LDK kepada KAP,

2) ayat (2), Penutupan RXDK disampaikan dengan melampirkan surat permohonan
penutupan RKDX kepada Bank Umum, dan

3) Pasal 37 ayat (5), Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan bukti penutupan
rekening berupa surat pemnyataan dari Bank Umum 1 (satu) Hari setelah menerima surat
pernyataan dari Bark Umum,

2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
2. Muatan Informasi, Pasal 46 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, yang memuat informasi:

1) RXDK;

2) Saldo awal RKDX atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;

3) Saldo swal pembukuan yang merupakan ss53 saldo hasil penerimaan sumbangan dan
pengeluaran untuk kegatan kampanye

4) Apabila diterima sebefum periode pembukuan;

5) Catstan penerimaan dan pengeluaran Partai Politk Peserta Pemilu termasuk sebelum
pembukaan RXKDK;

6) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;

7) Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapaet dipertanggungiawablkan
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b Periode Pembukuan, Pasal 47 PKPLU nomor 18 tahun 2023

1) avat (2), Partai Politik Pesorta Pemilu mematuhi pembukuan LADK yaitu 3 {tiga) Hari
setolah Partal Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Harl sebelum
penyampaian LADK,

2} ayat (6), LADK Partsi Politik Peserta Pemnilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupsten/Kota ditandatangan: oleh Pimpinan Parial Politik sesual dengan tingkatannya,

3} ayet (7), LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
ditandatangani oleh calon yang bersangkutan

4) ayat (8], Dalam hal Pimpinan Partal Politik berhalangan tetap, LADK dapat ditandatangani
oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik Peserta Pemilu yang
bersangkutan.

3) 2yat (10), Berhalangan tetap mekputl keadaan:
a| meminggal dunia;
b) tidak marmpu melaksanakan tugas secara permanen; atau
¢) sedang melaksanakan inadah keagamaan

© Kelengkapan dan Penyamgaian, Pasal 51 PKPU nomor 18 tahun 2023:

1) ayat (4), Partai Poltik Peserta Pemily dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Pimpinan
Partal Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mematuhi
peryerahan LADK tidak melampau waktu yang ditetapkan yaitu 14 (empat belas) Han
sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Xampanye Pemilu dalam bentuk rapat urmum,
paling lambat pukul 23.55 waktu setempat

2] ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu menyampalkan LADK dengan mengrimkan data dan
dokumen LADX yang diunggah melalui Sikadeka.

3) ayat (7), Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Partai Politik
Pesarta Pemiu kepgada Xomisi Pemilinan Umum medalui Sikadeka paling lambat 5 (hari)
Hari sejak menerima tanca pengembalian dan berita acara hasil pencermatan darl Komisi
Pemilinan Umum , pahng lambat pukul 23.59 waktu setempat.

4) ayat (5], apabila LADK yang disempaikan cleh Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan
oleh Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemifhan Umum Provins,, dan/atau Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, maka Partai Politik Peserta
Pemilu wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK
perbaikan yang yang terdiri atas:

2) Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye,

b) Foemulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;

¢) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;

d) Formulir 4, Daftar Persedizan Barang Dana Xampamwye;

e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebelum
Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye

f} Formulir 6, Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran;

g) Formulir 7, Surat Pemyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye

h) Sakinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye,

i} Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran, dan

5) Pasal 47 ayat (4), Perwerahan LADK kepada Komisi Pemifihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Xabupaten/Kota sesual dengan
ungkatannya, yang ollengkapl dengan:

a) Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye,
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b} Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Xampanye,

¢) Formuiir 3, Laporan AkTwitas Penerimaan dan Peageluaran Dana Kampanye,

d) Formulir 4. Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye

e} Formulir 5, Laporan Aktivitas Penermaan dan Pengel
Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;

f) Formulit 6, Laporan Awal Dana Xampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeaanan,

gl Formwlir 7, Surat Pernyataan Tanggung sawab atas Lapcran Awal Dana Kampanye,

h) Salinan dan Rekening Koean Rekoning Khusus Dana Kampanye

i) Bukti-bukti transaksl penerimaan dan transaks: pengeluaran

yaran Dana Kampanye Sebelum

3. Laporan Pemberl Sumbengan Dana Kampanye {LPSDK)
a. Muatan informasi Pasal 49 ayat {1] PKPU nomor 18 tahun
1) Identitas penyumbang
2) jumian sumbangan Dana Kamparye
b. Kelengkapan dan Peryampaian, Pasal 52 PKPU nomor 18 tahun 2023
1) ayat (2), Partas Politk Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provins| dan tingkat
kabupaten/kota menyampakan LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum dengan
mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggab melalui Skadeka,
2) ayat (4), Penyampaian LPSDK dilakukan mulal dari awal masa Kampanye sampai dengan 1
{satu) Hari setelzh masa Kampanye perakhir, dan
3) Pasal 49 ayat {2), LPSDK disampaikan secara lenghap yang terdiri atas:
3) LPSDK Fihak Lain Perseorangan;
b) LPSDK Pihak Lain Kelompot, dan
¢) LPSDK Pihak Lain Perusahaan danfatau Badan Usaha Nonpemerintah

2023, LPSDK memuat informasi:

4. Laporan Pencrmaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDX)
2. Muatan informasl, Pasal 50 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, Partai Politlk Peserta Pemily
menyusun LPPDK yang memuat informasi:
1) RKDX
2) Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
3) Saldo awal permbukuan yang merupakan sisa saldo hasi penerimaan sumbangan dan
pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
4) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum
pembukaan RKDK;
5) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemily,
6) Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungiawabkan;
7) Saldo akhir pada saat penutupan RKDX; dan
8) Asersi atas Laporan Dana Kamparnye.

b. Periode Pembukuan, Pasal S0 PKPU nomor 18 tahun 2023:

1) ayat {2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai
sejak 3 (tiga] hari setefah ditetapkan sebagsl Partal Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7
{tujsh) hari sebelum peryampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk Komisi Pemikhan
Jrmum,

2) ayat (6), LPPDK Partal Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partal Poltik sesuai dengan tingkatannya.

3) ayat (7], LPPDK calon anggota DPR, DPRD Proviny dan DPRD Kabupsten/Kota
ditandatangani oleh calon yang bersangkutan,
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4) ayat (8), Dalom hal Pimpinan Partal Politik berhafangan tntap, LPPDE dapat drtandastangam
oleh pihak yang berwensng sesus dengan ADJART Partal Politk yang bersangkutan
dibuktixan dengan surat keterangan pendelegasian dar Pariad Politik gang bersangkutan

5) ayat (10), Berhalangan tetan mediputi keadean
a) meninggil dunia;

D) tdak Mampu melaksanacan tugas Secara permanen; 3oy
] secang melzksanatan ibadah keagamaan

€. Kelengkapan dan Peayampaian, Pasal 53 PEPU nomor 18 tahun 2023

1) ayat (3) Partai Polittk Peserta Pemnilu dapat menysmpalkan (PPDK dengan mengirimian
data dan dokumen LPPDK yvang diungzah melalul Sikadeka

2) ayat |4), Pimpinan Partal Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kots
Peserta Pemilu Anggots DPR dan DPRD menyampalkan Laporan Dara Kampanye paling
lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling fambat pukul 2359 wakiu
setermnpat,

3) ayat (6), Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan LPPDK, Komisl
Pemilihan Umum menyampalkan LADK dan LPSDK kepada ¥AP melalul Sikadeka untuk
dilakukan audit, dan

4) Pasal 50 ayat (4), Penyampaian LPPDK kepada XAP yang telah ditunjuk oleh Komisi
Pemilihan Umum, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:

a) Formulir 1, aporan Penerimaan dan Pengeluara Dana Kampanye:

b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;

¢) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Peageluaran Dana Kampanye;

d) Formudir 8, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;

e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluarsn Dsns Kampanye Sebelum
Periode Pambukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;

fl Formulir €, Laporan Penermaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatsn
Penerimaan dan Pengeluaran;

g) Formulir 7, Asersi Atas Laporan Penerimaan dan Pengelusran Dana Kampanye;

h] Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye,

i) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bshwa rekening Pasangan Calon
bersangkutan telah ditutup,

J) Bukti-bukti transaksi penerimaan den transaksi pengeluaran

d. Sumber/Klasifikasl dan Identitas Penyumbang, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 18
tahun 2023:
1) Pasal 31 ayat (1), Dana Kampanye Pemilu Anggots DPR dan DPRD bersumber dari:
a) Partai Politik;
b) Calon anggota DPR, DPRD provins, dan DPRD kabupaten/kota dari Partal Politik yang
bersangkutan; dan
c) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu:
i Perseorangan;
Ii. Kelompok;
i, Perusahaan; danfatau
iv, Badan usaha nonpermerintah
2) Pasal 32 ayat (B), Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peserta Pemilu dalam
bentuk uvang barang. dan/atau @sa merupskan kelompok berbadan hukum selain

e G—— G S — P a— PRI SSESSTNSEEN —
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Organisast masyarakat sesual dengan ketentuan perundang- undangan yang mengatur
mengenal organisasi masyarakat.

3) Pasal 33 ayal (1), Sumbangan dan pihak lain harus dilengkapl dengan surat permyataan
penyumbang yang menurut informasi identitas Penyumbang dan jumiah sumbangan.

4) Pasal 33 ayat (2), Sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok. perusahaan,
danfatau badan usaha nonpemerintah harus mencantumkan (nformasi identitas yang
jelas dan jJumiah sumbangan.

5) Pasal 49 ayat {2) huruf b, Sumbangan yang berasal dar plhak lain Kelompok dilampiri
salinan keputusan pengesshan penditian Badan Hukum Nonpemerintzh dari Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak as3si manusia.

6] Pasal 43 ayat {2) ¢, Sumbangan yang barasa! dari pihak lain perusahaan atau Badan Usaha
Nonpemerintah wajib dilampiri calinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha.

7) Pasal 35 ayat {3) huruf b, Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan
cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas
penyumbang

8) Pasal 36 ayat (5), ldentitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang
bersangkutan; Sumbangan Dana Kampanye yang dilskukan melalui setoran tunai pada
bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.

e. Pencatatan Penerimaan Sumbangan, Pasal 34 PKPU nomos 18 tahun 2023:

1) ayat (4), Partal Politlk Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan
[mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilal uang, termasuk
utang dan diskon pembelian barang atau j2sa yang melebihi batas kewajaran transaksi
jual beli secara umum| yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan, dan

2) Pasal 37 ayat (1), Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada AKDK
terlebin dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye pemilu,

f. Batasan/Kesesualan Sumbangan, sebagaimana diatur dalam PXPU nomor 18 tahun 2023 Pasal
34 ayat (1} dan (2), Partai Politik Pesarta Pemilu mematuhl jumlah penerimaan sumbangan
(mencakup uang. barang, dan/atau jasa yang dikonwversikan dengan nilai uang, termasuk
utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual
bell secara umum) yang diaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihl [umiash di bawah
ini:

1} Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupish] untuk penyumbang persecrangan;
dan

2| Rp25.000000.000,00 (dus puluh lima milyar rupish) untuk penyumbeng kelompok
dan/fatau badan usaha non pemerintah

g Sumbangan yang dilarang, Pasal 34 ayst |5) PKPU nomor 18 tahun 2023, Partai Politik Peserta
Pemilu yang menerima sumbangan me'ebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut:
1) Dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;
2] wajib melaporkan sumbangsn tersebut kepada Komisi Pernilihan Umum, dan
3) menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 18 (empat belas) hari
setelah masa Kampanye berakhir,

h. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye, Pasal 41 PKPU nomor 18 tahun 2023;
1) ayat (1), Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan
DPRD kabupaten/kota yaltu untuk:
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71 SemO@VRan MTNTES DI T,
i Pemavera g S
O Sergeaaran B S, vang SIS DEDasarkan Rargs DIsa vang wajar, dan
2) Pama 3 2t (4 Setap Ssn pembeian barang yang mekehin batas kewajaran jual belr
Yarg Derny a3 o, dperiakukan ketenTuan sumbdangan

Keterdatesan Laporan

LB Meaca aaan poeds 230 DemerDiehan bukt yang relevan dan terbatas pada mformasi yang
TG Dt 20073 Dara amoaave vang dsampaikan weoads kimi ieh Partai Buruh Kabupaten
BuD 33 suaty peaesanaan Peruatan Asurans. terdapat eterbatasan yang melekat, misainya,
Deguian wecaz among Vg diacsan memungunian adamya kegagalan dalam mendeteks!
EaMsErer a0 @oseEen vate teriad Terdanat keternatasan sifat saat, lingkup, ragam, dan
Qe sth yang TeSat Deda sumber dana sebaga 353l syl Dana Kampanye, sehingga ada
Emargiras Jand  Camcarwve tdae Tercakud secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye
Watt Semerisadn @M [UES TerDatas hanva Dada dokumen dan/atau informas: yang diserahkan
dan /ey dsasaaan nen P3ma Surun Labupaten Buod, sehinggs kami tidak melakukan pemeriksaan
MM Nai-ha yang Sdac cungiapan o dalam laporan Lami tidak memberikan penentuan legal atas
woatran Pare Burut Gouwnaen Suol tarhadap peraturan perundang-undangan yaag relevan
Sengan Laporan Dang Gmpanys

Tanggurg lowab Partai Buruh Kabupaten Buol

P Bursh Goucates Buo! DerngEungiawsd 3tas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang
sesus  dengan DRrItEN perundang-undangsn yang berfaku. Tanggung jawad tersebut jugas
TENCIUS DENErIDe Mmetode Denviaian, atumsi, dan periuraan yang digunakan dalam laporan, sera
perancangan, smplementan, pemeliharsan satem, dan proses yang relevan untuk penyusunan
Sgoran.

Pama Suruh aoupaten Suol juge bermanggung jewab atas kepatuhan terhadap peraturan
perundeng-urdangan tenat Dana Kamoanye, sebagaimans yang telsh dinyatakan dalam Asersi atas
Laporan Penerrnasn Dan Pengeluaran Dang Kampanye.

Tanggung ‘awab Akuntan Publik

TangRUNg jawad @i, Axurtan Publi, sdalah untuk menvatakan simpulan berupa pendapat dengan
eyEunan memads wrhadap Laporen Dena Kampanye lersebut berdasarkan prosedur-prosedur
yang ity Shsan 030 Dusti-buct yang kame percheh. Kami melakukan perikatan in berdasarkan
Stancar Perkatan Asurans 3000 (Revis 2022) "Perkstan Asurans selain Audit atsu Reviu atas
miormas Leusngss HStors® yang dtetapkan oleh Institut Akuntan Publik indonesia. Standar
LEMSA0UT MEWIRoEan Ky untuk memenchi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Xode £tik
Profes Akuntan Pubis termasuk Dersyaratan ndependens! bagl semua personel yang terkibat dalam
Pericatan Asurans me Standar lersebul |uge mewajibkan kamy untuk merencanakan dan
melaiaanakan Periatan ASurans ocars memadal dalam mendukung kesimpuian kami.

Salurun personel profesionad Kami memili kompetens: gan pengalaman yang diperiukan dalam
melsksanaian Perictsn ASurans i SesuRi dengan Pasal 102 ayat (1) Peraturan Somisi Pemilihan
Umum Nomor 18 Tahon 2023, karme melaksanakan peniatan o« selama 30 (tiga pulub) hart kalender
terhitung 8k kamy menenima Laporan Dana Kampanye Partal Buruh Kabupaten Buol dari KPU
atupFten Buol
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Basis adanya Ketidakpatuhan

Pemeriksasn kam mengungkapkan adanya ketidakpatuhan matenal berkut ini terhadap kritera

peraturan perundang-undangzn yang mergatur tentang Dana Campanye dalam melaporkan dana

kampanye yang beriaku bagi Partal Buruh Kabupaten Buol selama periode 17 Desember 2022 .22

Februar 2024, antaralan

1. Asers Formulr 7 Bagan A feserng Knuss Dire Rarrpanye (RO N, 3 Penutuoen - 2 Parsa Polt Peserta ol walb
mrentp RXDK cack Bark Urmum 1 (st Hen ssseiah penunoan permbulean LOPOK samp dengan 1 {sit] Han sebeum
penyampalan LK kegade KAP Namun Surst Femyatan fenuten Rokenig Khusts Dars Kampenye (ROK) Pt
Burh Kabaugsten SUO! ok it Sy DenuUTLoaEn RXDK Toax sesum dengin peruran.

Simputan

Menurut opini kami, sebagaimana adanya ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas dalam semua hal
yang material, Asersi Partal Buruh dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, vdak patuh
terhadap kntena yang berlaku sebagaimana diatur dalam

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ni hanya kepada KPU Kabupaten Buol gan
sesual dengan Surat Perjanpan Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena tu kami tidak bertanggung
jawab atas penggunaan laporan inv oleh péhak Gin dan/atau untuk tujuan lainnya,

KAP ANDERSON & REKAN

T
o
g

! R
Anderson, SH., SE, MM, Ak, CFrA,, CPI., CPA., ASEAN CPA
No. AP - 1235

Nomor Izin KAP KEP ~ 759/KM 1/2021
Jakarta, 27 Maret 2024]



G. FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAMN DANA HAMPANYE
PARTAI POLITIH PESERTA PEMILLY
PARTAI BURLIH
DEWAM PIMPINAM DAERAH KABUPATEM BUDL

Hami yang bertanda tangan di Dawah in;

1.  MNama : ARNOLUS
Alamat » JIL Syaril Mangyur Momor 115, Kel, Leok Il Kec, Biau, Kab, Buol
Haomar Induk Eependudukan ¢ T205120107 630005
Jabatan T

2. Nama : BYAFRUDIN NAUE
Alamal : Lingk, Gulagian AT, DIS/RW. 003, Kal. Leok |, Kec. Blau, Kab, Bucl
Homor induk Fepandudsan o T20S120M02 740001
Jabetan ;  Bendahars

adalah Pengurus Panai Poliik Peserts Pemilu Anggota DPRD Kabypatenola,

Crengan ini menyatakan kepatuhan kaml lerhadap ketenbuan Undang-Undang Momor T Tahun 2017 lentang Pemilian Umum dan
Peraturan Komisl Pemilihan Urum Momaor 18 Tabun 2023 tentang Dana Kampanye Pamilihan Umum, sebagal berikut:

PATUHS
WO HAL LINSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH

i 2 3 4 5
A |Rekening Khusus Dang Kampanye (REDE)
Pembukaan la. Kami membuka RKDK pada Bank Umum stas nama | Pasal 37 ayat (1) dan ayal (Z)

Partal Poiitik Peserta Pemilu dan terpisah dasi rekening | Peraturan Komisi Pemilinan
Partal Politk Pesarta Pamil, Umum tantang Dana

Homor 18 Tahun 2023
b.  Hami mambulka RKDK pada Bank Umum sajok Partal | Pasal 37 ayat (3) Paraturan

—
r

Poltik Peserts Pemily ditetapkan sebagal Pesera Komisl Pemdihan Umum
Pemilu sampal dengan 1 (satu) Harl sebelum tentang Dana Kamparrye
dimulainya masa Kampanye Pemilihan Umum Momor 18

Tahun 2023,

e Kami mambuka dan melaporkan hanya 1 (sstu) nemor | Pasal 37 ayat (8) Peraturan
REDK kepadas KU, KPL Provins, danfatay KPU Kamisl Pemiliben Lism
Kabupatan/Kota, tentang Dana Kampanys

Pamilihan Umum Nomars 18

Tahun 2023.
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PATUN/

satetah pendlupan pembukuan LPPDK sampal dengan
1 (=alu) Har sehelm penmyampadian Laporan Dana
Kampanye kepada KAP.

Komisd Pemilihan Umum
tentang Dana Kamparye
Pemilihan Umum Momar 18
Tahum 2023,

HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERFAIT TIDAK
PATLUH
2 3 4 5
Pangelolaan Kami menempatkan Penerimaan Dana Kampanye yang Pasal 38 ayal (2) Poraturan
berbenluk wang pada REDE lerebibh dabulu sebalum Kormisl Femilihan Umum
digunakan untuk keglatan Kampanys Pemila, bantang Dana Kampamya M
Pemilihan Umum Nomaor 18
Tahun H023.
Penutupan & Kaml menutup REDEK pada bank umum 1 (satu) Hard Paszal 38 ayvat (1) Peraturan

por

Hamd menyampalkan surat pemyataan penutupan
rekening khuses dana kampanye dari Bank LUimuem

kepada KPU Katupaten®ota, 1 (salu) Han setelah
menenma swral pemyataan dari Bank Limum,

Pasal 38 ayat {5) Peraturan
Komisi Pemilian Umum
teniang Dana Kampanys
Pamitihan Urmum Momor 18
Tahun 2023,

[Pefuh

Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

Buatan Infonmasi

Kami menyusun LADK yang memual informas,

a.

b.

RN

Ealoo awal REDE atau sakdo pembukaan dan sumber
peroheEhan;

Saldo awal pembulusan yang manspakan sisa saldo
hasd penerimazn sumbangan dan pengeluaran uniuk
kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode
pembukiian;

Catatan panemmaan dan pengeluaran Parai Polilik
Pesarta Pemiy fermasul sebelum pambukaan REDK:
MNomor pokok walib pajak masing-masing Partai Politik
Peserta Pemilu; dan

Bukli panerdmaan dan pangeluaran yang dapal
diperanggungjawablkan.,

Pasal 47 ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilinan Umum

tentang Dana Kampanyea
Pamilihan Lmwm Momor

18 Tahun 2023,

fat

Kami manyusun LADK dengan Padode pembukuan
yang dimulai sejak 3 (tiga) Harl satslah Partai Politik
dilatapkan sebapal Pesera Pamilu dan ditutup 1 (salu)
Harl sebelum penyampalan LADK,

Pasal 4T ayal {2) Paraturan
Komis Pamilian Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilifgn Lhmum Momor 18
Tahun 2023,

Pembukuan Dana Kampanya lerpisah dar pambukuan
kauangan Paral Politik Pesana Pemilu yang
bersangkutan.

Pasal 43 ayat (3) Peraturan
Komisl Pemdlihan Limum
tentang Dana Kampanye
Pemilthan Umwmn Nomor 18
Tahun 2023,

Pembulkuan Dana Kempanys mencakup informasi
tantang bantuk dan jumiah penermaan dan
pengeluaran diserial bukli penerimaan dan pengeluaran
yang dapal diperianggungjawabkan.

Pasal 43 ayal (§) Peraturan
Komdal Parmillihen Uimum
lentang Dana Kampanye
Pemiihan Umum Nomas 18
Tahun 2023,
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NO

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKMT

PATUH
TIDAK
PATUH

3

4

Pembukuan Dana Kampamya manjad anggung |awals
Partal Poltik Peserta Pemilu yang barsangkutan,

Pasal 43 ayal (T) Paraluran
Komisi Pamiliban Umum
irniang Dana Kampanya
Parmilihan Umum Momar 18
Tahun 2023,

Kami menyampaikan LADK kepada KPU

K.abupaten/Kota dengan mengirimkan data dan
dokemen LADE yang dunggah medalul Sikadoka;

Pasal 51 ayat (3) Paraturan
Komisl Pemilihan Umum
bentang Dama Kamparye
Pemilihan Urnusm Momor 18
Tahun 2023,

Kami menyampalkan LADK dilakuken paling lamiial 14
{empal balas) Har sebalum har parfama jadwal
pedaksanaan Kamganys Pemilu dalam benbuk rapal
wimism, paling lambat pukul 23,59 waklu setempat;

Pasal 51 ayal (4) Peraturan
Koméal Pemilihan Limum
lemtang Dana Kempsnys
Pamilian Uimum Momor 18
Tahun 2023,

Fotun

Apabila lerdapat perbaikan, maka kami manyamgakan
LADK perbaikan kepada KPU Kabupatenota melalui
Sikadeka paling lambat § (lima} Hari sejak menerima
tanda pengembalian dan berita acam hasil
pencarmalan dari KPU Kabupaten®ota, paling lambat
pukul 23,58 wakby satempal.

Pasal 51 ayat (7) Pasaturan
Kamigh Pamilihen Limum
pentmng Dana Kampanys
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 3023,

Pute

Kami menyampakan LADK sacara lengkap yang tendin
alas:

1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAMAN
SUMBAMNGAN DANA KAMPANYE,

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PEMGELUARAN DAMNA KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DA KAMPANYE:

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAFORAN
AWAL DAMNA KAMPAMYE,

6) FORMULIR & LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PENCATATAN PENERIMAAN DAM
PEMGELUARAN

7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAR ATAS LAPORAN AWAL DANS
HAMPANYE,

#) Salinan dan Rekaning Koran Rekening Khusus Dana)
Kampanye, dan

%) Bukdfi-biukll transaksi penerimansn dan transaks)
pangaluaran,

Agpabila LADK yang kaml sampaikan dikembalkan olah

KPU Kabupaten¥ota, maka kaeml wajlb malengkapl

dan'atau mamparbaikl dokurmen LADK dimaksud

dengan LADK parbaikan yang terdid atas:

fatuh

|
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PATUH/

HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATLH

2 3 ] 5

1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE,

) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN m
SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DAMNA KAMPANYE,

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA, KAMPANYE,

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKLUAN LAPORAN
AWAL DANA KAMPANYE;

£} FORMULIR & LAPORAMN AWAL DANA KAMPANYE
PENCATATAN PENERIMAAN DN
PEMGELUARAN;

T} FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGEUNG
JAWAR ATAS LAPORAN AVAL DiAkA
KAMPANYE;

£) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye; dan

%) Bukli-bukli ransaksl penerdimsaan dan transaksi
pangekaran.

Laporan Pember Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

Muatan Informasd | Kami menyampaiken LFSDK dari penyumbang kepada KPU | Pasal 43 ayai (1) Peraturan

yang mamuat informasi: Fuomisl Pemdihan Umsm
i ldentitas penyumibend; dan teniang Dana Kamparye ‘{[‘
b Jumish sumbangan Dana Kampanye. Familinan Limum Nomos 18 "ﬂ[.-
Tahun 2023
Panyampaian Kami menyampalkan LPSDK kepada KPU Kabupatan®ota, |Pasal 52 ayat (3) Peraturan
Laporan mulai dari awal masa Kampanmya sampal dengan 1 (satu) Komisi Pemilinan Umum
Hari satalah masa Kampanys barakhis, tentang Dana Kampamys ﬂ"ﬁL
Pamilihan Limum Momor 18
Tahun 2023,

Kedangkapan Kami menyampalkan LPSDE secara lengkap yang tendin
alis:

g LPSDK Pihak Lain Parsacrangan; M#‘L
b, LPSDK Pihak Lain Kalompok; dan
. LPS0OK Pihak Lain Perusahaan dan‘alau Badan Usaha

MNonpemesintah,
Laporan Panermaan dan Pengaluaran Dana Kampanye (LPPDK]
Mustan Informasi | Kamd menyusun LPPDK yang memust informasi: Pasal 50 ayal (1) Peraturan
a  RKDK: Komisi Pemilinan LUmum Pﬁﬁ
b, Saldo awal Mau saldo pembukaan dan sumber lesriang DanA Kampanye
perolehan; Pemilihan Umum Nomor
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UNSUR KEFATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUHS
TIDAK
PATUH

3

4

¢ Sakdo awal pembukiuan yang merupakan sisa saldo
hasil panarmaan sumbangan dan pengaluaran untuk
kegiatan Kampanys apabila diterima sabalum periods
pemblukuan;

d. Calatan penermaan dan pengeluaran Pasial Politik
Pesarta Pemilu termasuk sebealum pambukaan REDE;

e, Momor pokok wajih pajak masing-masing Partal Politk
Peserta Pemilu;

f.  Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat
dipertanggungjawabkan;

g Saldo akhir pada saal peruiupan pembukuan LFFDE;
dan

h  Asers slas Laporan Dana Hampanye.

18 Tahun 2023,

A Kami memyusun LPPDK dimulai sejak 3 (bga) Han
sotolah penciapan Partai Politik Pesena Pemils dan
ditutup 7 (bujuh) Had sebelsm penyampalan LPPDK
kepada KAP yang ditunjuk KPL.

Pasal 50 ayat (2) Peraturan
Komisi Pemilihan Limum
tentang Dana Kampamys
Pemilihan Urmum Nomor 18
Tahun 2023,

fatrg

b Pambukuan Dana Kampanya lerpisah dan pambukuan

kewangan Parai Politi Pesarta Pamiu yang
bersangkutan.

Pasal 43 ayal (3) Peraturan
Kiomis Familinan Limum
tentang Dana Kampanye
Pamilinan Umum Nomor 18
Tahun 2023,

¢. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi
tentang benbuk dan jumiah penenmaan dan

pengeluaran diserizi bukti penedmaan dan pengeluaran

yang dapat dipartanggungiawabhkan.

Pasal 43 ayat (6) Perateran
Komisi Pamilinan Limiam
tentang Dana Kampanye
Pemififan Urnum Nomor 18
Tahasn 2023,

d. Pembukuan Dana Kampanys manjadi langgung jewab

Partai Politik Pesarta Femilu yang bersangkutan,

Pa=al 43 ayal (T) Peraluran
Hioenis] Pamiitan Limum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023,

a. Haml menyampalkan LFPOK kepada KAP yang
ditumjuk olah KPU dengan mengrimkan data dan
dokumen LFPDK yang diunggah malaiul Sikadeka.

Peraburan Komisi Pamilifuen
WH‘I“M

Pasal 53 ayal (1) dan ayal (3]

b, Kami menyampaikan LPPDE palng lama 15 (ima
balas) Har sesudah har pamunguian susrm, paling

lambat pukul 23,59 waldu setempat.

Pasal 53 ayal (4) Paraturan
Kamial Pamilihan Umum
tentang Dana Kampamye
Famiithan Urmum Momor 18
Taiun 223,

Hami manyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdin
adns:

1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN
FENGELUARAMN DANA KAMPANYE;

B Dipindal dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

PATUH/
HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TiDaAK
FATUH

2 3 4 5

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAMN

DAMA KAMPAMNYE:
1) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN ‘ E
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE:

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDMAAN BARAMD DANA
KAMPANYE;

5 FORMULIR & LAPORAN AKTIVITAS PEMERBMAAMN
DN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELLM
PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAKN
DAH PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

6} FORMULIR & LAPORAN PEMERIMAAN DAN

PENGELUARAN DANA KAMPANYE PENCATATAN
PENERIMAAN DAN PENGELLARAN;

T} FORMULIR T ASERS) ATAS LAPORAN PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE,

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanmyw;

By Surat Pemystaan dari Bank Urmum yang manyatakan
bahwa rekening Parai Poltlk Pesarta Pemidu yang

barsangkutan teleh detubup; dan
10} Bukfi-buki iransaks penanmaan dan ransaks)
pengeluaran,
Kgteniuan Lainnym
Sumber Dana Kami menerima Dana Kampanye Pemily anggola DPR, Pasal 31 ayal (1) Peraluran
Kampanys DPRD provinal, dan DPRD kabupatenkota yang diperoieh | Komisi Pemihan Umum
diark teniang Dana Kampanye
a  Parai Potitik: Perilinan Umum Nomor ﬁfu‘%
. Calon arggoia OPR, DPRD provinsi, dan DFRD 18 Tahun 2023,
kabupaten/kata dad Paral Politik yang bersangiutan;
dian
¢. Sumbangan yang sah menunut hukum dar plhek lain
Pambalasan/ Kami mamatuhl jJumiah maksimal balasan panerdmaan Pasal 34 Paraburan Komisi
Kesesualzn sumbiangan yang mencakup uang, barang danfalau jasa Pamilihan Lirmum lantang Dana
Sumbangan yang dikomearsikan dengan nilal wang, larmasulk diskon Kampanys Pamiihsn Lmum
pembelian barang atsu jasa yang melebihi batas kewajaran | Homar 18 Tahun 2023,
ransaksi secara umum dan kam| aporkan dalam LADE, F%-'lfuﬁ‘
LPSDK, dan LPPDK, Rincian pembalssan makshmel
sumbangan sebagal berkul:

a. Dana Kampanys Pemilu anggota DPR. DPRD provinsi,
dan DPRD kabupatenikota yang berasal dad
persanrngan paling bamyak Rp2 500.000.000.00 {dus
milliar lima ratus juls rupiah) selama masa Kampanya.

b, Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinai,
dan DPRD kabupatenkota yang berasal dari kelompaok,
perusahaan, dan'slau badan wusaha nonpemeriniah
paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima
miliar ruplah) selama mass Kampanys. _____J
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FATUH

MO HAL UNSUR EEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
FATLUH
1 2 3 4 5
3. |Sumbangan yang |Kami fidak menggunakan dana dari sumbangan yang Pasal 34 ayat (5) dan Pasal
Dilarang diarang, Apabila kam| menerima sumbangan yang dilarang | 116 ayat (2) Peraturan Koemisi
maka kami memathl ketsntuan sehagal borkul: Pamilihan Umum tantang
a.  Tidak menggunakan sumbangan larsebut; Dana Kampanye Pemilihan
b Melaporkan sumbangan yang dilarang lerssbut kepada | Urmum Nomor 18 Tahun 2023, ﬁll
KPU; dan [ "

€. Menyerahkan sumbangan lersebul ke kas Megara
palkng lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa
Kampanya berakhir,

4, |Pengsiuaran Kami mencatal dan membukukan seluruh pengeluaran Pasal 41 Peraturan Komisi
Dana Kampanye | Dana Kempanye uniuk pambiayaan akiivilas Kampanya, Pemifinan Limum entang Dana
pembayaran hutang, dan pangeluaran lain-lain, yang dinlal | Kempanye Pemiihan Limom
bardasarkan harga pasar yang wajar, Momaor 18 Tahun 2023 l?,: L"

Catalan:

a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian
barang dan/ atey pambayaran jasa,

bl Pembayaran hutang merupskan pembayaran atas
hutang Partsi Politik Peserta Pemilu yang timbul dari
pembelian barang dari pihak lain dan menjadi anggung
jawaly Parlai Polilik Peserla Pemilu yang Darsangkulan.

) Dana Kampanye tdak dapat digunakan uniuk
memblayai saksi Partai Politik Pesena Pemiu dalam
pemunguian dan penghitungan suara.

Demikian pemyataan ini dibuat dengan sebenamya.

BANE BRI, 20 Movember 2023
BENDAHARA DEWAM PIMPINAN DAERAH

,;}_\ N BUOL
TR

FRUDIN NAUE)
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A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PARTAI BURUM

PEMILIMAN UMUM CALON ANGGOTA DPFRD KADUPATEN®OTA
DEWAN PIMPIMAN DA FLAM KABUPATEN BUOL

LAPOIAN PENE HPWD—MHHGHUMDMWWE
Perods 17 Dosember 2022 o/d 21 Fetwuan 2024

AENTUK DAMA MAMPANYE
KTMTAS - [Tomome | oG | ASARe)
A1 | Penermasn mabedsm porods 1] o ]
e binn
A2 | Penarimasn swmbangan
1 Pars Poldk
& Padtal Polth Tinglkal Pusat 0 D 0
b. Partal Pobtih Tinghat Provins o 0 o
¢ Partsi Politik Tinghal Mabupalen/iola 1] 0 o
2 Calon Anggots Legislatl
a Sumbangan Calon Anggola Legrslatd o o 0
kepada Parpol
b. Jasa Kampanye Calon Anggota ] o 803 230
Legislatt
b Sumbangan Pihak Lain Parssorangan 0 o [i]
d. Sumbangan Pihak Lain Kelompok 1] 0 0
-4 Sumbangan Pihak Lain Perusahaan 1] 0 a
dan/stau Badan Usaha Nonpemerinlsh
JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN 0 [+} 833250
Al |Penenmaan Lain-Lan
i Bunga Bank o 0 0
JUMLAH PEMERIMAAMN LAIM-LAIN 0 o 0
Ad |Penermaan Barang Hasil Pombalian
1. |Penenmaan Barang Hasd Pembuatan 1] o 0
BahanDesgn dan/atau Alal Peraga
Kampanye
2 |Barang Dvtenma Dyruka Hasd 0 o 0
Pembuatan BahanTesgn dan/alay Alal
Peraga Kampanye
JUMLAH PENERIMAAN BARANG 0 o 0
HASIL PEMBELIAN
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NOMOR

AKTIVITAS

BENTUK DANA KAMPANYE

UANG (Rp)

BARANG (Rp)

JASA (Rp)

TOTAL PENERIMAAN

0

BOJ 250

Pangeluaran sebelum panoda
pembukuan

Pengeluaran

Rapal Umum

Periemuan Terbalas

Penemuan Tatap Muka

Pembuatan/Produksi Ikdlan di Media
Massa Celak, Media Massa Elektronik,
Media Sesial, dan Media Dalam Jaringan

o|lo|lolo

aojlo|o|o

Pembuatan Bahan/Design dan/alau Alal
Peraga Kampanys

Penyebaran Bahan Kampanye Partal
Politik Kepada Umum dan/atau

pemasangan Alal Peraga Kampanye

a. Penysbaran Bahan Kampanye Partai
Politk Kepada Umum

b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye
Partal Politik

Penyebaran Bahan Kampanye Calon
Anggola Legislatif Kepada Umum
dan/alau pemasangan Alal Peraga
Kampanye

a. Penyebaran Bahan Kampanye Calon
Anggota Legislatif Kepada Urmum

b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye
Calon Anggota Legistatil

Q|lojo|e

olao|ja|o

ojlo|jo|c

a. Pengeluaran Lain

1) Pengeluaran Lainnya

2) Sumbangan ke Parpol Tingkal
ProvinsyKabupater/Kota

3) Sumbangan ke Calon Anggola
Legislatif

4) Jasa Kampanye Calon Anggota
Legislatil

B03.250

TOTAL PENGELUARAN

803.250
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NOMOR AKTIVITAS BENTUK DANA KAMPANYE
UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp)
D Saldo
1 Kas di Rekening Khusus Dana 0 0 0
Kampanye
& Kas di Bendahara 0
0 0

BANK BRI, 20 November 2023

BENDAHARA DEWAM PIMPINAN DAERAH
KABL ‘. N BUOL
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LAPORAN ASURANS INDEPENDEN (LAl)
PUBLIKASI
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (GELORA)
KABUPATEN BUOL

PERIODE 17 DESEMBER 2022 S/D 22 FEBRUARI 2024



G. FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA
DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BUOL

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : LUT TALIB PAKER S.Pd.|
Alamat : Desa Lakea 1, Kecamatan Lakea, Kab. Buol
Nomor Induk Kependudukan : 7205021103680002
Jabatan . Ketua

2. Nama . INRIA AKHARULYANI BATALIPU
Alamat . Desa Tayadun, Kecamatan Bokat, Kab. Buol
Nomor Induk Kependudukan 1 7204076912810001
Jabatan . Bendahara

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

PATUH/
NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH

1 2 3 4 5

A. |Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

1. |Pembukaan a. Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2)
Partai Politik Peserta Pemilu dan terpisah dari rekening | Peraturan Komisi Pemilihan
Partai Politik Peserta Pemilu. Umum tentang Dana

Kampanye Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2023

b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum sejak Partai |Pasal 37 ayat (3) Peraturan

Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Komisi Pemilihan Umum
Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum tentang Dana Kampanye
dimulainya masa Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor |Pasal 37 ayat (8) Peraturan
RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota. tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.




PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH

1 2 3 4 5

2. |Pengelolaan Kami menempatkan Penerimaan Dana Kampanye yang Pasal 36 ayat (2) Peraturan

berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum Komisi Pemilihan Umum

digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu. tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

3. |Penutupan a. Kami menutup RKDK pada bank umum 1 (satu) Hari Pasal 38 ayat (1) Peraturan
setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan | Komisi Pemilihan Umum
1 (satu) Hari sebelum penyampaian Laporan Dana tentang Dana Kampanye
Kampanye kepada KAP. Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan Pasal 38 ayat (5) Peraturan
rekening khusus dana kampanye dari Bank Umum Komisi Pemilihan Umum
kepada KPU Kabupaten/Kota, 1 (satu) Hari setelah tentang Dana Kampanye
menerima surat pernyataan dari Bank Umum. Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

B. |Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

1. |Muatan Informasi |Kami menyusun LADK yang memuat informasi: Pasal 47 ayat (1) Peraturan

a. RKDK; Komisi Pemilihan Umum

b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber |tentang Dana Kampanye
perolehan; Pemilihan Umum Nomor

c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo 18 Tahun 2023.
hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk
kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode
pembukuan;

d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik
Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;

e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik
Peserta Pemilu; dan

f.  Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat
dipertanggungjawabkan.

2. |Pembukuan a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan
yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik Komisi Pemilihan Umum
ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) [tentang Dana Kampanye
Hari sebelum penyampaian LADK. Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan |Pasal 43 ayat (3) Peraturan
keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang Komisi Pemilihan Umum
bersangkutan. tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi Pasal 43 ayat (6) Peraturan

tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan
pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran
yang dapat dipertanggungjawabkan.

Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.




PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab |Pasal 43 ayat (7) Peraturan
Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
3. |Penyampaian Kami menyampaikan LADK kepada KPU Pasal 51 ayat (3) Peraturan
Laporan Kabupaten/Kota dengan mengirimkan data dan Komisi Pemilihan Umum
dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka; tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
Kami menyampaikan LADK dilakukan paling lambat 14 |Pasal 51 ayat (4) Peraturan
(empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal Komisi Pemilihan Umum
pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat tentang Dana Kampanye
umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat; Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan |Pasal 51 ayat (7) Peraturan
LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui | Komisi Pemilihan Umum
Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima tentang Dana Kampanye
tanda pengembalian dan berita acara hasil Pemilihan Umum Nomor 18
pencermatan dari KPU Kabupaten/Kota, paling lambat | Tahun 2023.
pukul 23.59 waktu setempat.
4. |Kelengkapan Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri

atas:
1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE;

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN
AWAL DANA KAMPANYE;

6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PENCATATAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN;

7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA
KAMPANYE;

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye; dan

9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi
pengeluaran.

Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh
KPU Kabupaten/Kota, maka kami wajib melengkapi
dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud
dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:
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UNSUR KEPATUHAN
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PATUH/
TIDAK
PATUH

3

5

1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE;

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN
AWAL DANA KAMPANYE;

6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PENCATATAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN;

7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA
KAMPANYE;

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye; dan

9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi
pengeluaran.

Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

Muatan Informasi

Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU
yang memuat informasi:

a. Identitas penyumbang; dan

b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye.

Pasal 49 ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023

Penyampaian
Laporan

Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten/Kota,
mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu)
Hari setelah masa Kampanye berakhir.

Pasal 52 ayat (3) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

Kelengkapan

Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri
atas:

a. LPSDK Pihak Lain Perseorangan;
b. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan

c. LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha
Nonpemerintah.

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

Muatan Informasi

Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi:
a. RKDK;

b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber
perolehan;

Pasal 50 ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor




PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo 18 Tahun 2023.
hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk
kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode
pembukuan;
Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik
Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
Nomor pokok waijib pajak masing-masing Partai Politik
Peserta Pemilu;
Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat
dipertanggungjawabkan;
Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK;
dan
Asersi atas Laporan Dana Kampanye.
2. |Pembukuan Kami menyusun LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari Pasal 50 ayat (2) Peraturan
setelah penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum
ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK tentang Dana Kampanye
kepada KAP yang ditunjuk KPU. Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan |Pasal 43 ayat (3) Peraturan

keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang Komisi Pemilihan Umum

bersangkutan. tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi Pasal 43 ayat (6) Peraturan

tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan Komisi Pemilihan Umum

pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran | tentang Dana Kampanye

yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab |Pasal 43 ayat (7) Peraturan

Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

3. |Penyampaian Kami menyampaikan LPPDK kepada KAP yang Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3)
Laporan ditunjuk oleh KPU dengan mengirimkan data dan Peraturan Komisi Pemilihan

dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka. Umum tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2023

Kami menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima Pasal 53 ayat (4) Peraturan

belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling Komisi Pemilihan Umum

lambat pukul 23.59 waktu setempat. tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

4. |Kelengkapan Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri

atas:

FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
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2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN
DANA KAMPANYE;

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA
KAMPANYE;

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM
PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

6) FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE PENCATATAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN,;

7) FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye;

9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan
bahwa rekening Partai Politik Peserta Pemilu yang
bersangkutan telah ditutup; dan

10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi
pengeluaran.

Ketentuan Lainnya

Sumber Dana
Kampanye

Kami menerima Dana Kampanye Pemilu anggota DPR,
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diperoleh
dari:

a. Partai Politik;

b. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan;
dan

c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain

Pasal 31 ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor

18 Tahun 2023.

Pembatasan/
Kesesuaian
Sumbangan

Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan
sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa
yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon
pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran
transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK,
LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal
sumbangan sebagai berikut:

a. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari
perseorangan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua
miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye.

b. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari kelompok,
perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah
paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima
miliar rupiah) selama masa Kampanye.

Pasal 34 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2023.




PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
3. |Sumbangan yang |Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang Pasal 34 ayat (5) dan Pasal
Dilarang dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang | 116 ayat (2) Peraturan Komisi
maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut: Pemilihan Umum tentang
a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut; Dana Kampanye Pemilihan
b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada | Umum Nomor 18 Tahun 2023.
KPU; dan
c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara
paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa
Kampanye berakhir.
4. |Pengeluaran Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Pasal 41 Peraturan Komisi

Dana Kampanye

Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye,
pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai
berdasarkan harga pasar yang wajar.

Catatan:

a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian
barang dan/ atau pembayaran jasa.

b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas
hutang Partai Politik Peserta Pemilu yang timbul dari
pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung
jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk
membiayai saksi Partai Politik Peserta Pemilu dalam
pemungutan dan penghitungan suara.

Pemilihan Umum tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2023

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH

KABUPATEN BUOL

(LUT TALIB PAKER S.Pd.l)

BUOL, 28 Februari 2024

KABUPATEN BUOL

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH

(INRIA AKHARULYANI BATALIPU)
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Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Huol

Provinsi Sulawesi Tengah

Cakupan

Kami telah melakukan perikatan dengan Komisi Pemiliban Umum (KPLU) Provinsi Sulawes:

Tengsh berdasarkan Kontrak Nomor 366/PL.01.7-SPK/722024 tnggal 29 Februari 2024,

untuk melakukan Perikstan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan

kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Gelombang Rakyat Indonesin (Cielora)

Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah uniuk periode tanggal 17 Desember 2022 sampai

dengan tanggal 22 Februari 2024 terhadap peraturan perundang- undangan terkait pelaporan

Dﬂ.ﬂ.ﬂ Kampanye sebagai berikut:

1, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negars
Republik Indonesia Tahun 2017 WNomer 182, Tambahan lembaran Megara Republik
Indonesia Momor & 108,

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penctapan Peraturan Pemenntah Pengganti
Undang-Undang Nomor | Tahun 2022 tentang Perubshan atas Undang-lindang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Momor 68637,

3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor |8 Tabun 2023 tentang Dona Kampanye
Pemilihan Umuom.

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis
Pembukean dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye.

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis
Pelaporon Dana Kampanye Pemilihan Umuom,

6. Keputusan Komisi Pemilthan Umum Nomor 1815 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum.

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umom MNomor 210 Tehun 2024 Tentang Peruhahan Atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1815 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemniliban Umum,

Untuk selanjutnya peraturan di stas kami disebul sebagai "Peraturan Dana Kampanye™.

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Dana Kampanye Laporan Dana Kampanye Partai Gelombang
Rakyat Indonesia (Gelora) Kabupaten Buel Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari:

1 Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi
Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan,
rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran vang diperoleh sehelum pembukaan
Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari
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pasangan Calon dan/atau Partai Politik atay Gabungan Pantai Politik dan pihak lain yvang
dimulai scjak ditetapkan sebapai Peserta Pemilu sampai dengan | (satu) hari sebelum
penyampaian LADK kepada Komisi Pemilihan Umuom (KPL) Kabupaten Buol Provinsi
Sulwwesi Tenpah;

2. Laporan Pemberi Sumbangan [Jana Kampanye (1.PSDK) adalah pembukusn yang memuat
seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan sampai
dengan 1 {satu) hari schelom penyampaian LPSDK kepada Komiszi Pemilihan Umum
(KPL) Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah; dan

3. Laporan Penerimaan don Pengeluoran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukunn yang
memual seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai scjak
ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kmmpanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Dana Kampanye.
Kriteria terscbut juga dijadikan acuan dan diterupkan oleh Partal Gelombang Rakyat Indonesia
{Gelora) Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Temgsh dalam penyusunan Laporan Dana
kKampanve. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Pariai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)

Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah dalam menyusun |.sporan Uana Kampanye sdalah:

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

1) Pembukaan — Pasal 37 avat (2}, (3), (4) dan (%) PKPU Nomor 18 Tahun 2023:
fir) Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Pariai Politik Peserta
Pemilu yang terpisah dari rekenimg pribadi Pariai Politik poda Bank U,
h) Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK tidak melampaui  ketentuan
pembukoan REKDK vaftu paling fambat | (setw) hari sebelum dimudlaima masa

kampanye.

fe) Pembukaan RKDK dilengkapi dengan sural pengantar pembukaan REDK verig
diterbitkan oieh KPL

i) Partai Polictk Peserta Pemilu  tinghkat pausai, tinghat  provieesi  dan fingkay
kerbupatenkota membuka dan melaporkan harmya | isaiu) nomor RKDK kepada
KPU, KPU Provingi, dovaton KPU Kabupaten/Kota sexuai dergan ningRatanmya

2} Pengelolaan — Pasal 37 ayat (6), Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (10} PKPU Nomaor

I8 Tahun 2023:

fal Parial Politik Peserta Pemilu dapai menuniuk petugos umtuk mengelola REDK
difengkapi dengan sural pernvataan dari Partai Polirik

thi Penerimaan Dona Kampanve yany berbentuk sarg wajib ditempatkan pada RKDEK
rerlebih dahmlu sebelum digunekan untuk kegiotan Kampanye Pemiin

fe) REDK Pariai Politik Peverta Pemilu tidak dapet ditarik doavatens dilakukan
pe ferm,

3) Penuiupan — Pasal 38 ayat (1) ayat (2), dan Pasal 37 ayat (5) PKPL Nomor 18 Tahun

2023,

fa) Partai Politik Peseria Pemilu wajib memenp REKDK pada Baek Useon 1 (sotu)
Hari seielah penutupan pembukuan LPPDK sompai dengan | (saiw) Hari sebelum
pervampaian LDK kepada KAF.

ihi Penntupan RKDE disampathan dengan melampivkan surat permolanan penitupan
RKDK kepada Bek Unriem.
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fe) Partai Politik Peserta Pemily wagih menvampaikon bukri penuiupan  rekening
berspa sural pernpalaon dari Bank Umum | (vatu) hari setelah menerima surai
permvataan dari Bank Cmem

1. Laporan Awal Dana Kampamye (LADK);
1) Mustan Informasi — Pasal 46 ayat (1), 3, 4 dan B PKPU Nomor 18 Tahun 2023, Pariai

Politik Peserta Pemilu menyusun LADK yang memuat informasi:

fa) RKDK;

(b} Saldo awal RKDK atau saldo pembrkaarn dan sumber perolehan;

fet Saldo awal pembukuar yamng merupakon siva seldy hastl pererimaan sumbangan
derre pergelnaran wnivk kegiatan kamponye apabilo diverima sebelum periode
prembukacn;

fely Cetatean penerimann don pengeluaran Parial Politik Peseria Pemilu termasuk
serhelum pembukaan REDK;

fe) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;

() Bukss penerimaan dan pempeluaran vame dapat dipertanggungiowahkan

2) Periode Pembukuan — Pasal 47 ayat (2), (6). (7). (%) dan (10) PKPU Nomor 18 Tahun

2023, Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LADK yang memuat informasi:

fa) Partai Politik Peseria Pemilu mematuln pembukuan LADK yaite 3 (tiga) Hari
serelah Partai Politik ditctapkan sebagai Peserta Pemitu dan ditwteg | (satn) Hari
sebelum pervampaian LADK:

i) LADK Parsai Politik Peserta Pemily angeoia DPR, DPRD Provinsi dan DFRD
Kabuparen'Kota  ditandaiongani oleh Pimpinan Partai Politik sexwai dergan
lingkatannya:

fei TADK calon anggota DPR DPRD provinsi, dan DFRD  kabupalen'kiola
ditandaiangani oleh calon vang bersangkutan.;

fd) Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LADK dapat ditandatangani
aleh pihak vang berwenang sesuai dengan ADVART Parigi Politik Peserta Pemilu

fe) Berhalangam letap meliputi keadaom:

1) mientinggal dunia;
2} tickak mampu melaksanakan fugas secara permanen; diau
3} sedamg melaksanakan ibadah keagamaarn,
3} Kelengkapan Dan Penyampaian — Pasal 51 ayat (4), (3), (7). dan Pasal 47 ayat (4) dan

(10) PKPU Nomeor 18 Tahun 2023

(@) Partai Politit Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR. DPRD Provinst Fimpinan
Partai Politik Peseria Pemilu tingkal pusai, provins, dean kabupaten/'kota miemctihi
pemveratan LADK tidak melampoui wakiu yang ditetapkon vaita 14 fempat belas)
Hari sebelum hari periama jadwal pelaksancan Kamparne Pemily dalam bentuk
raypnt i, paling famibal pukul 2359 wakiu sefemp

) Partai Politik Pexerta Pemily menyampaikan [ ADK dengan mengirimban deata dan
dokumen LADK vang divnggeh melolel Sikadeka,

fe) Apabila ierdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan
Calor dan Tim Kampany tingkal nasional kepada KPU melalui Sikadeka paling
lambar § (Tima) hari sejak menerima jonda pengembalion dan berita acara hasil
pencermalan dari KPU, palimg lambo ksl 2359 waktu setempat;
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{d) Pemerahan LADK kepada KPU. KPU Provies, dan KPU Kebupaten'Kota sesual

dengan tingkatanrya, vang dilengkapi dengan:

1) Formudir | Laporan Awal Dana Kampanye,

2} Formmdir 2 Daftar Penerinan Sumbangan Dana

3} Formufir 3 Laporan Akrivicay Penerimaan D n"t'r.lgr.fuwm Dwrn Kampeernve,

&) Formdir 4 Dafior Persedioon Barang Dama Kampranve,

5 Formufir 5 Laporan Aktivitay Penerimaan Danpengeiuaran Daona Kampanye
Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kamparnye;

8 Formdir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencataian Penerimaon Dan
Pengeluaran,

71 Formudir 7 Sural Perrvaiaan Tangewng Jawah Aias Laporan Awal Dana
Kampame,

8) Nafinan dan Rekening Koran Rebening Khnsus Dang Kampanye; dan

o} Bukti-bukti transaksi pemerimaan dan transoksi pengeluaran

fa) Apabila LADK vang disampaikan aleh Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan

oleh KPU, KPU Provinsi, den'olon KPU  Kabapaien'Kota  sesual  dengan

tingkatanmya, maka Poariai Politik Peserta Pemilu wafib melenghapi dan/otan

memiperbaiki dokamen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan varng yarg ferdivl

ENGLY.

1) Formulir | Laporan Awal Dana Kamparye,

2) Formudir 2 Daftar Pererimaan Sumbangan Dana Kampanve:

3) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana kamparnyve,;

4] Formulir 4 Daftar Persediaan Baramg Dana Kampoaryve,

5 Formalir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluwaran Dana Kampanye
Sebelum Periode Pembubwan Laporan Awal Dana Kampanyve,

8) Formuliv & Laporan Awal Dana Kampanyve Pencataton Penerimaan Dan
Pengeluaran;

7) Formulir 7 Surat Permystaon Tanggung Jawah Atas Laporan Awal Darma
Kampanye,

B} Safiran dan Rekeriing Koran Rekening Khusus Dana Kamparme:

8) Bukti-bukii transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

1. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
1) Muatan Informasi — Pasal 49 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2023, LPSDK memu
informasi sehagai berikut:
fal identitas pervumbang;
{Br frmlah sumbargan Dana Kamipeame
2) Kelengkapan dan Penyampaian Laporan — Pasal 52 ayat (2), (4), dan Pasal 49 ayat (2}
PKPU Nomor 1§ Tahun 2023:
fa} Partai Politik Peserta Femilt tingkat pusan, tinghai  provinsi dan  tingkat
kabupaien/kota menyampaikan LPSDK kepada KPU dengean mengirimkan duate dan
dokumen LPSDK yang dinnggah melalui Sikadeka.
thy Permvampaian LPSDK dilakukan mulai dori owal masa Kamparye samped dengean |
(et bt setelah maxa Kamparye berakhir.
fel LPSDK discanpaibom secara lenghap yvang ferdiri atas:
1) LPEDK Pikak Lain Perseoravgan;
2) LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan
3 LPSDK Pikak Lain Perusahaan dan'atan Badan Usaha Nerpemeviniah

il Talman Raya Mo, 12
Jdekaiia Timur
Tibeed it L
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4. Laporan Penerimaan dan Peageluaran Dana Kampanye (LPPDK)
1) Mupatan Informasi — Pasal 50 ayvat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2023, Panai Polink

Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat informasi:

el REDK:

i) Salde awal atan saldo pembukaan dan sumber perodehan,

fe) Salde owal pembulaan vang merupaken sise solde hasil penerimaan sumbangon
dem pengeluaran untink begiotan Kampanye apabila diterime sebelim periods
prembulkuan;

fd) Cataian pererimaan dan pemgeluwaran Partal Pelicik Peserta Pemilu termasuk
seheium pembukaon REOK,

fe) NIPFWEP mosing-maving Fartal Folitik Peserta Pemilu;

(i Bukti pengelvaran varg dapoit diperianggungiowabkan;

fig) Salde akhir pada saal pemitupan RKDK; dan

i) Asersi atan Laporan Dana Kampearnye,

2) Perinde Pembukuan — Pasal 50 avat (2). (6), (7). (8) dan avat {10) PKPU Nomor 18

Tahun 2023:

{al Partai Politik Peseria Pemily mematubd periode pembukuan LPPDK vang dimulai
sejak 3 (tima) hari setelah ditetaplan sehagai Partai Politik Peserta Pemilu dan
difutup 7 (injuh) hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAFP yang ditunjuk
KPL:

(bl LPPDOK Pariai Politik Pexerta Pemilu angeote DPR, DPRD Proving, dan DPRD
Kobupaven'Kovg  ditandatangani oleh  Pimpinagn  Partail Politik seswal dengon
Firgkatannya

fe) LFPDK colon angeota DPE, DPRIY Provinsi dan DPRD Kabupaten/'Kora
ditemdtangani oleh calon yang ber

(i) Dalam  hal  Pimpingn  Parigi Politik  berhalangan  iletap, LPPDK  dapa
ditendatarmeani oleh pikak vane berwenong sesuai denpan AIVART Partal Policik
vang bersangkutan dibuktikon dengar surai keterangan pendelegasian davi Partai
Politik yong hersompkaicrn

fie) Berholamgean teiap meliputi keadean
1) naerirggeal duia;

2) tilek mucemprin melaksanakan fhigas secara permanen; alan
3) seckmy meloksonakan ibadah beagamaan.
3) Keclengkapan Dan Penyampaian — Pasal 53 ayat (3), (4), (6) dan Pasal 50 ayat (4)

PEPL Nomor 18 Tahun 2023;

fa) Partai Politik Peserta Pemilu dapat menvampaikan LPPDK dergan mengirimkan
coter hen clokumen LPPDE vamg dismesah melalui Sikodeka;

thi Pimpinan Partai Politik Peserta Pemily tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten'koila
Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD menyampaikan Laporan Dana Kampeanve
paling lambar 15 (lima belas) hari setelah pemungutan swara paling fambal pukul
2359 warkiy elempar,

i) Pempampaian |LPPDK kepada KAP vang telah ditumjuk oleh KPL. dilampiri
dengan LADK dan LPSDK seria dilengkapi dengan:

1) Formiulir | Laporan Peserimaan Dan Pengeluara Dana Kampanye;

2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye,;

3) Formulir 3 Lapocan Akeivitas Penerimaan Dan Pengelugran Dana Kampeanye,
4} Formulir 4 Dafiar Persedfoon Barang Dana Karipoanve;
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51 Formulir 3 Laporan Akiivitas Penevimaan Don Pengelvaran Dana Kamparive
Sehefum Periode Pembukuon Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana
RI|IIHF.I‘EJF1_'|'I!.

6] Formulir & _L.;:lm'.l.l-w.u Penerimaan  Dan .F"e'?]j{q.’q'n'-lu:’ﬂ-:’l'-'.l Dama  Kampame
Pencatatan Pemerimaan Dan Pengeluaran,

7} Formulic 7 Asersi Atas Laporan Pernerimaan Dan  FPengelugran  Damna
N amparmee,

8 Salinan dan Rekerming Koran Rekening Khusus Darma Kampanye

3 Sured Permvatcan dori Bank Umin vang  menvarakan  bahwa  rekening

‘asangan Calon bersangkuan felah ditatup,
10} Bukii-bauksi transaksi penerimacn dan tronsaksi pengeluaran
id) Dalam had Partai Politik Peseria Pemilu tidak menyvampaikan LPTDA. AFI
memvampeikan LADK dan LPSDK kepada KAP melalui Sikadeka wniwk dilakukan
it
Sumber/¥ lusifikasi dan Identitas Pemyvumbang — Pasal 31 ayat (1), Pasal 33 ayat (1)
{2), Pasal 32 avat (8), Pasal 49 ayat(2), Pasal 36 ayat (3), (5) PK PL MNomor 18 Tahun
20123
fa) Dana Kampanye Pemily Angeote DPR dan DPRD bersumber dari:
1) Parai Polinik;
2) Calon amepota DPE. DPRD proving, dan DPFRD kabuporen'botae dari Pariai
Politik vang bersanekulon, dar
3 ,"u'ml.lﬁc..'!rgmr1=r}n£ sohy miennrid hnkirm oot ;Il'fh..r.k Dexini, Wit

a. Perseorcmgan,

b Kelompok;

£ Perucahaan; dan'aton

g Bodan wvaho nonpemerimiak

Sumbanpan dari pilak lain harus dilengkapi deagan cural permyvaiean peryumbang
pang P Tt A .i.lpﬁrr:.rx.u..' FE e TR Pr’hrln'r]nrh?.l’.‘l-.: dun_,rr-rmf:rh .a.um.&u.u;.m.u_'
Sumbangan vang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahoan, i/t
hadan usaha nonpemeringah harus mencamiumkan informasi identitas yang jelas
dliom jrmlah vumiberrgon,

id) Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peseria Femilu dalam  bertuf
wimp, barang, danw'atan jasa merupakan  kelompok  berbadan  hukum  selain
organisasi masyarakal sesual  dengan  kefenfuan  perundanguncangan | yang
e rEaluT Mengendl organisesi masyvarakot

Sumbangan vang berasal dari pikak lain Kelompok dilampiri salinan keputusan
pengesahan  pendivion  Badon  Hukum  Noapemeriniah  dari Mernteri  yang
memelemgparakan urusan pemerintaban df bidang hukum dan hak asasi marsia
ifl Sumbangan vang berasal davi pikok laoin perusahoan  atew  Bodan  saho

Monpemeriniah wajib dilampiri salinar ks pendirian Perucohooan afon boelds

sscih

() Penerimagn  sumbargan  Dana  Kamparmye  yong  dblakukan dengan  card
memindahkan dana dari nomor rekenime penyumbang ke RKDK divertal wdeniito
permvimbarg,

(ht Tdentitas peryumbang dapel berupa sural keterangan dari bank pang bersangiadan

fi} Swmbangan Dana Kampanye yvang dilokukan melalwi seloran tunal pada eank
dizeriai dengan sural permpaioan pepvimbang.,

=
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5) Pencatatan Penerimaan Sumbangan — Pasal 34 ayat (4), Pasal 37 ayat (1), PKPU
Nomor |8 Tahun 2023:
fa) Partai Politik Peserta Pemifu mencatat dan melaporkan seluruh sumbargan
fmencakup uang, barang, don'oiau jasa yang dikonversikan dengan nilai wang,
termasuk whamg dem diskon pembefiom haramg miou josa vamg melehihi batox
kewaiaran fransaksi fual bell secara woum) vang diterima ke dalam Defior
Pererimeaan Sumbanan,

tht D Kamparoe yvang berupa wang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebik
chesfralne yebedum digunakan untuk Legioon kempanye pemilu

6) DBatasan/Kesusuaian Sumbangan — Pasal 34 ayel (1) dan (2), PKPL Momor 18 Tahun
2023, Parai Politik Peserta Pemilu mematubi jumish penerimaan sumbangan
{ mencakup uang. barang, danstau jasa yang dikonversikan dengan milai uang. termasuk
utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi
jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak mebebihi
Jumlah di bawah ini:

f@) Rp2 50000000000 jdua milvar lima ratus juta rupioh) watuk
pemumbang persearangan,
b Rp2 5. 000,000,000, 00 {dua puluh lima milvar rapiah) wntak pessumbang kelompok
dan/atau badan wsaha non pemerintah.

71 Sumbangan Yang Dilarang — Pasal 34 ayat (5), PKPU Nomor |8 Tahun 2023, Partai
Politik Peserta Pemilu vang menerima sumbangan melebihi ketentuan, hans mematohi
keteniuan berikui:
fa) Diframg menggunakan kefebifoan dana dimaksud;

b wagih melaporkan sumbangan lersebuf kepada KPU, dan
fe) menmyerahkan simbeangen lerselul ke kas Nepara paling lambet 14 (empat belas)
hari setelah maza Kampanyve berakiiir,

8) Batasan Pengeluaran Dana Kampanye — Pasal 41 ayat (1), pasal 34 ayat {4) PKPU
Momor 18 Tahun 2023:
fa} Pengeluaran Kampanve Peserta Pemily colon anggota DPR. DPRI) provinsi, daw

DIPRD kabupatendoia vairw untuk:
1) Pembiavaan aktrvilas kamypame;
2} Pembayaran hutang; dan
3 Pengeluaran lainlain vang dinilal berdasarkan harga pasar yang wafar
it Setiap disken pembelion baramy yarg melehihi batas kewajaran jual bell vang
berrfakn secara wmum, diperiakukarn ketentuan sumbangan

Keterbatasan Laporan

K.ami meloksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi
yang teruang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai
Gelobamg Rakyal Indonesia (Gelora) Kabupaten Buol Provinsi Sulswesi Tengah, Pada suatu
pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekal, misalmya, pengujian
secars sampling yang dilakukan memungkinkan adanya Kepagalan dalam mendetcksi
ketidakpatuhen dan kecurangan vang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam,
dan karakteristik yang melckat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga
ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam faporan Dana
Kampanye tersebut. Pemneriksaan kami juga terbatas hanva pada dokumen dan/atau informasi
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vang diserahksn dan/stay disediakan oleh Parai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah schingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas
hal-hal vang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentoan legal atas
kepatuhan Partui Gelombang Rakyat Indonesia Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah
terhadap pevaturan perundang-undangan vang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Partai Gelombang Rakyai Indoncsia (Gelora) Kabupaten Buol Provinsi
Sulawesi Tengah

Partai Gelombang Rakyal Indonesia Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi  Tengah
bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab terscbut juga mencakup penerapan
meiode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, seria perancangan.
implementasi, pemeliharaan sistemn, dan proses vang relevan untuk penyusunan laporan. Parlm
Gelombang Rakvat Indoncsia  (Gelora)  juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap
peraturan perundang- undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan
dalam Asersi Atas Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Gelombang
Rakvat Indonesia (Gelora) Kabupaten Bual Provinsi Sulawesi Tengah Tanggal 28 Februan
2024,

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami. Akuntan Publik. adalah untuk menyatskan simpuelan berupa pendapat
dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye lersebut berdasarkan prosedur-
prosedur vang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh, Kami melakukan perikatan ini
berdasarkan Standar Perikastan Asurans 3000 (Revisi 2022y “Perikatan Asurans selain Audit
atan Reviu atas Informasi Keuangan Historis™ vang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik
Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian
Mutu | dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyarstan independensi bagi semua
personel yang terlibal dalem Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami
untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung
kesimpulan kami.

Selurvh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman vang diperlukan
dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan Kepuiusan Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 1815 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan
Audit Laporan Dana Kampanye Peseria Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 210 Tahon 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 1815 Tahun 2023 tentsng Pedoman Teknis Pelaksanaan Awdit Laporan Dana
Ksmpanye Peseria Pemilihan Umum, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 {tiga puluh)
hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Gelombang Rakyai
indonesia (Gelora) Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah dari Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Provinsi Sulswesi Tengah.

Simpulan

Menurut opini kami, Asersi Gelombang Rakyai Indonesta {(Gielora) Kabupaten Buol Provinsi
Sulawesi Tengah dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, telah patuh dalam semua hal
vang material, lerhadap kriteria sehagaimana diatur dalam Peraturan Dana Kampanye.
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Fembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepodo Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah dan sesuai dengan Surat
Perjanjian Kontrak yvang ielah disepakati. Oleh karena i kami tidak bertanggung jawab atas
pengeunaan lapomn ini oleh pihak lain dan/atag uniuk ujouan innya.

Kantor Akuntan Pablik
Rexon Maingpolan & Rekan

N

Rexon Main SE.. MM M. Ak., Phi).
Izin Akuntan Publik AP.0O277

Tanggal 2% Maret 20024

W TeRanco.id

ﬂ JL Taimasn Faya Na. 12
Jakarta Timur

Indonesia
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LAPORAN ASURANS INDEFPENDEN

No Ref: 011/AudiVKAPBR-JKT 11172024

Kepada Yih,
Ketua KPU Kabupaten Buol

Cakupan

Kami telah melakukan perikatan dengan Komisi Pemdihan Umum Provinsi Sulewesi Tengah
bardasarkan kontrak nomer 367/PL.01.T-SPE/T2/2024, tanggal 28 Februan 2024, untuk melakukan
Perikatan Asurans dengan keyakinan memadal dan membarikan kesimpulan terhadap kepatuhan
Laporan Dana Kampanye Paral Keadilan Sejahtera Kabupaten Buol uniuk pericde 17 Desember 2022
sampai dengan 22 Februari 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkail pelaporan Dana
Kampanye, yaitu

1. Undang-Undang Nomar 7 Tahun 2017 tentang Pemiihan Umum (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lambaran Megara Republik Indonesia Momor §109)
sebagaimana lelah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tenang Penetapan Peraluran
Femenntah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Momor 7 Tahun 2017 tentang Pemiiihan Urmum menjadi Undang-Undang (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Momor G863),

2. Peraluran Komisi Pemilinan Umum (PKPU) Nemor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye
Pemilinan Umum;

3. Kepulugan Komisi Pemiihan Umum Momor 1180 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembukaan
dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye;

4. Kepulusan Komisi Pemdihan Umum Nomer 1877 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan
Dana Kampanye Pemilihan Umum,

Untuk safanjutnya Undang-undang dan peraturan tersebut di atas kami sebut sebagai “Peraturan Dana
Kampanye®

Informasi Hal Pokok

Berdagarkan ketentuan LU Nomor 7 Tahun 2023 fentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pamilihan Umum, Laporan Dana
Kampanye Paral Keadilan Sejahtera Kabupaten Buol terdin dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informas: Rekening
Khusus Dana Kamparnye, sumber perolehan saido awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan
penenmaEn dan pengeluamn yang dipsroleh sebelum pembukzan Rekening Khusus Dana
Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dar pasangan Calon danfatau Pastal
Politk atau Gabungan Partal Politgk dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta
Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada KPU Kabupaten Buol;

2. Laporan Pember Sumbangan Dana Kampanya (LPSDK) adalah pembukuan yang memual seluruh
penenmaan yang ditenma setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) har sebelum
panyampaian LPSDK kepada KPU Kabupaten Buol; dan

Kantor Akuntan Publik BUDIANDRU DAN REKAN | Homor (zin Usaha: KME-RI No, S14/KM.1/2020
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3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang

memual saluruh penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan
sahagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhirmya masa kampanye.

Kriteria Yang Diterapkan

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Komisi Pemiihan Urmurm
Momor 18 Tahun 2023, Krnteria tersebut juge dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai Kaadian
Sejahtera Kabupaten Buol dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhl
oleh Partai Keaddan Ssjahiera Kabupaten Buol dalam menyusun Laporan Dana Kampanya adalah:

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
a Pambukaan, Pasal 37 PEKPU Nomor 18 Tahun 2023

1) Ayal (2], Partal Polibk Peserta Permilu membuka REDEK atas nama Partai Politk Pesera
Pamilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politk Peserta Pemilu pada Bank
Urmum,

2) Ayal [3), Paral Politk Peserta Pemilu membuka REDE fidak melampaul ketentuan
Pembukaan RKDK yatu paling lambat 1 {satu) han sebelum dimulainya masa kampanys.

3} Ayat (4), Pembukaan RKDK dilengkapi dengan sural pengantar pembukaan RKDK yang
diterbdkan oleh Komisi Pemilihan Umum,

4) Ayal (B), Partal Poligik Peserta Pemilu pusat, provingi dan kabupatenkola mambuka dan
melaporkan hamya 1 (satu) nomor RKDK kepada Komisi Pemdihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsl, danfatau Komisi Pemilhan Umum Kabupalen®ota sesuai
dengan tingkatannya.

b. Pengelolaan, Pasal 37 PKPU Nomor 18 Tahun 2023

1) Ayal (B), Partai Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk petugas untuk mengeaiola REKDK
dilengkapi dengan surat pesnyataan dar pimpinan Pariai Politik

£} Ayat (10), REDK Partai Politk Pesarda Pemilu tdak dapal diank danfatau ditakukan
penggantian, dan

3) Pasal 3G ayat (1), Penenmaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan
pada RKDK teriebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pamilu

g, Penutupan, Pazal 38 PEKPU Momor 18 Tahun 2023

1) Ayal (1), Partai Polttik Peserta Pemilu wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu)
Han setelah penutupan pembukuan LPPOK sampas dengan 1 (satu) Han sebelum
penyampaian LDK kepada KAP

2} Ayal (2}, Penulupan REDKE disampaikan dengan melampirkan surat permohonan
penutupan RKDK kepada Bank Umum, dan

3) Pasal 37 ayat (5), Partai Politik Pesarta Femilu wajib menyampaikan Dukll penutupan
rekening berupa sural pemyataan darl Bank Umum 1 (satu) har setelah menenima surat
peErmyataan dan Bank Umum.

2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
8.  Muatan Informasi. Pasal 40 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2023, yang memuat informasi

1) RKDK;
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2) Saldo awal RKDE atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;

J) Saldo awal pembukuan yang merupakan 548 saldo hasil penefmaan sumbangan dan
pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sabalum periode pembukuan,

4} Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu larmasuk sabalum
pembukaan REDK:

B} NPWP masing-masing Pariai Politik Peserta Pemilu; dan

6) Bukh penenmaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabloan.
b. Periodes Pembukuan, Pasal 47 PEPU Nomor 18 Tahun 2023:

1) Ayat (2), Partai Politk Pesarta Pemilu mematubi pembukuan LADK yaitu 3 (tiga) Hari
setalah Partai Politik ddetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 {satu) Hari sebelum
penyampaian LADE.

2) Ayat (). LADK Partai Politic Peseria Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupateniota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesual dengan tingkatannya,

3 Ayat (7), LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupatenykota
ditandatangani cieh calon yang bersanghutan.

4) Ayat (8), Dalam hal Pimpinan Parai Politk berhalangan tetap, LADK dapat
ditandatangani cleh pihak vang bersenang sesuai dengan ADART Padai Politik Pesarta
Pemilu yang bersangkutan

&) Ayat (10}, Berhalangan etap meliputi keadaan;
a) meninggal dunia;
b} tidak mampu melaksanakan lugas secara permanen, afau
c} sedang melaksanakan ibadah keagamaan.

¢  HKelengkapan dan Penyampaian, Pasal 51 PEPU NMomor 18 Tahun 2023,

1) Ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Pimpinan
Partail Politk Peserta Pemilu pusal, provins/, dan kabupaten/kota mematuhi penyerahan
LADK tidak melampaui waktu yang ditetapkan yaitu 14 (empat bedas) Hari sebelum han
partama jadwal pelaksanaan kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat
pukul 23 58 wakiu setermpat.

2) Ayat (3), Parai Poltik Peserta Pemilu memyampaikan LADK dengan menginmkan data
dan dokurnan LADE yang diunggah medalui Sikadeka

3) Ayat (7), Apabila terdapat perbakan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan
Calon dan Tim Kampanye nasional kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Skadeka
paling lambat 5 (hari) Hari seak menanma tanda pengembakan dan berita acara hasd
pencermalan dan Komisi Pemilihan Umum, paling lambat pukul 23 58 wakiu setempat.

4} Ayal (5), apabila LADE yang disampaikan olsh Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan
oleh Komisi Pemilihan Umum Kormes! Pemihan Umom Provingl, danfatay Komesi
Pemilihan Umum Kabupaten/ota sesusi dengan tngkatannya, maka Partai Politik
Peseria Pemilu wajib melengkapi danfatau memperbaiki dokumen LADK dimaksud
dengan LADK perbaikan yang yvang tardini atas
a) Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye:;

b) Formulir 2, Daftar Penenmaan Sumbangan Dana Kampanye;
¢) Formulir 3, Laporan Aklivitas Penenmaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
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e} Formulir 5, Laporan Akiivitas Penermaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebalum
Penode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye

fi Formulic &, Laporan Awal Dana Kampanya Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran;

g} Formulir 7, Surat Permyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye,

h} Salinan dan Rekening Korgn Rekening Khusus Dana Kampanye;

i) Bukti-bukti ransaksi penerimaan dan transaksi pengeiuaran, dan

5) Pasal 47 ayat (4), Penyerahan LADK kepada Komis: Pemilihan Umum, Komigi Pemilihan

Umum Provinsl, dan Komisi Pemiiban Umum  Kabupaten/Kota sesual dengan

tingkatannya, yang dilengkapi dengan:

a) Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampamye:

b) Farmulir 2, Daftar Penenmaan Sumbangan Dana Kampanye;

¢l Formulir 3, Laporan Aklivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;

di Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye,

el Formulir 5, Laporan Aktivitag Panenmaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sabalum
Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;

fi Fommulir 8, Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penanmaan dan Pengeluaran;

gl Formulir 7, Sural Pemyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye,

h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye: dan

iy Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaks! pengeduaran

3. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
a. Muatan Informasi Pasal 49 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2023, LPSDE memual informasi:
1) wentitas penyumbang; dan
2] jumiah sumbangan Dana Kampanye
b. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 52 PKPU Nomor 18 Tahun 2023

1) Ayat (2), Partai Poitik Peserta Pemilu pusat, provinsi dan kabupaten/kola menyampaikan
LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum dengan menginmkan data dan dokumen LPSDK
yang diunggah melalyl Skadeka,

2] Ayat (4), Penyampaian LPSDE dilakukan mulsi dan awal masa Kampanye sampai dengan
1 (satu) Had setelah masa Kampanye berakhir, dan

3) Pasal 48 ayat (2), LPSDK disampaikan sacara lengkap yang terdin atas:
a) LPSDK Pinak Lain Persecrangan;
b) LPSDK Pihak Lain Kelompok, dan
c) LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah
4. Laporan Penermaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDX)

a Muatan Inforrmasi, Pasal 50 ayat (1) PEPU Nomor 18 Tahun 2023, Partai Poitik Paserta Pamilu
menyusun LPPDE yang memuat informasi

1} REDIK,
2} Saido awal atau saldo pembukaan dan sumber perclehan;

3] Sakdo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penenmaan sumbangan dan
pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila ditenma sebelum perode pembukuan;
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4) Calatan penenmaan dan pengeluaran Parla Politk Peserta Pemulu lermasuk sebelum
pembukaan RKDK;

3] NPWF masing-masing Pariai Pobtik Peseria Pemilu,
&) Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan:
7] Saldo akhir pada saat penulupan RKDK, dan
8) Asersi atas Laporan Dana Kampanye
b. Periode Pembukuan, Pasal 50 PKPU Nomor 18 Tahun 2023

1] Ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LFPDK yang demula
sejak 3 (bga) han setelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemiu dan ditutup 7 (tujuh)
hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umuem

2] Ayat (8), LPPDK Partal Politk Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota ditandatlangani oleh Pimpinan Partal Politik sesuai dengan tingkatannya.

J} Ayat (7). LPPDK calon anpgota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
ditandatangani cleh calon yang barsangkutan.

4} Ayat (B), Dalam hal Pimpinan Partal Pelitik bedhalangan tetap, LPPDE dapat ditandatangani
oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ADJART Partal Polifik yang bersanghkutan
dibuktikan dengan sural keterangan pendelegasian dar Partal Politik vang barsangkutan.

5} Ayat (10), Barhalangan tetap meliputi keadaan
a) maninggal dunia
b) tdak mampu melaksanakan lugas secara permansn; atau
¢} sedang melaksanakan ibadah keagamaan.
c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 53 PKPU Momaor 18 Tahun 2023:

1 Ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu dapat menyampaikan LPFDK dengan menginmkan
data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka

2} Ayat (4], Pimpinan Parial Politk Pesarda Permiu pusat, proving, dan kabupatenhota Peserta
Pemilu Anggota DPR dan DPRD menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15
{ima belas) har setalah pamungutan suara paling lambat pukul 23.50 waktu setempat

3) Ayat (6), Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan LPPDK, Komisi
Pemilihan Umum menyampaikan LADK dan LPSDOK kepada KAP melalul Sikadeka uniuk
dilakukan audit, dan

4) Pasal 50 ayal {4), Penyampaian LPPDK kepada KAP yang telah ditunjuk oleh Komisi
Pemilihan Umum, dilamperi dengan LADE dan LPSDK serta dilengkapi dengan

a)j Farmulir 1, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;

b) Formulir 2, Daftar Penenmaan Sumbangan Dana Kampanye;

¢) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye:
dj Formulir 4, Daftar Parsadiaan Barang Dana Kampanya,

&) Formulir 5, Laporan Akiivitas Penefimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum
Parods Pambukuan Laporan Panarimaan dan Pengeluaran Dana Kampanys,
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fi Formulir 8 Laporan Penenmaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencalatan
Penerimaan dan Pengaluaran;

o) Fowrmulir T, Asersi Alas Laporan Penenmaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
h} Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanya;

i) Sural Pemyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon
bersangkutan telah ditutup; dan

|| Bukli-Dukh ransaksi penermaan dan fransaks pengeluaran.

d. Sumber/Klasifikasi dan ldentitas Penyumbang, sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 18
Tahun 2023

1} Pasal 31 ayat (1), Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dark:

2)

3

4)

5)

&)

7)

B)

a) Partai Politi;

b) Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Palitik yang
bersangkutan; dan

) Sumbangan yang sah manurul hukum dan pihak lan, yatu:
i. Pemseorangan,

ii. Kelompaok;
ili. Perssahaan; danfatau

v, Badan usaha nonpermanniah

Pasal 32 ayat (8). Keiompok yang membersikan sumbangan kepada Peserla Pemiu daam
bentuk uang, barang, danfatau jasa merupakan kelompok berbadan hukum selain organisasi
masyarakal sesuai demgan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai
organisas masyarakat

Pasal 33 ayat (1), Sumbangan dan pihak lain harus diengkapi dengan surat pernyataan
peryumbang yang menunt informagi dentitas Penyumbang dan jumlah sumbangan

Pasal 33 ayal (2), Sumbangan yang barasal dan perseorangan, kelompok, perusahaan,
dan/alau badan usaha nonpemerintah harus mencaniumkan informasi identitas yang jelas
dan jumiah sumbangan.

Fasal 48 ayat (2] huruf b, Sumbangan yang berasal dani pihak lain Kelompok dilampin salinan
keputusan pengesahan pandinan Badan Hukum Nonpemenntah dar Menteri yang
menyelenggarakan unusan pemesiniahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Fasal 48 ayat (2) huruf ¢, Sumbangan yang berasal dan pihak lain parusahaan atau Badan
Usaha Nonpemenniah wajit dilamipiri salinan akta pandirian Perusahaan atau badan usaha

Fasal 36 ayat (3) huruf b, Penenmaan sumbangan Dana Kampanys yvang dilakukan dangan
cara memindahkan dana dasd nomor rekening penyumbang ke REDK disedal identitas
penyumbang.

Pasal 36 ayat (5), ldentitas penyumbang dapat berupa sural keterangan dan bank yang
bersangkutan; Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan malalul setoran tunai pada bank,
diseriai dengan surat pemyataan penyumbang
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e. Pencatatan Penermaan Sumbangan, PKPU Momor 18 Tahun 2023

1} Pasal 34 ayal (4), Parial Politik Peseria Pemilu mencatatl dan melaporkan seluruh sumbangan
{mencakup uang, tarang, dan‘atau jasa yang dikonversikan dengan niai uang, lermasuk
utang dan diskon pembelian barang alau jasa yang melebihi balas kewajaran transaksi jual
beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan, dan

2] Pasal 3T ayat (1), Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditermpatkan pada REDE teriebih
dahuly sebelum digunakan uniuk kegiaian kampanye pemilu.

f. BatesanvKesasuaian Sumbangan, sebagamana diatur dalam PEPU Nomar 18 Tahun 2033 Pasal
34 ayat (1) dan (2), Pariai Politk Pesera Pemilu memaluhi jumish penerimaan sumbangan
{mancakup uang, barang, danfalau jasa yang dikonvarsikan dengan nilal uang, termasuk utang
dan diskon pembelian barang atau @sa yang mslebini batas kewajaran ransaksi jual beli secara
umum) yang dilaporkan dalam LADE dan LPPDK tidak mealebibi jumiah di bawah ini:

1} Rp2.500.000.000,00 (dua milkar ma ratus juta rupiah) uniuk penyumbang persecrangan; dan

2} Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miiar rupiah) uniuk penyumbang kelompok dan/atau
badan usaha non pemernntah.

g. Sumbangan yang ditarang, Pasal 34 ayatl (5) PKPU Nomar 18 Tahun 2023, Partai Politik Peserta
Pemilu yang menarnma sumbangan melebini ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut;

1) dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud.
2) wajib melaporkan sumbangan tersebul kepada Komisi Pemilihan Umum; dan

3} manyerankan sumbangan tersabut ke kes Magara paling lambat 14 (ampat belas) han satalah
masa Kampamse barakhir.

h. Batasan Pengeluaran Dana Kampanys, PEKPU Momar 18 Tahun 2023:

1) Pasal 41 ayat (1), Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu calon anggota DPR, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yaitu untuk:

8) pemblaysan akihitas kampanys,
b) pembayaran hulang, dan
¢} pengeluaran BEin-ain yang dinils berdesarkan hanga pasar yang wajar,

2) Pasal 34 ayat (d), Seliap diskon pembelian barang vang melebihi batas kewaaran jual bel
yang bertaky secara umum, diperlakukan keteniuan sumbangan

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan buktl yang relevan dan terbatas pada informasi yang
tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami géeh Paral Keadilan Sejahtera
Kabupalen Bucl, Pada sualu pelaksanaan Perkatan Asurans, levdapat keterbatasan yang melekat,
misainya, pengujian secara sampling yang dilskukan memungkinkan adanya kegagalan dalam
mendeteksi ketdakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapal kelerbatasan sifal. saat, lingkup,
ragam, dan Karakievistik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga
ada kemungkinan Cana Kampanye bdak tercakup secara menyelurub dalam laporan Dana Kampanye
tersebul. Pemariksaan kami juga terbatas hanya pada dokumean danfatau informasi yang diserahkan
danfatau digediakan oleh Partal Keadilan Sejahbtera Kabupaten Buol, sehingga kami tidak melakukan
permmeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan
legal atas kepatuhan Parai Keadilan Bejanigra Kabupaten Buol terhadap peraturan perundang-
undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.
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Tanggung Jawab Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Buol

Fartal Keadilan Sejahiera Kabupalen Buol beranggungjawab atas penyusunan Laporan Dana
Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beriaku. Tanggung jawab
iersebul juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam
laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan uniuk
pEnyusunan laporan.

Pariai Keadilan Sejahiera Kabupaten Buol juga berdanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan terkail Dana Kampanye, sebagaimana yang tefah dinyatakan datam Asersi alas
Laporan Penarmaan dan Pengafuaran Dana Kampanye Pariai Kaadilan Sejahiera Kabupaten Bual
Tanggal 26 Februari 2024

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalsh untuk menyatakan simpulan berupa pandapat dengan
keyakinan memadai lerhadap Laporan Dana Kampanye fersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang
kami lakukan dan bukii-bukti yang kamd peroleh, Kami melakukan perkatan ini berdasarkan Standar
Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022) "Pedkalan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi
Keuangan Histons” yang ddetapkan olsh Institil Akunlan Publk indonesia. Standar tersebut
mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi
Akuntan Publik termasuk parsyaratan indepandensl bagl semua personal yang leribal dalam Perikatan
Asurans ini. Standar lersebut juga mewsjibkan kami unfuk merencanakan dan melaksanakan Perkatan
Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperiukan dalam
mwlaksanakan Penkatan Asurans ind. Sesua dengan  pasal 102 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 18 Tahun 2023, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 [tiga puluh) han kalender
ferhitung sejak kami menenma Laporan Dana Kampanye Partai Keadilan Sepahtera Kabupaten Buol
dari KPU Kabupaten Buol.

Simpulan

Menurut opini kami, Asersi Partal Keadilan Sejahiera Kabupaten Buol dalam Laporan Dana Kampanys
tersebul di alas, telah patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur
datam Peraluran Komisi Pemiliban Umumn Nomor 18 Tahun 2023

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam malakukan Perkatan Asurans ini hanya kepada KPU Provinsl Sulawes
Tengah dan sesuai dengan Sural Pananjian Kontrak yang telah disepakati, Olah karena itu kami tidak
bertanggung jawab atas panggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atay untuk tujuan lainnya

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
BUDIAN DAN REKAN

[,
g,

Izin Akuntan Publik No. AP 1948

Kantor Akuntan Publik BUDIANDRU DAN REKAN | Nomor zin Usaha: KMK-RI No. 514/HM.1/2020
Membar of Global Integrated Assurance | Waballo: www knpbudiandrudanrekan.com

Branch Jakarta — Kemayonen
JL Uttan Panjang 3 Mo, 10, BT . TIRW.T,
Litan Panjang, Kec, Kemayoran, Kola Jakata Pusal,
Daerah Khusus [bukota Jakarta 10640
Tip. 08Z1 10000730 Email : kapbrjakana 1 Eamail.com



G. FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PKS

ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BUOL

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Sutriady JS. Lasuma
Alamat : DesaLamadong I
Nomor Induk Kependudukan : 7205010212810001
Jabatan . Ketua

2. Nama . Sri Yolanda Abas
Alamat : Kelurahan Leok |
Nomor Induk Kependudukan : 7501164903890001
Jabatan . Bendahara

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

PATUH/
NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
A. | Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
1. | Pembukaan a. Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Patuh
Partai Politik Peserta Pemilu dan terpisah dari rekening | Peraturan Komisi Pemilihan
Partai Politik Peserta Pemilu. Umum tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2023
b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum sejak Partai Pasal 37 ayat (3) Peraturan Patuh
Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Komisi Pemilihan Umum
Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum tentang Dana Kampanye
dimulainya masa Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor |Pasal 37 ayat (8) Peraturan Patuh
RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota. tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.




PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
2. | Pengelolaan Kami menempatkan Penerimaan Dana Kampanye yang Pasal 36 ayat (2) Peraturan Patuh
berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum Komisi Pemilihan Umum
digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu. tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
3. |Penutupan a. Kami menutup RKDK pada bank umum 1 (satu) Hari Pasal 38 ayat (1) Peraturan Patuh
setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan | Komisi Pemilihan Umum
1 (satu) Hari sebelum penyampaian Laporan Dana tentang Dana Kampanye
Kampanye kepada KAP. Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan Pasal 38 ayat (5) Peraturan Patuh
rekening khusus dana kampanye dari Bank Umum Komisi Pemilihan Umum
kepada KPU Kabupaten/Kota, 1 (satu) Hari setelah tentang Dana Kampanye
menerima surat pernyataan dari Bank Umum. Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.
B. |Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
1. |Muatan Informasi | Kami menyusun LADK yang memuat informasi: Pasal 47 ayat (1) Peraturan Patuh

a. RKDK; Komisi Pemilihan Umum

b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber |tentang Dana Kampanye
perolehan; Pemilihan Umum Nomor

c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo 18 Tahun 2023.
hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk
kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode
pembukuan;

d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik
Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;

e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik
Peserta Pemilu; dan

f.  Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat
dipertanggungjawabkan.

2. | Pembukuan a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Patuh
yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik Komisi Pemilihan Umum
ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) |tentang Dana Kampanye
Hari sebelum penyampaian LADK. Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan |Pasal 43 ayat (3) Peraturan Patuh
keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang Komisi Pemilihan Umum
bersangkutan. tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi Pasal 43 ayat (6) Peraturan Patuh

tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan
pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran
yang dapat dipertanggungjawabkan.

Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.




PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab | Pasal 43 ayat (7) Peraturan Patuh
Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
3. |Penyampaian Kami menyampaikan LADK kepada KPU Pasal 51 ayat (3) Peraturan Patuh
Laporan Kabupaten/Kota dengan mengirimkan data dan Komisi Pemilihan Umum
dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka; tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
Kami menyampaikan LADK dilakukan paling lambat 14 | Pasal 51 ayat (4) Peraturan Patuh
(empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal Komisi Pemilihan Umum
pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat tentang Dana Kampanye
umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat; Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan |Pasal 51 ayat (7) Peraturan Patuh
LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui | Komisi Pemilihan Umum
Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima tentang Dana Kampanye
tanda pengembalian dan berita acara hasil Pemilihan Umum Nomor 18
pencermatan dari KPU Kabupaten/Kota, paling lambat | Tahun 2023.
pukul 23.59 waktu setempat.
4. | Kelengkapan Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri Patuh

atas:
1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE;

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN
AWAL DANA KAMPANYE;

6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PENCATATAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN;

7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA
KAMPANYE;

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye; dan

9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi
pengeluaran.

Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh
KPU Kabupaten/Kota, maka kami wajib melengkapi
dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud
dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:




NO

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/
TIDAK
PATUH

3

5

1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE;

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN
AWAL DANA KAMPANYE;

6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PENCATATAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN;

7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA
KAMPANYE;

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye; dan

9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi
pengeluaran.

Patuh

Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

Muatan Informasi

Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU
yang memuat informasi:

a. ldentitas penyumbang; dan

b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye.

Pasal 49 ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023

Patuh

Penyampaian
Laporan

Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten/Kota,
mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu)
Hari setelah masa Kampanye berakhir.

Pasal 52 ayat (3) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

Patuh

Kelengkapan

Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri
atas:

a. LPSDK Pihak Lain Perseorangan;
b. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan

c. LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha
Nonpemerintah.

Patuh

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

Muatan Informasi

Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi:
a. RKDK;

b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber
perolehan;

Pasal 50 ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor

Patuh




PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo 18 Tahun 2023. Patuh
hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk
kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode
pembukuan;
Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik
Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik
Peserta Pemilu;
Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat
dipertanggungjawabkan;
Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK;
dan
Asersi atas Laporan Dana Kampanye.
2. | Pembukuan Kami menyusun LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari Pasal 50 ayat (2) Peraturan Patuh
setelah penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum
ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK tentang Dana Kampanye
kepada KAP yang ditunjuk KPU. Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan |Pasal 43 ayat (3) Peraturan Patuh
keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang Komisi Pemilihan Umum
bersangkutan. tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi Pasal 43 ayat (6) Peraturan Patuh
tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan Komisi Pemilihan Umum
pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran |tentang Dana Kampanye
yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab | Pasal 43 ayat (7) Peraturan Patuh
Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
3. | Penyampaian Kami menyampaikan LPPDK kepada KAP yang Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3) Patuh
Laporan ditunjuk oleh KPU dengan mengirimkan data dan Peraturan Komisi Pemilihan
dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka. Umum tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2023
Kami menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima Pasal 53 ayat (4) Peraturan Patuh
belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling Komisi Pemilihan Umum
lambat pukul 23.59 waktu setempat. tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
4. |Kelengkapan Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri Patuh

atas:

1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE;




PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN Patuh
DANA KAMPANYE;
3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA
KAMPANYE;
5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM
PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
6) FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE PENCATATAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN;
7) FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye;
9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan
bahwa rekening Partai Politik Peserta Pemilu yang
bersangkutan telah ditutup; dan
10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi
pengeluaran.
E. |Ketentuan Lainnya
1. | SumberDana Kami menerima Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Patuh
Kampanye DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diperoleh Komisi Pemilihan Umum
dari: tentang Dana Kampanye
a. Partai Politik; Pemilihan Umum Nomor
b. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD 18 Tahun 2023.
kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan;
dan
c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain
2. | Pembatasan/ Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan Pasal 34 Peraturan Komisi Patuh
Kesesuaian sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa Pemilihan Umum tentang Dana
Sumbangan yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon Kampanye Pemilihan Umum

pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran
transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK,
LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal
sumbangan sebagai berikut:

a. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari
perseorangan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua
miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye.

b. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari kelompok,
perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah
paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima
miliar rupiah) selama masa Kampanye.

Nomor 18 Tahun 2023.




PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
3. | Sumbanganyang | Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang Pasal 34 ayat (5) dan Pasal Patuh
Dilarang dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang | 116 ayat (2) Peraturan Komisi
maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut: Pemilihan Umum tentang
a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut; Dana Kampanye Pemilihan
b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada [Umum Nomor 18 Tahun 2023.
KPU; dan
c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara
paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa
Kampanye berakhir.
4. |Pengeluaran Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Pasal 41 Peraturan Komisi Patuh

Dana Kampanye

Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye,
pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai
berdasarkan harga pasar yang wajar.

Catatan:

a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian
barang dan/ atau pembayaran jasa.

b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas
hutang Partai Politik Peserta Pemilu yang timbul dari
pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung
jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk
membiayai saksi Partai Politik Peserta Pemilu dalam
pemungutan dan penghitungan suara.

Pemilihan Umum tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2023

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUYPATEN BUOL

LN
(Sutriady JS. Lasuma)

Buol, 26 Februari 2024

KABUPATEN BUOL

ol bas)

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH




A. FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

JIC
PKS

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA
DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BUOL

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
Periode 17 Desember 2022 s/d 05 Januari 2024

NOMOR

AKTIVITAS

BENTUK DANA KAMPANYE

UANG (Rp)

BARANG (Rp)

JASA (Rp)

Al

Penerimaan sebelum periode
pembukuan

0

0

0

Penerimaan sumbangan

Partai Politik

a. Partai Politik Tingkat Pusat

b. Partai Politik Tingkat Provinsi

c. Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota

Calon Anggota Legislatif

a. Sumbangan Calon Anggota Legislatif
kepada Parpol

b. Jasa Kampanye Calon Anggota
Legislatif

27.092.500

Sumbangan Pihak Lain Perseorangan

Sumbangan Pihak Lain Kelompok

Sumbangan Pihak Lain Perusahaan
dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah

JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN

27.092.500

Penerimaan Lain-Lain

Bunga Bank

JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN

Penerimaan Barang Hasil Pembelian

Penerimaan Barang Hasil Pembuatan
Bahan/Design dan/atau Alat Peraga
Kampanye

Barang Diterima Dimuka Hasil
Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat
Peraga Kampanye

JUMLAH PENERIMAAN BARANG
HASIL PEMBELIAN

TOTAL PENERIMAAN

27.092.500




NOMOR

AKTIVITAS

BENTUK DANA KAMPANYE

UANG (Rp)

BARANG (Rp)

JASA (Rp)

Pengeluaran sebelum periode
pembukuan

Pengeluaran

Rapat Umum

Pertemuan Terbatas

Pertemuan Tatap Muka

Mo e P

Pembuatan/Produksi Iklan di Media
Massa Cetak, Media Massa Elektronik,
Media Sosial, dan Media Dalam
Jaringan

o|j|Oo|O|O

ol NolNol Ne]

el NolNol Ne)

Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat
Peraga Kampanye

Penyebaran Bahan Kampanye Partai
Politik Kepada Umum dan/atau
pemasangan Alat Peraga Kampanye

a. Penyebaran Bahan Kampanye Partai
Politik Kepada Umum

b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye
Partai Politik

Penyebaran Bahan Kampanye Calon
Anggota Legislatif Kepada Umum
dan/atau pemasangan Alat Peraga
Kampanye

a. Penyebaran Bahan Kampanye Calon
Anggota Legislatif Kepada Umum

b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye
Calon Anggota Legislatif

Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar
Larangan Kampanye dan Peraturan
Perundang-undangan

Pengeluaran Lain-lain

a. Administrasi Bank

. Pembelian Kendaraan

b
c. Pembelian Peralatan
d

. Pembayaran Utang Pembelian
Barang

o|Oo|O|O

olo|o|oOo

olo|o|o

e. Pengeluaran Lain

1) Pengeluaran Lainnya

2) Sumbangan ke Parpol Tingkat
Provinsi/Kabupaten/Kota

3) Sumbangan ke Calon Anggota
Legislatif

4) Jasa Kampanye Calon Anggota
Legislatif

27.092.500

TOTAL PENGELUARAN

27.092.500

Utang

Utang Pembelian Barang




BENTUK DANA KAMPANYE
NOMOR AKTIVITAS
UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp)
D Saldo
1. Kas di Rekening Khusus Dana 0 0 0
Kampanye
Kas di Bendahara
3. Barang 0 0
Buol, 05 Januari 2024
KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN BUOL Q\;Rus 04 KABUPATEN BUOL

.

N

(Sutriady-JS. Lasuma)

{

(Sri Yolanda Abas)




KANTOR AKUNTAN PUBLIK
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LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Laporan No . KAPAA/ASR-DAKAM/2024A11005

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Buol

Cakupan

Kami telah ditugaskan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Sural Peranjian (Kontrak) Pelaksanaan
Pekerjaan Jasa Konsultansi Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu 2024 *Partai Hati Nurani Rakyat" Nomor
I69PL.01.7-SPK/72/2024 Tanggal 26 Februarl 2024, untuk melakukan Perkatan Asurans dengan keyakinan
memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partal Hati Nuranl Rakyat
Kabupaten Buol untuk periode 17 Desember 2022 s.d. 22 Februari 2024 terhadap peraturan perundang-undangan
terkait pelaporan Dana Kampanye:

— UL Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemeriniah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun
2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

PKPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum,

Kep. KPU Nomor 1677 Tahun 2023 fentang Padoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.
Kep. KPU Nomor 1815 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye
Peserta Pemilihan Umum.

Kep. KPU Nomor 210 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemiihan Umum Nomor 1815
Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Untuk selanjutnya peraturan-peraturan lersebut kami sebut sebagai Peraturan Dana Kampanye.

Informasl Hal Pokok
Berdasarkan ketentuan Peraturan Dana Kampanye Laporan Dana Kampanye Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten
Buol terdin darl:

1

Laporan Awai Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana
Kampanye, sumber perdehan saido awal atau sado pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan
pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penenmaan
sumbangan yang barsumber darl pasangan Calon dan/atau Partal Politik atau Gabungan Partal Politi dan pihak
lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Pesarta Pemilu sampai dengan 1 (satu) harf sebelum penyampaian
LADK kepada KPU Kabupaten Buol; dan

Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memual seluruh penerimaan
yang ditenma Peserta Pemilu setelah LADK disampaitan sampai dengan 1 (satu) han sebelum penyampaian
LPSDK kepada KPU Kabupaten Buol; dan

L.aporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat saluruh
penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagal Peserta Pemily sampai
dengan berakhimya masa kampanye.

JI. Barombong No. 240 Bonto Pajja, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 90225
Tolp/Fax (0411) 8216743, HP. 082292251930, Email: kap.ardaniah.abbas@gmail.com
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Kriteria

Kriteria yang kami gunakan datam Perikatan Asurars inl adalsh sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Dana
Kampanye. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapian oleh Partal Hatl Nurani Rakyat Kabupaten Buol dalam
penyusunan Laporan Dana Kampanye. Knfera yang wajib dipatuhi oleh Partai Hali Nurani Rakyat Kabupaten Buol
ddanmenyusun Lapom Dmal(anpanye a!dah

a PMMMMMMMWMWMM&MMWWM
rekening pribad| Pariai Poltik Peserta Pemilu pada Bank Umum,

b. Pata Politk Peseria Pemilu membuka RKDK tidak melampaul ketentuan Pembukaan RKDK yaitu paling
lambat 1 (satu) han sebelum dimulainya masa kampanys.

¢ Pembukaan RKDK dilengkapl dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang derbitkan cleh KPU.

d. Pata Politk Peserta Pemily tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupatenkota memtuka dan
melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU, KPU Provinsl, dan/atau KPU Kabupaten/Kola sesual
dermwamm

a WMMMﬂuMMWMWWWNMKdMWWW
pemyataan dari pimpinan Partai Politi,

b Penenmaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK fterebih dahulu sebelum
digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu,

c Rmxmmmnmnumdmdmmwammm

" Partal Polik Peserta Pemiu wojb menuip RKDK pada: Bark Uniurs 4 (satu) Hari sstelah penutupan
pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampalan LDK kepada KAP.

b. Penutupan RKDK disampaikan dengan melampirkan sural permohonan penutupan RKDK kepada Bank
Umum,

c. Partai Politik Paserta Pemiiu wajb menyampaikan bukti penutupan rekening berupa surat pemyataan dar Bank
Unmi(sam]Hmseua‘lmmtammdadBauUmun

PataPol&PesenaPemllu mnmunLADKymgmmuatntom
a RKDK
b. Salde awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber peroigharn;
c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saido hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk
kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
d.  Catatan penermaan dan pengeluaran Partal Politik Peserta Pemiu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
& NPWP masing-masing Partai Politik Paserta Pemiu;
I, Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan
Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) - Periode Pembukuan
a3 Panal Politk Peserta Pemilu mematuhi pembukuan LADK yaitu 3 (tiga) Harl setelah Pantai Politik ditetapkan
sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Harl sebelum penyampalan LADK.
b. LADK Partal Politk Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Proving!, dan DPRD KabupatenKota ditandatangani

oleh Pimpinan Partal Politlk sesuai dengan tingkatannya

JI. Barombong No. 240 Bonto Pajja, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 90225
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c.  LADK caion anggota DFR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupatenkota ditandatangani oleh calon yang
bersangkutan,

d. Dalam hal Pimpinan Partal Politk berhalangan tetap, LADK dapal ditandatangani oleh pihak yang berwenang
sesual dengan AD/ART Partal Politk Peserta Pemilu yang bersanghutan.

e. Berhalangan tetap meliputi keadaan:
1. meninggal dunia;
2. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau

a Paal PoﬂltPesmaPemludmcaonAnmotaDPR DPRDPumphumai Politik Peserta Pemilu
tingkat pusat provins, dan kabupatenkota mematuhl penyerahan LADK tdak melampaul waktu yang
ditetapkan yaktu 14 (empat belas) Harl sebelum harl pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam
bentuk rapat umum, paing lambat pukul 23.59 waktu satempat.

b. Pata Politk Peserta Pemilu menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang
diunggah melalui Sikadeka.

c. Apabia terdapat perbalkan, maka LADK perbaikan disampakan cleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye
tingkat nasional kepada KPU melalul Sikadeka paling lambat 5 (hari) Hari sefak menerima tanda pengembatan
dan benta acara hasil pencermatan dan KPU, paling lambat pukul 23.53 wakiu setempat.

d. Penyerahan LADK kepada KPU, KPU Provinsl, dan KPU Kabupaten/Kota sesual dengan tingkatannya yang
dbnokapi dengan:

FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;

FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE

FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPCRAN AWAL DANA KAMPANYE;

FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN,

FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;

Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan

Buks-bukt transaks! penerimaan dan transaks! pengeluaran

e muoxyagwmmmmmmmmw&mmm KPU Provinsl,

danvatau KPU KabupatervKota sesuai dengan Ungkatannya, maka Partal Poltik Peserta Pemilu wajib melengkapi
dan/atay memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang yang terdirt atas:
1. FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;

FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE,

FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;

FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM

PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN;

FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

B

L ® N o

T ks 2008 o

N
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8. Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
9. WMWMMWW

LPSDKmemammasisebagdbaﬂku

a. ientitas penyumbang

b. jumiah sumbangan Dana Kampanye

Laporan Pember Sumbangan Dana Kampanye (LPSOK) — Kelengkapan dan Penyampalan Laporan

a Panai Poitlik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota menyampakan LPSDK
kepada KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Skadeka,

b Penyampaian LPSDK diakukan mutai darl awal masa kampanye sampal dengan 1 (satu) Har setelah masa
Kampanye barakhir.

¢. UPSOK disampalkan secara lengkap yang terdin atas:
1, LPSDK Pinak Lain Perseorangan,
2. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan
3, LPSDKWmedwambmUsahaNonpemﬂmm

PWWMWWMKleW

a. RKDK

b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;

¢. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk
keglatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan,

d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Panal Poiitik Peserta Pemiiu termasuk sebaium pembukaan RKDK;

e. NPWP masing-masing Partal Politik Peserta Pemiu;

f. Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Q. Saldo akhir pada saat penutupan RKDK; dan

h. AsemamLapmmDamKamauye.

a Pm%%a%um&hww&wﬂw%ymdmmammmmn
ditetapkan sebagal Partal Politk Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) han sebelum penyampalan LPPDK kepada
KAP yang ditunjuk KPU.

b. LPPDK Parai Polilik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsl, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatanganl
oleh Pimpinan Partal Poiitik sesual dengan tingkatannya.

c. LPPDK caion anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten®ota ditandatangani oleh calon yang
bersangkutan.

d. Dalam hal Pimpinan Panai Poitik berhalangan tetap, LPPDK dapat dtandatangani oleh pihak yang berwenang
sesual dengan AD/ART Partal Politik yang bersangkutan dibuktikan dengan surat keterangan pendelegasian darl
Partai Politlk yang bersangkutan,

8. Berhalangan tetap meliputi keadaan:

1. meninggal dunia;
2. lidak mampu melaksanakan tugas secara parmanen; alau
3. sadang melaksanakan lbadah keagamaan
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a PmﬂPoMmePemuudwatmnyman L%Kdenganmnglﬁntmd&admdohmen LPPDK
yang dunggah melalul Sikadeka
b. Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota Peserta Pemilu Anggota DPR
dan DPRD menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan
suara paling lambat pukul 23.59 waktu setempat
¢. Penyampaian LPPDK kepada KAP yang telsh ditunjuk oleh KPU, ditampirl dengan LADK dan LPSOK serta
d"emw dengan.
FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE:;
FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;
FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;
FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM
PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
8. FORMULIR & LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PENCATATAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN;
7. FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
8. Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
9. Surat Pemyataan dan Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah
ditutup.
10. Bukt-bukti transaksi penerimasn dan transaksi pengeluaran
d. Dalam ha Paral Politk Peseria Pemilu tidak menyampaikan LPPDK, KPU menyampaikan LADK dan LPSDK
kepm KAP melaiul smeua umiuk dilakukan awd

T

a DmemeAmmDPRdePRDMrm

1) Partai Politik;
2) Caion anggota DPR, DPRD provins, dan DPRD kabupaten/kota dar Partal Politik yang bersangkutan; dan
Sumbangan yang sah menurut hukum dan pihak lain, yatu:
a. Perseorangan,
b. Kelompok;
¢. Perusahaandan/atau
d. Bacgan usaha nonpemerintah

b, Sumbangan dar pihak lain harus ddengkapi dengan surat pemyataan penyumbang yang menurut informasi
entitas Penyumbang dan jumiah sumbangan.

¢. Sumbangan yang berasal dar perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah
harus mencantumkan informasi identitas yang jedas dan jumiah sumbangan.

4. Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peserta Pemilu dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa
merupakan kelompok berbadan hukum selain organisasl masyarakal sesual dengan ketentuan perurdang-
undangan yang mengatur mangenal organisasi masyarakat.

e. Sumbangan yang berasal dari pihak lan Kelompok diampin salinan keputusan pengesahan pendirian Badan
Hukum Nonpemerintah darl Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak
asasi manusia
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f. &mmmmmammunmamemummwmqmwsznm
akta pendrian Perusahaan atau badan usaha

g mwmmmwpynmmmmmmmmmaﬂwmm
penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang.

h. lcentitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan;

I SuMmMMmmdmmmmmwmm.dwmwmmm

a Pmmmmwmmmwmmmmmmm ba'am dan/atau
Jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, lermasuk utang dan ciskon pembelian barang atau jasa yang melebih
batas kewagaran transaksi jual bel secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan,

b. Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditampatkan pada RKDK terfebih dahulu sebelum digunakan uniuk
teulamkmwwmh

Pmmmmmmwmmmm(mupm hamg

dan/atau jasa yang dikonversian dengan nilal uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang

alau jasa yang melebihi batas kewajaran ransaks| jual bell secara umum) yang dilaporkan dalam LADK dan LPPDK
tdak melebihi jumiah 3l bawah ink

a. Rp 2.500.000.000,00 (dua mityar lima ralus juta rupiah) untuk Penyumbang persecrangan; dan

b. Rp 25.000.000.000,00 {dua puluh kma milyar rupiah) untuk penyumbang kelompok dan‘atau badan usaha non

MMMMMMSWMW mmmmmnnmbem

a Ditarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;

b.  wajib melaporkan sumbangan tersabut kepada KPU; dan

¢.  menyerahkan sumbangan tersedbut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye

a wmmmwmmmmnmmmmmkwmm
untuk:
1. Pembiayaan akiivitas kampanye,
2 Pembayaran hutang, dan
3. Pengeluaran lain-ain yang dinital berdasarkan harga pasar yang wajar
b. Seliap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang beriaku secara umum,
dipedakukan ketentuan sumbangan.
Partal Politk wajib mencatat seluruh pengeluaran berupa uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan khusus
Dana Kampanye dan terpisah dari pembukuan keuangan.
Pembukuan sebagaimana dimaksud mencakup Informasi tentang bentuk dan jumiah pengeluaran disertal bukti
pengeluaran yang dapat dipertanggungiawabkan.
Dana Kampanye dilarang digunakan untuk memblayal saksi dalam pemungutan dan penghitungan suara.

o

a
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Keterbatasan Laporan
mmmmmdmmmuﬁymmmmmammymmpm
Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai Hatl Nurani Rakyat Kabupaien Buol. Pada suaty
mmmmmmmmmmmmm.mmmmmym
Oiakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang tefjadi. Temapat
keterbatasan sifat, saat, ingkup, ragam, dan karakleristik yang melekat pada sumber dana sebagai asa usul Dana
Kampanye, mamummmmwammmmmmmm
Wmmmmmwmmmmmmmamm
MmMWMWMNmimmemM.WMIWMMW
atasna-nalyammdmgkapkmmdalantapom.Kamiwammmmmmbgdmskepauhmpm
kummammmmmmymmummmm
Kampanye.

mgungmpmmmmwwmumm Buol
PWHa:NuaﬁR&ydManw@munmmmwmmmo&\mwﬁmmw
gengan peraturan perundang-undangan yang beraku, Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode
m,mmwwmdmn&mdmm.mmtm,hmmmw
slM,dmmmMMmymmmmnawamwm
mmmmmmmmmmwmmmmm.wm
m»&mamm«mmmaummmumwmmmwmmﬁm
Pemiluy Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Buok

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapal dengan keyakinan
memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami kakukan dan buktl-
buxti yang kami peroleh. mmmwmmmmmmm&:
mwmmmwmwmmwﬂmwwwmmmmmm
mnmuuswuammmnmmumwmmwamuumam
memmmmmmymmmwmmwumum
mmmhl.suuammmawmmmummmmmm
Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpuian kami.
sammwmmmwwmmamymgdmmummm
Perikatan Asurans ini. SesuddemmPaﬂmDanKanpmyo.wmnmmmampemmIsamw[m
puluh) hari kalender temitung sefak kami menerima Laporan Dana Kampanye Partal Hatl Nurani Rakyat Kabupaten
Buol dan KPL Kabupaten Buol.

Basis adanya Ketidakpatuhan
Wmmwmmamammmmmmﬁmmmmm
wmmmmwmmmmpmmmm&mmmmmmm
Nurani Rakyat Kabupaten Buol selama periode 17 Desember 2022 s d. 22 Februari 2024, antaralain:
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Agersi LADK terkait muatan informasi (PKPU 18 tahun 2023 pasal 47 ayat 1) * panai polik peserta pemilu
menyusun LADK yang memuat informasi diantaranya : RKDK ; Saldo awal RKDK atsw saldo pambukaan dan sumber
peroiehan, Sakio ewsl pembwkian; Cafatan Penenmaan den Pengeiuaran Parda Pollik Peserfa Pemily osl.”

Kondisi : Fartai politik pasera hdak mefampirkan keseluruhan mutasi rekening koran sehingga kami tidak dapat
melakukan rekonsiliasi RKD¥ saat pemdupan LADK.

Simpulan

Menurut opini kami, sebagaimana adanya ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas dalam semua hal yang material,
Asersi Partai Hati Murani Rakyst Kabupaten Buol dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas. tidak patuh
terhadap kritena yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Kampanye.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jewab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada KPU Kabupaten Buol dan sesuai dengan
Sural Perjanjian Kontrak yang felah disepakati, Oleh karena itu kami fidak bertanggung jawab atas penggunaan
kaporan ini cleh pihak lain danfatau uniuk tujuan kinnya.

KAP ARDANIAH ABBAS
™

e

BE_Ak C.A, M EPL.{
Namor kzin Akuntan Publik ; AP. 1346

Gowa, 23 Maret 2024

[

JI. Barombong No. 240 Bonto Pajja, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 90225
Talp/Fax (0411) 8216743, HP. 082293251930, Email: kap.ardaniah.abbasi@gmail.com .f




G FORMULIR T AEERE| ATAS LAPORAN PENERMAAN DAN PENGELUMRAN DARA KAMFANYE

HANURA »

BSTRCE] ATAS LAPDRAN FENERMAAN DAN FEPGELLIARAN [N HAMPANTE
PARTAI PULITIK PESERTA PERILL
PARTAI HATI MURANI RAKYAT
DEWAN PIMPINAN DAZRAH FABUPATEN BUOL

Karmi ynng berlanda t=ngan di kawah ini

1. MEma ¢ BAHIALAN M. AIM.S.5oa
Alamal o Halsrnhan Bal
Mo Indul ependudukan S TRNDEINE RN
Jutiaten ¢ Keta

. Memm ¢ AMBAH JHUSAIN
Alzmat ¢ Tangan
Bemar Induk IKapeandiud ukan ¢ TRNS0GATOT TE000D
Janatsn ! Basdahara

wlnlnh Penpuens Partod Follik Poscerts Pemils Anggoeta OFARD Bobupslenf<aln.

Dengan inf mesyalakan kepatihan kami terhadap ketenhuan Undang-Undang Momor ¥ Tanun 2017 tenlgng Pemilan Wswum den
Fersturan Komeal Feriihan Umum BMomar 18 Tanur: 2023 teniang Dana Kam parye Peemditan Umum, sebaggal benkul:

PATIN
] Hil LINSUR KEFATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
FATLH
2 1 4 4
A |Rekening Khsus Dana Kampanye (REDK)
1. |Pambukaan & Kami membuka R¥DK pada Besk Umom alas nama | Pasal 37 ayst (1] dan ayal ()
Pariad Polifix Peseta Pemib den terpisah deri rekening | Peraturan Komisl Pemilihan
Pariad Pofitk Peserta Pamilu. Ui teritang Dana
Kampanya Pemdinan Umrum

Hemar 18 Tahun 2023

h.  Hmmi mambuks RIDK pada Dask Umim sejak Paal | Pasal 37 ayat (3] Pecatisan

Prlfk Pactaria Famihi dilniaglean mabagal Pararin Kerini Pamilihan Limum
Femilu sampal dengan 1 {saiu) Han sobafum Inrtang Dena Kampama
dismuil iy meea Kampanye Pemilibkan Umom KHamar 18
Tahurn 2073
.. Kami membuks dan melsposan enys 1 (salu) nomoye | Pesal 3T ayal (8) Peraguren
REDK kepada KPU, KPU Proving, daniales KFU Homisi Preeniihan U
Habupatendioa, tentong Dena Karmpunpe
Pemiihan Urmam Namee 18
Takim 2023,
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PATUH!

MOk HA&L LINGUR BEPATUHAN PERATURAN TERFAIT TIDAK
FaTUH
1 r i 3 4 5
Z, |Pengelalagn Kami mesempaikan Penarmasn Dana Mamoams ying | Pasal 38 syat (2) Peeaturan
Berbentulk uang paca RKDK lereni dahilu sebeium Komisi Pemiban Liram
cogunakan untuk kegiaran Kamparipa Pamiki. ieniang Cana Kampamys
Pesmiihan Umum Mamar 18
Tahun 2023,
Pemsuran = Kamimerubun REDK pada bensk umom 1 (satu) Har

eatnlah penuiupan pembubuan LPPDK sampal dargan
1 (saty] Hari sebelum peryampaisn Laporan Dana
Kampamye kepada KAR

Fazal 38 ayat (1] Pemiuran
Komial Pemilian Urmum
WnLang Dann Kamprge
Pemilbhpn Umum Nomar 18
Tahun 2073.

Kafmi menyampaikan susal pemyszan pPEAEURpET

rekefiag khisus dana kempanye dan Bank Umen
kopaca KPU Kabupaten®ota, 1 (salu) Had selelgh
MHNENT SUFAL pem yataan darl Bank imium,

Pasal 36 ayal |5} Periuran
| Komisi Pamilihan Umum
terang Dana Kamparys
Pamilikan Umum Memar 18
Tahun 2023,

Lapoean Awal Dana Kampanys (LADHK]

1. | Mualan infornasi | Kami memusun LADK yang memoat indormask: Pasal 47 apad (1) Peralumen
8. AKOK Komisl Pemiiban Wimum
b. Sakho awal RKDK atay saldo pemibukaan dan sombar | lenlang Dana Kampanye
perlEnarn Familhan Umum Homaor
£ Haido awal pembukuan yang marepacan giss saldo 18 Tahun 2023
hasil panermaan aumbshgan dan pengekiamn uriuk
kegislan Mampanye apatila diteima sebslum poricda
pamoukuan;
d Camwlan penerrnasn dan pengeluaran Partal Poi |
Pesarta Pemduy fermasib sobslum pembukaan REDK;
e Nomarpotok wajb pegal mesng-masing Partai Paltik
Pesana Pemilki: dan
[ Bulli penedmaan dan pangaluaras yang dapat
diprian paung awablan.

2. |Pambsne B Fars meayusen LADK dengen Periods pembaikusn Fazal 47 ayal (7] Perasuran
yang dimuai sojak 3 (Sga) Har setelah Partai Poki Hoenia Pardlihan Umem
ditelapkan sebapal Peserta Pemiu den diulup ¥ (satu) | terdang Dane Kempanye
Hari sabalum peryampaian LADE, Femiihan Uriim Hame: 18

Tahen 2021
b Pembiukuan Dane Kemparye terpsah dat pembukuan | Pasal 43 ayal {3) Peraburan

KeUangan Paris Polik Peserta Pemild vang
bersangkuian,

Homisd Parzilingn Limum |
lenlarg Dana Kumpany

Pemiiban Umum Homas 18 ||

Tahun A3 | |

Pembnkuan Dana Kempanye mencakugn intarmasi
tentzng benlut dan jumish penerimaan dam
pemyelumran dsotal bukdl penerimaan dan pengeluares
yang dapal dipertanggurgiawabican.

Pasal 43 ayal (6] Peraturan |
Kornisi Perrdilan Lmum
lerilarg Dana Kempanyo
Pemfihan Urmum Nomor 18 |
Tahan 2023, |
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FATUHS

HAL UNSUR KEPATUHAN PERATUIRAN TERKAIT TIDAK
PATLH
2 3 4 ¥
d. Pembukysn Qans Kampanps maniad ianggung jiwal | Pasal 43 ayal (7) Pematuan
Faras Pelsk Pegzara Pemilu yong borsanghiian, Homis Pemiiann Umism
tertang Dara Kampanys
Famiihan Limum Momar 18
Tahun 2023,
Peryampaian a.  Hams reoyampekan LADK kapada KPU Faso! b1 aynd (3) Peroturan
Laparan Knbagialeniinta dergan mangiemian dala dan Komiz Pemilihan Umsm
dakumien LADK yang dunggah malahi Skareka: terarg Bara Kamgams
Pemithan Umuim Hemar 18
Tahun 2003,
b Hamimenyampabans LADK dilskusan paing lambat 44 | Passt 51 ayne {4} Peraturan
(et belag) Han sobelum ke peama jadwal Eonmi= PemBharn Urdam
pelakzargan Koampanye Pemils delam benbik raps tanlarg Dana Kempanys
urnum, paling lambal pokid 23 59 wakiy ssismpat; Painilivan Umum Blemar10
Tarin 2123
& Apabia lerdapdd perbakan, msks ke menyampaiksn | Pazal 51 ayal (7} Perpburen
LADK perbafican kepada KPU Kabupoterdiols melals | Komig Pamifhan Umums
Saadeia paling lambat 5 (ima) Hai ssak menonims {entang Mans Hanparms
Enda pengemballan ¢an berita acans ks Pemilinan Limum Momor 48
percarmaian den KU Kabupaten®nota, paling lambst | Tahin 2003,
Puhid 23 50 wakhs setampal.
Kelengeapan a.

Fami meryampaikan LADK secars lengkap yang bardr
alar

1IFIEIFHUURILI’FGRHHAWALD.MRAHHN1'E;

Z) FORMUILIR ? DAFTAR PENERIMAAN
SUMBANGAN DAMA KAMPANYE:

3 FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS FENERIMALKN
D FERGELUARAN DANA HAMFAMNYE: r

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSENAAN BARANG
DhR b, BCARADAB Y E:

I} FORMULIR 5 LAPCHAN AMTIVITAS PENERIMAAN
C&MN FENGEL UARAMN DAMA, HAMPANYE

SEHELLM PLRICDE PEMBLINUAN LAPDRAN
ANWAL DIANK KAMPARYE:

&) FORMULIR 5 LAPORAN WAL DARA HAMEAMYE
FENCATATAN PENERIMAAN OaN
FENGELLIARARN;

I FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG

SANVAS ATAS LAPORAN AWAL DANA,
FAMPANYE:

B} Sabran dan Rekening Komn Fekening Krusus Dano
Kampanye, dan

) Bubkt-bubti fransalesd pererimasn dan vkl
Pangsiuran,

Apaiila LADK yvang ks sarmpalkan dikemaakkan galy
KPU Kabipsten o, maks kami v i milergkap
danfatau memssrbaiki dobuimen LADS dimaks g

dﬁ?mnlﬁﬂﬂipzdhﬂur:mmrﬂﬂ alas:

B Dipindai dengan CamScanner
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HE

LRI EF PATLIRALE

]
A) PRI T LAREROATT AL TR FRMPAN T,

F1 FOTERUN TFE 2 LA TAEE BT HE Feiba AR
LURIEATIE R TRARLY FERAMAITTE

W) COFMULIE S LAPGRAN S TIATAS FEHEFIEAN
FWAN PP LLRARSALT LERIA EAMERANYT

Al FLRMULIE & TERFTAL P RS LA N BRI NT)
[ARA EARTANYE,

5] FOFMUALIR % LAPCHAN ARTITTAS FERCRIAAY
DA PERCELLAFOAR Dt bA SARPANTYE
ELBCLUM FERMGEE PERAURUAN LAPORAN
AWAL DARS FAMPANYE;

) FORMULIN & LRPOGUAN KAAL DRI FEMPENTE
PEHCATATAN PEMEMIMRRN LN
PENGELLARAN,

7) FORMULIA T SURAT FERNYATAAN TANGLUNG
JARAEE ATAS LAPGRAN MRAL TIRMA

PR TR
e
FATLH

|

EAEIATUEN TESTRIT

L

e

FAAPARYL
B) Safiren dan [Keknrng Ko Hessnar) Khgus (lara
Haomnparye: din
By Bladb-pneli Trmhsakss preasonaan dan ransass
penfEsEnn :
G | L Poemien Sumbaegon Diee Kampaings (LIPS0} =
I |Mumtan ketrmasi | Kaml mermampaban LIPS UGS dan penpentaes bepada BPU ) Pass 49 s 1 | Peaiyan
et e indot sl | Wi Paem bhuan Lrim
i Blunbilis perpumbang, an | iy Finnn Mampae
b Juminh surstangon Dana Komsganis. !l"'mn.llhn Lienum Neenar 18
[ Taken 2023
i Meryarmpatan oy murgnpa®an LFSUK kopada KPY Fobupaiemoty |P‘nn G2 mysl [3) Peraturan
Lﬂﬂﬂ i gan pwml masa Frempenen ERmESs genan 1 (g Firamusd Pemikivn Lmdm
Han smelah masa Kamparige haraehe Saribang Dusnin ®amipanyy
Presimihan Wenum Nesenor 18
| Tabwe 20023
1 |Kaienghaoan Kam| menyampakan LFSOK sochna lenpRap yang

mips'
LPSOK Phak Lain Parssamangan
LPSOK Phak Lain Kelompok, dan

LPSOK Pihak Laim Peresahaan dandiing Bades Usibn
Margiimerinkik.

o |leru1 Prnarmaan dan Pengeliaran Dang empanen (L PPEE

1. Ii.hd.url s

Hnral e LPPTE yameg momaet mdurmis

4. REDE Krmimi Permdibian Unum
b Bald awal alau snbda pambukaan den sumbar larlang Diana Karspanyn
prndetan; ]F'enﬁmn Ui Mamis

| Pazal &5 oyl {1) Porsburn
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FATUHY

Ha HAL LIS KEPATUHAN FERATURAM TERMAIT TIDwA
PATLH
1 2 3 4 5

2. Sdlda twenl pombukiion yang menspakan siso saldo 14 Tahun 2023
hnsl pennrimsn siegugan dan pengeiunmn bk
kaglatan Kamganya apabia doafima sobelum parisda
porlaibisan

i  Colsan peiefrannn dan penpeluniom Pailol Palilik
Pesara Pemiy loemasuk soholum pomiusicaan RECK;

r e Normor pokok wallh pajnk masing roning Pamol Pallik
Paparts Ponylu;

. Buki personmann Jan pengoluaran yang dapal
dpertor ggungpraabinn

g Sakdo axhie pada aanl pesutupan pembukunn LPPDE,
damn

h.  Msersd atos Lagoran Dana Kaniparw

2 | Pombvehisin n Mo memeesun UPPOR dimuios sojak 3 fliga) Hard Fannl 50 pyal (2) Pepseren
seielnh peneinpon Pastal Polli Fegerin Pemily dan Komisi Pernifhan Uimum
aibgun T {bejuly) Han gakeluin perpampasn LPPOE ientasg Aana Kemnpargs
kirpacia BAR yaisg dlusjul KPLL Pemibhan Umum Momar 18

Tatin 2023,

b Perrbubiasn Dara Karpanye iepisah dari pembukunn | Pxeal 43 aye? [3) Peroluran
kitigirgan Faral Pnlik Pesorin Femiu yang Famnisl Pemuliban Usum
bersmgiuian, tervianp Dana Barmpanys

Pamiinan Limum Momeor 18
Tahue 2023

o Pombukuar Done Kompasys moncakun informraesi Fasol 43 syl (8] Peraturan
Inntarg Bamluk dan jumlah pensnvmon don Kamnini Pamilhan Umum
pamEuarin disestal bukll penedmaas den pangsiussan | bertang Bana Kampasys
yang dapal diperiangpung awatikan Pamilihan Li=wim Momor 18

Tahun 2023

i, Pembuluan Dana Kompanye mased eiggung jawan | Pasil 43 myst {71 Periuran

Fartal Pallik Pesarin Pervikl yang bersangiatan Komial Pemilhes Uniim
tentan) Dana Kampanys
Pamilhan Uswam Momes 18
Tahun H23

4. |Penymmpommn oo Kamil mergannnaibkan LPPDH bepada ICAP yang Pasol 53 ayat {1) don aysd (3]
L apesran diunjuk aleh KFU dengan menganmban il dias. Prroluran Komisd Bemiiiion

dokumen LPPOK yang diunges® malaki Sikadeka. Uesnir bisdang: Cama
Kampamys Pamiilan Limum
Momos 10 Totun 2023

b Haml menyampatkan LPFDF palng 3ma 15 lima Pasal 53 pyal {4) Perauran
balas) Harl sesudah hai pamunguian susfa, paing Hizrmigi Pemifian Umum
lareia] puikid 23.59 vaaktu selampat, lentang Dana Karganye

Pamelbian Ursam Hoenor 18
Tehun 2023,
A, |Kelengkapan Fami maryam palan LPPOE seoom lengkap yong bedin

1]

BREE

FORMULIR | LAPORAM PEMERBAAAN DAN
FEMGELLWWALAN DANA KAKPANYE;

B Dipindai dengan CamScanner
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UGS KEPATLN AN

PEIRATLINAM TEREAIT

a

FATLER

THIAK
PATLH

%

il

4

&

FORMLULIR 2 OAFTAR PEMERMAAN SLIMEBARNIAN
Mk AMPARYE;

FORMULES 3 LAPORAN AKTIVITAS PENFRIMAAN
O#N FENGELUARAN DadA KAMPANYE,

FORMULIR 4 DAFTAR FERSEDIAAN BARANG DANA
HAMPANTYE;

FOAMULIR 5 LAPORAN AKTIWTAS FENERIMALN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANY E SEBELLMY
PERIQOE PEMBUKLIAN LASDRAN PEMERIMAMM
DLAN PEMGELLIARAN DAMNA KAMPARNYE,

FORMULIR & LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELLARAN DANA EAMPANYE PEMCATATAN
PEMNERIMAAN DAN FERGELUARNM,

FORMULIR T ASERS ATAS LAFCHRAN PENERIM AL
DAN PENGELUASAN DARNA KAMPAMYE,

Balvean dan Resening Koran Rasering FKhuswes Dana
Iy |
Sunal Parmpalaan dar Bank Umuom yang menyalaean

Lahars sehening Pariai Polek Fosets Pemiy yang
bissanghutan eias ik dan

100 Buki-bass irarsafsl pencnmaan dan fransaks

PBngEa .

Erimniuan Lainye

| Fiomisl Perrulihan Limum

Pasal 31 ayat {1 ] Pessmuran

tenkzny Oama Easpargs
Pamitran Umom Nomaor
18 Tatum 2023,

Surnbier Donn Kol menerims Dans Kampanye Pemil aiggels OPR,
Kamponya DPRD provinsl, dan BFAD halvipsionhota yang diperoish
dar

B Pansi Pakik;

b Calen angpets DFR, DPRT peovingl, dan DRRD
kabupatervkala dan Parts Folbk yargy bersarghulam,
dan

& Bumbangan vang eah menuut hukum dard pihak lain

Parmbaalasant Kami memalube juslsh mabsmmal batesan penesmaan
Hasesummn SUMDEngEn yang msnoakup uang, becirg danfatau jasa
Eumbangan yang dkormvisikan dergan nifal uang, lermasuk diskcn

pembekan barang ata jasa yang melabahi batos kewajaran
trarsabesi Socars wmim dan kami fapordees dalam LADE,
LFSDH, dan LPPDK. Rimcin pembatasan maksimal
sumbangan sabaga bonkut

Dana Kampanys Permilu avgoata DPR, DPAD proving,
dir OFRD kabopatenbols yang bersss dan
parcesrangan paling banyak Rp2 500.000 000,00 (dua
rrliar Bma ratug fula Fupiah) sslama mess Kampaye

Dara Kemparyge Peamiy anggoda DFR, DPRD provinsd,
e DPRD habupatznfiola yang barasal dan kelermpok,
pRruEEnan, danfatau Dacan usahs honsemenntah
paling banyek Fp2s, 000, 0000 00 {fua preduih fifray
miffar rupiah | sefama mgss Kampanye,

Passd 5 Fergiuran Fom
Pemiihan Limum lenting Dana
Karnparge Pemnikhan Llimm
Hames 18 Takun 2023

B Dipindai dengan CamScanner
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L[

PATUH

LNELIR KFPATUHAR PERATLHAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 i &

Sy g

{inmi ik manunakan diea ol surslisdgim gang

Panad 34 apad (5) dan Poaal

DG Altkaring, A Ko mienimn sumhareon yang divenyg | 116 oyné (2} Pamtutan Hamisl
i kil mesmaball kaleror solasggi Lokt Parsdinan Lmum lenlang
n Tidks ssorypunalen sumbpagan fereabi, fmnp Kampansye Porlilan
i Melaparkon sumbangan yang danmnig lersetut kopada | Umum Nomor 168 Tamen 2023,
HPLL dlan
£ Morgarshknn sumbanpan borsebail ko kas Moegnem
paling lambag 14 fermpad bolas) Had sclelsh masa
Harpanyn heeaklar
En“umun-q i | sl ol oo mernbuious on soland pengelunnn Fazal 41 Poraluemen Hemist
Darn Kemparyn | Dam Knrgumn ik pemibdayaen okivilos Kampanys, | Pemiihan Umam lentang Dans

pembayrom hainng, don pengakaaran hindain, yang dindal
trariesarhem [Mrgn [asar yang woja,

Ceataton.

8] Penrbsigann aklivias Kamgarys (ermesuk pembofian
barrang <dord abs peinlayarsn jsa

Puxirilanygnron Prilasg maenpahkan pom by aian aes
Fuifnng) Pl Polilk Fasania Pemile yang limbul dar

pamixlian barang dan pihak lain den monadi tanggung
jastls Partai Paliilk Paseria Pemile yang besanghutan

Dana Kampamya biak dapalGponaksn usbak
mambvayal =aks Parial Pelills Prserla Pemilic datam
permingutan dan penghilungan Suera.

b

o}

Kampanye Pamilihan Umum
Momor 11 Tahun 2023

Cionrchiam permyaloan inl Sbunt dengan sobanarnya

KETUA DEW,

{SAHIALAM N, MINS Sps)

Bunl 23 Febnuari 2024
FRAH AN DAERAH BEMDAHARS, DEWAH PRMFINAN DAERAH
ATEM BUOL A, L

fARIMAH 1. HUSAM)

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

A EORMULIR 1 LAPORAM PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PARTAI HATI HURANI RAKY AT
PEMILHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEMN BUOL

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAMN DANA KAMPANYE

Peripda 17 Dessmber 2027 sid 21 Febual 2324

AETIVITAS

BENTUK DANA KAMPANYE

UANG (Rp)

BARAMG {Rp)

JASA (Rp)

Panarimann sebelum perioda
pamibuinan

1]

]

Fengrimaan sirmbangan

Bartal Politik

. Partai Palilik Tingkal Pusal

b. Partal Polilik Tingkal Provins]

. Parai Politik; Tingkal KabupatanKola

oo | e

Calom Anggota Legislatif

p, Sumbsengan Calon Anggols Legislatf
kapada Parpal

b, Jama Kampanys Caon Anggola
Ligislatif

Sumbangan Pihak Lain Perseorangan

Symbangan Pihak Lain Eedampok

Sumbangan Fihak Lain Perusahain
dar/atay Badan Usaha Monpemesintah

JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN

§.000.000

19.600.000

Penedimaan Lain-Lam

Bunga Bank

JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN

Fid

Panerimaen Barang Hasil Pembelan

Penerimaan Barang Hasll Pembuatan
BahenDesign darvalay Alat Feraga
Hampanye

Barang Diterima Dimuka Hasd
Pembuatan Bahan/Design dendatau Alst
Peraga Kampanye

JUMLAH PENERIMAAN BARANG
HASIL PEMBELIAN

TOTAL PENERIMAAN

6.000 000

19.800.000

B Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

NOMOR ARTIVITAS

BENTUK DANA KAMPANYE

UANG (Rp)

BARANG [Rp) JASA (Rp)

Pengelearan sebslum penads
pembukuan

Pangedearan

Rapst Umam

Paremuan Terbaias

Pertermuan Tafap Muka

PembuaianProduksd lklan d Medas
hlas=a Cetak, Media Massa Elekimnik,
Medin Sasial, dan Medis Dalam Jasingan

oio|lolo
[=RE-AR-_NE-

Pembuatan BahanDasign dan'atau Alal
Peraga Kamparysa

Fenyebaran Bahan Kampanye Paral
Faoltik Kepada Uimum danfatan
pemasangsn Alat Peraga Kempamys

a. Penyebaran Bahsn Kampanye Partai
Palilik Kepada Umum

b, Pamasangan Alal Peraga Kampanye
Partal Pofitik

Penyebaran Bahan Kampanys Calon
Angoois Legisali Kepada LUmem
dan'atau pemasangan Alst Peraga
Kamparye

a. Penyebaran Bahan Kampanye Calon
Anpgota Leglalatf Kepada Ui

b. Pemasangan Alal Perage Eampanye
Calon Anggota Legislatit

Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar
Lerangan Kampanya dan Pemsiuran
Parundang-undang#n

Pengeluaran Lain-ain

a. Adminisrasi Bank

|b. Pambelian Kandsraan

c. Pembelian Paralatan

d. Pembayaran Uiang Pembelian
Barang

L= =R =1 =
(=N =N =]

¢, Pengeluaran Lain

1) Pangelueran Lainnyz

1.899.773

2y Sumbangan ke Parpod Tingkal
ProvinsilKabupatan®ola

o

3) Surrbanpan ke Calon Anggold
Legislakf

4} JasaKomparye Calon Anggoia
Legislabif

0 18,800,000

TOTAL PENGELUARAN

5907273

0 15, 8000000

Utang

Utang Pembelian Barang

B Dipindai dengan CamScanner
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NOMOR AKTIVITAS — BENTUMCAMAKAMPANVE =~ =~~~
UANG (Rp) BARANG (Fp) JASA (Rp)
] Saldo
1. Has di Rekening Khusus Dana 02727 0 o
Kamparye
Kas di Bendahama a
Barang | il 0 (1]

Buol, 22 Februar 2024
BENDAHARA DEWAN BIMPINAN DAERAH

M. AlN5. S0s) (AMINAH J. HUSAM)
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Kantor Akuntan Publik
Annas Cahyadi

Registered Public Accountant

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN
00012/2.1034/SPA3000/SS/1162-2/1/111/2024

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol
Di Tempat

Cakupan
Kami telah ditugaskan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan

Kontrak Nomor 371/PL.01.7-SPK/72/2024, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan

keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana

Kampanye Partai Amanat Nasional Kabupaten Buol untuk periode 17 Desember 2022 sampai

dengan 22 Februari 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana

Kampanye yang terdiri dari:

a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum.

b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis
Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum. dan

c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis
Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye.

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang

Dana Kampanye Pemilihan Umum, Laporan Dana Kampanye Partai Amanat Nasional

Kabupaten Buol terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi
Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo
pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum
pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang
bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan
pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu)
hari sebelum penyampaian LADK kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol. dan

2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang
memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan
sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Buol. dan

3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan
yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak
ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan ketentuan
pelaksanaannya. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai Politik
Peserta Pemilu dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi
oleh Partai Amanat Nasional Kabupaten Buol dalam menyusun Laporan Dana Kampanye
adalah:

t=im Ulsaha Kantor Akustan Publik Mo, REP-B44/EM.1/2015
The Boulswand Cfies 1 O - Jalan Fachoudes Rays Beo 5 Tasab Absng, Jakars Pusid, 13250 SE2 13700 847196281 16514104 [ lansas cahyad i grmail sam



Kantor Akuntan Publik
Annas Cahyadi

Registered Public Accountant

1. Rekening Khusus Dana Kampanye

a) Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai Politik Peserta Pemilu
yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik Peserta Pemilu pada Bank Umum.

b) Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK tidak melampaui ketentuan
Pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa
kampanye.

c) Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang
diterbitkan oleh KPU.

d) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota
membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU, KPU Provinsi,
dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

e) Partai Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk petugas untuk mengelola RKDK
dilengkapi dengan surat pernyataan dari pimpinan Partai Politik.

f) Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK
terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.

g) RKDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan
penggantian.

h) Partai Politik Peserta Pemilu wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu) Hari
setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum
penyampaian LDK kepada KAP.

i) Penutupan RKDK disampaikan dengan melampirkan surat permohonan penutupan
RKDK kepada Bank Umum.

j) Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan bukti penutupan rekening berupa
surat pernyataan dari Bank Umum 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan
dari Bank Umum.

2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

a) Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LADK yang memuat informasi:

1) RKDK.

2) Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan.

3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan
sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima
sebelum periode pembukaan.

4) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk
sebelum pembukaan RKDK.

5) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu.

6) Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

b) Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi pembukuan LADK yaitu 3 (tiga) Hari setelah
Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum
penyampaian LADK.

c) LADK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota ditandatangan oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan
tingkatannya.

d) LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.

e) Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LADK dapat ditandatangani
oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik Peserta Pemilu
yang bersangkutan.

f) Berhalangan tetap meliputi keadaan:
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1) meninggal dunia.
2) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen. atau
3) sedang melaksanakan ibadah keagamaan.

g) Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Pimpinan
Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mematuhi
penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang ditetapkan yaitu 14 (empat belas)
Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk
rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

h) Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan
dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.

i) Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Partai Politik
Peserta Pemilu kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 5 (hari) Hari sejak
menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling
lambat pukul 23.59 waktu setempat

i) Penyerahan LADK kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai
dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:

1) Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye.

2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.

3) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye.

4) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye

5) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye
Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye.

6) Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan Dan
Pengeluaran.

7) Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana
Kampanye.

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye. dan

9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

k) Apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan
oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan
tingkatannya, maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau
memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:
1) Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye.

2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.

3) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye.

4) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye.

5) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye
Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye

6) Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan Dan
Pengeluaran.

7) Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana
Kampanye

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye.

9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
a) LPSDK memuat informasi sebagai berikut:
1) identitas penyumbang.
2) jumlah sumbangan dana kampanye.

t=im Ulsaha Kantor Akustan Publik Mo, REP-B44/EM.1/2015
The Boulswand Cfies 1 O - Jalan Fachoudes Rays Beo 5 Tasab Absng, Jakars Pusid, 13250 SE2 13700 847196281 16514104 [ lansas cahyad i grmail sam



Kantor Akuntan Publik
Annas Cahyadi

Registered Public Accountant

b) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat
kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada KPU dengan mengirimkan data dan
dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka.

c) Penyampaian LPSDK dilakukan mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1
(satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

d) LPSDK disampaikan secara lengkap yang terdiri atas:

1) LPSDK Pihak Lain Perseorangan.

2) LPSDK Pihak Lain Perseorangan.

3) LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Non Pemerintah.

4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
a) Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat informasi:

1) RKDK

2) Saldo awal atau saldo Saldo awal atau saldo: Saldo awal pembukuan yang
merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk
kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan.

3) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk
sebelum pembukaan RKDK.

4) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu.

5) Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

6) Saldo akhir pada saat penutupan RKDK. dan

7) Asersi atas Laporan Dana Kampanye.

b) Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai
sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup
7 (tujuh) hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.

c) LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan
tingkatannya.

d) LPPDK calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.

e) Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LPPDK dapat ditandatangani
oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan
dibuktikan dengan surat keterangan pendelegasian dari Partai Politik yang
bersangkutan.

f)  Berhalangan tetap meliputi keadaan:

1) meninggal Dunia.
2) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen. atau
3) sedang melaksanakan ibadah keagamaan.

g) Pengurus Partai Peserta Pemilu dapat menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan
data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.

h) Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota
Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD menyampaikan Laporan Dana Kampanye
paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul
23.59 waktu setempat.

i) Penyampaian LPPDK kepada KAP yang telah ditunjuk oleh KPU, dilampiri dengan
LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:

1) Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
2) Formulir Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.
3) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye.
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4) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye.

5) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye
Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana
Kampanye.

6) Formulir 6 Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan
Penerimaan Dan Pengeluaran.

7) Formulir 7 Asersi Atas Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye.

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye.

9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Partai
Politik Peserta Pemilu bersangkutan telah ditutup.

10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

j) Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan LPPDK, KPU
menyampaikan LADK dan LPSDK kepada KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan
audit.

k) Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari:

1) Partai Politik.

2) Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai
Politik yang bersangkutan. dan

3) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu Perseorangan,
Kelompok, Perusahaan dan/atau Badan usaha non Pemerintah.

) Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang
yang menurut informasi Penyumbang dan jumlah sumbangan.

m) Sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau
badan usaha non pemerintah harus mencantumkan informasi identitas yang jelas
dan jumlah sumbangan.

n) Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peserta Pemilu dalam bentuk
uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum selain
organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang
mengatur mengenai organisasi masyarakat.

0) Sumbangan yang berasal dari pihak lain Kelompok dilampiri salinan keputusan
pengesahan pendirian Badan Hukum Non Pemerintah dari Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

p) Sumbangan yang berasal dari pihak lain perusahaan atau Badan Usaha Non
Pemerintah wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha.

gq) Penerimaan sumbangan Dana Kampanye vyang dilakukan dengan cara
memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas
penyumbang.

r) ldentitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.

s) Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank,
disertai dengan surat pernyataan penyumbang.

t) Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan
(mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang,
termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas
kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar
Penerimaan Sumbangan.

u) Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu
sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.
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v) Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup
uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang
dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual
beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah
di bawah ini.

1) Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk penyumbang
perseorangan. dan

2) Rp25.000.0000.000,00 (dua puluh lima milyar) untuk penyumbang kelompok
dan/atau badan usaha non pemerintah.

w) Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan
DPRD kabupaten/kota yaitu untuk:

1) Pembiayaan aktivitas kampanye.
2) Pembayaran hutang. dan
3) Pengeluaran lain-lain yang dimiliki berdasarkan harga pasar yang wajar.

X) Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang

berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada
informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh
Partai Amanat Nasional Kabupaten Buol. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans,
terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan
memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang
terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada
sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana
Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut.
Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan
dan/atau disediakan oleh Partai Amanat Nasional Kabupaten Buol, sehingga kami tidak
melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak
memberikan penentuan legal atas kepatuhan Partai Amanat Nasional Kabupaten Buol
terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Peserta Pemilu Partai Amanat Nasional Kabupaten Buol

Partai Amanat Nasional Kabupaten Buol bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana
Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung
jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang
digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan
proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

Partai Amanat Nasional Kabupaten Buol juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan
dalam Asersi Partai Amanat Nasional Kabupaten Buol tanggal 10 Februari 2024.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat
dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan
prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan
perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): “Perikatan Asurans
selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis” yang ditetapkan oleh Institut
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Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan
Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan
independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar
tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans
secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan
dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, kami
melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami
menerima Laporan Dana Kampanye Partai Amanat Nasional Kabupaten Buol dari Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Buol.

Simpulan
Menurut opini kami, Asersi Partai Amanat Nasional Kabupaten Buol dalam Laporan Dana

Kampanye tersebut di atas, telah patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria
sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang
Dana Kampanye Pemilihan Umum dan peraturan pelaksanaannya.

Pembatasan Penggqunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Buol dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah
disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh
pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Hormat kami,
Kantor Akuntan Publik

Afinas ahyadi, M.Sc, Ak, CA, CPA
NRAP: AP.1162

26 Maret 2024
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The Boulswand Cfies 1 O - Jalan Fachoudes Rays Beo 5 Tasab Absng, Jakars Pusid, 13250 SE2 13700 847196281 16514104 [ lansas cahyad i grmail sam



G. FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PR AT A e

ASERSIATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BUOL

Kaml yang bertanda tangan o bawah Ini:

1. Nama . Zainugin HI, Rauf
Alamat * Kelurahan Leck 1, Kecz. Biay, Kab. Buol, Suawesi Tengah
Nomor Induk Kependudulan . T204070407640001
Jabatan . Ketus

2, Nama : Rima Paputungan
Alamat . Desa Pajeko, Kec. Momunu, Kab. Buol, Sulawes| Tengah
Nomor Induk Kependudukan ¢ 7206064206720003
Jahatan . Bendahara

agatah Pengunss Partan Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaton/Kota,

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 lentang Pemilihan Umum dan

Peraturan Komisl Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tenteng Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagal berikut

PATUH
NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 S
A | Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
1. | Pembukaan . Kami membuka RKDK pada Bank Umum ales nama Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2)
Partai Politk Pesarta Perniu dan terpisah dari rekening | Peraturan Komis! Pemilinan 3
Partal Politk Pesarta Pamiu, Umum tentang Dana Patuh
Kamganye Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2023
. Kami membuka RKDK pada Bank Umum sejak Partal | Pasal 37 ayat (3) Peraturan
Polltk Peserta Permidu ditetapkan sebagal Peserta Komisi Pemilihan Umum
Pemilu sampai dengan 1 (satu) Man sebelum tentang Dana Kampanye Patuly
dimulainya masa Kampanye Pemdhan Umum Nomor 18
Tahn 2023,
c.  Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor | Pasal 37 ayat (8) Peraturan
RXDK kepada KPU, KPU Proving:, dan/atau KPU Kaomesi Pemilihan Umum
KabupatenKota, tentang Dana Kampanye Patub

Permdihan Umum Nomor 18
Tahun 2023,




PATUH/

HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
2 3 4 5
Pangalolaan Kami manaempatkan Penarimaan Dana Kampanya yang Pasal 36 ayat (2) Peraturan
berhentuk uang pada RKDK terdebih dahulu sebelum Komisi Pemilihan Umom
digunakan untuk kagiatan Karmpanye Pemilu. tentang Dana Kampanye Peatuly
Permlihan Umum Nomor 18
Tahn 2023,
Penutupan & Kami menutup RKDK pada bank umum 1 (satu) Harl  [Pasal 368 ayat (1) Peraturan
setelzh penutupan pembokuan LPPDK sampai dengan | Kemisi Pemilihan Umum
1 (satu) Harl sabelum penyampaian Laporan Dana tentang Dana Kampanyea Pa uly
Kampanye kepada KAP Pamd@han Umum Nomor 18
Tahun 2023
5. Kami menyampakan sural pemyataan penuiupan Pasal 38 ayat (5) Peraturan
rekening khusus dana kampanye dari Bank Umum KRemisi Pemilihan Umum
kepada KPU Kabupaten/Kota. 1 (satu) Harl setelah tentang Dana Kampanye Patul,
menerima surat pernyataan darl Bank Umum. Pemihan Umum Nomor 18
Tanun 2023,
Laporan Awal Dana Kampanye {LADK)
Muatan Informasi | Kaeni menyusun LADK yang memuat informasi; Pasal 47 ayat (1) Peraturan
a. RXDK:; Komisi Pemilihan Umum
o.  Saldo awal RKDK atau saido pembukaan dan sumber  [tentang Dana Kampanye
peroehan; Pemdihan Umum Nomor
z.  Saldo owal pembukuan yong merupakan 3iso saldo 18 Tahun 2023,
hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk l
kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode Patub
pembukuan,
4. Catatan panerimaan dan pengeluaran Partai Poltik
Paserta Pemils tarrmasuk sabelum pembukaan RKDK:
2. Nomor pokok wajb pajak masing-masing Parai Politik
Pasarta Pemils; dan
f Bukt penedimaan dan pengeluaran yang dapat
dipentanagungjawahkan
Pembukuan & Kami menyusun LADK dengan Perode pembokissn Pas 47 ayat (2) Peraturan
yang dimuiai sejek 3 {tiga) Harl setelah Partal Politk | Kemisi Pemilinan Umum
ditetapkan sebaga Peserta Pemilu dan diulup 1 (satu) [tentang Dana Kampanye Patuly
Hari sebalum penyampaian LADK. Peméhan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
. Pembukuan Dana Kampanye terpigah dan pembukuan |Pasal 43 ayat (3) Peraturan
keuangan Panal Polllk Peserta Pemilu yang Kemsa Pemilihan Umum
bersangkutan. tentang Dana Kampanye Patuly
Pemibhan Umum Nomor 18
Tamn 2023,
c.  Pembukuan Dana Kampanye mencakup nformasi Pasal 43 ayat (8) Paraturan
tentang bentuk dan jumiah panarimaan dan Keomisi Pamilihan Umom
penpeluaran diserta bukli penerimaan dan pengeluaran |tentang Dana Kampanye Patuls

yang dapal dipertanggungawabian.

Pemdhan Umum Nomor 18
Tahun 2023,




PATUH/

HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
2 3 4 5
Pambukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab | Pasal 43 ayat (7) Paraturan
Partai Politk Pesarta Pemiu yang bersangkutan. Komisi Pemilihan Umom
tentang Dana Kampanye Pa tuh
Perrslihan Umum Nomor 18
Tahn 2023,
Penyampaian Kami menyampaikan LADK kepada KPU Pasal 51 ayat (3) Peraturan
Laporan Kabupaten/Kota dengan mengirimkan data dan Komisi Pemilihan Umum
dokumen LADK yang diunggah melalu Skadeka, tentang Dana Kampanya pa tuhy
Pemiihan Umum Nomor 18
Tahun 2023
Kami menyampaixan LADK dilakukan palng lambat 14 |Pasal 51 ayat (4) Peraturan
(empal belas) Hari sebelum hari pertama jadwal Komisi Pemilihan Umum
pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam beatux rapat tentang Dana Kampanye pa uh
umum, paling lambat pukid 23.59 waktu setempat; Pemidihan Umum Nomaor 18
Tahun 2023,
Apalila terdapat perbakan, maka kami menyampeika) |Pasal 51 ayal (7) Peraturan
LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten/®ota melale | Komisi Pemilihan Umam
Sikadeka paling lambat 5 (lima} Han sejak menenma  |tentarg Dana Kampanye P“ tuh
tanda pengembalan dan terta acara hasl Pemiihan Umum Nomor 18
pencermatan dari KPU Katupaten/Kota, paling lambat | Tahun 2023
pukul 23.59 wakiu setempa
Kelengkapan Kami menyampakan LADK secara lengkap yang terdii
alas:
1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;
2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE,
3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE; Patuh

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN
ANAL DANA KAMPANYE;

6) FORMULIR 8 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PENCATATAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN.

7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB ATAS LAPORAN AVWAL DANA
KAMPANYE:

8) Salinan dan Rekening Xoran Rekening Khusus Dana
Kampanye: dan

9) Bukli-bukl transaksi penedmaan dan transaksi
pengeluaran,

Apatila LADK yang kami sampakan dikambalikan oleh
KPU Kabupaten/Kota, maka kaml wajib melengkapl
danatay memperoaki gokumen LADK dimaksud
dengan LADK perbaikan yang terdirl atas:




HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/
TIDAK
PATUH

3

1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERINAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE;

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN
ANAL DANA KAMPANYE;

6) FORMULIR & LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PENCATATAN FENERIMAAN DAN
PENGELUARAN.

7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAE ATAS LAPORAN AWAL DANA
KAMPANYE;

8) Salinan dan Rekening Xoran Rekening Khusus Dana
Kampanye: dan

9 Bukti-bukti transaks| penenmaan dan transaksi
pangaluaran,

Pa fuly

Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kamgarye (LPSDK)

Muatan Infarmas:

Kami menyampalkan LPSOK dar penyumbang kepada KPU
yang memuat informasi:

& Kenitas penyurnbang. dan
5. Jumizh sumbangan Dana Kampanye.

Pasal 49 ayat (1) Peraturan
Komest Pemilihan Umoam

tentang Dana Kampanye

Pemdihan Umum Nomor 18
Tan 2023

ﬁ'\h‘\\.

Penyampaian
Laporan

Kami menyamgalkan LPSOK kepada KPU KabupatenvKola,
mulal dan awal masa Kampanye sampa dengan 1 (satu}
Han setelah masa Kampanye berakhr,

Pasal 52 ayal (3) Peraluran
Komess Pemilinan Umum
tentang Dana Kampanye
Perndihan Umum Nomor 18
Tahun 2023,

% il

Kelangkapan

Kami manyampaikan LPSDK secara longkap yang tardin
atas:

a  LPSDK Pihak Lan Parsecrangan:
LPSDK Pihak Lain Kelompok: dan

¢ LPSDK Pihak Lan Perusahaan dar/atau Badan Usaha
Nonpemerintah

™ i

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPOK)

Muatan Informasi

Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi:

a  RXDK;

0. Saldo awal atau salco pembukaan dan sumber
perokahan;

Pasal 50 ayat (1) Paraturan
Komisi Pamilihan Umum

tentarg Dana Kampanye
Peméhan Umum Nomor

Paiul




PATUH/

HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
2 3 4 5
Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo 18 Tabun 2023,
hasll penarmaan sumbangan dan pengeludaran untuk
kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode
pembukuan;
Catatan penerimaan dan pengeluaran Partal Poltik
Peserta Pemils termasuk sebelum pembukasn RKDK: Pa tu Iy
Nomor pokok wapb pajrk masang-rmasing Partal Politik
Peserla Pernily,
Bukt penerimaan dan pengeluaran yang dapat
diperanggungjawabkan,
Saldo nkhir pada seat penutupan pembukuan LPPDK;
dan
Asers alas Leporan Dana Kampanye,
Pembukuan Kami menyusun LPPDK dimulal sejak 3 (tiga) Harl Pasal 50 ayat (2) Peraturan
setelsh penetapan Partal Poltk Peserta Pemilu dan Komisi Pemiliban Umum
ditutup 7 (tujuh) Han sebeum penyampaian LPPDK tentang Dana Kampanye Pa u ['\
kapada KAP yang diunjuk KPU. Pemdihan Umum Nomaor 18
Tahwn 2023.
Pembukuan Dana Karmpanye terpisah dan pembukuan | Pasal 43 ayat (3) Peraturan
keuangan Partal Polilik Peserta Pemilu yang Kemisi Pemilihan Umam
bersangkutan tentang Dana Kampanye Pa duly
Pamdhan Umum Nomor 18
Tahun 2023,
Pembukuan Dana Kampanye mencakup nformasi Pasal 43 ayat (8) Peraturan
tentang bentuk dan jumiah penerimaan dan Komisi Pemilihan Umum
pengeluaran diserta bukti penerimaan dan pengeluaran |tentang Dana Kampanye Pa fuly
vang dapal dipertanggungawabian, Pemdihan Umum Nomaor 18
Tahun 2023
Pembukuan Dana Kampanye menjadi langgung awab | Pasal 43 ayat (7) Peraturan
Partal Politk Pesarta Pamiu yang bersangkutan. Kemisi Pemilinan Umam
tentang Dana Kampanye Pa tuly
Pemdihan Umum Nomor 18
Tahun 2023,
Panyampaan Kami manyampakan LPPDK kepada KAP yang Pasal 53 ayat (1) dan ayat [3)
Laporan ditunjuk oleh KPU dengan mengrimkan deta dan Peraturan Komisi Pemilitsen
dokumen LPPDK yang diunggah melsiui Sikadeka. Umum lentang Dana Pa tuly
Kampanye Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2023
Kami menyampakan LPPDK paling lama 15 (lena Pasal 53 ayal (4) Peraluran
belas) Han sesudah har pemungutan suara, paling Kaemesi Pemilinan Umoam
lambat pukid 23.59 wakiu setampat. tentang Dana Kampanye Pa tul,
Pemdhan Umum Nomor 18
Tanun 2023
Kedengkapan Kami menyampaikan LPPDK sacara langkap yang terdini
mas, Pa ful,

FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE!:




UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/
TIDAK
PATUM

3

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN
DANA KAMPANYE;

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE,

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA
KAMPANYE;

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM
PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;,

8) FORMULIR 8 LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KANPANYE PENCATATAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN,

7) FORMULIR 7 ASERSIATAS LAPCRAN PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE:

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye;

) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan
bahwa rekening Partai Politik Pesorta Pemilu yang
bersangkutan telah ditutup; dan

10) Bukti-bukti transaksi penarimaan dan trarsaksi
pengeiuaran.

Pa tuly

Katentuan Lainnya

Sumber Dana
Kampanye

Kamil menerma Dana Kampanye Pemilu anggota DFR,

DPRD provinsi. dan DPRD kabupaten/kota yang diparoieh

dari:

a  Partal Politik;

b. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupatenvkota dari Partai Palitik yang bersangkutan,
dan

¢.  Sumbangan yang sah menurut hukum darl phak lain

Pasal 31 ayat (1) Paraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye

Pemidihan Umum Nomor
18 Tahun 2023

Patuh

Pembatasan/
Kesesuaian
Suembangan

Kami mematuhy jumiah maksimal batasan peranmaan
sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa
vang dikonverskan dengan nilai vang, termasuk diskon
pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewagaran
transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK.
LPSDX. dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal
sumhangan sehagal bedkut:

2. Dana Kampanye Pemik anggota DPR. DPRD provins,
dan DPRD kabupaten/kota yang berasal darl
persaorangan paling banyak Rp2.500.000.000,00 {dua
rriliar lima ratus juta rupish) selama masa Kamganys.

5 Dana Kampanys Pamils anggota DPR. DPRD provins:,
dan DPRD kabupatan/kola yang berasal dar kelompaok,
perusahasn, danfatau badan usaha nonpemaerintah
paling banyak RpZS5.000.000.000,00 (dus puuh kna
rriliar rupiah) sefama masa Kampanye.

Pasal 34 Peraturan Komesi
Paméihan Umum lentang Dana
Kampanye Pemeihan Umum
Nomor 18 Tahun 2023,

Fatuh




PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 Z 3 < 5
3 |Sumbangan yang | Kami tidak menggunakan dana dar sumbangan yang P3asal 34 ayat {5) dan Pasal
Dilarang dilarang, Apabila kami menanma sumbangan yang dilarang | 116 ayat (2) Paraturan Komisi
maka kami momatuhi ketentuan sabaga barkut: Pamiliban Umum tontarg
Tidak menggunakan sumbangan tersebut; Dana Kampanye Pemilinan
b Melaporkan sumbangan yang diarang tersebut kepada | Umum Nomor 18 Tahun 2023 Patuh
KPU: dan

¢. Menyorankan sumbangan tersebut ke kas Negara
paiing lambat 14 (empat belas) Har setelah masa
Kampanye berakhir.

4, | Pengeluaren Kams mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Pasal 41 Peraturan Komis)
Dana Kampanye |Dara Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kempanye, Pemilihan Umum tentang Dana

pembayaran hutang, dan pergearan lain-dain, yang dinilal | Kampanye Pemilhan Umum
berdasarkan harga pasar yang wajar. Nomor 18 Tahun 2023

Catatan.

a) Pembayaan akbvilas Kampanye fermasuk pembelian
barang dan! atau pembayaran jasa. Patuh

b) Pembayaran hutang merupakan permbayaran atas
hutang Partai Politik Peserta Pemilu yang timbul dari
pembelian bargng darl phak lain dan menjadi tanggung
Jawab Partal Politk Peserta Pemilu yang bersangkutan.

¢) Dana Kampanye tidak dapal digunakan untuk
membiayal saks! Parai Politik Pesarta Pemitu dalam
pemungutan dan penghitungan suara.

Demikian pamyatzan ini dibust dengan sebenamya.

Budl, 10 Februari 2024

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH

KABUPATEN BUOL KABUPATEN BUOL
(b? '
(Zainudin Hi. Raufy (Famg/Paputungan)




A FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PAN

PARTAI AMANAT NASIONAL

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA
DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BUOL

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode 17 Desember 2022 s/d 10 Februari 2024

BENTUK DANA KAMPANYE
NOMOR AKTIVITAS
UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp)
A1 | Penerimaan sebelum pericde 0 0 0
pembukuan
A2 | Penenmaan sumbangan
1. Partai Politik
a. Partai Politik Tingkat Pusat 0 0 0
b. Partai Politik Tingkat Provinsi 0 0 0
c. Partai Palitik Tingkat Kabupaten/Kota 100.000 0 0
Z, | Calon Anggota Legisiatil
a. Sumbangan Calon Anggota Legislatif 0 0 0
kepada Parpol
b Jasa Kampanye Calon Anggota 0 0 112.780.000
Lagislatif
3, Sumbangan Pihak Lain Perseorangan 0 0 0
4. Sumbangan Pihak Lain Kelompok 0 0 0
5 Sumbangan Plhak Laln Perusahaan 0 Q 0
dan‘atay Badan Usaha Nonpemerintah
JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN 100.000 0 112.780.000
A3 | Penermaan Lain-Lain
1. Bunga Bank 0 0 0
JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN 0 0 0
A4 | Penenmaan Barang Hasil Pembelian
1. Penenmaan Barang Hasil Pembuatan 0 0 0
Bahan'Design dan/atau Alat Peraga
Kampanye
2. Barang Diterima Dimuka Haall o 0 0
Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat
Paraga Kampanye
JUMLAH PENERIMAAN BARANG 0 0 0
HASIL PEMBELIAN
TOTAL PENERIMAAN 100.000 a 112.760.000




NOMOR

AKTIVITAS

BENTUK DANA KAMPANYE

UANG (Rp)

BARANG (Rp)

JASA (Rp)

Pengeluaran sebelum pariode
pambukuan

Pengeluaran

Rapat Umum

Pertemuan Terbatas

Perlemuan Tatap Muka

slu|/n|~|D

Pembuatan/Produksi [kian di Media
Massa Cetak, Media Massa Elektronik,
Media Sosial, dan Media Dalam

Jaringan

clojlo|o

Scljlo|loc|o

ojlo|loc|o

Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat
Peraga Kampanye

Penyabaran Bahan Kampanye Partai
Politik Kepada Umum dan/atau
pemasangan Alat Peraga Kampanye

a. Penyebaran Bahan Kampanye Parai
Palitik Kepada Umum

b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye
Partai Paolitik

Penyebaran Bahan Kampanya Calon
Anggoeta Legisiatlf Kepada Umum
dan‘atau pemasangan Alat Peraga
Kampanye

a. Penyebaran Bahan Kampanye Calon
Anggota Legsiatd Kepada Umum

b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye
Calon Anggota Legisiatf

Kegiatan Lan yang Tidak Melanggar
Larangan Kampanye dan Peraluran
Perundang-undangan

Pengeiuaran Lain-lain

da. Administrasi Bank

. Pembellan Kendaraan

b
¢, Pembelian Peralatan
d

. Pembayaran Utang Pembelian
Barang

Sclo|olo

oljlo|lo|o

e. Pengeluaran Lain

1) Pengzluaran Lainnya

L=

o

2) Sumbangan ke Parpol Tingkat
Provinsi'Kabupatan/Kota

3) Sumbangan ke Calon Angoota
Legislatif

0

4) Jasa Kampanye Calon Anggota
Lagislatif

112.760.000

TOTAL PENGELUARAN

22500

112.780.000

Ulang

Utang Pembelian Barang




BENTUK DANA KAMPANYE
NOMOR AKTIVITAS
UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp)

D Salda

1. Kas di Rekening Khusus Dana 77.500 o 0

Kampanye
2. Kas di Bendahara ]
3 Barang 0 0 0

Buol, 10 Februan 2024

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN BUOL

/ .

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN BUCL

([ fpw?

(Zainudin Hi. Rauf)




‘ ‘ . NIU KAP CABANG MAKASSAR : 505/KM.1/2023

JIn. Topaz Raya Ruko Zamrud Blok B No. 7, Kel. Masale,
Kec. Panakkukang Kota Makassar - Sulawesi Selatan 90231

Q Telp : 0811447985 - 085399338559, email : kap.adkmks@gmail.com

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN
Nomor 00008/3.0483/AS.03/KPU/1860-1/1/111/2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Provinsi Sulawesi Tengah dan
Kabupaten Buol.

Cakupan

Kami telah melakukan perikatan dengan KPU Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Perjanjian
(Kontrak) Nomor 372/PL.01.7-SPK/72/2024, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan
memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Bulan
Bintang (PBB) untuk periode 17 Desember 2022 sampai dengan 22 Februari 2024 terhadap peraturan
perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye PKPU No.18 Tahun 2023 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum.

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan PKPU No.18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Laporan

Dana Kampanye Partai Bulan Bintang (PBB) terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening
Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan
penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana
Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta
Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada KPU Kabupaten Buol;

2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh
penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari
sebelum penyampaian LPSDK kepada KPU Kabupaten Buol; dan

3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat
seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai
Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah PKPU No.18 Tahun 2023 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai Bulan
Bintang (PBB) dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai
Bulan Bintang (PBB) dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah PKPU No.18 Tahun 2023
tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang
tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai Bulan Bintang
(PBB).

Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian
secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan
dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang
melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana
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Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan
kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh
Partai Bulan Bintang (PBB), sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak
diungkapkan didalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Partai Bulan
Bintang (PBB) terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana
Kampanye.

Keterbatasan Lain Yang Dialami Oleh Praktisi

Berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 273/PL.01.7-SD/05/2024 tanggal 07
Februari 2024, Poin / Angka 14 pada halaman 5 menyebutkan bahwa dalam hal hasil konsultasi
sebagaimana dimaksud pada angka 13 ditemukan kendala dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye
Peserta Pemilu yang harus dikonsultasikan kepada KAP, maka KPU dapat meneruskan hasil konsultasi
kepada KAP.

Angka 13 halaman 4 menyebutkan untuk memastikan penyampaian LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu
dan Calon Anggota DPD telah memenuhi kelengkapan dan cakupan informasi sebagaimana dimaksud
pada angka 3, angka 4, dan angka 6, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota diminta untuk dapat
menerima konsultasi dari peserta pemilu dalam proses penyusunan LPPDK sebagaimana ketentuan
Pasal 91 (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tantang Dana Kampanye
Pemilihan Umum.

Berdasarkan surat KPU tersebut diatas, atas setiap hasil konsultasi Partai Politik Peserta Pemilu
terhadap KPU menjadi bahan pertimbangan dalam penerimaan LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu dan
kelengkapannya yang akan diserahkan kepada Auditor Kami.

Tanggung Jawab Peserta Pemilu Partai Bulan Bintang (PBB)

Partai Bulan Bintang (PBB) bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup
penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan,
implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan. Partai Bulan
Bintang (PBB) juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan
terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi Atas Laporan Penerimaan
Dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Partai Bulan Bintang Dewan
Pimpinan Daerah Kabupaten Buol.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan
keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang
kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar
Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): “Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi
Keuangan Historis” yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan
kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik
termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini.
Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans
secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam
melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU)



l . . NIU KAP CABANG MAKASSAR : 505/KM.1/2023

JIn. Topaz Raya Ruko Zamrud Blok B No. 7, Kel. Masale,
Kec. Panakkukang Kota Makassar - Sulawesi Selatan 90231

Q‘ Telp : 0811447985 - 085399338559, email : kap.adkmks@gmail.com

Nomor 1815 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye
Peserta Pemilihan Umum, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender
terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Partai Bulan Bintang (PBB) dari KPU
Kabupaten Buol.

Simpulan

Menurut opini kami, Asersi Partai Bulan Bintang (PBB) dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di
atas, telah patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam PKPU
No.18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada KPU Kabupaten Buol dan
sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung
jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Kantor Akuntan Publik
Adi & Deki Cabang Makassar,

Edy Susanto, S.E., M.Ak., Ak., CA., CTA., CPA (Expert)., CSRS., CSRA., CSP., ASEAN CPA,,
CertDA.
(AP.1860)

Makassar, 25 Maret 2024,
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LAPORAN DANA KAMPANYE

PESERTA PEMILU TAHUN 2024

PARTAI DEMOKRAT
KABUPATEN BUOL

DAN

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN
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LAPORAN ASURANS INDEPENDEN
00011/2.1084/SPA3000/11/0799-1/1/111/2024

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol
Di Tempat

Cakupan
Kami telah ditugaskan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Kontrak

Nomor 373/PL.01.7-SPK/72/2024, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan

memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Demokrat Kabupaten

Buol untuk periode 17 Desember 2022 sampai dengan 22 Februari 2024 terhadap peraturan perundang-

undangan terkait pelaporan Dana Kampanye yang terdiri dari:

a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan
Umum.

b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan
Dana Kampanye Pemilihan Umum. dan

c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembukaan
dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye.

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana

Kampanye Pemilihan Umum, Laporan Dana Kampanye Partai Demokrat Kabupaten Buol terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening
Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan
penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana
Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta
Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Buol. dan

2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh
penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari
sebelum penyampaian LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol. dan

3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat
seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai
Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan ketentuan pelaksanaannya.
Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dalam
penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai Demokrat Kabupaten
Buol dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:
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1. Rekening Khusus Dana Kampanye

a) Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang
terpisah dari rekening pribadi Partai Politik Peserta Pemilu pada Bank Umum.

b) Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK tidak melampaui ketentuan Pembukaan RKDK
yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.

¢) Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh
KPU.

d) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota membuka
dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU
Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

e) Partai Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk petugas untuk mengelola RKDK dilengkapi dengan
surat pernyataan dari pimpinan Partai Politik.

f) Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih
dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.

g) RKDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.

h) Partai Politik Peserta Pemilu wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu) Hari setelah
penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LDK kepada
KAP.

i) Penutupan RKDK disampaikan dengan melampirkan surat permohonan penutupan RKDK
kepada Bank Umum.

j) Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan bukti penutupan rekening berupa surat
pernyataan dari Bank Umum 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.

2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
a) Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LADK yang memuat informasi:

1) RKDK.

2) Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan.

3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan
pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukaan.

4) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum
pembukaan RKDK.

5) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu.

6) Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

b) Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi pembukuan LADK yaitu 3 (tiga) Hari setelah Partai
Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian
LADK.

c) LADK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
ditandatangan oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya.

d) LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditandatangani oleh
calon yang bersangkutan.

e) Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LADK dapat ditandatangani oleh pihak
yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

f) Berhalangan tetap meliputi keadaan:

1) meninggal dunia.
2) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen. atau
3) sedang melaksanakan ibadah keagamaan.
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g) Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Pimpinan Partai Politik
Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mematuhi penyerahan LADK tidak
melampaui waktu yang ditetapkan yaitu 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal
pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu
setempat.

h) Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen
LADK yang diunggah melalui Sikadeka.

i) Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Partai Politik Peserta
Pemilu kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 5 (hari) Hari sejak menerima tanda
pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu
setempat

i) Penyerahan LADK kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan
tingkatannya, yang dilengkapi dengan:

1) Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye.

2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.

3) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye.

4) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye

5) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum
Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye.

6) Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan Dan Pengeluaran.

7) Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye.

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye. dan

9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

k) Apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan oleh KPU,
KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, maka Partai Politik
Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan
LADK perbaikan yang terdiri atas:

1) Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye.
2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.
3) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye.
4) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye.
5) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum
Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye
6) Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan Dan Pengeluaran.
7) Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye
8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye.
9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
a) LPSDK memuat informasi sebagai berikut:
1) identitas penyumbang.
2) jumlah sumbangan dana kampanye.

b) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota
menyampaikan LPSDK kepada KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang
diunggah melalui Sikadeka.

¢) Penyampaian LPSDK dilakukan mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari
setelah masa Kampanye berakhir.

d) LPSDK disampaikan secara lengkap yang terdiri atas:
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1) LPSDK Pihak Lain Perseorangan.

2) LPSDK Pihak Lain Perseorangan.

3) LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Non Pemerintah.

4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
a) Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat informasi:

1) RKDK

2) Saldo awal atau saldo Saldo awal atau saldo: Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa
saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila
diterima sebelum periode pembukuan.

3) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum
pembukaan RKDK.

4) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu.

5) Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

6) Saldo akhir pada saat penutupan RKDK. dan

7) Asersi atas Laporan Dana Kampanye.

b) Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 3 (tiga)
hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum
penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.

¢) LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya.

d) LPPDK calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh
calon yang bersangkutan.

e) Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LPPDK dapat ditandatangani oleh pihak
yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan dibuktikan dengan
surat keterangan pendelegasian dari Partai Politik yang bersangkutan.

f)  Berhalangan tetap meliputi keadaan:

1) meninggal Dunia.
2) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen. atau
3) sedang melaksanakan ibadah keagamaan.

g) Pengurus Partai Peserta Pemilu dapat menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan
dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.

h) Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota Peserta
Pemilu Anggota DPR dan DPRD menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15
(lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

i) Penyampaian LPPDK kepada KAP yang telah ditunjuk oleh KPU, dilampiri dengan LADK dan
LPSDK serta dilengkapi dengan:

1) Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.

2) Formulir Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.

3) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye.

4) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye.

5) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum
Periode Pembukuan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye.

6) Formulir 6 Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan
Penerimaan Dan Pengeluaran.

7) Formulir 7 Asersi Atas Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye.

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye.
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9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Partai Politik Peserta
Pemilu bersangkutan telah ditutup.
10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
j) Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan LPPDK, KPU menyampaikan
LADK dan LPSDK kepada KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan audit.
k) Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari:
1) Partai Politik.
2) Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang
bersangkutan. dan
3) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu Perseorangan, Kelompok,
Perusahaan dan/atau Badan usaha non Pemerintah.
[) Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang
menurut informasi Penyumbang dan jumlah sumbangan.
m) Sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha
non pemerintah harus mencantumkan informasi identitas yang jelas dan jumlah sumbangan.

n) Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peserta Pemilu dalam bentuk uang, barang,
dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum selain organisasi masyarakat sesuai
dengan ketentuan perundang undangan yang mengatur mengenai organisasi masyarakat.

0) Sumbangan yang berasal dari pihak lain Kelompok dilampiri salinan keputusan pengesahan
pendirian Badan Hukum Non Pemerintah dari Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

p) Sumbangan yang berasal dari pihak lain perusahaan atau Badan Usaha Non Pemerintah wajib
dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha.

g) Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari
nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang.

r) Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.

s) Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan
surat pernyataan penyumbang.

t) Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang,
barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon
pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum)
yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.

u) Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum
digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.

v) Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang,
barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon
pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum)
yang dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini.

1) Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk penyumbang perseorangan.
dan

2) Rp25.000.0000.000,00 (dua puluh lima milyar) untuk penyumbang kelompok dan/atau
badan usaha non pemerintah.

w) Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota yaitu untuk:

1) Pembiayaan aktivitas kampanye.
2) Pembayaran hutang. dan
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3) Pengeluaran lain-lain yang dimiliki berdasarkan harga pasar yang wajar.
X) Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara
umum, diperlakukan ketentuan sumbangan.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang
tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai Demokrat
Kabupaten Buol. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat,
misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam
mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup,
ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga
ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye
tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan
dan/atau disediakan oleh Partai Demokrat Kabupaten Buol, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan
atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas
kepatuhan Partai Demokrat Kabupaten Buol terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan
dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggqung Jawab Peserta Pemilu Partai Demokrat Kabupaten Buol

Partai Demokrat Kabupaten Buol bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup
penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan,
implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

Partai Demokrat Kabupaten Buol juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi Partai
Demokrat Kabupaten Buol tanggal 22 Februari 2024.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan
keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang
kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar
Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): “Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi
Keuangan Historis” yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan
kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik
termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini.
Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans
secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam
melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, kami melaksanakan perikatan ini selama 30
(tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Partai Demokrat
Kabupaten Buol dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol.
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Simpulan

Menurut opini kami, Asersi Partai Demokrat Kabupaten Buol dalam Laporan Dana Kampanye tersebut
di atas, telah patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum
dan peraturan pelaksanaannya.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Buol dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami
tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Hormat kami,
Kantor Akuntan Publik
Khairunnas

Regirtcred Publle Accountant

e e

Drs. Khairunnas DS, Ak., CA., CPA., CPIl., ASEAN CPA
Pemimpin

25 Maret 2024
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pengelusman diserts bkt peneimaan dan pengobuaran jlertang Dana Kampenys ﬂ?
yang dapat dpartanggungawabkan [ Pemdihan Umum Momdr 18 b4
Tahun 2023 =%
d. Pambukuan Dans Kamganye menjad tanggung iawab  |Pzsal 43 akal mm
Panai Poblik Peserta Pamily yang barsangkutan, Kemisi Parnilihan Uimum Q.
tendang Dana Kampanyd ,e}
[ Pamilitan Lmum Nomor 18 v
Tahun 2073 =
Penyempalan &, Kami menyampaiken LPPOK kepada KAP yang Pasal 53 ayal (1) dan ayat (3)
Lagormn ditunjuk cleh KPU dangan mangirimbkan data dan Peraluran Komisl Pemilihan o
| dokumen LPPOK yang diungash melilul Siksdeka. | Unum tentang Dana &
Kamparye Pem@han Limum q'h
Mesriee 18 Tahun 2023
b, Kami masyampaben LPPOK paling lma 15 (lima Pagai 33 ayal (4) Peakimn
belns) Hmn soeudan fan pamunguian sears, paling Kormdu Pamilifan Uifeuns \}!-
bt s 33 5 wisklu seEmpm Tamilang Darg Kampanye .a:}
Parnishan Urmsuin Nomoe 18 g
Tt 3033 1
Wit (phiasan Hare simywivipiihan LPPOK secers gk yang edin
| ol N
1) FEIRWERL IR T LAPCEUAN 1N AR (AN ;..
| PRE LR LAARLAN DA A PN A YL Q\
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LINGLIR KEPATLAAN

FORMILILIN & AT TAR PENERIMAAN SUMBANGAN
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FORMULIR 3 LAPCIAN AKTIVITAS PENERIMAAN
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LIPESLIR WEPA TLIHAR

PATUH!

PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATLIH
4 -1

3. | Sumbonsigan yang

Chilgaaung

Mo Tidnk mpagguiakan dana dan sumbangan yang
by, Apateln kami menerima sumbangan yang dilarang
miaka kami mersiuhi ketentusn sebagal ekl

a2 Tidak mesggunakan sumbangan tesebut;

k. Melaporkan sumbangan yang ditarang iersebol kepada
FPUL dan

. Menyefahkan sumbengen tersabill ke kas Megans
paing lambat 14 (ampal belas) Harl ealelah maea
Hampanye borakhir,

Poanl 34 ayat (5] dan Pasal
196 mynd (2} Fesaturan Hamisl
Pemilitan Limum entang

Dana Kampanye Pamilihan
Umurm Mpmor 18 Tabwin 2023,

4. |Pengelusran

[Oi=na Kampanye

Kami moncatal dan membukukan selunuh pengebuann
Ciena Kampanye untuk pembiayasn akiivitas Kampanye,
pembayanan hulang, dan pengelusran lain-lain. yang denilal
bordasarkan harga pasar yang wajar,

Latagan;

al Pembinyaan akbvitas Kampanye termasul pembelian
berang dan atau pembayarn @26,

b} Pembayaran huteng merupakan pembayaren atas
hutang Partal Poliik Peseria Pemilu yang b darf
permbelian barang dar plhak lain dan menadi lanogung
jemab Partal Poliik Presria Pemill yarg betsangkutam.

c] Dana Kampanys tdek dapat cigurnelian uiluk
memayal saksi Panal Politk Peseda Pemilu dalam

pemungutan dan penghitungsn suara,

Pasal 41 Paraturan Komisl

Pemiliias Umum zntang Dana
Hampanye Pemilihan Urmim

Wamar 18 Tahun 2023

Domikian paryalaan ind dibist dangan sehanarmya

EKETUA DEWAN PIMPIMNAN DAERAH
KABUPATEN BUCL

IN ©.Y. KAIMO, S.Ag)

Bual, 22 Februari 2024

KABUPATEN BUOL

{JAMALUDIN, 5.505)
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Laporan Dana Kampanye
Peserta Pemilu



A FORMULIRL Y LAPCRAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAMA KAMPANYE

PARTAI DEMCKRAT

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD KABUPATENKOTA
DEWAN PIMPINAN DAERAH KABLPATEN BUOL

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELLIARAN DANA KAMPANYE
Pariode 17 Desambar 2022 s'd 22 Februen 24

i BENTUK DANA KAMPANYE
s ARTIITAS UANG (Rp) BARAMG (Rp) JAZA (Rp)
A1 | Penerimasn sabeiem penods ] 0 4]
parmbukuan
A2 | Penerimaan sumbangan
1- Partal Palilik
a. Partai Politik Tingkat Pusat B [ 0
b, Partai Poilik Tingksl Prowvasi i a 0
¢, Partal Politik Tingkat Kabupater®ols 10,100,000 1] a
2. |Calon Anggota Lagistas
A Sumbangan Calon Anpgota Legishalil a Q o
kepada Parpd
b. Jesa Kampanye Calon Anggola i 0 201,680 400
Lagistatl
3. |Sumbangan Pihak Lain Perssorangan 0 v o
4, |Sumbangan Fihak Lain Kalompok 0 ¢ a
5 Sumbasrgan Pk Laln Perusahsan ] 18 ; i}
dard'atau Badan Uasha Nonpemerintah
JUMLAH PENERIMAAN SUMBAMNGEAN 10 100,000 ] 201 660.400
A3 |Penerimaan Lain-Lain
R 74 Bank 8,060 o a .
 JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN 4.060 0 D itk
- ——
i l.- -
i y | i - 3 A
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ARTIVITAR

BENTUK DANA KAMPANYE

LIAN (Hp)

BARANG (Rp)

T

Pengaluamn sebalim pariods
Ptk

Pengehiamn

Rapal Urwum

Peremuaan Terbatas

Peramuan Talap Muka

L= =0 = =]

=R -3E-8E-]

alw| | =|®

Pambuatan/Predubs lklan di Modig
Massa Colak, Media Massa Elekirorik,
Media Sosial, dan Madia Dadam
Jaringan

Fembiatan BahanDesign dan'atau Al
Paraga Kampanys

Peryebaran Bahan Kampanye Partal
Polilik Kepada U dandslau
pemasangan Alat Permgs Hampanye

a. Penyebaran Bahan Kampanye Partai
Pofiik Kepada Limum

b. Pemasangan .ﬁ.latP-E'a_l;-ﬂ Kampanys
Partal Polilik

Peryebaran Bahan Kampamye Calon
Angoola Leglslstid Kepada Umum

dan'atau pemasangan Mat Peraga
Kampanys

&, Paenyabaran Bahan Kampanys Calon
Anpgota Legistatif Kepada Lirmum

b, Pemasangan Alal Peraga Kempanye
Calon Anggoia Legisistl

Kegatan Lain yang Tidak Melanggar
Larangan Kampanye dan Peraturan
Ferundang-undangan

Pengeluarar Lain-lain

A, Administrasi Bank

b. Pembelian Kendaraan

¢ Pembelian Paralatan

4. Pembayaran Ulang Pombelian
Barang.

Dlelo|a

BB Dipindai dengan CamScanner
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AKTIVITAR

Saidn

s o IR

e

BlREnD Khubus Dana

e

PARTAI DEMOKRAT

DPC. KAB BUOL
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LAPORAN ASURANS
INDEPENDENT (LAI)

PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)
KABUPATEN BUOL

PERIODE 17 DESEMBER 2022 S/D 22 FEBRUARI 2024



Eantar Akuntan Publik
MLATEEINNL, STUTTAMNTD AR FIIRDJLER
IZIMN USAHA No. ; 353 / KM.1 ) 2014

LAPORAN ASURANS INDEPEMDEN
Nomeor: 00160/2. 09 T/DAKAM/M1E682-1-1/11/2024

Kepada Yth:
Keatua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Buol
Unnamed Road, Leok |, Kec. Biau, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah 3456

Cakupan

Kami telah meiakukan perikatan dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsl Sulawesi

Tengah berdasarkan kontrak nomor 375/PL.01.7-SPK/TZ2024, unfuk melakukan

Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap

kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partal Perinde Kabupaten Buol untuk periode 17

Desember 2022 sampal dengan 22 Februari 2024 terhadap peraturan perundang-undangan

terkait pelaporan Dana Kampanye, yaitu:

1. Undang-Undang Momor 7 Tahun 20717 tentang Pemilinan Umum (Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomor 6108) sabagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggant Undang-Undang Momor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nemor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Momor
5863},

2. F'urnt}umn Komisi Pemilihan Umum (PEPU) Momor 18 Tahun 2023 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum MNomor 1130 Tahun 2023 tentang Pedoman
Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye;

4, Keputusan Komisi Pemilihan Umum MNomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman
Teknis Pelaporan Dana Kampanya Pamilihan Umum;

Untuk selanjutnya Undang-Undang dan peraturan tersebul diatas kami sebut sebagai
“Paraturan Dana Kampanya"

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketantuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomaor 18 Tahun 2023 Laporan

Dana Kampanye Partal Perindo Kabupaten Buol terdiri dari )

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi
Rekening Khusus Dana Kampanye. sumber perclehan saldo awal atau saldo
pembukaan, rincian perhitungan penarimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum
pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang
bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partal Politk
dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sabagai Peserta Pemilu sampai dengan
1 (satu) har sebelum panyampaian LADK kepada Komisi Pemilihan Umum;,

2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuanyang
memuat seluruh penerimaan yang diterima Pesarta Pemilu setelah LADK disampaikan
sampai dengan 1 (salu) harl sebalum penyampaian LPSDK kepada Komisl Pemilihan
Umum, dan

3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan
yang memuat seluruh penarimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai
sejak ditetapkan sebagal Peserta Pemilu sampal dengan berakhirnya masa
kampanye.

; PR o 1
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Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans inl adalah Peraturan Komisi
Pamilihan Umum MNomor 18 tehun 2023 Krteria tersebut juga dijadikan acuan dan
diterapkan oleh Partai Perindo Kabupaten Buol dalam penyusunan Laporan Dana
Kampanye Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai Perindo Kabupaten Buol dalam
menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:
1 Rekening Khusus Dana Kampanye (REDK)

a8, Pembukaan, Pasgal 3T PKPLU nomor 18 tahun 2023

1)

2)

3)

4)

ayat {2), Partai Politik Peserta Pemilu membuka REDK atas nama Pariai
Folitik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik Peserta
Pemilu pada Bank Umum.

ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK tidak melampaw
ketentuan Pembukaan REDEK yaitu paling lambat 1 {satu) hari sebelum
dimulainya masa kampanye.

ayat (4), Pembukaan REKDK diengkapi dengan surat pengantar pembukaan
REDE yang diterbitkan cleh Komisi Pemilihan Umum.

ayat (8), Partal Politk Peserta Peamilu tingkat pusat, tingkat provinsidan tingkat
kabupaten’kota membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor REDK
kepada Komisl Pemilihan Umum, Komisl Pemilinan Umum Provinsi, danfatau
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

b. Pengelolaan, Fasal 37 PKFPU nomor 18 tahun 2023,

L]

=)

3)

ayal (6), Partai Paolitik Pesarta Pemiu dapat menunjuk petugas uniuk
mengeiola RKDK dilengkapi dengan surat pemyataan dari pimpinan Pariai
Folitik,

ayat (10), REDK Partai Politik Peserta Pamilu bdak dapat ditarik dan/atau
dilakukan penggantian, dan

FPasal 38 ayat (1), Penanmaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib
ditempatkan pada REDE terlebih dahulu sebelum digunakan untuk Kegiatan

Kampanye Pemilu.

€. Penutupan, Pasal 38 PEPU nomor 18 tahun 2023;

1)

2)
3)

ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu wajib menutup REDK pada Bank Limurn
1 (zatu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampail dengan 1 (satu)
Hari sebelum penyampaian LDK kepada KAP,

ayal (2}, Penuiupan REKDK dizsampaikan dengan melampirkan surat
permohonan penutupan REDK kepada Bank Umum, dan

Pazal 37 ayat (5), Partai Politk Pesarta Pemilu wajib menyampaikan bukti
penutupan rekening berupa sural pernyataan dar Bank Umum 1 (satu) Hari
setelah menerima sural pernyataan dari Bank Umum

2 Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
a. Muatan Informasi, Pasal 46 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, yang memuat

informasi:

1)
2)
3)

4)
5

&)
[}

REKDK;

Saldo awal RKDK atau saldo pambukaan dan sumber parolehan,

Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil panenmaan
sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanys,

apabila diterima sebelum periode pambukuan;

Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Pesenta Pemiiu termasuk
sabalum pambukaan REDK;

MPWP masing-masing Farai Politk Peserta Pemilu.

Bukli penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.



b. Periode Pembukuan, Pasal 47 PEPLU nomor 18 tahun 2023

1) ayat (2), Partai Poltik Peserta Pemilu mematuhi pembukuan LADK yaitu
3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan
ditutup 1 (satu) Hari sebalum panyvampaian LADK

2) ayat (6), LADK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD
Provingi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan
Partai Politik sesuai dengan tingkatannya.

3) ayat (7). LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.

4) ayat(8), Dalam hal Pimpinan Partai Politic berhalangan tetap, LADKdapat
ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesual dengan AD/ART
Partai Politik Peserta Pamilu yang bersangkutan

5) ayatl (10), Barhalangan tetap meliputi keadaan:

&) meninggal dunia,
b) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau
) sedang melaksanakan ibadah keagamaan

¢} KelEengkapan dan Penyampeian, Pasal 51 PEPU nomor 18 tahun 2023;

1)

2)

£

&)

5)

ayat (4), Partai Paolitik Peserta Pamilu dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi

Pimpinan Parai Pclitik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan

kabupaten/kota mematuhi penyerahan LADK tidak melampaul waktu yang

ditetapkan yailu 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama |adwal

pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapal umum, paling lambat

pukul 23.59 wakiu setempat

ayat (1), Partal Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK dengan

mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalul Sikadeka,

ayat (7}, Apabila terdapal perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan olkeh

Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkal nasional kepada Komisi

Femilihan Umum malalui Sikadeka paling lambat 5 (han) Han sejak manerima

tanda pengembalian dan beritaacara hasil pencermatan darl Komisi Pemiliban

Umum , paling lambat pukul 23.559 waktu sstempat.

ayat {5), apabila LADK yang disampalkan ocleh Parai Politik PesertaPemilu

dikembalikan oleh Komisi Pemilihan Umum Komisi Pamilihan Umum Provinsd,

danfatau Komisi Pamillhan Umum Kabupaten/Kola sesuai dengan

tingkatannya, maka Parial Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau

mamparbalki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang yang

terdiri atas;

a) Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye;

b} Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;

c) Formulir 3, Laporan Akfivitas Penerimaan dan Pengsluaran Dana
Kampanye,

d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;

&) Formulic 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanya sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye,

fi Formulir 8, Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan
Pengeluaran;

g) Formulir 7, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana
Kampanye,

h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye,

i) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeiuaran, dan _

Pasal 47 ayat (4), Penyerahan LADK kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Proving:, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kola

sesual dengan tngkatannya, yang dilengkapl dengan:

a) Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye,

b} Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye:

g} Formuiir 3, Laporan Akbvilas Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye,



d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye

g) Formulir & Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;

fi Formulir 8, Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan
Pengeluaran;

gl Formulir 7, Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal
Cana Kampanye;;

Ry Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye

I} Bukbi-bukti transaks| penerimaan dan ransaksi pengeluaran

3, Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
. Muatan Informasi Pasal 49 ayat (1) PEPU nomor 18 tahun 2023, LPSODEKEmemuat
informasi:

1)
2)

identitas panyumbang
jumiah sumbangan Dana Kampanye

b. Kelangkapan dan Paenyampaian, Pasal 52 PEPU nomor 18 tahun 2023;

1)

2)

3)

ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusaf. tingkat provinsidan tingkat

kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum

dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalul

Sikadeka,

ayat (4), Penyampaian LPSDE dileskukan mulai dari awal masa Kampanye

sampai dengan 1 (satu) Hari seteiah masa Kampanye berakhir, dan

Pasal 49 ayat (2), LPSDK disampaikan secara langkap yang terdiri atas:

a) LPSDK Pihak Lain Persecrangan,

b) LPSDK Pihak Lain Kelompok, dan

c) LPSDK Pihak Lain Perusahaan danfatau Badan Lisaha
Monpemearintah

4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
a. Muatan Informasi, Pasal 50 ayai (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, Partai Politik
Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat informasi

1)
2)
3)

REDHK

Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perclehan;

Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil panerimaan
sumbangan dan pengeluaran untuk kegatan Kampanye apabila diterima
sebelum pericde pembusuan;

Catatan penerimaan dan pangeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk
sebelum pembukaan REKDK,;

MPWP masing-masing Partai Politik Pegera Pemilu,

Bukti pengeluaran yang dapat dipartanggungjawabkan,

Saldo akhir pada saat panutupan RKDEK, dan

Asersi atas Laporan Dana Kampanye.

b, Parode Peambukuan, Pasal 50 PEPU nomaor 18 tahun 2023;

1

2)

3)
4)

ayal (2), Partai Politik Pasarta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPPDK
yang dimulai sejak 2 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik
Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum peanyampaian LPPDK
kepada KAP yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum.

ayat (B), LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi,
dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh PimpinanPartal Politik sesuai
dengan tingkatannya.

ayat (7). LPPDK calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DFPRD
Kabupaten/Kota ditandatangani oleh calon yang barsangkutan,

ayat (8), Dalam hal Pimpinan Partal Politik berhalangan tetap, LFFDK dapat
ditandatangani cleh pihak yang berwenang sesualidengan AD/ART Partai
Politik yang bersangkutan dibuktikandengan sural keterangan pendelegasian
dari Partal Politik yangbersangkutan,



5)

ayat (10), Berhalangan letap meliputi keadaan:

a) meninggal dunia;

by tidak mampu melaksanakan tugas secara parmanen; atau
c) sedang melaksanakan ibadah keagamaan

Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 53 PKPU nomor 18 tahun 2023

1)
)

3)

4)

ayat (3), Partal Politik Peserta Pamilu dapat menyampaikan LPPDEdengan

mengirimkan data dan dokumen LPPDE yang diunggah melalui Sikadeka

ayat (4), Pimpinan Partai Politik Pasera Pemilu bngkat pusat, provinsi, dan
kabupatenkota Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD menyampaikan

Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (ma belas) han setelah

pemungutan suara paling lambal pukul

23.59 waktu setempat,

ayat (6), Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan LPPDK,

Komisi Pemilihan Umum menvampaikan LADK dan LPSDE kepada KAP

melalul Sikadeka untuk dilakukan audit, dan

Pasal 50 ayat (4), Penyampaian LFPDK kepada KAP yang telah ditunjuk clah

Komisi Pemilihan Umum, dilamgin dengan LADK danlLPSDK serta dilengkapi

dengan:

a) Formulir 1, Laporan Penermaan dan Pengeluara Oana Kampanye;

b} Formulir 2, Daftar Penarimaan Sumbangan Dana Kampanye;

c} Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye;

d} Formulir 4, Daftar Persedisan Barang Dana Kampanye;

e) Formulir & Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye Sebsium Peridde Pembukuan Laporan Pensrimasn dan
Pengeluaran Dana Kampanye;

f) Formulic 8 Laperan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran,

g} Formulir 7, Asersi Atas Laporan Penermaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye,

h} Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye,

[}  Surat Pernyataan darl Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening
FPasangan Calon barsangkutan telah ditutup.

ji Bukbi-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran

Sumber/Klasifikasi dan |dentitas Penyumbang, sebagaimana diatur dalam PKPU
nomor 18 tahun 2023

1)

2)

3)

M)

Pasal 31 ayat (1}, Dana Kampanya Pemilu Anggota DPR dan DPRD
barsumbear dari:
a) Partal Pelitik,
b} Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupatenfkotadar

Partal Politik yang bersangkutan; dan
c) Sumbangan yang sah manurut hukum dan pinak lain, yatu:

i. Parssorangan;

ii.  Kelampok:

iii. Perusahaan; dan/atau

iv. Badan usaha nonpemerintah
Fasal 32 ayat (B}, Kelompok yang memberikan sumbangan kepadaPesana
Pemilu dalam beniuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok
berbadan hukum selain organisasi masyarakat sesual dengan ketentuan
parundang- undangan yang mengatur mangenai organisasi masyarakat.
Pasal 33 ayat (1), Sumbangan dari pihak lain harus cilengkapidengan surat
pernyataan penyumbang yang menurul informasiidentitas Penyumbang dan
jumiah sumbangan.
Pasal 33 ayat (2), Sumbangan yang berasal dan persecrangan, kelompaok,
perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah harus mencantumkan
informasi identitas yang jelas dan jumiah sumbangan



5) Pasal 49 ayat (2) huruf b, Sumbangan yang berasal dan pihak lain Kelompok
difampini  salinan keputusan pengesahan  pendirian Badan Hukum
Nonpemerintah dan Mentari yang menyelenggarakan urusan pemernntahan di
bidang hukum dan hak asasi manusia.

B} Pasal 48 ayat (2) c, Sumbangan yang berasal dari pihak lain perusahaan atau
Badan Usaha Monpemerintah wajib dilampiri salinan akta pendirian
Perusahaan atau badan usaha.

7} Pasal 36 ayat (3) huruf b, Penerimaan sumbangan Dana Kampanyeyang
dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang
ke REKDK disertai identitas penyumbang

8) Pasal 36 ayat (5), |dentitas peanyumbang dapat berupa surat keterangan dari
bank yang bersangkutan, Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan
melalui setoran funai pada bank, disertai dengan surat pernyaiaan
panyumbang.

Pencatatan Penerimaan Sumbangan, Pasal 34 PEPU nomor 18 tahun 2023;

11 ayal (4), Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh
sumbangan (mencakup uang, barang, can/atau jasa yang dikonversikan
dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembehan barang atau |asa
yang melebihi batas kewajaran transaksi jual bali secara umum) yang diterima
ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan, dan

2) Pasal37 ayat (1), Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada
REDE terlabih dahulu sebelum digunakan uniukkegiatan kampanyea pemilu.

Batasan/Kesesuaian Sumbangan, sebagaimana diatur dalam PKPU nomar 18
tahun 2023 Pasal 34 ayat (1) dan (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi
jurmiah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang
dikomnversikan dengan nilai uang, termasukutang dan diskon pembelian barang
atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang
dilaporkan dalam LADEK dan LPPDK tidak melsbihi jumilah di bawah ini

1} Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ralus juta rupiah) untuk penyumbang
perseoarangan, dan

2) RpZ5.000.000.00000 (dua puluh hima milyar rupiah) untuk penyumbang
keliompok dan/atau badan usaha non pemerintah

Sumbangan yang dilarang, Pasal 34 ayat (5) PEPU nomor 18 tahun 2023, Pariai

Politik Peserta Pemilu yang menerima sumbangan rmalebihi ketentuan, harus

meamatuhi ketentuan berikut:

1) Dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud,

2} wajib melaporkan sumbangan tersebul kepada Komisi Pemilihan Umum;
dan

3} menyerahkan sumbangan tersebul ke kas Negara paling lambatl 14 (ampat
belas) hari setelah masa Kampanye berakhir,

Batasan Pengeluaran Dana Kampanye, Pasal 41 PKPU nomor 18 tahun2023:

1) aysat (1), Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu calon anggota DPR, DPRD
pravinsi, dan DPRD kabupaten/kota yaitu untuk:

a) Pembiayaan aktivitas kampanye;

b} Pembayaran hutang; dan )

c) Pengeluaran lain- lain yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar,
dan

2} Pasal 34 ayat (4), Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas
kewajaran jual bell yang berlaku secara umum, diperiakukan keteniuan
sumbangan.



Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerclehan bukti vang relevan dan terbatas pada
informasi yang lertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami
oleh Partai Perindo Kabupaten Buol. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat
keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan
memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan
yang terjadl. Terdapat keterbatasan sifal, saat lingkup, ragam, dan karakteristik yang
melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada
kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana
Kampanye tersebut Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen danfatau
informas| yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Partal Perindo Kabupatan Buol,
sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam
laporan, Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Partai Perindo
Kabupaten Buol terhadap peraturan perundang-undangan yang relevandengan Laporan
Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Partal Perindo Kabupaten Buol

Partai Perinde Kabupaten Bual bertanggungjawab altas penyusunan Laporan Dana
Kampanye yang sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung
jawab tersebut juga mencakup pesnerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang
digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sisteam, dan
proses yang relevan untuk penyusunan laporan. Partai Perindo Kabupaten Buol juga
bertanggung jawab atas kepaluban lerhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana
Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asers! Laporan Penerimaan dan
Pengeluaran Dana Kampanye Partai Perindo Kabupaten Buol tertanggal 07 Januari 2024,

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung |awab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa
pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut
bardasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami paraleh. Kami
melakukan perikatan ini bardasarkan Standar Parikatan Asurans 3000 (Revisi 2022)
‘Paricatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis™ yang
ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk
memenuhiketantuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profes) Akuntan Publik
termasulk parsyaratan independans| bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan
Asurans ini. Standar lersebul juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan
melaksanakan Perikatan Asurans secara memadal dalam mendukung kesimpulan kami
Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang dipariukan
dalam melaksanakan Perikatan Asurans inl. Sesuai dengan pasal102 ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Momor 18 Tahun 2023, kami melaksanakan perikatan inl selama
30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye
Laporan Dana Kampanye Partai Perindo Kabupaten Buol dari Komisi Pemilihan Umum

Simpulan

Menurut opini kaml, Asersi Partal Perindo Kabupaten Buol dalam Laporan I:_Iana Kampanye
tersebut di atas, telah patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana
diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan UmumMNomor 18 tahun 2023.



Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans inl hanya kepada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Buol dan sesual dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah
disepakati, Oleh karena itu kami fidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan i
oleh pihak lain danfatau untuk tujuan lainnya.

Kantor Akuntan Publik
Maksum Suyamte dan Hirdjan

FarizAgung Kurniawan, SE., Ak., CA., CPA
Momaor ljin Akuntan Publik- AP, 1682

Jakarta, 28 Marat 2024



G. FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PAETAl FERINDO

ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
PARTAI PERINDO
DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BUOL

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : SALIM S. MANDULA, S. Sos
Alamat RT. 001 RW. 001 Desa Kantanan Kec. Bokat Kab. Buol Prov. Sulawesi
Tengah
Nomor Induk Kependudukan : 7205031708770003
Jabatan : Ketua
2. Nama : MOH. FADLY
Alamat : RT. 015 RW. 003 Kel. Leok 2 Kec. Biau Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah
Nomor Induk Kependudukan : 7205060507830004
Jabatan . Bendahara

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

PATUH/
NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
A. |Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
1. |Pembukaan a. Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2)
Partai Politik Peserta Pemilu dan terpisah dari rekening | Peraturan Komisi Pemilihan
Partai Politik Peserta Pemilu. Umum tentang Dana Patuh
Kampanye Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2023
b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum sejak Partai |Pasal 37 ayat (3) Peraturan
Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Komisi Pemilihan Umum
Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum tentang Dana Kampanye Patuh
dimulainya masa Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor |Pasal 37 ayat (8) Peraturan
RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota. tentang Dana Kampanye Patuh
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
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PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
2. |Pengelolaan Kami menempatkan Penerimaan Dana Kampanye yang Pasal 36 ayat (2) Peraturan
berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum Komisi Pemilihan Umum
digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu. tentang Dana Kampanye Patuh
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
3. |Penutupan a. Kami menutup RKDK pada bank umum 1 (satu) Hari Pasal 38 ayat (1) Peraturan
setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan | Komisi Pemilihan Umum
1 (satu) Hari sebelum penyampaian Laporan Dana tentang Dana Kampanye Patuh
Kampanye kepada KAP. Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan Pasal 38 ayat (5) Peraturan
rekening khusus dana kampanye dari Bank Umum Komisi Pemilihan Umum
kepada KPU Kabupaten/Kota, 1 (satu) Hari setelah tentang Dana Kampanye Patuh
menerima surat pernyataan dari Bank Umum. Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
B. |Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
1. |Muatan Informasi |Kami menyusun LADK yang memuat informasi: Pasal 47 ayat (1) Peraturan
a. RKDK; Komisi Pemilihan Umum
b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber |tentang Dana Kampanye
perolehan; Pemilihan Umum Nomor
c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo 18 Tahun 2023.
hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk
kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode Patuh
pembukuan;
d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik
Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik
Peserta Pemilu; dan
f.  Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat
dipertanggungjawabkan.
2. |Pembukuan a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan
yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik Komisi Pemilihan Umum
ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) [tentang Dana Kampanye Patuh
Hari sebelum penyampaian LADK. Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan |Pasal 43 ayat (3) Peraturan
keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang Komisi Pemilihan Umum
bersangkutan. tentang Dana Kampanye Patuh
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi Pasal 43 ayat (6) Peraturan
tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan Komisi Pemilihan Umum
Patuh

pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran
yang dapat dipertanggungjawabkan.

tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
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PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab |Pasal 43 ayat (7) Peraturan
Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye Patuh
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
3. |Penyampaian Kami menyampaikan LADK kepada KPU Pasal 51 ayat (3) Peraturan
Laporan Kabupaten/Kota dengan mengirimkan data dan Komisi Pemilihan Umum
dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka; tentang Dana Kampanye Patuh
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
Kami menyampaikan LADK dilakukan paling lambat 14 |Pasal 51 ayat (4) Peraturan
(empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal Komisi Pemilihan Umum
pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat tentang Dana Kampanye Patuh
umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat; Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan |Pasal 51 ayat (7) Peraturan
LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui | Komisi Pemilihan Umum
Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima tentang Dana Kampanye Patuh
tanda pengembalian dan berita acara hasil Pemilihan Umum Nomor 18
pencermatan dari KPU Kabupaten/Kota, paling lambat | Tahun 2023.
pukul 23.59 waktu setempat.
4. |Kelengkapan Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri
atas:
1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;
2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE;
3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE;
5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN
AWAL DANA KAMPANYE;
Patuh

6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PENCATATAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN;

7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA
KAMPANYE;

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye; dan

9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi
pengeluaran.

Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh
KPU Kabupaten/Kota, maka kami wajib melengkapi
dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud
dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:
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NO

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/
TIDAK
PATUH

3

5

1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE;

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN
AWAL DANA KAMPANYE;

6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PENCATATAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN;

7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA
KAMPANYE;

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye; dan

9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi
pengeluaran.

Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

Muatan Informasi

Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU
yang memuat informasi:

a. lIdentitas penyumbang; dan

b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye.

Pasal 49 ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023

NIHIL

Penyampaian
Laporan

Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten/Kota,
mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu)
Hari setelah masa Kampanye berakhir.

Pasal 52 ayat (3) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

NIHIL

Kelengkapan

Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri
atas:

a. LPSDK Pihak Lain Perseorangan;
b. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan

c. LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha
Nonpemerintah.

NIHIL

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

Muatan Informasi

Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi:
a. RKDK;

b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber
perolehan;

Pasal 50 ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor

Patuh
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PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo 18 Tahun 2023.
hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk
kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode
pembukuan;
Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik
Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
Nomor pokok waijib pajak masing-masing Partai Politik
Peserta Pemilu;
Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat
dipertanggungjawabkan;
Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK;
dan
Asersi atas Laporan Dana Kampanye.
2. |Pembukuan Kami menyusun LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari Pasal 50 ayat (2) Peraturan
setelah penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum
ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK tentang Dana Kampanye Patuh
kepada KAP yang ditunjuk KPU. Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan |Pasal 43 ayat (3) Peraturan
keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang Komisi Pemilihan Umum
bersangkutan. tentang Dana Kampanye Patuh
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi Pasal 43 ayat (6) Peraturan
tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan Komisi Pemilihan Umum
pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran | tentang Dana Kampanye Patuh
yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab |Pasal 43 ayat (7) Peraturan
Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye Patuh
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
3. |Penyampaian Kami menyampaikan LPPDK kepada KAP yang Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3)
Laporan ditunjuk oleh KPU dengan mengirimkan data dan Peraturan Komisi Pemilihan
dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka. Umum tentang Dana Patuh
Kampanye Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2023
Kami menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima Pasal 53 ayat (4) Peraturan
belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling Komisi Pemilihan Umum
lambat pukul 23.59 waktu setempat. tentang Dana Kampanye Patuh
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
4. |Kelengkapan Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri
atas:
Patuh

FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE;



6287855031987
Typewritten text
Patuh

6287855031987
Typewritten text
Patuh

6287855031987
Typewritten text
Patuh

6287855031987
Typewritten text
Patuh

6287855031987
Typewritten text
Patuh

6287855031987
Typewritten text
Patuh

6287855031987
Typewritten text
Patuh


NO

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/
TIDAK
PATUH

3

5

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN
DANA KAMPANYE;

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA
KAMPANYE;

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM
PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

6) FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE PENCATATAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN,;

7) FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye;

9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan
bahwa rekening Partai Politik Peserta Pemilu yang
bersangkutan telah ditutup; dan

10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi
pengeluaran.

Ketentuan Lainnya

Sumber Dana
Kampanye

Kami menerima Dana Kampanye Pemilu anggota DPR,
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diperoleh
dari:

a. Partai Politik;

b. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan;
dan

c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain

Pasal 31 ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor

18 Tahun 2023.

Patuh

Pembatasan/
Kesesuaian
Sumbangan

Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan
sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa
yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon
pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran
transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK,
LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal
sumbangan sebagai berikut:

a. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari
perseorangan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua
miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye.

b. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari kelompok,
perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah
paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima
miliar rupiah) selama masa Kampanye.

Pasal 34 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2023.

Patuh
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PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
3. |Sumbangan yang |Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang Pasal 34 ayat (5) dan Pasal
Dilarang dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang | 116 ayat (2) Peraturan Komisi
maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut: Pemilihan Umum tentang
a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut; Dana Kampanye Pemilihan
b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada | Umum Nomor 18 Tahun 2023. Patuh
KPU; dan
c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara
paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa
Kampanye berakhir.
4. |Pengeluaran Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Pasal 41 Peraturan Komisi
Dana Kampanye |Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, Pemilihan Umum tentang Dana
pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai | Kampanye Pemilihan Umum
berdasarkan harga pasar yang wajar. Nomor 18 Tahun 2023
Catatan:
a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian
Patuh

barang dan/ atau pembayaran jasa.

b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas
hutang Partai Politik Peserta Pemilu yang timbul dari
pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung
jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk
membiayai saksi Partai Politik Peserta Pemilu dalam
pemungutan dan penghitungan suara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH

(SALIM

ANDULA, S. Sos)

Buol, 07 Januari 2024

uoL
16

KABUP, L

CEWAN PIMPINAN DAERAH

PARTAI PERINDO =

FERSATUAM IMDOMESIA

e e KLABUPATEN BUOL

H. FADLY)

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
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A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

P T

PARTAI PERINDO

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA
DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BUOL

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode 17 Desember 2022 s/d 07 Januari 2024

BENTUK DANA KAMPANYE

NOMOR AKTIVITAS
UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp)
A1 Penerimaan sebelum periode 0 0 0
pembukuan
A.2 |Penerimaan sumbangan
1. Partai Politik
a. Partai Politik Tingkat Pusat 0 0
b. Partai Politik Tingkat Provinsi
c. Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota
2. Calon Anggota Legislatif
a. Sumbangan Calon Anggota Legislatif 0 0 0
kepada Parpol
b. Jasa Kampanye Calon Anggota 0 0 130.250.000
Legislatif
Sumbangan Pihak Lain Perseorangan 0 0
Sumbangan Pihak Lain Kelompok 0 0
Sumbangan Pihak Lain Perusahaan 0 0
dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah
JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN 0 0 130.250.000
A3 Penerimaan Lain-Lain
1. Bunga Bank 0 0
JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN 0 0
A.4 |Penerimaan Barang Hasil Pembelian
1. Penerimaan Barang Hasil Pembuatan 0 0 0
Bahan/Design dan/atau Alat Peraga
Kampanye
2. Barang Diterima Dimuka Hasil 0 0 0
Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat
Peraga Kampanye
JUMLAH PENERIMAAN BARANG 0 0 0
HASIL PEMBELIAN
TOTAL PENERIMAAN 0 0 130.250.000




NOMOR

AKTIVITAS

BENTUK DANA KAMPANYE

UANG (Rp)

BARANG (Rp)

JASA (Rp)

Pengeluaran sebelum periode
pembukuan

B.1

Pengeluaran

—

Rapat Umum

Pertemuan Terbatas

Pertemuan Tatap Muka

HlenN

Pembuatan/Produksi Iklan di Media
Massa Cetak, Media Massa Elektronik,
Media Sosial, dan Media Dalam
Jaringan

olo|]O| O

[N Nol Nol N

ojlo|]O| O

Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat
Peraga Kampanye

Penyebaran Bahan Kampanye Partai
Politik Kepada Umum dan/atau
pemasangan Alat Peraga Kampanye

a. Penyebaran Bahan Kampanye Partai
Politik Kepada Umum

b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye
Partai Politik

Penyebaran Bahan Kampanye Calon
Anggota Legislatif Kepada Umum
dan/atau pemasangan Alat Peraga
Kampanye

a. Penyebaran Bahan Kampanye Calon
Anggota Legislatif Kepada Umum

b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye
Calon Anggota Legislatif

Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar
Larangan Kampanye dan Peraturan
Perundang-undangan

Pengeluaran Lain-lain

a. Administrasi Bank

. Pembelian Kendaraan

b
c. Pembelian Peralatan
d

. Pembayaran Utang Pembelian
Barang

ojlo|]O| O

o|j|o|o|o

olo|]O| O

e. Pengeluaran Lain

1) Pengeluaran Lainnya

2) Sumbangan ke Parpol Tingkat
Provinsi/Kabupaten/Kota

3) Sumbangan ke Calon Anggota
Legislatif

4) Jasa Kampanye Calon Anggota
Legislatif

130.250.000

TOTAL PENGELUARAN

130.250.000

Utang

Utang Pembelian Barang




BENTUK DANA KAMPANYE
NOMOR AKTIVITAS
UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp)

D Saldo
1. Kas di Rekening Khusus Dana 0 0 0

Kampanye
2. Kas di Bendahara

Barang 0 0 0

Buol, 07 Januari 2024

1b CEWAN PIMPINAN DAERAH

PARTAI PERINDO

PERZATUAM INDOMESIA
s e KABUPATEN BUOL

(MOH} FADLY)



P Kantor Akuntan Publik

INDRA WIGUNA MARTHANU CPA

Registered Public Accountant
License KMEK Rl No. 963/ KMK.1/2017

Buiging valus

W

Momor : 051/LALI-DAKAM.ST/TWMLIL2024

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Kepada ¥ih
Ketun KPU Provinsi Sulawesi Tengah
w.p. Ketun KPU Kabupaten Buol

Cakupan

Humlpll:]uh melakukan peiikatan dengan KPU Provinsl Sulawesi Tengah berdassrkan Sorat Perjanjian

(Kontrak) Nomor 376/PL 01 7-SPE/T2/2024 tanggal 29 Februari 2024, untuk melakukan Perkatan Asurans

dengan kevakinan menadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana K arnpanye Partas

Persatuan Pembengunan DPC Ksbupaten Buol untuk periede 17 Desember 2022 s.d. 22 Februari 2024

terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanyo yaitu.

1. Undang-Undsng Nomwor 7 Talun 2017 tentasng Pemilihan Umam (Lembaran Negara Republix
[ndoncsia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor 6103)
sebagatmana telah divhah dengan Undanpg-Undang Nomer 7 Tabun 2073 rentang Penetapan Peraturm
Pemenntah Penpgpank Undang-1Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubshan atas Undang-Undan g
Momer 7 Tahun 201 7 tentang Pemilihan Uooom teetjadi Undang -Undang (Lembarin MNegaa Repubhk
Indonesia Tehun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 6863);

i Peraturan Komisi Perpilihan Unmum Momer 18 Tehun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan T imum
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 696),

a, Keputusan Komisi Peniliban Ui Nemes 1190 Tabon 2023 tentang Pedoman Tebnis Pembukaan
dan Penutopan Rekenmg Khusus Dana Kampanye; dan

4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Petaporan

Dang Kamparye Pemilibian Dmoam.

Informasi Hal Pakok

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tghun 2017 tentang Pemilihan Umom (Lembaran Newara
Republid Indonesia Tahun 2017 Momor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Mamor 6109
sevagaimana telah divbah dengan Undang-Undang Womer T Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemierintah
Penggmiti Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2022 1entang Perubahian atas Undang-Undang Nomer 7 Tahug 2017
tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomo
34, Tambghan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) dan Peraturan Komisi PemilihanUmosm
Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Urnum (Berita Nepara Republik Indonesia Tahun 2023
Momor 656 ), Laporan Dena Kampanye Farta Persatuan Pembangunan DPC Kabupaten Buol terdiri dan:

Registered at the Indonesia Flnantial Services Authority [DIK)
oM s Kecapi Mas Raya Mo, 01 Kota Cirebon Jawa Barat- 45144
Tel ! #62231 8R05114 - + 62 231 480551 Fax: +62 231 ARO5R]

Website wwalkapiwm.com
Emall :kapindrawm@yahoo.com
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I.  Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang mermaat informasi Rekening Khusus
Dana Kampanye, sumber perolchan saldo awal atan saldo pembukaan, rincian perhitungan penenmaan
dan pengelunran yang diperoleh sebelum pembukasn Rekening Khusus Dana Kampanye, dan
peserimaan sumbangan yang bersumber dard Pasangan Calon dan/stay Parta Politik staw Gabungan
Partai Politik dan pihak fain yang dimulsi sejuk ditetaplkan sebagai Peserta Pemiln sampai dengan |
(satu) hari sebelum penvampaian LADE kepada KPU Kabupaten Buol:

2 Laporan Pember Sumbangan Dana Kampanye (LPSDE) adalah pembukuan yang memuat sefuruh

penerimaan vang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan sampai dengan | (satu) har

sebelum penyampaian LESDE kepada KPU Kebepaten Baol, dan

Laporan Penerimaan dan Pengelusran Dana Kampanye (LPPDE) adalah pembukuan yang memuat

seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dinulai scjak ditetapkan sebagar Peserta

(1)
1

Permin sompai dengan berakhivmya maza kampamys

Kriteria
Erileria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurins ini adalah Undang-1LIndang Nomaor T Tahun2017 tentang
Pemilihan Umum {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomar 182 Tambaban Lembaran
Negara Republik Indoncsia Nomor 6100) sebagsimara telzh diubah dengan Undang-Undang Nemor 7 Tabun
3023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor | Tahun 2022 fentang
Perubahan stas Undang-Undang Momor 7 Tabun 2017 tentang, Penulithan Umum menjadi Undang-Undang
{Lembaran Magara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambshan Lembaran Megara Republik
Indonesia Momor 68631 dan Peraturan Komisi Pemiliban Umom Momsor 18 Tahan 2023 teatang. Diaaa
Kampanye Pemilihan Umum (Berita Megara Republik Indonesia Takun 2023 Nomor 690), Kntenia tersebut
jupa dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai Persatuan Pembangunmm DFC Kabupaten Buol dalam
penvusunan [ aporan Dana Kampanye. Kntesia yang wajib dipatuhi oleh Partad Persatuan Pembangunan DPC
Kabupaten Buol dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:
f Rekening Khusus Dana Kampanye (REDE)
. Pembokasn - Pasal 37 avat (1), (2], (3). dan (8) PEPL 18 Tahun 2023:
al  Partal Polittk Peserta Pemilue taghat pusal, tnghat provins dan tiegkat kabuparen Ko
harus membuke REDE sebogoimimmg dimaksud dalom Posal 36 aval (2) poda Bank o
bt REKDK sebagaimana dimafed paca ayat (1) dibuka otas nama Farial Polink Peséria Pemilu
dan ferpisal dovi rekening Partai Poliik

o) Pembukoon REDK sehagaimana dimeksud pede aval (T} don apad (2 ditakukon sejak Parai

Folitik ditetapian sebagrai Feserta FPemilu sampal dengan | isan) Harn sebelum dimulainvg
marsa Kampanye.
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ol

Partal Politik Peserta Pemitu iingkat pusal, fingkat provinst den tingkat kerhupente ra kst

membuka dan melaporkan hamya | fam) momor REDE kepada KPL, KPU Frovia,

danvatau KPL Kabupatew Kota sesual dengan fingkatanmya

Pengelolaan — Pasal 36 ayat {2) PKPU 18 Tahun 2023:
Penerimaan Dana Kampanye yang berbenfuk wuang sebagaiman dimeksud pada ayat(l), wajil

ditempatian pada REKTE terichih detudu sebelum diguncalkan intuk kegiataniampnye Pemulu.
Penuiupan — Pasal 38 ayat (1), dan (5) PKPU 18 Tabun 2023:

a

by

Fartai Poltiik Peseria Pemilu tingkat pusat, timgkal provinsi dan tinghat kerhrgpeaten ol
wayith mentup RKDK pada Sank Untim 1 (sai) Hard setelah pemetupan pemindaian LPPDX
sampai dengan | (raty) Hari sehelum peryampaian Laperan Dana Kamparye kepada KAF.

Partai Poiitik Peserta Pemilu tingkat pusar, ingkat provinst, dan timgkar kabupaten kot
waiih menyempaikar sueal pernyatoan deri Bavle Unnim sebagaimana dima krnd pada ayvar
(d) kepada KFU KPU Provinsi, dowalou KPUKabupatep'Kolg © (5am) Har seteloh
mcnerinng sural pernyataan dari Bank U,

Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
M uatan Informasi ~ Pasal 47 ayat {1) PEPU 18 Tabun 2023:
FLADK Partai Politik Peserta Pemilu sebogaimana dimaisud dalam Pasal 46 avar (1) funsf o

LT If:;',l'ili"'n'i'!'t.l'.ﬂ.'

al
b

el

cf

e/

b/,

REDE:

saldo awal REDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;

saldo awal pembukucn Vang merupakan siva saldo fasil penermaan sumibangan don
penpefugran ek kegiatan Kampanye apabiia diterima sebelum pertode pembiidaan
cataian penerimaan dan pengeluaran Partal Politik Peserta Peoulu termasuk sebelum
pembkaan REDE:

nomer pokok wayil pajak masing-masing Pariai Poliok Peserta Pemily, dan

bukti penerimaan dan pengeluaran vang dapat diperiangmumgawabkan

Pembukuan - Pasal 4T avar (2}, Pasal 43 avat (3), (6), dan (7) PKFU 18 Tahun 2025:

i

b

Periode pembuknan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimsidai sejak 3 figa) Har
setelah Partai Politik ditetapkan sebagal Peserta Pemili dan ditutup | (satu) Har sebelum
peryampaian LADE

Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana diraksid poda avai (1) ierpisah dart pembukucn
kewargan Partal Poliitk Peserta Pemilu vany bersanghkuian

Fembukuar Dana Kanparye sebagaimans dimaksud poda avar (1) sampai dengan avat (5)
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of}

mencakup mjormasi tentang bentuk dan jumiah penerimaan dan pengeluaran disertal bukil
penerimaan dan pengelvaran yang dapat diperionggungiawahkan

Fembukuian Dana Kampanye sebagaimana dimatsud pads ayat (1) menjad tanggung jawab
Parigi Politik Peseria Perilu yang bersanghain.

3 Penyampaian [aporan — Pasal 51 avat (3), (4), dan (7) PKPU 18 tahun 2023

)

f)

[+4)

Partal Polittk Peserta Pemily menyampaiian LADK sebagaimana dimalsud pada ayat ()
dengan mengivimkon data dan dokumen LADK yang diunggah melalul Sikadeta
Pemvamipatan LADK sebagaimana dimaksud pada avat (3), dilakusan paling lambat {4
fempat belas) Hari sebelum hari periama jadwal peloksaraan Kampanye Pemilu dalcm
bentuk rapat wmman, paling lambal pukul 23.59 wakiy setempal.

LADK perbaikan disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU, KPL
Provinsi, danatou KPT Kabupaien Kota sesuai dengan tgkatanmya melalul Sikadeia paling
fambat 5 (lma) Hari sejak menerima fanda pengembalian dan berita acara huasil
percermaian dari KPL, paling lambeat pukul 2359 wakiv sefenipat.

4. Kelengkapan —Pasal 47 ayat (43, Pasal 51 ayat (13, (2). (5), dan (7) PKPU 18 tabum2023:

G

&)

¢

e/

TADE Partai Politik Peseria Pemily sebagaimana dimakond pads ayat (1) dibuar dergan
nrtnggurkan frmudne MODEL-LADE FARPCH.,

Partal Politik Peserta Pemily wajlh menyampaikan TADK sebagaimang dimoksud dalam
Pasal 47 kepada KPU, KPU Provinsi, dordatae KFPU Kabuparen'florg sesuar dengan
tingrkalara

LADK calon anggoia DPR. DPRD provinst, dan DPRDY kabupaten'kota menjods satu
kesaivan dengan LADK Partai Politik Peserfa Pemilu dan wajib disampaikan kepada XPU
sesuai dengan Hrgkatanm.

Apabila LADE yang disampaikan oleh Pariel Poliok Peserto Pémilu dikemialior ofeh KU,
KPR Provingl, daniatou KPLT KabumatenKota scsual dengan tinghatanmya, moke Poriai
Politik Peserta Pemil waiib melengkapi daw'atau memperbaitkt dokumen LADK dimais
vy ditvmat dengror menggrnakern farerlie MODEL-CADE PERBATEAN PARPON.

LADKE perbailan disampaikan ofeh Parfai Politik Peserta Pemilu kepada KPUL Kt
Provinsd, dom'alau KPU Kobypaten/Kota sésuai desgan ingkalannyva melalul Sikadefa paling
fambae 5 (lima) Harl sejak mencrima tanda pengembalian dan berita acara  fesdl

pencermaian dari KPL, paling tambat puled 2359 woktu sefempal
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- Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSIIE)

1

Ll

“uatan [nformasi - Pasal 49 ayat (1) PKPL 18 Tahun 2023

LESDE sebagaimanda dinaksted dalans Pasal 45 ayal {3) menmicl Ijormasi

b tdeniitas penyumbang sebagatmana dimaksud dalam Pesal 33 ayat (2): dan

by umndah saombrga D Sampaarnye,

Penyampaian Laporan — Pasal 52 ayat (3) PKPU 18 Tahun 2023:

Penyvampatan LPESDE sebagaimana dimioud pocks ayat (2], dilakekan malal dari awal mosa
Kampanye sampai dengan [ (san} Hord serelah masa Kamparye rerakiir.

Kelengkapan — Pasal 52 ayat (1) PKPU 18 Tahun 2023:

Partai Politik Peserta Pemilu tingleat pusat, fingkaf provinst, don fingkat kabupaten kota
mretpampaikan LPSDE sebagaimana dimaksud datam Pasal 47 kepada KPU

al  MODEL LPSDE Perseorangaty
b MODEL LPSDE Kelomprok: dean

¢l MEEL LPSOR Perusahaan dandatau Badan Usaha Nenpemerintah.

d  Laporan Pencrimaan den Pengeluaran Dana Kampamye (LPPDE)

o

Muatan Informasi -~ Pasal 50 avat {17 PEPU 1B Tahun 2023,

LPPDE Parea Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksiwd dolam Payal 46 ayet (7w c

FERTIal rfiemst;

al  RKDK;

B} salde awal ataw salds pembukaan dan sumber perolehan;

¢l salde awal pembukuar yang merupakan sisa seldo hasil penerimacn sumbdngan dos
pengeluaran ik keglatar Kampanye apabila diterima sebelum periode pembulasan;

dl catalan percrimaan dan pengeluaran Partel Politik Peseria Pemmife ermasul sebelum
rembakerar REDE,

gl momar pokok wallh pajak masing-mazing Portai Politik Peserta Pemifu;

1 hukti penertmaan dan pergeloran WIRg dopat dipertanggungiawabran;

gl saldo akhir pada saal penufupan REDE dan

Al Asersi alas Laporan Dama Kamparye,

Pembulog — Pasal S0 ayvat (2, Pasal 43 ayat (3}, (6], dan (T} PEPL 18 Tahun 2023

af  Periode pembukuan [LPPDE sebagoimana dimaksuid podeo avet (1) dimulad sejak 3 (iga) Hare
setelah penetapan Partai Polttik Peserta Pemily dan ditungp 7 fnajui) Har sebelum
penvampaimn LPPDK kepada KAP yangr cditunjik £FL
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bl Pembukiarn Dana Kampanyve sehapaimeona dimabsnd peda aye (1) ferpisak dar pembakiin
kewangarn Fartal Poltik Peserta Pemilu yang bersanghuiar,

b Pembubuan Dana Kampanpe sebagaimana dimakvud pada avat (1) sampei demgan ayat (3)
mencakup informasi feniang bentuk dan jumiah pererimaan dan pengeluaran diserial hukis
perrerinaan dan pengrinaran vang dapat dipertanggungiawablkar,

d)  Pembukuan Dana Kampanye sebagaimeama dimaksud pada avar (1) menjadi tanggang fawab
Parfar Podifik Peserta Pemil Vg bersargiaiarn

Penyampaian Laporan — Fasal 53 ayat (1), (3}, dan (4) PEPU 18 Tohun 2023

al  Partai Politik Peserta Pemily wayth memyampaitan LPPDK sehagaimana dimaind dalam
Fosal 30 kepoda KAF veng ditumfuk olep KPL

hi - Feartai Politik Peserta Pemily menyampaikan LEFPDK sebagainanag dimaksud peda avet (1)
dengan mengirimian daia dan dofmen LEPDE yang diunggah melalul Stkadefa.

o) Pempamgwatan TPPOE sebagaimara dimaksud pade ayet (3, difakeckan paling lama 15 (T
betas) Hari sesidah hewi pemungulan swars, polimng lambal pekl
J3.38 walkiy fetempal

Felengkapan — Pasal 50 avat (4], Pasal 53 ayot (1), dan (2) PKPU 18 tahun 2023

aif  LPPDE Partai Politik Peserta Femily sobagaimana dimakiud pada avas (1) dibuat dengan
menggrnaian formulir MODEL-LPPDE PARPOL.

by Partal Politik Peserta Pemilu wafib memyampaikon LPPDK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 kepade KAP yoang diturjuk oleh KPLL

¢/ LPPDK calon angpeta DPR, DPFRD provinsi, dan DPRCD kabupatenkote menjod! sty
kesatuan dengan LPPDE Partal Politik Peserta Pemilu seswai dengan tingkotamna dian
wietfih divampaibon kepada KAP yemg disunjuk ofeh KPL darcaiay KPU Proving

2, Ketentusn Lainnya

Sumber Dana Kampanye — Pasal 31 avat (1) PKPL 18 Tahun 2023:

Lhana Kampanye Pemily Anggota PR dan DPRD bersumber dari:

il Pariar Politik;

k) Calon anggota DPR, DPRD Proviesi, dam DPRD kebupaien-koie dori Pariad  Politik
bersangluian; dan

el Sunbavgan yarg sah meerural hikum dard pikak lain,

Pembatasan Dana Kampanye — Pasal 34 PEPU 18 Tahun 2023

a)  Darna Kamporye Penille angpola DPR, DPRE provins, dan DFPRE Rabupaten kowe vang
beraial dari perseorangan sebapaimana dimaksud dafam Pasal 37 dyei (3} gt a, paling
Eraartyk Rp2, SOC OO0, OF (ctac mnifiar fima rafus jut Fupiah) selama masa Kampanye.
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b Dana Kamparye Pemitly anggota DPR, DPRD provinsi, dean (PRI kabupatenkota yang
berasal dari kelompok, perusahaan, dan‘aten badan usaha nonpemerintal febagamana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3] kweuf b, ey ¢, dan huryf o, pofing banyar
Rp25.000.000.000,00 (des paluh lima miliar rupiah) selansa masa Kampanys.

¢l Dang Kampanye vang berasal dari perseorangean, kelompok, perusahaan, dan/atau badan
wsaha Aonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), bersifal kerndatif
untk seftop penvtimbarg sefama pempelengraraan Kampanye,

3. Bumbangan yang Dilarang — Pasal 34 ayar (3) PEPU 18 Tahun 2073

Partal Politik Peserta Pemilu yang menerima sumbangan melebibi ketentuan fumilah maksimal

sumbargan sehagaimana dimakstd pada apt (1), maat (2], don apai (3):

ay  dilarang menggumakan kelehihon dona dimaled;

bl wajib melaporikon kepada KPL dan

ol merverafkan sumbarrgen tersebul ke tax Nepara paling lembal 14 fémpat belas) Hlard sefelah
rrasce Karnpanye berokhir,

4. Pengeluaran Dana Kampanye — Pasal 41 PKPU 18 Tahun 2023:

a)  Pengelugran Kampamye Partai Poliik Peserta Pemilu yaitu uniek

£} pembiayaan aktivitas Kampaye;

21 pemriryaron faetarg; don

3 pengeluoran lain-lain,

Joang dinilal erdasarkan Rarga pasar Wng wajar,

bl Pembigvaan aknvitas Kampanye sebagaimana dimakiud pada ayat (1) huruf a termasuk
pembelion bavang dowatan pewbayaran faso.

ol Pembayaran lutang sebagimana dimaksud poda ayat (1) hurf b merupakan prembayanan
atas hutang Partai Politik yang dmbul dari pembelian bararig dari pikak lain menjod
fangeuig fowalr Paviai Politik Pesersa Pentilu,

ddf  Afaivitar Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) heuf o, melipt:

{) pertemuan lerbaias,
& pertemuan tatap muko:
3 penyebaran bahan Kampanye Pemily kepada umum;

4} pemasargan alai peraga Kampanye Pemily i Jerpal i,
Sl medla sosial;

6} iklan media massa cetak, media massa elekronik, dom media dolam JAFINGan,
7} rapal wmum; dan
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& hegiar fam yang tidak melanggar larangan Kamparye Perili dan ke tisan peraiuran
pertindang-tndangan.

2l Nifar pengefuaran seiap bohan Kampanye yang disebarkar sebagaimeanc dimalered peda
aat (40 hurf o ke divomversikan dalom bentuk - warg berpedoman pedda Retentian
peraturan penihdang-undangan,

£ Deana Kampanye tidak dapet digunakar wtuk membieyal saksi Partal Polittk Peserta Pemily
dalam pemunguton dan penghifutgon Suaal,

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukt vang televan dan ferbatas pada informas: yang terfuang
pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai Persatuan Pembangunan DEC
Kabupaten Bucl. Pada sustu pelaksanaan Penkatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalmya,
pengujian  sccara sampliog vang  dilakukan memungkinkan  sdanya kegagalan  dalam  mendeteks
ketidakpatuhan dan kecurangsn vanp terjadi. Terdupal keterbatasan sifat, saat, Lingkop, rmagam. dan
karakteristik yang melekar pada sumber dana sebagai usal usul Duna Kampanye, schingga ada kemungkinan
Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaam
Joaini juga terhatas hamya pada dokomen dan/atan informast yang diseralikan dan/aian disediakan oleh Farmai
Perzanuan Pembanpunan DPC Kabapaten Buol, s2hingea kani tidak melaloukan pemerikaann atag hal-hal yvang
tidak divngk apkas di dalam laporan. Kam idak memberikan penentuan legal atas kepatubien Partai Persatuan
Pembangunan DPC Kabupaten Buaol terhadep peraturan perundang-undangan yveng relevan dengan [aporan
Dana Kampanye:

Tanggung Jawah Peserta Pemilu Parfai Persatuwan Pembangunan DPC Kabupaten Sl

Partsi Persatuan Pembangunan DPC Eabupaten Buol bertangzungiawab atas penyusunan Laporan Dang
Fampanye yang sesuii dengan peraturan penindang-mdangean yang berlaku, Tanggung jawab tarsabut juga
mencakup penerapan metode penilaian, asamai, dan perkirsan yang digonakan dalaom laporan, sevia
perancanpan implementasi, pemelibaragn sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan leporan,

Partai Persatuan Pembangunan DPC Kabupaten Buol juga bertangpung jaweab atas kepamshan techadap
peramran perundong-undangon terkmit Dana Kompanye, sebagnimons yeang teloh dinyatakan dalam ASERSI
ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIE
FESERTA FEMILLU PARTAl PERSATUAN PEMBANGUNAN DPFC KABUPATEN BUOL fangeal 16
Februari 2024 (Formulir 7 Azersi atas LPPDE)



Tanggung Jawah Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untek menyatakan simpulan berupa pendapat dengan
Jeyakinn memadai teshadap Lapotan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami
labukan dan bukti-bukti yang kami perolsh. Kami melakukan perikatan mi berdasarkan Standar Perikatan
Asurans 3000 (Revisi 2022); “Perikatan Asurans selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis™
vang ditetapkan olch Institut Akuntan Publik Indoncsia. Standar terschut mewajibkan kami unfuk memertzhi
ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profest Alunian Publik termasuk persyaratin
independensi bagi semus personel yang terlibar dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga
mewafibkan Kami unik metencanakan dan melaksmnakan Perikatan Asurans secara memadai  dalam
mendukung kesimpulan kami,

Seloruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperfukan dalam
melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesnai dengan pasal 102 ayat (1) Peraturan Komisi Pemiliban Umum
Momor 1% Tabun 2023, kami melaksanakian perikatan ini selama 30 (tza pofoh) han kalender terhifung sejak
karni menenma Laporan Dana Kempanye Portad Persatan Pembanganan DPC Kabupaten Buol dan Komis

Pemiliban Uirnam,

Basis adanya Ketidakpatuhan
Pemeribsasn kami mengungkapkon adanya ketidakpatohan material benkut im terbadap knteris peraturan
penmdang-undangan yang mengaturs tentamg Dana Kaompanye dalam melaporkan dana kampanye vang berlako
bagi Parai Persaluan Pembangunan DPC Kabupaten Buol sclama penode 17 Desember 2022 5.4, 22 Februan
2024, antara lam

1. Aspek Laporan Dana Kampanye RKDE

Kriteria

a Peraturan Komisi Pemiliban Umom tentang Dana Kamparye Pemiliban Umnum Nomor 18 Tahoan 2023
Pasal 38 ayat {1} menyatakan Partai Politk Peserta Pemilu tinglkat pusat, tingkat provinsi dan onghat
kabupaten/kota wapb menuiup REDE pada Bank Umum 1 {satu} han setelah peantupan pembukuan
LPPD sampai dengan | (satu) ban sebelum penyampaian Laporan Dana Kemparrye ke KAP,

Komndisi:

i, Berdasarkan pemeriksaan kemi, Partai Poliik DPC FPP Kabupaten Buol tidak patuh unmk asers:
penotupan RKDK, dikarenakan Partai Politik DPC PPP Kabupaten Buol ndak menyampaikan surat
peryitann pemuupan rekening don bank. Juga Kami tidak dapat melakukan Prosedur Konfirmas Bank
dikarenakan LOPenghubung yang ditunjuk oleh DPC PPP Kabupaten Buol tidak dapat dihubung)
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2, Aspek Laporan Dana Kampanye LADK

Krnitena;

& Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahon 2003
Pasal 47 ayat (2) menyatakan Periode pembukuan LADK sebagaimans dimaksud padas ayat | 1) dirmulai
sejak 3 (tiga} Hari sctelah Partai Politik ditetapkan schagai Peserta Pemiln dan ditutup | (safu) Han
sebelum pemvampaian LADEK

Eoomdisi;

A Husil pemeriksaan kami. Periode LADK vang dilaporkan Partai Politik DPC PPP Kabupaten Buol nndak
sesusi denpan ketentuan periode pembukusn LADK yai tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan &
Jammari 2024, dikarenskan periode LADE Partai Politk DPC PPP Kabupaten Bool yang kami terima
melalui SICADEK A dimulai pads tangpal 17 Desember 2022 sampai dengan 31 Desember 2023,

3. Aspek Laporan Dana Kampanye LFPDE

Kriteria:

3 Peratmman Komis Pemilihan Urmum tentang Dana Kampenye Pemiliban Uimum Memor 18 Tahon 20235
Pasal 50 myat (7) menymtakan LPPDE Calon anggota DPE, DPRD Provins dan DPRD Kabupaten® .o
sehapammana dimaksod pada ayat (3] ditandatngani oleh calon yang bersangkutan.

Kondsisi-

a.  Hasil pemenksaan kom pada LPPDE Formulie 6 Calon anggota DPRD Kabupaten/Kots idsk lengkap
wtan Hdak mermual andarangan aias nama Rais 5. Awad,

Simpulan

Menumut opml kami, schagsimana sdanys ketidakpatuhan yang dijelaskon di atas dalam seswos hal yang
matcrial, Ascrsi Partai Persatuan Pembangunan DPC Kabupaten Bool dalam Laporan Dana Kampanye tersehu
di atas, ndak patuh terhadap koterin sebagaimena diatur dabum Peraturon Komist Pemilihan Umnm SNomor 18
Tahun 2023 tentang Dana Kampanryve Pamiliban Umum dan peraturan pelaksanaannya

Fembatasan Penggunaan Laporan

Tanggong javrsh kami dalam melalookan Penleatan Asurans ini hanya kepadio K PL Provins Sulawesi Tengah
dan sesnan dengan Surat Perjanpan Kontrak yang telah disepakati, Oleh karena itu kami tdak hq."{qmmuﬂ!;‘
jawab atss penggunasn laporan mi oleh pihak lain dand/atan untuk tajuan leinnya.
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Foantor Akuntan Publik

Indra Wiguna Marthanw, M.AK, Ak, CA., CPA

lzn Akuntan Pablik Moo AP 1392

25 Moaret 2024



G. FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BUOL

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : DR. MOH. NASIR DJ. DAIMARTO, SH,.MH
Alamat . KEL. KALI KEC. BIAU, KAB. BUOL RT 06 RT 02
Nomor Induk Kependudukan ;. 7205062608690002
Jabatan : Ketua
2. Nama : HAMDI IB. BILGAIS
Alamat KEL. BUOL, KEC. BIAU, KAB BUOL LINGKUNGAN BUMI NIPA RT 020
RW 006
Nomor Induk Kependudukan : 7205061612730001
Jabatan . Bendahara

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

PATUH/
NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
A. |Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
1. |Pembukaan a. Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2)
Partai Politik Peserta Pemilu dan terpisah dari rekening | Peraturan Komisi Pemilihan Patuh
Partai Politik Peserta Pemilu. Umum tentang Dana atu
Kampanye Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2023
b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum sejak Partai |Pasal 37 ayat (3) Peraturan
Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Komisi Pemilihan Umum Patuh
Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum tentang Dana Kampanye
dimulainya masa Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor |Pasal 37 ayat (8) Peraturan
RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Komisi Pemilihan Umum Patuh
Kabupaten/Kota. tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.




PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
2. |Pengelolaan Kami menempatkan Penerimaan Dana Kampanye yang Pasal 36 ayat (2) Peraturan
berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum Komisi Pemilihan Umum
. . . Patuh
digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu. tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
3. |Penutupan a. Kami menutup RKDK pada bank umum 1 (satu) Hari Pasal 38 ayat (1) Peraturan
setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan | Komisi Pemilihan Umum Patuh
1 (satu) Hari sebelum penyampaian Laporan Dana tentang Dana Kampanye
Kampanye kepada KAP. Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan Pasal 38 ayat (5) Peraturan
rekening khusus dana kampanye dari Bank Umum Komisi Pemilihan Umum Patuh
kepada KPU Kabupaten/Kota, 1 (satu) Hari setelah tentang Dana Kampanye
menerima surat pernyataan dari Bank Umum. Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
B. |Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
1. |Muatan Informasi |Kami menyusun LADK yang memuat informasi: Pasal 47 ayat (1) Peraturan
a. RKDK; Komisi Pemilihan Umum
b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber |tentang Dana Kampanye
perolehan; Pemilihan Umum Nomor
c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo 18 Tahun 2023. Patuh
hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk
kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode
pembukuan;
d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik
Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik
Peserta Pemilu; dan
f.  Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat
dipertanggungjawabkan.
2. |Pembukuan a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan
yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik Komisi Pemilihan Umum
ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) |tentang Dana Kampanye Patuh
Hari sebelum penyampaian LADK. Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan |Pasal 43 ayat (3) Peraturan
keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang Komisi Pemilihan Umum Patuh
bersangkutan. tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi Pasal 43 ayat (6) Peraturan
tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan Komisi Pemilihan Umum
pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran | tentang Dana Kampanye Patuh

yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.




PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab |Pasal 43 ayat (7) Peraturan
Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. Komisi Pemilihan Umum Patuh
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
3. |Penyampaian Kami menyampaikan LADK kepada KPU Pasal 51 ayat (3) Peraturan
Laporan Kabupaten/Kota dengan mengirimkan data dan Komisi Pemilihan Umum
dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka; tentang Dana Kampanye Patuh
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
Kami menyampaikan LADK dilakukan paling lambat 14 |Pasal 51 ayat (4) Peraturan
(empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal Komisi Pemilihan Umum Patuh
pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat tentang Dana Kampanye
umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat; Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan |Pasal 51 ayat (7) Peraturan
LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui | Komisi Pemilihan Umum
Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima tentang Dana Kampanye Patuh
tanda pengembalian dan berita acara hasil Pemilihan Umum Nomor 18
pencermatan dari KPU Kabupaten/Kota, paling lambat | Tahun 2023.
pukul 23.59 waktu setempat.
4. |Kelengkapan Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri
atas:
1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;
2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE;
3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
Patuh

DANA KAMPANYE;

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN
AWAL DANA KAMPANYE;

6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PENCATATAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN;

7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA
KAMPANYE;

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye; dan

9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi
pengeluaran.

Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh
KPU Kabupaten/Kota, maka kami wajib melengkapi
dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud
dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:




NO

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/
TIDAK
PATUH

3

5

1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE;

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN
AWAL DANA KAMPANYE;

6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PENCATATAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN;

7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA
KAMPANYE;

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye; dan

9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi
pengeluaran.

Patuh

Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

Muatan Informasi

Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU
yang memuat informasi:

a. lIdentitas penyumbang; dan

b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye.

Pasal 49 ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023

Patuh

Penyampaian
Laporan

Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten/Kota,
mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu)
Hari setelah masa Kampanye berakhir.

Pasal 52 ayat (3) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

Patuh

Kelengkapan

Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri
atas:

a. LPSDK Pihak Lain Perseorangan;
b. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan

c. LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha
Nonpemerintah.

Patuh

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

Muatan Informasi

Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi:
a. RKDK;

b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber
perolehan;

Pasal 50 ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor

Patuh




PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo 18 Tahun 2023.
hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk
kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode
pembukuan;
Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Patuh
Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
Nomor pokok waijib pajak masing-masing Partai Politik
Peserta Pemilu;
Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat
dipertanggungjawabkan;
Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK;
dan
Asersi atas Laporan Dana Kampanye.
2. |Pembukuan Kami menyusun LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari Pasal 50 ayat (2) Peraturan
setelah penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum
ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK tentang Dana Kampanye Patuh
kepada KAP yang ditunjuk KPU. Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan |Pasal 43 ayat (3) Peraturan
keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang Komisi Pemilihan Umum
bersangkutan. tentang Dana Kampanye Patuh
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi Pasal 43 ayat (6) Peraturan
tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan Komisi Pemilihan Umum Patuh
pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran | tentang Dana Kampanye
yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab |Pasal 43 ayat (7) Peraturan
Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye Patuh
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
3. [Penyampaian Kami menyampaikan LPPDK kepada KAP yang Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3)
Laporan ditunjuk oleh KPU dengan mengirimkan data dan Peraturan Komisi Pemilihan
dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka. Umum tentang Dana Patuh
Kampanye Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2023
Kami menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima Pasal 53 ayat (4) Peraturan
belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling Komisi Pemilihan Umum Patuh
lambat pukul 23.59 waktu setempat. tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
4. |Kelengkapan Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri
atas:
Patuh

FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE;




NO

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/
TIDAK
PATUH

3

5

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN
DANA KAMPANYE;

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA
KAMPANYE;

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM
PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

6) FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE PENCATATAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN,;

7) FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye;

9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan
bahwa rekening Partai Politik Peserta Pemilu yang
bersangkutan telah ditutup; dan

10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi
pengeluaran.

Patuh

Ketentuan Lainnya

Sumber Dana
Kampanye

Kami menerima Dana Kampanye Pemilu anggota DPR,
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diperoleh
dari:

a. Partai Politik;

b. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan;
dan

c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain

Pasal 31 ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor

18 Tahun 2023.

Patuh

Pembatasan/
Kesesuaian
Sumbangan

Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan
sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa
yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon
pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran
transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK,
LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal
sumbangan sebagai berikut:

a. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari
perseorangan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua
miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye.

b. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari kelompok,
perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah
paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima
miliar rupiah) selama masa Kampanye.

Pasal 34 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2023.

Patuh




PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
3. |Sumbangan yang |Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang Pasal 34 ayat (5) dan Pasal
Dilarang dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang | 116 ayat (2) Peraturan Komisi
maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut: Pemilihan Umum tentang
a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut; Dana Kampanye Pemilihan
b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada | Umum Nomor 18 Tahun 2023.
Patuh
KPU; dan
c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara
paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa
Kampanye berakhir.
4. |Pengeluaran Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Pasal 41 Peraturan Komisi
Dana Kampanye |Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, Pemilihan Umum tentang Dana
pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai | Kampanye Pemilihan Umum
berdasarkan harga pasar yang wajar. Nomor 18 Tahun 2023
Catatan:
Patuh

a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian
barang dan/ atau pembayaran jasa.

b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas
hutang Partai Politik Peserta Pemilu yang timbul dari
pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung
jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk
membiayai saksi Partai Politik Peserta Pemilu dalam
pemungutan dan penghitungan suara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

(DR. MOH. NAS

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH

KABUPATEN BUOL

DJ. DAIMARTO, SH,.MH)

Buol, 26 Februari 2024

KABUPATEN BUOL

(HAMDI IB. BILGAIS)

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH




A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA
DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BUOL

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode 17 Desember 2022 s/d 22 Februari 2024

BENTUK DANA KAMPANYE

NOMOR AKTIVITAS
UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp)
A1 Penerimaan sebelum periode 0 0 0
pembukuan
A.2 |Penerimaan sumbangan
1. Partai Politik
a. Partai Politik Tingkat Pusat 0 0 0
b. Partai Politik Tingkat Provinsi 0
c. Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota 1.000.000
2. Calon Anggota Legislatif
a. Sumbangan Calon Anggota Legislatif 0 0 0
kepada Parpol
b. Jasa Kampanye Calon Anggota 0 0 136.880.000
Legislatif
Sumbangan Pihak Lain Perseorangan 0 0
Sumbangan Pihak Lain Kelompok 0 0
Sumbangan Pihak Lain Perusahaan 0 0
dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah
JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN 1.000.000 0 136.880.000
A3 Penerimaan Lain-Lain
1. Bunga Bank 1.326 0 0
JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN 1.326 0 0
A.4 |Penerimaan Barang Hasil Pembelian
1. Penerimaan Barang Hasil Pembuatan 0 0 0
Bahan/Design dan/atau Alat Peraga
Kampanye
2. Barang Diterima Dimuka Hasil 0 0 0
Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat
Peraga Kampanye
JUMLAH PENERIMAAN BARANG 0 0 0
HASIL PEMBELIAN
TOTAL PENERIMAAN 1.001.326 0 136.880.000




NOMOR

AKTIVITAS

BENTUK DANA KAMPANYE

UANG (Rp)

BARANG (Rp)

JASA (Rp)

Pengeluaran sebelum periode
pembukuan

B.1

Pengeluaran

—

Rapat Umum

Pertemuan Terbatas

Pertemuan Tatap Muka

HlenN

Pembuatan/Produksi Iklan di Media
Massa Cetak, Media Massa Elektronik,
Media Sosial, dan Media Dalam
Jaringan

o|j|o|O|O

oo |]O| O

ojlo|]O| O

Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat
Peraga Kampanye

Penyebaran Bahan Kampanye Partai
Politik Kepada Umum dan/atau
pemasangan Alat Peraga Kampanye

a. Penyebaran Bahan Kampanye Partai
Politik Kepada Umum

b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye
Partai Politik

Penyebaran Bahan Kampanye Calon
Anggota Legislatif Kepada Umum
dan/atau pemasangan Alat Peraga
Kampanye

a. Penyebaran Bahan Kampanye Calon
Anggota Legislatif Kepada Umum

b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye
Calon Anggota Legislatif

Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar
Larangan Kampanye dan Peraturan
Perundang-undangan

Pengeluaran Lain-lain

a. Administrasi Bank

. Pembelian Kendaraan

b
c. Pembelian Peralatan
d

. Pembayaran Utang Pembelian
Barang

oo |]O| O

olo|]O| O

e. Pengeluaran Lain

1) Pengeluaran Lainnya

2) Sumbangan ke Parpol Tingkat
Provinsi/Kabupaten/Kota

3) Sumbangan ke Calon Anggota
Legislatif

4) Jasa Kampanye Calon Anggota
Legislatif

136.880.000

TOTAL PENGELUARAN

22.738

136.880.000

Utang

Utang Pembelian Barang




BENTUK DANA KAMPANYE

NOMOR AKTIVITAS
UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp)
D Saldo
1. Kas di Rekening Khusus Dana 978.588 0 0
Kampanye
2. Kas di Bendahara
Barang 0 0

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN BUOL ] ‘f F

< ”"JJ:-;E

(DR. MOH. NASIR DJ. DAIMARTO, SH,.MH)

Buol, 26 Februari 2024

B % BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH

) KABUPATEN BUOL

(HAMB IB. BILGAIS)




Mohammad Sunusi & Rekan

Epiwalk Office Suite T:(021)-80607561,
Lantai 5 Unit A-533 WA : +62-81316750090,
JI. HR. Rasuna Said, Kuningan Email : kap.mohammadsunusidanrekan@gmail.com

Registered Public Accountant Jakarta 12940, Indonesia

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN
Laporan No. 007/ADK-SULTENGO7/MSR-JKT/111/2024

Pihak yang dituju

Ketua KPU K abupaten Buol

Cakupan

Kami telah melakukan perikatan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol berdasarkan Surat
Perjanjian Kerja/Kontrak nomor 377/PL.01.7-SPK/72/2024, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan
keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Politik
Peserta Pemilihan Umum Partai Ummat untuk periode 26 Februari 2024 s.d 26 Maret 2024 terhadap
peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.

Informasi Hal Pokok
Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Laporan Dana Kampanye Partai Politik
Peserta Pemilu Partai Ummat terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat infromasi Rekening Khusus
Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan
dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan
penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemili sampai dengan 1
(satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol;

2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh
penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari
sebelum penyampaian LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol; dan

3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat
seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta

Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
18 Tahun 2023 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023. Kriteria tersebut juga
dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Partai Ummat dalam
penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Peserta Pemilihan Umum Partai
Ummat dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023.

Kantor Akuntan Publik Mohammad Sunusi & Rekan
KMK No. 946/KM.1/2022



Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang
pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum
Partai Ummat. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya,
penguijian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan
dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat
pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup
secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada
dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Partai Politik Peserta Pemilihan
Umum Partai Ummat, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di
dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Partai Politik Peserta Pemilihan
Umum Partai Ummat terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Partai Ummat

Bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan
perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses
yang relevan untuk penyusunan laporan.

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Partai Ummat juga bertanggungjawab atas kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asers
LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu Partai Ummat tanggal 26 Maret 2024 .

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan
memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan
bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000
(Revisi 2022); “Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis” yang ditetapkan
oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar
Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan indepedensi bagi semua
personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan
dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Sdluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan
Periktaba Asurans ini. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 dan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023, kami melaksanakan perikatan ini selama 30
(tiga puluh) hari kalender terhitung sgjak kami menerima Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta

Pemilihan Umum Partai Ummat dari K omisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol. .

KANTOR AKUNTAN PUBLIK MOHAMMAD SUNUSI & REKAN

Epiwalk Office Suite Lantai 5 Unit A-533
JI. HR. Rasuna Said, Kuningan
Jakarta Selatan — DKI Jakarta 12940



Simpulan

Menurut opini kami, Asersi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Partai Ummat dalam Laporan Dana
Kampanye tersebut di atas, telah Patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur
dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 dan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 1677 Tahun 2023.

Pembatasan Penggunaan L aporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Buol dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak
bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

KAP MOHAMMAD SUNUSI & REKAN

AD SUNUSI & REKAN

REGISTERED PUE AC UNTANT

Mohammad Sunusi, CA.,.CPA
Nomor Registrasi Akuntan Publik : AP. 1488

Jakarta, 26 Maret 2024

KANTOR AKUNTAN PUBLIK MOHAMMAD SUNUSI & REKAN

Epiwalk Office Suite Lantai 5 Unit A-533
JI. HR. Rasuna Said, Kuningan
Jakarta Selatan — DKI Jakarta 12940



G. FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PARTAI UMMAT

ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
PARTAI UMMAT
DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BUOL

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Muhammad Adhan Akbar
Alamat . Kelurahan Leok Il Kecamatan Biau Kabupaten Buol
Nomor Induk Kependudukan 1 7205062702690002
Jabatan . Ketua

2. Nama : IKBAL
Alamat : Dusun | Desa Lokodoka Kecamatan Gadung
Nomor Induk Kependudukan : 7205091005840001
Jabatan . Bendahara

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

PATUH/
NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH

1 2 3 4 5

A. |Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

1. |Pembukaan a. Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2)
Partai Politik Peserta Pemilu dan terpisah dari rekening | Peraturan Komisi Pemilihan
Partai Politik Peserta Pemilu. Umum tentang Dana

Kampanye Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2023

b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum sejak Partai |Pasal 37 ayat (3) Peraturan

Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Komisi Pemilihan Umum
Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum tentang Dana Kampanye
dimulainya masa Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor |Pasal 37 ayat (8) Peraturan
RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota. tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.




PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH

1 2 3 4 5

2. |Pengelolaan Kami menempatkan Penerimaan Dana Kampanye yang Pasal 36 ayat (2) Peraturan

berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum Komisi Pemilihan Umum

digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu. tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

3. |Penutupan a. Kami menutup RKDK pada bank umum 1 (satu) Hari Pasal 38 ayat (1) Peraturan
setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan | Komisi Pemilihan Umum
1 (satu) Hari sebelum penyampaian Laporan Dana tentang Dana Kampanye
Kampanye kepada KAP. Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan Pasal 38 ayat (5) Peraturan
rekening khusus dana kampanye dari Bank Umum Komisi Pemilihan Umum
kepada KPU Kabupaten/Kota, 1 (satu) Hari setelah tentang Dana Kampanye
menerima surat pernyataan dari Bank Umum. Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

B. |Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

1. |Muatan Informasi |Kami menyusun LADK yang memuat informasi: Pasal 47 ayat (1) Peraturan

a. RKDK; Komisi Pemilihan Umum

b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber |tentang Dana Kampanye
perolehan; Pemilihan Umum Nomor

c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo 18 Tahun 2023.
hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk
kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode
pembukuan;

d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik
Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;

e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik
Peserta Pemilu; dan

f.  Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat
dipertanggungjawabkan.

2. |Pembukuan a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan
yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik Komisi Pemilihan Umum
ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) [tentang Dana Kampanye
Hari sebelum penyampaian LADK. Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023.

b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan |Pasal 43 ayat (3) Peraturan
keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang Komisi Pemilihan Umum
bersangkutan. tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi Pasal 43 ayat (6) Peraturan

tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan
pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran
yang dapat dipertanggungjawabkan.

Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.




PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab |Pasal 43 ayat (7) Peraturan
Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
3. |Penyampaian Kami menyampaikan LADK kepada KPU Pasal 51 ayat (3) Peraturan
Laporan Kabupaten/Kota dengan mengirimkan data dan Komisi Pemilihan Umum
dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka; tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
Kami menyampaikan LADK dilakukan paling lambat 14 |Pasal 51 ayat (4) Peraturan
(empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal Komisi Pemilihan Umum
pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat tentang Dana Kampanye
umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat; Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan |Pasal 51 ayat (7) Peraturan
LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui | Komisi Pemilihan Umum
Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima tentang Dana Kampanye
tanda pengembalian dan berita acara hasil Pemilihan Umum Nomor 18
pencermatan dari KPU Kabupaten/Kota, paling lambat | Tahun 2023.
pukul 23.59 waktu setempat.
4. |Kelengkapan Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri

atas:
1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE;

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN
AWAL DANA KAMPANYE;

6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PENCATATAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN;

7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA
KAMPANYE;

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye; dan

9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi
pengeluaran.

Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh
KPU Kabupaten/Kota, maka kami wajib melengkapi
dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud
dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:




NO

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/
TIDAK
PATUH

3

5

1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE;

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN
AWAL DANA KAMPANYE;

6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PENCATATAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN;

7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA
KAMPANYE;

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye; dan

9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi
pengeluaran.

Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

Muatan Informasi

Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU
yang memuat informasi:

a. Identitas penyumbang; dan

b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye.

Pasal 49 ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023

Penyampaian
Laporan

Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten/Kota,
mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu)
Hari setelah masa Kampanye berakhir.

Pasal 52 ayat (3) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

Kelengkapan

Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri
atas:

a. LPSDK Pihak Lain Perseorangan;
b. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan

c. LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha
Nonpemerintah.

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

Muatan Informasi

Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi:
a. RKDK;

b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber
perolehan;

Pasal 50 ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum

tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor




PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo 18 Tahun 2023.
hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk
kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode
pembukuan;
Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik
Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
Nomor pokok waijib pajak masing-masing Partai Politik
Peserta Pemilu;
Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat
dipertanggungjawabkan;
Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK;
dan
Asersi atas Laporan Dana Kampanye.
2. |Pembukuan Kami menyusun LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari Pasal 50 ayat (2) Peraturan
setelah penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum
ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK tentang Dana Kampanye
kepada KAP yang ditunjuk KPU. Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan |Pasal 43 ayat (3) Peraturan

keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang Komisi Pemilihan Umum

bersangkutan. tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi Pasal 43 ayat (6) Peraturan

tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan Komisi Pemilihan Umum

pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran | tentang Dana Kampanye

yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab |Pasal 43 ayat (7) Peraturan

Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

3. |Penyampaian Kami menyampaikan LPPDK kepada KAP yang Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3)
Laporan ditunjuk oleh KPU dengan mengirimkan data dan Peraturan Komisi Pemilihan

dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka. Umum tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2023

Kami menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima Pasal 53 ayat (4) Peraturan

belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling Komisi Pemilihan Umum

lambat pukul 23.59 waktu setempat. tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.

4. |Kelengkapan Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri

atas:

FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
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2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN
DANA KAMPANYE;

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA
KAMPANYE;

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM
PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

6) FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE PENCATATAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN,;

7) FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye;

9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan
bahwa rekening Partai Politik Peserta Pemilu yang
bersangkutan telah ditutup; dan

10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi
pengeluaran.

Ketentuan Lainnya

Sumber Dana
Kampanye

Kami menerima Dana Kampanye Pemilu anggota DPR,
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diperoleh
dari:

a. Partai Politik;

b. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan;
dan

c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain

Pasal 31 ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum Nomor

18 Tahun 2023.

Pembatasan/
Kesesuaian
Sumbangan

Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan
sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa
yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon
pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran
transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK,
LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal
sumbangan sebagai berikut:

a. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari
perseorangan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua
miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye.

b. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari kelompok,
perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah
paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima
miliar rupiah) selama masa Kampanye.

Pasal 34 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2023.




PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
3. |Sumbangan yang |Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang Pasal 34 ayat (5) dan Pasal
Dilarang dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang | 116 ayat (2) Peraturan Komisi
maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut: Pemilihan Umum tentang
a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut; Dana Kampanye Pemilihan
b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada | Umum Nomor 18 Tahun 2023.
KPU; dan
c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara
paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa
Kampanye berakhir.
4. |Pengeluaran Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Pasal 41 Peraturan Komisi

Dana Kampanye

Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye,
pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai
berdasarkan harga pasar yang wajar.

Catatan:

a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian
barang dan/ atau pembayaran jasa.

b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas
hutang Partai Politik Peserta Pemilu yang timbul dari
pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung
jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk
membiayai saksi Partai Politik Peserta Pemilu dalam
pemungutan dan penghitungan suara.

Pemilihan Umum tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2023

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
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A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

FARTAI UMMAT

PARTAI UMMAT

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA
DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BUOL

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode 02 Januari 2023 s/d 22 Februari 2024

BENTUK DANA KAMPANYE

NOMOR AKTIVITAS
UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp)
A1 Penerimaan sebelum periode 0 0 0
pembukuan
A.2 |Penerimaan sumbangan
1. Partai Politik
a. Partai Politik Tingkat Pusat 650.000
b. Partai Politik Tingkat Provinsi
c. Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota
2. Calon Anggota Legislatif
a. Sumbangan Calon Anggota Legislatif 0 0 0
kepada Parpol
b. Jasa Kampanye Calon Anggota 0 0 1.977.500
Legislatif
Sumbangan Pihak Lain Perseorangan 60.000.000
Sumbangan Pihak Lain Kelompok 0
Sumbangan Pihak Lain Perusahaan 0
dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah
JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN 60.650.000 0 1.977.500
A3 Penerimaan Lain-Lain
1. Bunga Bank
JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN
A.4 |Penerimaan Barang Hasil Pembelian
1. Penerimaan Barang Hasil Pembuatan 0 5.800.000 0
Bahan/Design dan/atau Alat Peraga
Kampanye
2. Barang Diterima Dimuka Hasil 0 0 0
Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat
Peraga Kampanye
JUMLAH PENERIMAAN BARANG 0 5.800.000 0
HASIL PEMBELIAN
TOTAL PENERIMAAN 60.650.000 5.800.000 1.977.500




BENTUK DANA KAMPANYE

NOMOR AKTIVITAS
UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp)
B Pengeluaran sebelum periode 0 0 0
pembukuan
B.1 Pengeluaran
1. Rapat Umum 0 0 0
2. Pertemuan Terbatas 10.000.000 0 0
3. Pertemuan Tatap Muka 0 0 0
4. Pembuatan/Produksi Iklan di Media 0 0 0
Massa Cetak, Media Massa Elektronik,
Media Sosial, dan Media Dalam
Jaringan
5. Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat 5.800.000 0 0
Peraga Kampanye
6. Penyebaran Bahan Kampanye Partai
Politik Kepada Umum dan/atau
pemasangan Alat Peraga Kampanye
a. Penyebaran Bahan Kampanye Partai 0 0 0
Politik Kepada Umum
b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye 27.000.000 0 0
Partai Politik
7. Penyebaran Bahan Kampanye Calon
Anggota Legislatif Kepada Umum
dan/atau pemasangan Alat Peraga
Kampanye
a. Penyebaran Bahan Kampanye Calon 0 0 0
Anggota Legislatif Kepada Umum
b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye 0 0 0
Calon Anggota Legislatif
8. Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar 0 0 0
Larangan Kampanye dan Peraturan
Perundang-undangan
9. Pengeluaran Lain-lain
a. Administrasi Bank 0 0 0
b. Pembelian Kendaraan 0 0 0
c. Pembelian Peralatan 8.450.000 0 0
d. Pembayaran Utang Pembelian 0 0 0
Barang
e. Pengeluaran Lain
1) Pengeluaran Lainnya
2) Sumbangan ke Parpol Tingkat
Provinsi/Kabupaten/Kota
3) Sumbangan ke Calon Anggota 0 0 0
Legislatif
4) Jasa Kampanye Calon Anggota 0 0 1.977.500
Legislatif
TOTAL PENGELUARAN 51.250.000 0 1.977.500
C Utang
1. Utang Pembelian Barang 0 0 0




BENTUK DANA KAMPANYE

NOMOR AKTIVITAS
UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp)
D Saldo
1. Kas di Rekening Khusus Dana 9.400.000 0 0
Kampanye
2. Kas di Bendahara
Barang 0 5.800.000 0
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